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BAB I                                                                                                 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Pemerintah Republik Indonesia memiliki komitmen dalam 

perlindungan dan pengeloaan lingkungan hidup. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya konstitusi hingga regulasi yang memperhatikan urusan lingkungan 

hidup. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

1945), Pasal 28H mengamanatkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera 

lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang 

baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hal 

tersebut berarti lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi 

setiap warga negara Indonesia. Selanjutnya di dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan Perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan 

untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi 

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, 

dan penegakan hukum.  

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, data 

dan informasi mengenai lingkungan hidup harus tersedia dan dapat diakses 

oleh publik. Data dan informasi mengenai lingkungan hidup daerah 

dihimpun dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Daerah (DIKPLHD). DIKPLHD menjadi bagian penting sarana penyediaan 

data dan informasi lingkungan hidup sebagai acuan kebijakan dan 

perencanaan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas 

pembangunan sesuai dengan prinsip pengelolaan lingkungan hidup. Selain 

itu, dokumen ini juga sebagai alat yang berguna dalam menilai dan 
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menentukan prioritas masalah dan membuat rekomendasi bagi penyusunan 

kebijakan dan perencanaan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah juga mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan 

Hidup (SILH) untuk meningkatkan akses publik terhadap data dan informasi 

pengelolaan lingkungan hidup.  

DIKPLHD Provinsi DKI Jakarta memuat status lingkungan hidup 

sebagai sarana penyediaan data dan informasi pengelolaan lingkungan 

hidup Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya. Dalam DIKPLHD ini juga 

disampaikan isu-isu lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta dan inovasi-

inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk 

menangani isu-isu tersebut. Laporan ini juga sebagai bentuk akuntabilitas 

kepada publik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat menunjang 

pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan semangat 

reformasi birokrasi. 

 

I.2 Profil Daerah 

I.2.1 Sejarah Kota Jakarta 

Pada abad ke-14, DKI Jakarta dikenal sebagai Sunda Kelapa yang 

berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Wilayah DKI Jakarta atau 

Sunda Kelapa merupakan kota pelabuhan yang sibuk dimana terjadi 

kegiatan bertukar barang komoditas dari para pedagang, seperti Arab, 

China, India hingga Eropa. 

Tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka. Tahun 1512 Portugis 

mengunjungi pelabuhan Sunda Kelapa. Tahun 1522, Portugis mengutus 

Henrique Leme untuk menghadiri undangan raja Sunda untuk membangun 

benteng keamanan di Sunda Kelapa. Tahun 1527, Fatahillah dari Kesultanan 

Demak mengusir Portugis dari Sunda Kelapa.  Pada 22 Juni 1527 Fatahillah 

mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta yang memiliki arti 

sebagai kemenangan (Sedyawati, Rahardjo, Johan, & Ohorella, 1987). 

Momen ini sekaligus mendasari penetapan 22 Juni sebagai ulang tahun 
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Jakarta yang tertuang dalam keputusan DPR Kota Sementara No 

6/D/K/1956. 

Pada 30 Mei 1619, di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Coen, Kota 

Jayakarta dikuasai oleh Pemerintahan Belanda (VOC). VOC menghancurkan 

Jayakarta dan membangun kota baru di bagian barat Sungai Ciliwung yang 

kemudian dinamakan Batavia. Nama Batavia sendiri diambil dari nenek 

moyang bangsa Belanda, yakni Batavieren. Mengikuti desain kota-kota di 

Belanda, desain pembangunan Kota Batavia terdiri atas bangunan 

berbentuk blok yang masing-masing dipisahkan benteng dan parit. 

Pembangunan ini selesai pada tahun 1650. Nama Batavia terus dipakai 

selama tiga abad hingga tahun 1942. 

 

 

Gambar I-1 Kota Jakarta Sekitar Tahun 1780 

Sumber: NL, Universiteitsbibliotheek Vrĳe Universiteit, 1780 
 

Bertepatan dengan perayaan Hari Perang Asia Timur Raya pada 

tangga 8 Desember 1942 pemerintah Jepang mengganti nama dari Batavia 

menjadi Jakarta Tokubetsu Shi. Tahun 1945, usai Jepang menyerah pada 

sekutu dan proklamasi Indonesia digaungkan, Jakarta Tokubetsu Shi 

berganti menjadi Jakarta yang sekaligus berperan sebagai Ibu Kota 

Republik Indonesia. Pada tahun 1961, status Jakarta diubah menjadi 
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Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) melalui PP No. 2 Tahun 1961 Jucto UU No. 

2 PNSP 1961 (Tim detikcom, 2021). 

I.2.2 Profil Wilayah 

Secara astronomis Provinsi DKI Jakarta terletak antara 5⁰19’12”-

6⁰23’54” lintang selatan (LS) dan 106⁰22’42” -106⁰58’18” Bujur Timur (BT). 

Luas wilayah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan SK Gubernur Nomor 171 

tahun 2007, adalah berupa daratan seluas 662,33 km2  dan berupa lautan 

seluas 6.977,5 km2. Wilayah DKI memiliki tidak kurang dari 110 buah pulau 

yang tersebar di Kepulauan Seribu dan sekitar 17 buah sungai/saluran/kanal 

yang digunakan sebagai sumber air minum, usaha perikanan dan usaha 

perkotaan.  

Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi DKI Jakarta memiliki batas-

batas: di sebelah utara membentang pantai dari Barat sampai ke Timur 

sepanjang ± 35 km yang menjadi tempat bermuaranya 9 sungai dan 2 

kanal, yang berbatasan dengan Laut Jawa, sementara di sebelah selatan 

dan timur berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat, sebelah barat 

dengan Provinsi Banten. Kota Jakarta merupakan dataran rendah dengan 

ketinggian rata-rata +7 meter diatas permukaan laut.  

Temperatur Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 tertinggi di bulan 

Agustus (29,37OC) dan terendah di bulan Juni, Desember, dan Februari 

(26OC). Curah hujan tertinggi di bulan Januari (377 mm) dan terendah di 

bulan Agustus (31,5 mm) berdasarkan Stasiun Pengamatan Kemayoran.  
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Gambar I-2 Peta Administrasi DKI Jakarta 

Sumber: Pergub 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang 
 

Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Administrasi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dibagi menjadi 5 (lima) kota 

administrasi dan 1 (satu) kabupaten administrasi. Hal tersebut dimaksudkan 

guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif dan 

efisien. Wilayah kecamatan terbagi menjadi 44 kecamatan, dan kelurahan 

menjadi 267 kelurahan dengan rincian sebagai berikut. 

 

Tabel I- 1 Pembagian Wilayah DKI Jakarta 

Kota/ Kab. 
Luas 

(km2) 
Kecamatan Kelurahan RW RT 

Kepulauan Seribu 10,18 2 6 24 127 

Jakarta Selatan 154,32 10 65 579 6.077 

Jakarta Timur 182,70 10 65 709 7.929 

Jakarta Pusat 52,38 8 44 389 4.559 

Jakarta Barat 124,44 8 56 586 6.499 

Jakarta Utara 139,99 6 31 454 5.279 

DKI Jakarta 664,01 44 267 2.741 30.470 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022 
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1.2.2.1. Topografi dan Kemiringan Lereng 

Ketinggian lahan dan kemiringan lahan topografi Provinsi DKI Jakarta 

terletak pada dataran rendah dengan ketinggian rata-rata kurang lebih 7 

meter di atas permukaan laut. Sedangkan, sekitar 40 persen wilayah 

Provinsi DKI Jakarta berupa dataran yang permukaan tanahnya berada 11,5 

meter di bawah muka laut pasang. Hal tersebut mengakibatkan kemiringan 

lahan.  

Sekitar 0-3 persen wilayah Provinsi DKI Jakarta yaitu memiliki 

kecenderungan datar, sementara daerah hulu dimana sungai-sungai yang 

bermuara di Provinsi DKI Jakarta memiliki ketinggian yang cukup tinggi 

yaitu sekitar 8-15 persen di wilayah Bogor dan Cibinong, sedangkan daerah 

Ciawi-Puncak memiliki ketinggian lebih dari 15 persen. Fenomena banjir 

yang terjadi di Jakarta tidak lepas dari kemiringan lerengnya, Kota Jakarta 

masih tergolong dalam tingkat kemiringan lereng 0-3 persen. Kemiringan 

lereng pada Jabodetabek berada pada kemiringan lereng relatif landai.  

Kondisi kemiringan lahan yang demikian, ditambah dengan 13 sungai 

yang mengalir di wilayah Provinsi DKI Jakarta menyebabkan kecenderungan 

semakin rentannya wilayah Jakarta untuk tergenang air dan banjir pada 

musim hujan. Terlebih jika memperhatikan tingginya tingkat perkembangan 

wilayah di sekitar Jakarta, menyebabkan semakin rendahnya resapan air 

kedalam tanah dan menyebabkan run off air semakin tinggi, yang pada 

gilirannya akan memperbesar ancaman banjir di wilayah Provinsi DKI 

Jakarta. 

 

I.2.2.2 Geologi 

Secara rinci, Provinsi DKI Jakarta terdiri atas lapisan aluvial terdiri atas 

lempung dan pasir. Umur endapan yang menutupi permukaan tanah 

Jakarta berumur 10.000 tahun, terhitung masih sangat muda. Sekitar 10 

Km di bawahnya terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak 

pada permukaan tanah karena tertimbun seluruhnya oleh endapan aluvium. 

Di wilayah bagian utara Jakarta endapan aluvial terdapat pada kedalaman 
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10-25 meter, makin ke selatan permukaan keras semakin dangkal, 8-15 

meter. Pada bagian kota tertentu terdapat juga lapisan permukaan tanah 

yang keras dengan kedalaman 40 m.  

Secara umum, karakteristik keteknikan tanah dan batuan Provinsi DKI 

Jakarta menunjukkan bahwa terdapat 4 karakteristik utama, yaitu:  

a. Pasir lempungan dan lempung pasiran, merupakan endapan aluvial 

sungai dan pantai berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari 

lanau lempungan, lanau pasiran dan lempung pasiran.   

b. Satuan Pasir Lempungan, merupakan endapan pematang pantai 

berangsur-angsur dari atas kebawah terdiri dari perselang-selangan 

lanau pasiran dan pasir lempungan  

c. Satuan Lempung Pasiran dan Pasir Lempungan, merupakan endapan 

limpah banjir sungai. Satuan tersebut tersusun beselang-selang antara 

lempung pasrian dan pasir lempungan.   

d. Lempung Lanauan dan Lanau Pasiran, merupakan endapan kipas aluvial 

vulkanik berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lempung 

lanauan dan lanau pasiran dengan tebal palisan antara 313,5 meter. 

I.2.2.3 Hidrologi 

 Menurut keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 

716 K/40/MEM/2003 tentang Batas Horizontal Cekungan Air Tanah Di Pulau 

Jawa dan Pulau Madura, Provinsi DKI Jakarta berada pada Cekungan Air 

Tanah (CAT) Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta yang merupakan 

cekungan air tanah lintas Provinsi, yang berada di antara Provinsi Banten, 

Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat dengan luas sekitar 1.439 

km2. Litologi akuifer utama dari cekungan air tanah Provinsi Jawa Barat dan 

DKI Jakarta merupakan: endapan sungai pasir, kerikil, kerakal, dan 

bongkah; endapan kipas gunung api; pasir, kerikil, dan kerakal; endapan 

pematang pantai; pasir halus-kasar mengandung cangkang moluska; tuf 

Banten; tuf, tuf batu apung; dan batu pasir tufan. Jumlah air tanah bebas 

803 juta m3/tahun, sedangkan jumlah air tanah tertekan 40 juta m3/tahun.  
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Sistem akuifernya bersifat multilayer yang dibentuk oleh endapan 

kuarter dengan ketebalan mencapai 250 meter. Ketebalan akuifer tunggal 

antara 1 – 5 meter, terutama berupa lanau sampai pasir halus. Kelulusan 

horizontal antara 0,1 – 40 meter/hari, sementara kelulusan vertikalnya 

berdasarkan hasil simulasi aliran air tanah CAT Jakarta sekitar 250 m/hari. 

Air tanah pada endapan kuarter mengalir pada sistem akuifer ruang antar 

bulir. Di daerah pantai umumnya didominasi oleh air tanah payau/asin yang 

berada di atas air tanah tawar kecuali di daerah yang disusun oleh endapan 

sungai lama dan pematang pantai.   

Akuifer produktif umumnya dijumpai sekitar kedalaman 40 mbmt dan 

mencapai kedalaman maksimum 150 mbmt. Pembagian sistem akuifer di 

CAT Jakarta yang hingga saat ini digunakan adalah sebagai berikut:    

1. Sistem akuifer tidak tertekan yang berada pada kedalaman 0-40 

mbmt, disebut sebagai kelompok akuifer I   

2. Sistem akuifer tertekan atas yang berada pada kedalaman 40-140 

mbmt, disebut sebagai kelompok akuifer II   

3. Sistem akuifer tertekan bawah yang berada pada kedalaman 140 – 

250 mbmt, disebut sebagai kelompok akuifer III 

Pembagian akuifer di CAT Jakarta tersebut didasarkan atas 

dijumpainya lempung yang memisahkan sistem akuifer yang satu dengan 

lainnya. Mengatasi sistem akuifer di daerah pemantauan adalah endapan 

tersier yang bersifat relatif sangat kedap air. Berdasarkan letaknya, Kota 

Jakarta termasuk kota delta (delta city) yaitu kota yang berada pada 

muara sungai yang umumnya berada di bawah permukaan laut, dan cukup 

rentan terhadap perubahan iklim. Meskipun demikian, keberadaan sungai 

dan laut menyebabkan sebuah delta city memiliki keunggulan strategis, 

terutama dalam hal transportasi perairan. Kota delta umumnya berada di 

bawah permukaan laut, dan cukup rentan terhadap perubahan iklim. 
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I.2.3 Kondisi Demografi 

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi 

DKI Jakarta (2022), kepadatan penduduk DKI Jakarta pada tahun 2022 

mencapai 17.131 jiwa/km2 dengan Kota Jakarta Pusat memiliki kepadatan 

tertinggi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 23.261 jiwa/km2. Jika 

dibandingkan dengan tahun 2021, terjadi peningkatan kepadatan 

penduduk pada tahun 2022 sebesar 0,91%. Hal ini berbanding lurus 

dengan jumlah penduduk di DKI Jakarta yang mencapai 11.327.838 juta 

jiwa pada tahun 2022 atau mengalami kenaikan 55.676 ribu jiwa dari 

tahun 2021. 

 

Gambar I-3 Primadia Penduduk DKI Jakarta 2022 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, 2022 

 

Populasi penduduk berdasarkan kelompok umur menunjukkan 

bahwa penduduk dengan usia produktif (usia 15-65 tahun) mendominasi 

demografi di DKI Jakarta dengan jumlah penduduk usia produktif 

mencapai 75,91% dari total penduduk. Apabila dilakukan analisis lebih 
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lanjut, demografi DKI Jakarta akan membentuk piramida stasioner yang 

mengindikasikan bahwa pertumbuhan penduduk cenderung kecil dengan 

jumlah antara penduduk muda-dewasa-tua yang hampir sama. 

 

I.2.4 Pertumbuhan PDRB 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan 

kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu 

waktu tertentu. Berdasarkan nilai atas dasar harga berlaku tahun 2021, 

DKI Jakarta mempunyai nilai PDRB sebesar Rp. 3.186.469.913,-. Dengan 

nilai PDRB tersebut, laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada tahun 

2022 adalah 5,25% (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022). 

Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi di tahun 

sebelumnya (2021) yang mencapai sebesar 3,56%, laju pertumbuhan 

ekonomi DKI Jakarta tahun 2022 sudah meningkat terus setelah Post 

COVID-19. 

Struktur ekonomi DKI Jakarta tahun 2022 didominasi oleh sektor 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil; dan Sepeda motor 

sebesar 17,44%, sektor Industri Pengolahan sebesar 12,29%, dan sektor 

Konstruksi sebesar 11,04% dari total PDRB DKI Jakarta dengan detail yang 

dapat dilihat pada Lampiran Tabel 56. Selanjutnya jika dibandingkan 

distribusi persentase PDRB antar Kabupaten/Kota Se-DKI Jakarta tahun 

2021, Kota Jakarta Pusat memberikan kontribusi sebesar, yakni Rp. 

795.935,80 Miliar atau sebesar 24,76% dari Total PDRB DKI Jakarta Tahun 

2021 (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022). 
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Gambar I-4 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 
Menurut Lapangan Usaha 2022 Proviinsi DKI Jakarta  

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022 
 

 

Gambar I-5 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kota (Miliar 
Rupiah) di Provinsi DKI Jakarta 2022 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022 
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I.2.5 Indeks Pembangunan Manusia 

Perkembangan dan kemajuan suatu daerah tidak hanya dinilai 

berdasarkan faktor pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan infrastruktur, 

namun juga melalui peningkatan kualitas manusianya. Penilaian terhadap 

peningkatan kualitas manusia diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM). IPM dihitung melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup 

umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan layak 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2022), 

Provinsi DKI Jakarta memperoleh nilai IPM sebesar 81,65 dengan status 

kriteria “Sangat Tinggi”. Hal tersebut menjadikan Provinsi DKI Jakarta 

sebagai daerah dengan kualitas manusia paling tinggi di Indonesia. Kota 

yang memiliki IPM tertinggi di Jakarta adalah Jakarta selatan sebesar 85,21 

diikuti oleh Jakarta Timur 83,45, Jakarta Barat 82.51, Jakarta Pusat 82.11, 

Jakarta Utara 80.81, dan Kep. Seribu 72.79.  

 

 

Gambar I-6 IPM Kota/Kab di Jakarta Tahun 2020-2022 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022 
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I.3 Proses Penyusunan Dokumen 

Penyusunan DIKPLHD Provinsi DKI Jakarta 2023 ini dilaksanakan 

secara simultan dengan beberapa tahapan yang secara umum meliputi 

pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, dokumentasi kebijakan, 

dan penyajian informasi lingkungan hidup dengan model D-P-S-I-R (Driving 

force – Pressure – State – Impact – Response). Melalui penjaringan aspirasi, 

sudut pandang, dan pengetahuan yang dilakukan melalui diskusi secara 

Hybrid diikuti oleh Kemeterian, Organisasi Perangkat Daerah di DKI Jakarta, 

Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Praktisi, Swasta, Media dan 

masyarakat umum menetapkan isu prioritas lingkungan hidup DKI Jakarta. 

Kemudian, pembahasan inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 dalam upaya perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. Serta, perumusan simpulan dan tindak 

lanjut. Proses penyusunan DIKPLHD Provinsi DKI Jakarta 2023 dapat dilihat 

pada Gambar I-7. 

 

Gambar I-7 Alur Proses Penyusunan Dokumen 
Sumber: Pengolahan Data, 2023 
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I.3.1 Analisis Kondisi Lingkungan Hidup Daerah 

Analisis kondisi lingkungan hidup daerah dilakukan dengan 

menggunakan model DPSIR yang pertama kali dikembangkan oleh 

European Environmental Agency pada tahun 1999. Model DPSIR adalah 

kerangka berpikir sistem yang mengasumsikan hubungan sebab-akibat 

antara komponen yang saling berinteraksi dari sistem sosial, ekonomi, dan 

lingkungan. DPSIR telah menjadi alat yang efektif untuk mengatur dan 

mengkomunikasikan masalah lingkungan yang kompleks. Pada model 

DPSIR, aktivitas manusia dilihat sebagai pendorong (driving force) 

terjadinya tekanan (pressure) terhadap ekosistem, yang memengaruhi 

terjadinya perubahan di ekosistem (state) yang pada akhirnya berdampak 

pada kehidupan manusia (impact), dan kemudian ditanggapi melalui 

berbagai strategi penanganan risiko (response). 

Pada pembahasan tahun 2023, DPSIR yang digunakan merupakan 

pengembangan oleh United Nations Environment Programme (UNEP) dan 

telah menjadi acuanpenulisan status lingkungan hidup secara internasional. 

Beberapa indikator yang akan dianalisis dalam kerangka kerja DPSIR, 

yaitu:  

● Driving force (kekuatan pendorong), berkenaan dengan kebutuhan 

(need), contohnya: untuk individu antara lain kebutuhan akan makanan 

dan air, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, mobilitas, hiburan, 

budaya; untuk industri antara lain: kebutuhan untuk menghasilkan 

keuntungan dan memproduksi dengan biaya rendah; untuk pemerintah, 

antara lain: kebutuhan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 

menjaga tingkat pengangguran rendah, dsb. Kekuatan 

pendorong/pemicu dibahas kedalam sub bab tersendiri, antara lain 

penduduk dan kegiatan perekonomian;   

● Pressures (tekanan) mengarah pada aktivitas manusia seperti produksi 

makanan, pemenuhan rumah, transportasi dan sebagainya. Aktivitas 

manusia ini memberikan tekanan pada lingkungan sebagai hasil dari 

proses produksi atau konsumsi, yang dapat dibagi menjadi tiga jenis 
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utama: (i) penggunaan sumber daya lingkungan yang berlebihan, (ii) 

perubahan penggunaan lahan, dan (iii) emisi polutan (bahan kimia, 

limbah, radiasi, kebisingan) ke udara, air dan tanah.  

● State (status/kondisi) sebagai hasil dari tekanan berupa keadaan 

lingkungan yang terpengaruh, yaitu: kualitas berbagai kompartemen 

lingkungan (udara, air, tanah, dll), ketersediaan lahan, sumber daya 

alam, dan keanekaragaman hayati. Keadaan lingkungan merupakan 

kombinasi dari kondisi fisik, kimia, dan biologis.  

● Impacts (dampak), merupakan perubahan kondisi fisik, kimia, atau 

biologis lingkungan yang menentukan kualitas ekosistem dan 

kesejahteraan manusia. Perubahan kondisi lingkungan memberikan 

dampak lingkungan atau ekonomi pada fungsi ekosistem (kemampuan 

untuk mendukung kehidupan), yang akhirnya pada kesehatan manusia 

serta kinerja ekonomi dan sosial masyarakat. Contoh dari impacts 

(dampak), antara lain: gangguan kesehatan masyarakat, habitat flora 

dan fauna yang semakin berkurang, pencemaran, kerusakan 

lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, dsb. 

● Response (respons/tanggapan), merupakan tindakan oleh masyarakat 

atau pembuat kebijakan sebagai hasil dari dampak yang tidak 

diinginkan dan dapat memengaruhi setiap bagian mulai dari kekuatan 

pendorong (driving force) sampai dengan dampak (impact). Respons 

masyarakat terhadap perubahan ini dapat berbentuk peraturan, 

teknologi, kearifan lokal masyarakat dan peningkatan kapasitas lainnya. 

Respons ini untuk memengaruhi kondisi lingkungan hidup dan aktivitas 

manusia. Kemampuan untuk merespons ini tergantung kepada 

kuantitas dan kualitas informasi yang tersedia. Contoh respons terkait 

dengan driving force adalah kebijakan untuk mengubah moda 

transportasi, misalnya dari kendaraan pribadi (mobil) ke transportasi 

publik (KRL atau busway), sedangkan contoh response terkait tekanan 

adalah peraturan tentang kadar Sulfur yang diperbolehkan dalam emisi 

gas buang. 
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Gambar I-8 Kerangka Model DPSIR 

Sumber: Pengolahan data, 2023 

Kondisi lingkungan hidup daerah yang dianalisis dengan 

menggunakan model DPSIR pada dokumen ini meliputi: 

1) Tata guna lahan 

Tata guna lahan menjelaskan kondisi tutupan lahan daerah, baik di 

daratan maupun wilayah pesisir dan laut. Adapun data dan informasi yang 

diuraikan pada analisis ini antara lain pemanfaatan lahan, kawasan lindung, 

keadaan flora dan fauna, penangkaran satwa dan tumbuhan liar. 

2) Kualitas air 

Analisis kualitas air daerah antara lain menjelaskan kualitas air sungai, 

air tanah, dan air laut. Kualitas air dianalisis menggunakan Indeks Kualitas 

Air untuk menentukan parameter signifikan pada suatu wilayah 

pemantauan.  
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3) Kualitas udara 

Analisis kualitas udara daerah antara lain menjelaskan status mutu 

udara ambien, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU), konsumsi BBM, 

sumber dan bahan pencemar. Pemantauan spasial ISPU digunakan untuk 

penentuan parameter signifikan pada wilayah pemantauan dan sumber 

signifikan penyebab pencemaran.. 

4) Risiko bencana 

Risiko bencana daerah antara lain dapat menjelaskan informasi rawan 

bencana atau kekhususan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan 

bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. 

5) Perkotaan 

Perkembangan kota merupakan keniscayaan karena pertumbuhan 

penduduk yang tinggi, sehingga permintaan juga semakin kompleks. 

Permintaan yang semakin dinamis dan tinggi, dapat menimbulkan dampak 

lingkungan. Indikasi permasalahan lingkungan di perkotaan dapat dianalisis 

dari aspek fisik (pencemaran air, udara, kerusakan lahan, dan timbulan 

sampah), dan aspek sosial ekonomi. 

6) Tata kelola 

Analisis tata kelola dilakukan untuk mengetahui kondisi tata kelola 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dilihat dari 

pengawasan izin lingkungan, izin pemanfaatan sumber daya alam, 

pengaduan masyarakat, kegiatan lingkungan hidup yang diinisiasi oleh 

masyarakat, kearifan lokal dalam menjaga kualitas lingkungan hidup, 

alokasi anggaran daerah untuk pengelolaan lingkungan hidup dan 

sebagainya. 

 

I.3.2 Analisis Isu Prioritas Lingkungan Hidup 

Analisis isu prioritas lingkungan hidup diawali dengan penjaringan isu 

lingkungan. Penjaringan isu lingkungan dilakukan menggunakan analisa 

DPSIR dan ditambahkan penjaringan isu dengan VOSviewer sehingga 

dihasilkan daftar panjang isu lingkungan. VOSviewer telah dikembangkan 
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oleh Nees Jan van Eck dan Ludo Waltman  di Leiden University’s Centre for 

Science and Technology Studies (CWTS) tahun 2010. VOSviewer adalah 

software yang berguna untuk membangun dan memvisualisasikan jaringan 

bibliometrik. Jaringan bibliometrik ini dapat mencakup jurnal, peneliti, atau 

publikasi individu, kutipan, visualisasi bibliografi, kutipan bersama, atau 

hubungan antar tulisan secara bersama-sama. VOSviewer seperti software 

yang memiliki kemampuan membaca kata-kata kunci yang paling banyak  

keluar pada artikel, jurnal, kutipan dan sebagainya, sehingga dapat 

digunakan untuk menjaring isu aktual. 

Setelah didapatkan daftar panjang isu lingkungan yang relevan, maka 

dilakukan penentuan isu prioritas lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta. 

Penentuan isu prioritas dilakukan dengan menggunakan Focus Group 

Discussion (FGD). Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk menentikan isu 

prioritas menggunakan metode Proses Hierarki Analitik (Analytical Hierarchy 

Process-AHP). 

Analisis AHP dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama merupakan 

perbandingan bobot kriteria isu. Penentuan Bobot Kriteria dilakukan metode 

perbandingan berpasangan (Pairwise Comparison) sehingga didapatkan 

kriteria isu dengan bobot nilai tertinggi hingga bobot nilai terendah. Tahap 

selanjutnya adalah penilaian isu lingkungan untuk menentukan isu prioritas 

lingkungan hidup menggunakan metode Proses Hierarki Analitik (Analytical 

Hierarchy Process-AHP). Metode ini digunakan dengan penggabungan hasil 

pembobotan kriteria isu dari tahap pertama dan mengalikannya dengan nilai 

kesesuaian alternatif isu lingkungan oleh setiap responden dari berbagai 

pemangku kepentingan. Sehingga kedua tahap analisis menghasilkan 5 

(lima) isu prioritas yang didapatkan dari nilai paling tinggi. 

Setelah itu, analisis isu prioritas lingkungan hidup daerah dilakukan. 

Analisis ini berdasarkan data dan informasi yang telah dijelaskan pada tahap 

sebelumnya, yaitu kondisi lingkungan hidup daerah sesuai dengan kriteria 

isu prioritas lingkungan idup. 
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I.3.3 Pengolahan Data dan Informasi Kondisi Lingkungan Hidup  

Pengolahan pada  dokumen  ini  dilakukan menggunakan metode 

statistik deskriptif dan analisis spasial. Selain itu, metode kualitatif deskriptif 

juga digunakan untuk menjelaskan hasil interpretasi perhitungan statistik 

deskriptif dan analisis spasial serta menguraikan berbagai informasi yang 

diperoleh dari masukan para pemangku kepentingan. Hasil pengolahan data 

dan informasi selanjutnya digunakan untuk proses analisis kondisi 

lingkungan hidup daerah dan isu prioritas lingkungan hidup. 

 

I.3.4 Analisis Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan 

Hidup 

Analisis ini memuat inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh Kepala Daerah 

dan organisasi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas lingkungan 

hidup. Inisiatif ini merupakan bagian dari elemen pada model DPSIR yaitu 

Responses. Inisiatif yang dilakukan dapat dalam bentuk peningkatan 

kapasitas lembaga daerah (seperti melalui APBD, peningkatan kapasitas 

personil, pengembangan jejaring kerja, peningkatan transparansi dan 

akuntabilitas kepada publik). Selain itu, inisiatif yang telah dilakukan atau 

dikembangkan oleh masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan hidup 

juga menjadi bagian dari inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan 

hidup. 

 

I.3.5 Perumusan Simpulan dan Tindak Lanjut 

Perumusan simpulan diperoleh dari hasil analisis yang telah dilakukan 

pada tahap-tahap sebelumnya yang menggambarkan kondisi lingkungan 

hidup daerah serta kinerja pengelolaan lingkungan hidup untuk 

meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Simpulan tersebut dapat menjadi 

bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana tindak lanjut yang dapat 

memberikan implikasi kepada kebijakan Kepala Daerah dalam perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup. 
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I.4 Maksud dan Tujuan 

I.4.1 Maksud 

Maksud dari kegiatan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 

adalah untuk memberikan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup 

di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai acuan kebijakan dan perencanaan 

pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai 

dengan prinsip pengelolaan lingkungan hidup. 

I.4.2 Tujuan 

Tujuan dari kegiatan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 

adalah: 

a. Menyediakan informasi terbaru tentang kondisi lingkungan hidup 

terbaru bagi publik 

b. Menyediakan data dasar bagi pengambilan kebijakan pada semua 

tingkat untuk memperbaiki kualitas lingkungan 

c. Memberikan gambaran kinerja pemda  dalam melakukan pengelolaan 

lingkungan hidup 

d. Melaporkan keefektifan kebijakan dan program yang dirancang untuk 

menjawab perubahan lingkungan hidup 

e. Sarana evaluasi kinerja perlindungan dan pengelolaan  lingkungan 

hidup yang dilakukan oleh pengambil kebijakan di DKI Jakarta  

 

I.5 Ruang Lingkup Penulisan 

Ruang lingkup penulisan dokumen informasi ini meliputi: 

a. Pengumpulan data dan informasi mengenai kinerja pengelolaan 

lingkungan hidup tahun 2022 dari berbagai sumber, termasuk kebijakan 

dan inovasi dibidang lingkungan hidup sesuai dengan pedoman terbaru 

KLHK, 

b. Pengolahan data sesuai dengan pedoman terbaru KLHK 
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c. Analisis kondisi lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 

dengan menggunakan metode DPSIR (Driving Force, Pressure State, 

Impact and Response) pada aspek tata guna lahan, kualitas air, kualitas 

udara, risiko bencana, perkotaan dan tata kelola, 

d. Penentuan isu prioritas lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta, 

e. Analisis inovasi pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan di 

Provinsi DKI Jakarta, khususnya yang terkait dengan isu prioritas 

lingkungan hidup, 

f. Perumusan rekomendasi untuk peningkatan kinerja pengelolaan 

lingkungan hidup. 
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BAB II                                                                                                                        

ANALISIS KONDISI LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 

 

II.1 Tata Guna Lahan 

Lahan dapat dilihat dari dua faktor, yaitu faktor geografi fisik atau 

faktor ekonomi (Lichfild dan Drabkin, 1980). Menurut faktor geografi, lahan 

merupakan bidang tanah yang tetap dalam lingkungannya dan fungsi atau 

kegunaan suatu lahan sangat ditentukan oleh kualitas fisik tanahnya. 

Sedangkan menurut faktor ekonomi, lahan adalah sumber alamiah yang 

nilainya tergantung dari produksi atau pemanfaatannya. Lahan merupakan 

suatu komoditi yang memiliki harga, nilai dan biaya. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa lahan adalah sumber daya alam yang terbatas dimana 

dalam penggunaannya memerlukan penataan dengan tujuan pemanfaatan 

yang optimal demi kesejahteraan masyarakat. Penataan penggunaan lahan 

(tata guna lahan) tersebut dilakukan sebagai perencanaan fungsi lahan 

secara rasional berdasarkan berbagai aspek agar tercipta keteraturan. 

Regulasi terkait tata guna lahan DKI Jakarta tertuang dalam Peraturan 

Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah 2030 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 31 tahun 2022 

tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

DKI Jakarta memiliki banyak fungsi antara lain pusat kegiatan ekonomi 

nasional dengan kontribusi tertinggi dibandingkan wilayah lain. DKI Jakarta 

berfungsi sebagai pusat pemerintahan nasional, pusat  koordinasi jalannya 

roda pemerintahan Indonesia, dan pusat kegiatan ekonomi. Sebagai daerah 

khusus, DKI Jakarta memiliki fungsi sebagai daerah otonom, dimana 

pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur daerahnya 

sendiri serta memastikan seluruh kebutuhan warganya terlayani. Dengan 

beragam fungsi tersebut, maka DKI Jakarta mempunyai karakteristik 

permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan wilayah lain.  

Dengan lahan yang terbatas, diperlukan penataan lahan yang sesuai 
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dengan karakteristik wilayah dan fungsi-fungsinya terpenuhi. Untuk dapat 

mengetahui dinamika tata guna lahan yang terjadi di DKI Jakarta, dilakukan 

dengan menerapkan pendekatan D-P-S-I-R sebagai metode analisis dan 

evaluasi. Diagram alir D-P-S-I-R dapat dilihat pada Gambar II-1. Analisis 

lebih lanjut akan dilakukan pada sub-bab selanjutnya berdasarkan diagram 

alir tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II- 1 Konsep Analisis DPSIR untuk Tata Guna Lahan 
Sumber: Pengolahan Data, 2023 
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II.1.1 Driving forces 

Fungsi Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi dengan pertumbuhan 

aktivitas perdagangan, industri jasa, dan pariwisata di DKI Jakarta 

membutuhkan peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana yang 

menunjang. Peningkatan fasilitas, sarana dan prasana tentu memerlukan 

lahan dan sumber daya alam lainnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 

sepanjang tahun 2017-2022 ekonomi DKI Jakarta mengalami fluktuasi. 

Gambar II-2 menunjukkan bahwa periode 2017 hingga 2019 pertumbuhan 

ekonomi melandai. Kemudian tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan 

ekonomi sebesar 2,39% yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Pada 

tahun 2021, walaupun kondisi pandemi COVID-19 masih terjadi, DKI 

Jakarta mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,56%. Nilai PDRB 

Harga Berlaku pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan sebesar 9,4% 

menjadi 3.186,47 triliun. Sementara Upah Minimum Provinsi meningkat 

sebesar 5,6% menjadi Rp 4.901.798. 

 

 

Gambar II-2 Laju Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Tahun 
2017-2022 

Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, 2023 
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sebelum pandemi. Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang 

memberikan andil besar dalam pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Nilai 

konstruksi yang diselesaikan di DKI Jakarta walaupun mengalami 

penurunan dampak dari pandemik Covid-19, namun tetap ada proyek yang 

dikerjakan. Proyek pada tahun 2021 pada konstruksi gedung sebesar Rp 

220.286 M, Konstruksi sipil sebesar Rp 305.806 M dan konstruksi khusus 

sebesar Rp 47.599 M Gambar II-3. 

 

 

Gambar II-3 Nilai Konstruksi yang Diselesaikan di Provinsi DKI 
Jakarta Menurut Bidang Pekerjaan Utama (Miliar Rupiah) 

Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, 2023 

 

Kota Jakarta menjadi magnet bagi masyarakat khususnya usia 

produktif untuk tinggal dan menetap. Berbagai pembangunan terus 

dilakukan untuk mendukung kegiatan pemenuhan kebutuhan manusia, 

ekonomi dan pemerintahan. Berdasarkan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, jumlah penduduk di DKI Jakarta tahun 

2022 berdasarkan Profil Perkembangan Kependudukan DKI Jakarta 

Semester 2 Tahun 2022, sebesar 11.330.838 jiwa dengan laju pertumbuhan 

penduduk per tahun sebesar 0,66%. Kepadatan penduduk Jakarta 

berdasarkan data tren dari tahun 2017-2022 mengalami kenaikan 
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kepadatan penduduk yang signifikan pada tahun 2022 (Gambar II-4). 

Bertambahnya populasi penduduk dalam suatu wilayah dan  keterbatasan 

lahan untuk pemukiman menimbulkan pemukiman padat penduduk.  

 

Gambar II-4 Kepadatan Penduduk DKI Jakarta Tahun 2017-2022 
Sumber: : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta, 

2022 

II.1.2 Pressures 

Perkembangan fisik suatu wilayah ditandai dengan semakin luasnya 

lahan terbangun. Konversi lahan dari lahan hijau menjadi lahan terbiarkan 

disebabkan permintaan penduduk akan permukiman dan aktivitas ekonomi. 

Karena DKI Jakarta masih menjadi magnet bagi tenaga kerja produktif, 

maka ketersediaan lahan tentu menjadi permasalahan di DKI Jakarta. 

Melihat wilayah Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan, peruntukan 

lahan didominasi untuk permukiman mencapai 50% dari luas daratan utama 

DKI Jakarta, sedangkan untuk industri, perkantoran, dan perdagangan 

masing-masing mencapai sekitar 10% (Gambar II-5). Sementara ruang 

terbuka hijau (RTH) mengisi porsi sebesar 9%, masih jauh dibawah standar 

yang diamanatkan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 

Fungsi utama RTH adalah membantu menyeimbangkan kondisi ekologis 

kota karena pohon dan tanaman akan membantu menyerap CO2 sekaligus 
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menyimpan cadangan air. RTH yang rendah dalam hal kualitas dan 

kuantitas memberikan tekanan terhadap keseimbangan tata guna lahan di 

Provinsi DKI Jakarta akibat peningkatan luasan lahan terbangun. 

 

 

Gambar II-5 Persentase Penggunaan Lahan DKI Jakarta Tahun 
2022 

Sumber: jakartasatu.jakarta.go.id, 2022 

 

 

Gambar II-6 Peta Penggunaan Lahan di DKI Jakarta 
Sumber: jakartasatu.jakarta.go.id, 2022 
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Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang 

Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), RTH adalah area 

memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih 

bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara 

alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek 

fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika. 

Keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) dalam suatu wilayah 

administrasi di Indonesia telah diatur melalui UU No. 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang. Pasal 29 ayat 2 mengamanatkan bahwa proporsi 

ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen 

dari luas wilayah kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian 

memasukkan ketentuan tentang RTH melalui Peraturan Daerah (Perda) DKI 

Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 

2030 dan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No. 9 Tahun 2022 

tentang Ruang Terbuka Hijau. Melalui Pergub DKI No. 9 Tahun 2022, RTH 

diselenggarakan mengacu pada masterplan RTH yang meliputi peningkatan 

kuantitas, kualitas, dan luasan; penyediaan; penataan; pengembangan; 

pemeliharaan; dan pemanfaatan RTH. 

 

II.1.3 States 

Provinsi DKI Jakarta berdasarkan letak geografisnya terdiri dari 

wilayah daratan dan lautan. Oleh karena itu, mempunyai keanekaragaman 

ekosistem yang terdiri dari ekosistem alami baik di daratan maupun lautan 

dan ekosistem buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang 

terbentuk secara alami tanpa ada campur tangan manusia. Sementara 

ekosistem buatan dibentuk oleh campur tangan manusia.  Keanekaragaman 

tipe ekosistem di Jakarta disajikan pada gambar berikut: 
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Gambar II-7 Keanekaragaman Ekosistem di Wilayah Provinsi DKI 

Jakarta 
Sumber: IKLH DKI Jakarta 2022 

 

Jumlah penduduk DKI Jakarta semakin bertambah setiap tahunnya, 

namun tidak semua penduduk dapat memiliki tempat tinggal di DKI Jakarta. 

Hal ini dikarenakan tingginya harga tanah di DKI Jakarta. Untuk tetap 

bertahan di DKI Jakarta, beberapa warga memilih untuk tinggal di luar 

kawasan pemukiman, seperti bantaran sungai hingga kawasan lindung. 

Lahan tersebut seharusnya dapat digunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau 

(RTH) namun karena digunakan sebagai permukiman, maka potensi RTH 

semakin berkurang. Tidak hanya itu, permukiman di sekitar bantaran sungai 

menjadi penghambat run off air hujan ke sungai, akibatnya potensi 

genangan air di beberapa tempat menjadi besar ketika musim hujan. 

Pada tahun 2022, berdasarkan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

2022, luas area tutupan lahan vegetasi Hutan dan Non Hutan sebesar 

5.370,97 dari total luas wilayah DKI Jakarta yaitu 66.060,3 Ha. Sehingga 

luas vegetasi baru mencapai 8,13% dari total wilayah DKI Jakarta. 

Visualisasi gambaran luas tutupan lahan bervegetasi di DKI Jakarta dapat 

dilihat pada Gambar II-8. 
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Gambar II-8 Peta Tutupan Lahan Provinsi DKI Jakarta Untuk 

Perhitungan IKTL tahun 2022 
Sumber: Laporan Akhir Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup DKI 

Jakarta, 2022 
 

Kebutuhan luas area RTH pada suatu wilayah sudah diatur oleh UU 

No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. UU 26/2007 mengamanatkan 

alokasi ruang untuk RTH di kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga 

puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, dimana 2/3-nya merupakan 

RTH publik yang berarti merupakan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh 

pemerintah kota. Aturan ini juga tertuang pada Perda DKI Jakarta No. 1 

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2030. 

Hingga tahun 2022, realisasi luas RTH di DKI Jakarta sekitar 9% saja atau 

3335 Ha. Sedikitnya RTH yang tersedia di DKI Jakarta tidak lain karena alih 

fungsi lahan yang terus menerus terjadi seiring dengan pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi DKI Jakarta. Gambar II-9 menunjukkan Luas Kawasan 

Lindung Berdasarkan RTRW dan tutupan lahannya di DKI Jakarta. Data 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II-1. 
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Gambar II-9 Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan 
Tutupan Lahannya di DKI 

Sumber: Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan, 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II-10 Peta RTH di DKI Jakarta 
Sumber: https://jakartasatu.jakarta.go.id, 2022 
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Sumber: https://jakartasatu.jakarta.go.id, 2022 

 

Daerah resapan air memiliki peran untuk menjaga keseimbangan 

siklus hidrologi. Apabila siklus seimbang, maka persediaan air tanah tetap 

terjaga. Namun aktualnya, terjadi peningkatan konversi lahan terutama 

untuk pemukiman pada lahan yang seharusnya menjadi daerah resapan air. 

Ditambah lagi, Fakta lainnya, DKI Jakarta memiliki curah hujan dengan 

kategori menengah hingga tinggi. Konversi lahan ke permukiman, dan 

sektor ekonomi lain dapat meningkatkan aliran limpasan (run off) air hujan 

yang berpotensi terjadinya banjir. Menurut Fakhrudin (2016), koefisien 

runoff DKI Jakarta telah mencapai 90% yang berarti apabila terjadi hujan 

maka hanya 10% yang tertahan di permukaan atau terserap di dalam 

tanah. 

Pada perkembangannya DKI Jakarta berusaha terus mempertahankan 

lahan hijau, salah satunya adalah melalui hutan kota. Menurut Irwan 

Gambar II- 11 Luas RTH Tiap Wilayah di DKI Jakarta 

https://jakartasatu.jakarta.go.id/


 

 DIKPLHD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023 II-33 

 

(2008), hutan kota memiliki berbagai manfaat seperti dapat menurunkan 

suhu di sekitarnya hingga 3,46%, menaikkan kelembaban hingga 0,81%, 

menurunkan tingkat kebisingan hingga 18,94%, dan menurunkan kadar 

debu mencapai 46,13%. Sehingga, hutan kota sejatinya memiliki peranan 

vital terhadap kenyamanan hidup masyarakat di DKI Jakarta. Hingga saat 

ini terdapat sekitar 862,52 Ha lahan hutan di DKI Jakarta yang dapat 

dikategorikan menjadi 6 jenis sesuai fungsinya sesuai Gambar II-12 yang 

secara lebih rinci dapat diketahui pada Lampiran Tabel 3. 

 

 

Gambar II-12 Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan 

Tutupan Lahannya 
Sumber: Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi DKI Jakarta, 2022 

Selain tutupan lahan berupa hutan kota di daratan, tutupan lahan 

lainnya juga berada di pesisir yaitu Kawasan Mangrove. Kawasan ini 

memiliki fungsi seperti peredam gelombang dan angin badai, pelindung 

pantai dari abrasi, pencegah intrusi air laut ke daratan, hingga dapat 

menjadi penetralisir pencemaran perairan pada batas tertentu (Lasibani & 

Eni, 2009). Dengan berbagai fungsinya, kawasan Mangrove sama 

pentingnya seperti kawasan hutan kota dalam menjaga kondisi lingkungan 

di Provinsi DKI Jakarta. Kawasan Mangrove terluas berada di Taman Wisata 

Alam Angke Kapuk yang mencapai 99,82 Ha, seperti terlihat pada lampiran 
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Tabel 10. 

Di samping kawasan Mangrove, ekosistem pesisir di DKI Jakarta juga 

terdiri dari kawasan padang lamun dan kawasan terumbu karang. Padang 

lamun dapat diartikan sebagai hamparan vegetasi lamun yang menutup 

suatu area laut dangkal atau pesisir dan terbentuk dengan kerapatan 

karang yang jarang. Secara ekologis, padang lamun dapat hidup hingga 

kedalaman 30 meter di area perairan tenang serta terlindung, asalkan masih 

mendapatkan sinar matahari, karena hidupnya sangat tergantung pada 

cahaya matahari yang masuk ke dalam perairan. 

Ekosistem lamun adalah salah satu yang paling produktif pada 

perairan dangkal dengan berbagai fungsi. Seperti menstabilkan serta 

menahan sedimen-sedimen yang dibawa gelombang, daunnya 

memperlambat arus serta mengembangkan sedimentasi, tempat berlindung 

terhadap hewan-hewan muda untuk berkembang-biak, dan mampu 

menfiksasi karbon yang sebagian besar hasilnya masuk ke dalam sistem 

daur rantai makanan (Philips & Menez, 1998). Ekosistem lamun di DKI 

Jakarta dengan luas mencapai 533,96 Ha. Persebaran padang lamun terbagi 

ke dalam 10 segmen untuk tujuan perlindungan sistem penyangga 

kehidupan, pengawetan jenis satwa dan tumbuhan liar dan pemanfaatan 

secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Segmen 3 yang 

terdiri atas Pulau Macan Besar, Macan Kecil, Macan Gundul, Putri Barat dan 

Putri Timur merupakan area dengan konsentrasi padang lamun paling 

tinggi, yaitu mencapai 49%. Gambar II-13 menunjukkan luasan dan 

persentase tutupan lahan dari Kawasan Padang Lamun di Provinsi DKI 

Jakarta yang secara lebih rinci ditampilkan pada Lampiran Tabel 11. 
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Gambar II-13 Persentase Luasan Padang Lamun sesuai 

Segmentasi (S) 
Sumber: Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu Prov DKI Jakarta, 2022 

 

Ekosistem terumbu karang bersama dengan ekosistem Mangrove dan 

padang lamun, secara bersama-sama membentuk ekosistem pesisir. 

Terumbu karang memiliki peranan antara lain: Terumbu karang menjadi 

ekosistem dengan biodiversitas (keanekaragaman hayati) yang tertinggi 

dibanding ekosistem laut lainnya; Terumbu karang mampu memperkecil 

energi ombak yang menuju ke daratan sehingga dapat melindungi pantai 

dan daerah pesisir; dan mampu mengurangi pemanasan global.  

Terumbu karang terbentuk dari kumpulan binatang karang. Binatang 

karang berukuran sangat kecil, disebut polip, yang dalam jumlah ribuan 

membentuk koloni yang dikenal sebagai karang (karang batu atau karang 

lunak). Proses pembentukan sebuah koloni memakan waktu yang sangat 

lama, dan untuk bisa membentuk suatu ekosistem terumbu karang akan 

memakan waktu sampai ribuan tahun. Walaupun terlihat sangat kokoh, 

karang sebenarnya sangat rapuh dan mudah hancur. 

Menurut COREMAP Oseanografi LIPI, terumbu karang memiliki fungsi 

utama sebagai tempat memijah, membesarkan, dan mencari makan bagi 

berbagai biota, selain itu juga sebagai sumber plasma nutfah. Bagi manusia, 

terumbu karang merupakan gudang persediaan makanan dan obat-obatan, 

serta dapat dikembangkan sebagai objek wisata bahari. Sehingga sangat 
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penting untuk menjaga kondisi kawasan terumbu karang terutama bagi 

kelangsungan biota laut. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan 

Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, dari 4563,95 Ha luas kawasan 

terumbu karang, 40,04% yang dinyatakan BAIK, sementara kondisi 

SEDANG sebesar 26,31%, dan kondisi RUSAK sebesar 33,64%. Untuk 

mengetahui lebih jelas terkait persentase kondisi di tiap kawasan, 

ditampilkan pada Lampiran Tabel 12. Gambar II-14 menunjukkan kondisi 

terumbu karang di Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta. 

 

Gambar II-14 Kondisi Ekosistem Terumbu Karang DKI Jakarta 
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI 

Jakarta, 2022 

 

Kondisi ekosistem pesisir dan daratan akan memengaruhi kondisi 

keragaman biota di DKI Jakarta. Terjaganya kualitas ekosistem suatu 

wilayah, maka akan semakin tinggi pula keanekaragaman hayati yang hidup 

di dalamnya. Sekitar 18% dari 11 spesies mamalia terancam kepunahan 

akibat kondisi tutupan lahan yang kurang memadai, beserta 8% spesies 

aves, dan 7% spesies reptil (Gambar II-15). Informasi lebih detail 

ditampilkan pada Lampiran Tabel 4. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama 
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dari seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian biota di DKI 

Jakarta agar dapat terus diwariskan ke generasi mendatang. 

 

Gambar II-15 Jumlah Spesies Berbagai Jenis Fauna di DKI 

Jakarta 
Sumber: Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

Tutupan lahan atau penutup lahan didefinisikan sebagai garis yang 

menggambarkan batas penampakan area tutupan di atas permukaan bumi 

yang terdiri dari bentang alam dan/atau bentang buatan (UU No. 4 Tahun 

2011 tentang Informasi Geospasial). 

Indeks Kualitas Tutupan Lahan, yang selanjutnya disingkat IKTL 

adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan dengan 

menghitung parameter Indeks Tutupan Lahan (ITL). Perhitungan ITL dan 

IKTL telah diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Republik Indonesia No. 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup. 

Perhitungan IKTL di Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan 

membandingkan seluruh luas lahan bervegetasi, baik hutan dan non hutan, 

terhadap luas wilayah administrasi. Lahan bervegetasi yang dimaksud pada 

umumnya berupa ruang terbuka hijau. Namun, tidak seluruh permukaan 

dari ruang terbuka hijau dapat dijadikan sebagai parameter perhitungan. 
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Karena hanya permukaan yang memiliki pepohonan atau semak yang dapat 

dihitung sebagai luas lahan bervegetasi. 

Tabel II-1 Luas Tutupan Lahan dan Nilai IKTL di Provinsi DKI 
Jakarta 

Kab/Kota 

Luas 

Wilayah 

(Ha) 

Luas 

Vegetasi 

Hutan 

(Ha) 

Luas 

Vegetasi 

Non-

Hutan 

(Ha) 

ITL IKTL 
Target 

2022 
Kategori 

Kepulauan 

Seribu 

1.065,27 632,68 162,23 0,685 85,48 48,99 Sangat 

Baik 

Jakarta 

Barat 

12.664,83 - 435,83 0,021 24,48 20,43 Sangat 

Kurang 

Jakarta 

Selatan 

14.664,62 - 1.369,96 0,056 27,54 22,04 Kurang 

Jakarta 

Pusat 

4.848,60 - 325,51 0,04 26,08 22,09 Kurang 

Jakarta 

Timur 

18.696,80 - 1.479,65 0,047 26,75 21,8 Kurang 

Jakarta 

Utara 

14.120,18 86,97 638,88 0,033 25,44 22,14 Kurang 

Prov. DKI 

Jakarta 

66.060,3 719,65 4.651,32 0,053 27,07 26,25 Kurang 

 

Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Provinsi DKI Jakarta pada 

tahun 2022, meningkat dari pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,83 poin yang 

setara dengan peningkatan sebesar 3,2% dari 26,24 menjadi 27,07. Jika 

lebih ditarik ke belakang, dari tahun 2019 hingga 2022 terlihat bahwa nilai 

IKTL Provinsi DKI Jakarta terus mengalami peningkatan. Dimana pada 

tahun 2019, IKTL bernilai 24,66, kemudian meningkat pula pada tahun 2020 

menjadi 25,99 (Gambar II-16). Hal ini menunjukkan perbaikan yang terus 

dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam penataan lahan untuk 

mendapatkan kondisi ekologis yang baik. 
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Gambar II-16 Tren Capaian Nilai IKTL Provinsi DKI Jakarta tahun 

2019-2022 
Sumber: IKLH DKI Jakarta 2022 

 

II.1.4 Impacts 

Ketidaksesuaian tata guna lahan antara aktual di lapangan dengan 

perencanaan dalam dokumen RTRW Jakarta menimbulkan berbagai 

persoalan. Terjadinya bencana kebakaran, semakin banyak titik genangan 

air ketika musim hujan, estetika lanskap yang terganggu. Konversi lahan 

menjadi permukiman pada lokasi yang bukan peruntukannya, dapat 

menciptakan pemukiman kumuh, fasilitas air bersih dan listrik kurang 

memadai, serta rentan terhadap bencana kebakaran.  

Permasalahan banjir seringkali terjadi di Provinsi DKI Jakarta 

dikarenakan daerah resapan air yang setiap tahunnya semakin sedikit dan 

mengalami penurunan kualitas. Di sisi lain, semakin tingginya populasi 

menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk. Akibat minimnya lahan 

yang tersedia dan tidak meratanya daya beli masyarakat, beberapa wilayah 

Daerah Aliran Sungai (DAS) atau wilayah yang peruntukannya sebagai 

resapan air justru dibangun pemukiman. 
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Gambar II-17 Jumlah RW Terdampak Banjir di DKI Jakarta 2018-

2022 
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, 2022  

Semakin tingginya hunian di perkotaan maka akan semakin tinggi pula 

kebutuhannya terkhusus kebutuhan akan air bersih dan air minum layak. 

Kapasitas dan layanan yang hanya dapat mencakup 62,96% membuat 

sebagian masyarakat memanfaatkan air tanah. Masifnya pengambilan air 

tanah dan beban bangunan meningkatkan potensi menurunnya muka air 

tanah sekaligus level tanah yang dapat berimbas pada intrusi air laut. Hal 

ini kemudian berdampak kepada tingginya pencemaran air di DKI Jakarta 

terkhusus air tanah. Berdasarkan Yuwandari et al (2020), sebagian Jakarta 

Utara telah termasuk ke dalam zona intrusi  air laut yang menyebabkannya 

memiliki kondisi air payau. Hal tersebut tentunya berdampak kepada 

kualitas hidup masyarakat di DKI Jakarta.   

Selain berdampak pada lingkungan, alih guna lahan juga berdampak 

pada kenyamanan hidup masyarakat dengan indikator Thermal Humidity 

Index (THI) akibat pengaruh temperatur dan kelembaban udara. Thermal 

Humidity Index (THI) cenderung menurun sepanjang tahun 2020 (28,55) 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya (29,17). Penurunan THI 

mengindikasikan bahwa terdapat perbaikan kondisi lingkungan. Meskipun 

begitu, perbaikan sebagian besar terjadi akibat pengurangan aktivitas 

manusia. Sehingga, tetap diperlukan pengetatan kebijakan terkait alih guna 

lahan di Provinsi DKI Jakarta. 
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Gambar II-18 Thermal Humidity Index (THI) DKI Jakarta 
Sumber: Permatasari et.al, 2020 

 

Seiring dengan bertambahnya penduduk kebutuhan akan lahan 

sebagai tempat tinggal meningkat, pengelolaan akan lahan meningkat 

sehingga kualitas lahan menurun dan semakin sempit lahan yang dapat 

digunakan sebagai lahan budidaya. Jika terjadi terus menerus, lahan akan 

mengalami kerusakan secara fisik, kimia, dan biologis yang menjadikan 

lahan tidak memiliki nilai ekonomis. Kerusakan ini kemudian dikenal dengan 

istilah lahan kritis. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan Kelautan 

dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, tidak ada lahan kritis yang terjadi di 

Jakarta, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, seperti ditunjukkan 

pada Lampiran Tabel 6. Di samping itu, dikarenakan tidak adanya lahan 

pertanian di DKI Jakarta maka, tidak terdapat pula evaluasi kerusakan tanah 

di lahan kering akibat erosi air, sebagaimana terlihat pada Lampiran Tabel 

7. Hal yang sama juga berlaku pada evaluasi kerusakan tanah di lahan 

kering dan lahan basah, yaitu tidak ada kerusakan tanah. Keterangan lebih 

detail dapat dilihat pada Lampiran Tabel 8 dan Lampiran Tabel 9. 

 

II.1.5 Responses 

Tata guna lahan yang digunakan di suatu daerah haruslah 

berpedoman pada regulasi yang berlaku baik di pusat maupun wilayah 

administratif daerah itu sendiri. Sehingga tercapai peruntukkan penggunaan 
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lahan yang sesuai dan tercipta keseimbangan fungsi lahan. DKI Jakarta 

sudah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hingga tahun 2030. 

Mengamati perkembangan pembangunan yang pesat, Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta juga telah menetapkan regulasi terkait RTRW dan pendetailan 

tata ruang yaitu Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 31 tahun 2022 tentang 

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta. Selain itu, terdapat Perda I Tahun 2014 Tentang 

RDTR & Peraturan Zonasi yang didalamnya menjadi acuan dalam 

penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)/Urban Design 

Guideline (UDGL). Apabila meninjau pada Peraturan Daerah Provinsi DKI 

Jakarta No.1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, 

terdapat beberapa rencana strategi pengelolaan lahan sebagai berikut: 

1) Pemanfaatan pengelolaan Kawasan ruang terbuka hijau dengan 

peningkatan hingga 30% untuk memberikan perlindungan terhadap 

badan air, kualitas udara, dan iklim mikro. 

2) Pengembangan perumahan vertikal baik bagi golongan masyarakat 

berpenghasilan menengah/tinggi dan golongan masyarakat 

berpenghasilan rendah melalui peremajaan kota. 

3) Pembangunan perumahan di Kawasan sepanjang pantai diperketat 

pengawasannya dengan Kawasan pemukiman di bantaran sungai, 

waduk, dan situ ditata atau bahkan direlokasi Kembali. 

4) Konservasi Kawasan suaka alam, Kawasan pelestarian alam, Kawasan 

lindung dan sumber daya air untuk meningkatkan keseimbangan 

ekologi DKI Jakarta. 

5) Pengoptimalan sistem pusat kegiatan jasa, perdagangan, pariwisata 

dan ekonomi kreatif yang didukung oleh sarana dan prasarana yang 

memadai. 

Kegiatan penangkaran dan konservasi terhadap flora dan fauna 

dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai usaha untuk melestarikan dan 

memperbaiki kondisi biodiversitas. Sebagai optimalisasi upaya tersebut, 

Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan beberapa pihak, baik korporasi 
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maupun individu. Hingga saat telah terdaftar ini sebanyak 16 pihak ketiga 

yang terdaftar untuk bekerjasama dalam pelestarian satwa dan tumbuhan. 

Daftar perusahaan dan individu yang terlibat beserta informasi Surat 

Keputusan yang berlaku untuk pelestarian tersebut ditampilkan lebih rinci 

pada Lampiran Tabel 5. 

 

 

Gambar II-19 Jumlah Penanaman Pohon di DKI Jakarta 

Sumber: Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, 2022 

Sepanjang tahun 2022 telah dilakukan kegiatan penghijauan dan 

reboisasi dengan melakukan penanaman pohon yang total mencapai 4021 

batang pohon di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan tersebut 

merupakan bagian dari peningkatan luas lahan RTH dan penyegaran RTH 

eksisting sehingga dapat menunjang kondisi lingkungan dan meningkatkan 

nilai IKTL. Penanaman pohon paling banyak berada di Kota Jakarta Timur 

untuk memenuhi berbagai taman dan hutan kota. Gambar II-19 

menunjukkan jumlah batang pohon yang ditanam di DKI Jakarta. 

Keterangan lebih rinci ditampilkan pada Lampiran Tabel 16. 

Pertumbuhan sektor konstruksi ini menandakan semakin luas areal 

lahan terbangun. Areal yang terbangun, selain untuk industri, perdagangan 

dan juga untuk permukiman. Bertumbuhnya jumlah pemukiman tidak 

hanya di wilayah DKI Jakarta, namun juga daerah sekitar DKI Jakarta yang 
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menjadi kota-kota satelit. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, pertambahan 

pembangunan rumah oleh Perum Perumnas mencapai 1.090 unit dan 

rumah susun sederhana sebanyak 42 pada tahun 2021. Dalam dokumen 

RTRW DKI Jakarta 2030, peningkatan pengelolaan permukiman dan 

penyediaan permukiman bagi seluruh warga Jakarta ialah dengan 

memprioritaskan hunian vertikal serta mengatasi kawasan kumuh 

permukiman dengan konsep Urban Renewal.  

Tabel II-2 Rencana Pembangunan dan Penataan Taman Maju 
Bersama dan Taman Pintar 

No Jenis Taman 
Penambahan Jumlah Lokasi Target 

Akhir 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Taman Maju Bersama 6 20 20 20 20 86 

2 Taman Pintar 15 40 40 40 40 175 

Total 21 60 60 60 60 261 

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, 2017 

Dalam perencanaan pengembangan RTH pada tahun 2018-2022, 

pembangunan RTH Taman dikembangkan dengan konsep Taman Pintar 

dan Taman Maju Bersama. Jumlah rencana pembangunan taman maju 

bersama dan taman pintar dapat dilihat dalam Tabel II-2. 

 

 

II.2 Kualitas Air 

Air merupakan kebutuhan dasar makhluk hidup, sehingga kualitas air 

memiliki peranan penting untuk mengukur tingkat kualitas kehidupan 

manusia dan kondisi ekosistem sekitarnya. Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu 

kota negara memilki berbagai sumber air yang beragam, terdiri atas 13 

sungai dan 67 danau/waduk/situ/embung tersebar di seluruh wilayah 

administratifnya. Dengan banyak dan beragamnya jenis sumber air di DKI 

Jakarta, dilakukan pembahasan terkait Driving, Pressure, State, Impacts, 

dan Responses (DPSIR) kualitas air yang mencakup kualitas air sungai, 

danau/waduk/situ/embung, air laut hingga air tanah berdasarkan 
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Framework DPSIR pada Gambar II-20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2.1 Driving Force 

Provinsi Jakarta adalah suatu kota metropolitan yang menjadi pusat 

berbagai aktivitas dan juga merupakan kota dengan jumlah penduduk 

tertinggi, sebanyak 11.330.838 jiwa. Namun jika siang hari bisa mencapai 

12 juta jiwa karena ada tambahan dari komuter. Laju pertumbuhan 

penduduk per tahun adalah 0,66% dan kepadatan penduduk 17.136 

Gambar II- 20 Konsep Analisis DPSIR Kualitas Air 

Sumber: Pengolahan Data, 2023 
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jiwa/km2 per Tahun 2022, tersebar pada 5 wilayah Kota Administrasi dan 1 

Kabupaten Administrasi. Hal tersebut dapat berakibat pada meningkatnya 

kebutuhan air serta, potensi buangan limbah domestic yang lebih besar. 

Sebagai pusat pemerintahan dan bisnis, aktivitas perdagangan dan 

perekonomian di DKI Jakarta cukup pesat. Hal tersebut memengaruhi 

meningkatnya industri, manufaktur, dan konstruksi. Sehingga, di Jakarta 

terdapat banyak area/Komplek industri besar yang melakukan operasi 

produksi barang dan gudang penyimpanan. Keberadaannya berpengaruh 

pada peningkatan jumlah limbah buangan yang apabila tidak dilakukan 

pengolahan lebih lanjut akan menyebabkan penurunan kualitas air tidak 

hanya pada DAS sekitar, namun juga pada perairan teluk/pantai Jakarta  

 

Gambar II-21 Jumlah Industri Manufaktur Skala Besar Dan 

Sedang 
Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, 2022  

638

443

365

118

118

1

0 100 200 300 400 500 600 700

JAKARTA BARAT 

JAKARTA UTARA

JAKARTA TIMUR 

JAKARTA SELATAN

JAKARTA PUSAT 

KEPULAUAN SERIBU

Jumlah Industri Manufaktur Skala Besar dan Sedang



 

 DIKPLHD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023 II-47 

 

Jumlah industri manufaktur skala besar dan sedang di Provinsi DKI 

Jakarta tahun 2022 sebanyak 1.683 perusahaan/usaha yang tersebar di 5 

(lima) wilayah kota dan 1 (satu) wilayah kabupaten. Kota dengan jumlah 

perusahaan/usaha terbanyak adalah Kota Jakarta Barat sebanyak 638 

perusahaan/usaha (37,91 persen). Selanjutnya di Kota Jakarta Utara 

sebanyak 443 perusahaan/usaha (26,32 persen) dan Kota Jakarta Timur 

sebanyak 365 perusahaan/usaha (21,69 persen), Kota Jakarta Selatan dan 

Jakarta Pusat masing-masing sebanyak 118 perusahaan/usaha (7,01 

persen). Detail perbandingan jumlah industri Manufaktur Skala Sedang dan 

Besar dapat dilihat pada Gambar II-22. 

 

 

Gambar II-22 Komposisi Industri Manufaktur Menengah Besar 

menurut KBLI di DKI Jakarta 
Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, 2023 

Perusahaan kelompok industri Makanan (KBLI 10) menempat jumlah 

yang tertinggi di antara kelompok industri manufaktur yang lain dengan 243 

perusahaan/usaha atau 14,44 persen, diikut oleh industri Pakaian Jadi (KBLI 

14) sebanyak 198 perusahaan/usaha atau 11,76 persen, Industri Karet, 

Barang dari Karet dan Plastik (KBLI 22) sebanyak 173 perusahaan/ usaha 

atau 10,28 persen dan Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman 
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(KBLI 18) sebanyak 161 perusahaan/usaha atau sebesar 9,57 persen. 

 

 

Gambar II-23 PDRB Sektor Konstruksi Provinsi DKI Jakarta Atas 

Dasar Harga Berlaku 2010 (Trilyun Rupiah) 2011-2022 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 

Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional 

membutuhkan sumber daya manusia dalam kuantitas dan kualitas yang 

memadai. Aktivitas jual dan beli di berbagai sektor ekonomi, seperti industri, 

perdagangan, dan jasa yang ada di DKI Jakarta membentuk nilai Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB sektor konstruksi Provinsi DKI 

Jakarta pada tahun 2022 sebesar 351,92 triliun rupiah (berdasarkan harga 

berlaku), atau bertambah 25,46 triliun rupiah dibandingkan tahun 

sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan mulai membaiknya kinerja sektor 

konstruksi seiring semakin tertanganinya pandemik Covid-19 yang sejak 

awal tahun 2020 melanda Jakarta. Dengan potensi perkembangan 

infrastruktur, perindustrian dan konstruksi, kebutuhan terhadap air bersih 

menjadi urgensi di DKI Jakarta.  

DKI Jakarta sebagai pusat kegiatan seperti pemerintahan, bisnis, 

keuangan, perdagangan, jasa dan lainnya. Hal ini membuat Provinsi DKI 
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Jakarta memiliki daya tarik bagi masyarakat di luar ibu kota untuk 

melakukan migrasi. Pertumbuhan penduduk yang salah satunya berasal 

dari migrasi yang mana akan mendorong kebutuhan air bersih. Selain 

kuantitas air bersih, kualitas air juga menjadi fokus pemerintah DKI Jakarta. 

Meningkatnya jumlah penduduk tentu memerlukan berbagai macam 

kebutuhan primer. Apabila laju urbanisasi pada wilayah perkotaan DKI 

Jakarta sebagai sentra ekonomi tidak disertai kemampuan dan keterampilan 

yang memadai untuk bertahan dan berkembang di Kota Besar, maka akan 

menimbulkan masalah baru. Permasalahan yang kerap timbul terkait 

dengan kebutuhan tempat tinggal yaitu berkembangnya pemukiman 

kumuh. Karena keterbatasan ekonomi, pemukiman kumuh umumnya 

menempati ruang yang berada di area Daerah Aliran Sungai (DAS). Selain 

itu Keterbatasan inilah yang memicu timbul kantung-kantung wilayah 

kumuh di sekitar daerah aliran sungai (DAS). Bantaran kali atau DAS 

merupakan lahan pada kedua sisi sepanjang sungai dengan jarak antara 

bangunan rumah dengan sungai/kali adalah minimal 4 meter. 

Keberadaan pemukiman kumuh ini berkontribusi tinggi secara 

langsung terhadap kualitas air permukaan sungai sekitar. Tidak hanya 

kualitas air, tetapi juga masalah sanitasi dan sampah, perlu menjadi 

perhatian bersama pada permukiman kumuh. Sanitasi apabila tidak dikelola 

dengan layak dapat mencemari kualitas air sungai dan air tanah. Begitu 

juga dengan sampah, membuang sampah dengan menimbun atau 

melemparkannya ke sungai, tentu juga menyebabkan pencemaran air.  

Kebutuhan sumber air minum penduduk DKI Jakarta diantaranya 

dipenuhi oleh beberapa sumber, seperti air ledeng/PAM, air sumur, dan air 

kemasan. Pada laporan kinerja PAM Jaya Tahun yang dapat diakses pada 

situs resminya, pelayanan air bersih di DKI Jakarta tahun 2021 baru 

mencapai 65% dengan kapasitas produksi 20.725 lps untuk melayani 

908.324 pelanggan. Selain itu, dalam laporan kinerja tahun 2019 

disampaikan bahwa kondisi kebocoran/NRW sebesar 42,64%.  
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Gambar II-24 Persentase Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air 
Minum yang Digunakan 

Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, 2022 

Berdasarkan luas area yang belum terlayani air PAM, yakni sebanyak 

35% area DKI Jakarta, menggunakan sumber air lain termasuk air tanah 

untuk pemenuhan sumber air bersih. Detail perbandingan pemenuhan 

sumber air minum antar Kab/Kota Administrasi di DKI Jakarta pada tahun 

2022 dapat dilihat pada Gambar II-24 dan Lampiran Tabel 25. 

 

II.2.2 Pressure 

DKI Jakarta merupakan suatu kota strategis yang memiliki peran 

sebagai pusat pelayanan kegiatan seperti politik, sosial budaya, ekonomi, 

dan teknologi. Terdapat kecenderungan bahwa semakin dekat dengan 

keseluruhan fungsi tersebut maka semakin tinggi kesejahteraan yang akan 

didapatkan. Atas dasar tersebutlah banyak masyarakat dari luar Provinsi 

DKI Jakarta berbondong-bondong untuk datang dan menetap.   

Permintaan konsumen yang makin meningkat menyebabkan industri 

pemenuhan kebutuhan konsumen juga semakin meningkat. Kegiatan 

industri dapat memberikan dampak baik positif maupun negatif. Positifnya 

tentu menyerap lapangan kerja, menyediakan kebutuhan masyarakat, 
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meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Dampak negatifnya 

antara lain dapat menyebabkan pencemaran baik itu darat, air dan udara.  

Permasalahan pencemaran air berasal dari limbah, baik limbah industri 

maupun limbah domestik. Untuk limbah cair, DKI Jakarta telah mewajibkan 

penggunaan IPAL (instalasi pengolahan air limbah) untuk industri. Dalam 

skala rumah tangga, umumnya digunakan tangki septik konvensional. 

Tangka septik konvensional beberapa memerlukan pengurasan secara 

berkala dalam 1-3 tahun sekali. Pengurasan yang tidak dilakukan oleh 

sebagian besar pengguna berakibat pada tangki yang tidak pernah kosong 

sehingga, meningkatkan penyerapan air limbah domestik ke dalam tanah. 

Dengan begitu, meningkatkan pencemaran lingkungan, khususnya 

pencemaran kualitas air tanah.  

Tekanan lainnya yaitu pada fasilitas MCK yang dapat meningkatkan 

pencemaran air tanah dan permukaan. Pada wilayah Jakarta secara 

keseluruhan, sebanyak 1.25% masyarakatnya tidak memiliki atau 

menggunakan fasilitas MCK untuk buang air besar. Pada data lebih lanjut, 

data tersebut terjadi pada Kabupaten Kepulauan seribu (4,8%), Jakarta 

Timur (1.2%), Jakarta Utara (0,78%), Jakarta Barat (0.18%), Jakarta Pusat 

(0.29%), dan Jakarta Selatan (0.23%). Perbandingan penggunaan sarana 

buang air besar pada Kab/Kota Administrasi DKI Jakarta dapat dilihat pada 

Gambar II-25, data lengkap dapat dilihat pada Lampiran Tabel-31. 
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Gambar II-25 Sarana Buang Air Besar Per Kab/Kota Administrasi 

DKI Jakarta Tahun 2022 
Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

Gambar II-26 Akses Sanitasi Layak DKI Jakarta 
Sumber: BPS DKI Jakarta, 2022 

 

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat 

kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau 

bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis 
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leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau 

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022). 

Pada tahun 2022, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap 

sanitasi layak adalah 98,75%.  

Sedangkan pada sektor industri, pemerintah DKI Jakarta secara tegas 

melarang penggunaan tangki septik konvensional. Walaupun demikian, 

dalam laporan AMDAL atau DELH (dokumen evaluasi lingkungan hidup), 

implementasi UKL-UPL atau DPLH (dokumen pemantauan lingkungan 

hidup) sejumlah industri, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta masih 

menemukan banyak pelaku industri yang belum melakukan peralihan 

menuju sistem pengolahan air limbah yang layak dengan contoh 

penggunaan sederhananya adalah dengan sistem tangki biofilter. 

Kemiskinan merupakan permasalahan terkait kesejahteraan yang 

akan memberikan dampak pada beberapa aspek. Kemiskinan dapat 

mengindikasikan keterbatasan dari kemampuan masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan dasar hidup. Penduduk miskin di wilayah Provinsi DKI 

Jakarta umumnya tinggal di kawasan kumuh yang memiliki kualitas 

lingkungan serta fisik bangunan yang kurang memadai (Perkim Indonesia, 

2020).  

Persentase penduduk miskin di DKI Jakarta tahun 2022 adalah 4,69%. 

Dibandingkan tahun sebelumnya, persentase penduduk miskin pada tahun 

2021 terjadi penurunan 0,03%. Pada perbandingan antar Kab/Kota 

Administrasi, jumlah persentase kemiskinan tertinggi berada pada 

Kabupaten Kepulauan seribu (14,11%). Detail perbandingan  persentase 

kemiskinan antar Kab/Kota Administrasi DKI Jakarta dapat dilihat pada 

Gambar II-27. 
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Gambar II-27 Persentase Penduduk Miskin DKI Jakarta 

Sumber: BPS DKI Jakarta, 2022 

Pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk yang cepat 

menimbulkan tekanan terhadap ruang dan lingkungan sekitar sehingga 

akan membentuk kawasan-kawasan kumuh (BPS DKI Jakarta, 2017). 

Masyarakat yang tinggal pada wilayah kumuh sebagian besar membuang 

limbah, dan sampah pada sungai sehingga sebagian besar saluran airnya 

tidak mengalir/menggenang (BPS DKI Jakarta, 2017). Terdapat 445 RW 

kumuh di DKI Jakarta per Tahun 2017. Detail perbandingan RW kumuh 

antar Kab/Kota Administrasi dapat dilihat pada Gambar II-28. 

 

Gambar II-28 Jumlah RW di DKI Jakarta yang Masuk Kategori 
Kumuh 

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2018 
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II.2.3 State 

Berdasarkan SK Gubernur Nomor 17 tahun 2007, DKI Jakarta adalah 

wilayah dengan daratan seluas 662,33 km2 dan lautan seluas 6.977,5 km2. 

DKI Jakarta memiliki 67 danau/waduk/situ, dan 13 sungai utama. Beberapa 

sungai terkait digunakan sebagai sumber air baku, usaha perikanan dan 

usaha perkotaan lainnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas 

Lingkungan Hidup melakukan pemantauan kualitas air tanah, air 

permukaan, dan air laut secara rutin untuk mengetahui kondisi kualitas air 

di Provinsi DKI Jakarta. Hasil pemantauan kualitas air sumur, air laut, air 

sungai, dan air danau/waduk/situ tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran 

(Tabel 22, Tabel 23, Tabel 29 dan Tabel 30). 

 

1) Kondisi Air Sungai DKI Jakarta 

DKI Jakarta memiliki 13 sungai utama dan 4 kanal yang bermuara di 

Teluk Jakarta. Berdasarkan data Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI 

Jakarta, terdapat 74 segmen sungai dengan total panjang 338,560 Km. 

Data  lebih  rinci  terkait  dengan  kondisi  masing-masing  sungai 

ditampilkan pada Lampiran Tabel 27. Peta aliran sungai, kanal, dan drainase 

di DKI Jakarta dapat dilihat pada Gambar II-29 Pada Tabel II-3 ditunjukkan 

panjang dan luas sungai menurut peruntukannya di DKI Jakarta pada tahun 

2022. 

Tabel II-3 Panjang dan Luas Sungai Menurut Peruntukannya 

Sungai/Kanal 
River/Cannal 

Panjang 

Length 
(m) 

Luas 

Area 
(m2) 

Peruntukan Sungai/Kanal 
River/Cannal Allocation 

1. Ciliwung 21660 515600 Usaha Perkotaan/Urban Business 

2. Krukut 18370 206340 
Air Baku Air Minum/Core of Drink 
Water 

3. Mookervart 8600 215000 
Air Baku Air Minum/Core of Drink 

Water 

4. Kali Angke 4350 175375 Usaha Perkotaan/Urban Business 

5. Kali Pesanggrahan 11400 142500 Perikanan/Fishery 

6. Kali Grogol 21600 367325 Perikanan/Fishery 
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Sungai/Kanal 
River/Cannal 

Panjang 
Length 

(m) 

Luas 
Area 

(m2) 

Peruntukan Sungai/Kanal 
River/Cannal Allocation 

7. Kali Cideng 12700 291000 Usaha Perkotaan/Urban Business 

8. Kalibaru Timur 14250 106875 Usaha Perkotaan/Urban Business 

9. Cipinang 9060 72480 Usaha Perkotaan/Urban Business 

10. Sunter 21290 540900 Usaha Perkotaan/Urban Business 

11. Cakung 18100 181000 Usaha Perkotaan/Urban Business 

12. Buaran 8800 154000 Usaha Perkotaan/Urban Business 

13. Kalibaru Barat 14250 106875 
Air Baku Air Minum/Core of Drink 
Water 

14. Cengkareng Drain 2950 147500 Usaha Perkotaan/Urban Business 

15. Jati Kramat 3270 21255 Usaha Perkotaan/Urban Business 

16. Ancol 8605 301175 Usaha Perkotaan/Urban Business 

17. Banjir Kanal Barat 3650 155700 Usaha Perkotaan/Urban Business 

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

 

Gambar II-29 Peta Aliran Sungai, Kanal, dan Drainase DKI 
Jakarta 

Sumber: BBWS Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane 
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Untuk mengetahui kondisi air sungai di DKI Jakarta dilakukan 

pemantauan kualitas air sungai secara rutin setiap tahun. Pada tahun 2022 

dilakukan pengambilan sampel air sungai pada 120 titik sampel. Kualitas Air 

dapat diukur berdasarkan parameter fisik, kimia, dan mikrobiologi. Parameter 

fisik untuk air paling sedikit dilihat dari tingkat kekeruhan yang tercermin dari 

nilai Total Suspended Solid (TSS) dan kecerahan. Parameter kimia dapat 

tergambarkan dari tingkat keasaman (pH), unsur pencemar kimiawi (seperti 

fosfat, nitrat) serta kecukupan dan kebutuhan oksigen (DO, BOD, COD). 

Sementara, parameter mikrobiologi setidaknya dapat diamati dari cemaran 

Fecal coli yang mengindikasikan cemaran tinja dalam aliran air. 

Metode yang digunakan untuk penentuan status mutu air merujuk pada 

pedoman Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 

Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air pada lampiran II untuk 

penggunaan metode Indeks Pencemaran. Hasil penghitungan status mutu 

air sungai berdasarkan hasil pemantauan tahun 2022 dapat dilihat pada 

Tabel II-4. Selanjutnya untuk meninjau pengaruh aktivitas manusia secara 

spasial terhadap penentuan status mutu air dilakukan dengan cara 

pemetaan. Hasil pemetaan status mutu kualitas air sungai dapat dilihat pada 

Gambar II-30. 

 

Tabel II- 4 Hasil Penghitngan Status Mutu Air Sungai Tahun 2022 

Status Mutu Air 
Jumlah Sampel 

Periode I Periode II Periode III Periode IV 

Cemar Ringan 4 5 4  6 

Cemar Sedang 22 39 26 35 

Cemar Berat 94 76 90 79 

Jumlah 120 120 120 120 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Prov. DKI Jakarta, 2022 

 

Melalui nilai indeks pencemarnya dapat diketahui bahwa kondisi 

kualitas air hampir keseluruhannya mengalami pencemaran mulai dari 

cemar ringan hingga berat. Secara umum aliran sungai ke Jakarta sudah 
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dalam posisi tercemar dimana berdasarkan geografis DKI Jakarta 

merupakan hilir bagi daerah yang ada di atasnya seperti Kota Depok, Kota 

Bogor, Kabupaten Bekasi, dan sekitarnya. Sehingga jika melihat titik-titik 

sampel sungai pada bagian hulu, kualitasnya sudah dalam kondisi Cemar 

Ringan hingga Cemar Sedang. 

 

 
Gambar II-30 Peta Kualitas Air Sungai DKI Jakarta Tahun 2022 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, 2022 

Berdasarkan hasil pemetaan status mutu kualitas air sungai di atas, 

dapat dilihat nilai indeks pencemaran air sungai di DKI Jakarta di dominasi 

oleh status mutu cemar berat hampir di seluruh wilayah DKI Jakarta. Hal ini 
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mengindikasikan, sebagian besar segmen-segmen sungai di DKI Jakarta 

telah tercemar berat. Secara spasial, status mutu cemar berat memusat 

pada penggunaan lahan kawasan niaga, industri/pergudangan, dan 

pemukiman tidak teratur. Status mutu air sungai pada wilayah selatan DKI 

Jakarta yang didominasi oleh penggunaan lahan kawasan pemukiman 

teratur, tidak teratur, dan area RTH menunjukkan kecenderungan lebih baik 

yang ditandai tingkat status mutu air didominasi oleh indeks cemar ringan 

sampai cemar sedang. Kondisi tersebut menggambarkan semakin tingginya 

beban  pencemaran pada bagian hilir sungai karena terakumulasi buangan 

limbah di sepanjang sungai. Tingginya beban pencemar tersebut 

menyebabkan proses self purification (pemurnian alami) tidak berjalan 

dengan optimal. 

Berdasarkan hasil pemantauan juga dapat diketahui beberapa 

parameter pencemar yang banyak melampaui baku mutu untuk kelompok 

parameter fisik adalah TSS, sedangkan untuk kelompok parameter kimia 

adalah BOD, COD, nitrat, ammonia, dan klorin. Tingginya nilai BOD yang 

tidak diimbangi dengan nilai DO yang tinggi dapat mengakibatkan adanya 

proses penguraian secara anaerob di sungai yang menimbulkan gas-gas 

berbau seperti ammonia dan sulfide. Adapun untuk kelompok parameter 

mikrobiologi baik Fecal Coliform maupun Total coliform juga banyak yang 

melebihi baku mutu. Tingginya jumlah Fecal Coli dapat mengindikasikan 

bahwa badan air telah terkontaminasi tinja yang dapat terjadi karena 

pengelolaan limbah domestik yang kurang baik.  

 

2) Kondisi Air Danau/Situ/Waduk DKI Jakarta 

Provinsi DKI Jakarta memiliki 67 danau/situ/waduk yang tersebar di 

seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Luas danau/situ/waduk di DKI Jakarta 

adalah 4.196.900 m2. Berdasarkan perbandingan Kab/Kota Administrasi, 

didapatkan Kota Jakarta Timur memiliki luas danau/situ/waduk terluas 

(43%). Detail perbandingan luasan danau/situ/waduk menurut Kab/Kota 

Administrasi dapat dilihat pada Gambar II-41. Sedangkan detail luasan dan 
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volume masing-masing danau dapat dilihat lebih lanjut dalam Lampiran 

Tabel 28.   

 

 

Gambar II-31 Luas Situ/Waduk Menurut Kab/Kota Administrasi 
Sumber: Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2022 

Pada pelaksananaan pemantauan kualitas air danau/situ/waduk 

diambil sampel dari 64 danau/situ/waduk. Data danau/situ/waduk yang 

dipantau kualitas airnya dapat dilihat pada lampiran Tabel 30. Pemantauan 

ini dilaksanakan antara bulan Juni-Juli dengan pengambilan sampel 

mewakili titik inlet, tengah dan outlet masing-masing danau/situ/waduk 

sehingga diperoleh jumlah titik sampel sebanyak 176 titik. Berdasarkan hasil 

pengukuran dan perhitungan dengan metode Indeks Pencemaran, 

didapatkan sebanyak 86 (48,86%) titik pengukuran kualitas danau di 

Jakarta termasuk ke dalam cemar berat, 43 (24,43%) titik pengukuran 

danau di Jakarta termasuk kategori cemar sedang, dan 47 (26,7%) titik 

pengukuran kualitas danau di Jakarta termasuk kategori cemar ringan. 

 

3) Kondisi Air Tanah DKI Jakarta 

Untuk mengetahui kondisi air tanah di Provinsi DKI Jakarta, Dinas 

Lingkungan Hidup melaksanakan pemantauan kualitas air tanah secara 

rutin. Pengambilan sampel air tanah pada tahun 2022 dilakukan sebanyak 

2 kali (periode 1 dan periode 2) dengan jumlah titik pengambilan sampel 

sebanyak 267 titik. Seperti halnya pada pemantauan kualitas air sungai dan 
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waduk, pada pemantauan  kualitas air tanah ini juga dilakukan pengujian 

pada parameter fisika, kimia, dan biologi. Data lokasi pengambilan sampel 

dan hasil pengujian sampel dapat dilihat pada Lampiran Tabel 22 dan Tabel 

22a. 

Hasil pengukuran tersebut kemudian dianalisis dengan metode Indeks 

Pencemaran. Hasil analisis data tersebut dapat dilihat pada Tabel II-5. Pada 

tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar kondisi air tanah di 

Jakarta dalam kondisi tercemar dengan kategori cemar ringan sampai 

cemar berat, hanya sekitar 20% sampel yang termasuk kategori baik. 

Adapun hasil pengukuran parameter pencemar yang paling banyak 

melampaui baku mutu pada Pemantauan Periode 1 adalah e-coli (162 

sampel), total coliform (162 sampel), mangan (58 sampel), surfaktan 

anionic (58 sampel). Hasil pemetaan kualitas air tanah/sumur dapat dilihat 

pada Gambar II-32. 

 

Gambar II- 32 Pemetaan Kualitas Air Tanah 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022 
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Tabel II- 5 Hasil Pemantauan Kualitas Air Tanah Tahun 2022 

Status Mutu Air 
Jumlah Sampel 

Periode I Periode II 

Baik  52 54 

Cemar Ringan 121 127 

Cemar Sedang 77 78 

Cemar Berat 17 8 

Jumlah 267 267 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Prov. DKI Jakarta, 2022 

 

4) Kondisi Air Laut DKI Jakarta 

Posisi Pesisir Jakarta mulai dari barat (Pantai Muara Kamal) ke timur 

sampai Pantai Marunda ± 60 km atau mencakup areal ± 5000 ha. Pesisir 

jakarta menempati areal sepanjang Teluk Jakarta di pantai sebelah utara 

kota yang terletak di antara lintang 06o 00’ 40” S dan 05o 54’ 40” S, bujur 

106o 40’ T dan 107o 01’ 19” T (Suprijanto, 1996). Distribusi pencemaran 

dalam air laut bervariasi sesuai dengan lokasi, kedalaman, musim, arus laut 

serta proses fisika dan biokimia yang terjadi. Pemilihan titik pengambilan 

sampel dilakukan agar sampel yang diambil dapat mewakili kondisi laut 

yang dipantau atau lokasi geografi yang ditentukan. Semakin banyak titik 

pengambilan sampel dan frekuensi pengambilan sampel yang dilakukan 

maka semakin banyak informasi yang diperoleh. Untuk itu, penentuan titik 

pengambilan sampel di laut harus mempertimbangkan distribusi atau 

pergerakan bahan pencemar yang diperoleh dari informasi sebelumnya 

(Permen LHK No 27, 2021). 

Pemantauan terhadap kualitas air laut juga dilakukah oleh Dinas 

Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk mengetahui kualitas air laut di Provinsi 

DKI Jakarta. Pemantauan ini dilakukan dengan pengambilan sampel di 

perairan laut, muara sungai, dan perairan pulau. Distribusi pengambilan 

sampel kualitas air laut dapat dilihat pada Gambar II-33. Khusus untuk 

lokasi muara sampel diambil pada kondisi air surut dan air pasang. Pada 

tahun 2022 pemantauan terhadap kualitas air laut dilakukan sebanyak 2 
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periode dengan hasil pemantauan dapat dilihat pada Lampiran Tabel 23. 

Pengukuran kualitas perairan dilakukan secara insitu dengan 

menggunakan: (1) Water Quality Checker untuk kualitas fisik perairan; (2) 

Echo sounder untuk kedalaman laut; (3) Current meter untuk kecepatan 

arus; dan (4) Conductivity Temperature Depth (CTD) untuk kondisi 

oseanografi fisik. Pengambilan sampel kualitas perairan dilakukan dengan 

metode SNI 694.8: 2015 bagian 8: metode pengambilan contoh uji air laut. 

Adapun pengambilan sampel yang dilakukan meliputi: (1) Sampel air laut 

(komposit permukaan dan dasar perairan); sampel bakteri; (3) sampel 

sedimen (benthos); dan (4) sampel plankton. 

Penentuan status mutu air dilakukan dengan merujuk pada pedoman 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 Tentang 

Pedoman Penentuan Status Mutu Air pada lampiran II untuk penggunaan 

metode Indeks Pencemaran. Berdasarkan hasil analisis data dengan Indeks 

Pencemaran, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar kualitas air laut 

berada pada kondisi Tercemar Ringan, sebagaimana dapat dilihat pada 

Tabel II-6.  

 

Tabel II- 6 Kategori Pencemaran Air Laut Berdasarkan Hasil 
Pemantauan Tahun 2022 

Kategori 

Muara Perairan Laut Perairan Pulau 

Periode 1 Periode 2 Periode 

1 

Periode 

2 

Periode 

1 

Periode 

2 Pasang Surut Pasang Surut 

Tercemar 

ringan 
7 7 6 8 21 22 8 8 

Tercemar 
sedang 

1 1 1 0 1 0 0 0 

Tercemar 
berat 

3 3 4 3 1 1 0 0 

Jumlah 

sampel 
11 11 11 11 23 23 8 8 

Sumbet: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 



 

 DIKPLHD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023 II-64 

 

 

Gambar II- 33 Lokasi Pemantauan Kualitas Air Laut 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

Arah angin dan transport arus dapat mempengaruhi persebaran bahan 

pencemar dimana pada kondisi musim barat kecepatan angin bersumber 

dari barat dan menuju sisi timur Teluk Jakarta, sehingga secara umum zona 

timur mengalami penurunan kualitas air akibat menumpuknya beban 

polutan yang disebabkan pola arus dan gelombang. Sedangkan kondisi 

musim timur kecepatan angin bersumber dari tenggara dan menuju sisi 

barat Teluk Jakarta, sehingga secara umum zona barat mengalami 

penurunan kualitas air akibat menumpuknya beban polutan yang 

disebabkan pola arus dan gelombang. 

Adanya pulau-pulau reklamasi di sisi barat juga berpotensi 

mempengaruhi pola sirkulasi arus dan gelombang laut yang mengurangi 

proses flushing alami, sehingga bahan organik dan anorganik di mulut 

Muara tidak tersebar merata yang menyebabkan pada kondisi musim barat 

dan timur ditemukan pada beberapa stasiun seperti Muara Kamal, 
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Cengkareng Drain, Muara Angke, BKT dan Muara Gembong yang memiliki 

status indeks pencemaran dengan kategori tercemar berat serta status 

indeks kualitas air sangat kurang. Berdasarkan hasil time series parameter 

Kekeruhan, TSS, Fosfat, Nitrat dan Amonia pada periode 2015 hingga 2022, 

secara umum mengalami peningkatan dari tahun-tahun. 

 

5) Kondisi Air Hujan 

Pengukuran curah hujan di lakukan di stasiun titik pantau hujan 

Kemayoran. Tren curah hujan setiap bulan dapat dilihat pada Gambar II-39 

dan Lampiran Tabel 24. 

Tren curah hujan di DKI Jakarta bervariasi menurut bulannya. Pada 

tahun 2022, curah hujan di DKI Jakarta setiap bulan berkisar antara 68.45 

sampai 380.75 mm. Curah hujan tertinggi terjadi di Bulan Januari dan 

terendah terjadi pada Bulan Juni. Tren hujan rata-rata setiap tahun dari 

2019-2022 mengalami turun-naik. Rata-rata curah hujan tahun 2019 

sebesar 103.56, kemudian meningkat lebih dari 2x lipat tahun 2020 sebesar 

235.97. Curah hujan tahun 2021 sebesar 199.55 mm dan tahun 2022 

sebesar 160.22 mm. 

 

 

Gambar II-34 Tren Curah Hujan Tahun 2019-2022 DKI Jakarta 
Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi DKI 

Jakarta, 2022 
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Tren kualitas air hujan di DKI Jakarta dapat dilihat pada Gambar II-66 

dan lebih detail pada Lampiran Tabel 26. Berdasarkan hasil, didapatkan air 

hujan berada dalam rentang pH 4,7-5,17. Berdasarkan data BMKG 

Indonesia, hasil uji kualitas air hujan pada rentang pH di Jakarta termasuk 

ke dalam kategori hujan asam. Hal ini didukung dengan nilai sulfat (SO4) 

yang juga tinggi. Air hujan yang baru turun umumnya mempunyai pH yang 

rendah (asam). Hal ini disebabkan air hujan yang baru turun banyak 

melarutkan gas CO2 atau gas SO2 yang ada di atmosfer (Said & Widayat, 

2014). Pada kondisi tertentu, oksida sulfur dan oksida nitrogen dari hasil 

pembakaran bahan bakar fosil akan berubah secara kimiawi di atmosfer 

menjadi asam sulfat dan asam nitrat. Proses perubahan NOx menjadi HNO3 

kemudian bereaksi dengan cepat membentuk partikel nitrat (Budiyono, 

2001). 

 

 

Gambar II-35 Kualitas Air Hujan Tahun 2022 DKI Jakarta 
Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi DKI 

Jakarta, 2022 

 

Air hujan dianjurkan sebagai sumber air minum yang dapat diandalkan oleh 

penduduk dan lembaga pemerintah (Ozdemir, et al., 2011), karena tidak 
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memiliki kelemahan pada beberapa parameter seperti bau, rasa, dan warna 

(Herbst, et al., 2009). Kualitas air hujan cenderung baik sehingga 

pengolahan air hujan umumnya menggunakan proses filtrasi dengan 

penyesuaian media filter terhadap kualitas air hujan. Kualitas air hujan 

tergantung dari kondisi cuaca atau kualitas udara serta dipengaruhi oleh 

bahan atau material penampungan dan waktu penyimpanan di dalam bak 

penampungnya. Kualitas air hujan ditemukan tergantung pada jenis atap 

dan kondisi lingkungan (Lee, Yang, Han, & Choi, 2009). Material atap dan 

kontaminan yang berada di atasnya dapat memengaruhi kekeruhan dan 

meningkatkan jumlah mikroorganisme. 

6) Indeks Kualitas Air 

Selain pemantauan kualitas air yang dilakukan secara rutin, Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan juga melakukan perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) 

yang mengacu pada metode yang ditetapkan secara nasional merujuk pada 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 115 tahun 2003 tentang Pedoman 

Penentuan Status Mutu Air. Baku mutu air mengacu pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI. Titik pemantauan yang 

digunakan untuk penghitungan IKA tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 

II-32. 

Dari hasil perhitungan didapatkan nilai IKA untuk Provinsi DKI Jakarta 

pada tahun 2022 adalah 41,17. Nilai IKA tahun 2022 mengalami penurunan 

dibandingkan tahun 2021 sebesar 1,93 dari 43,10 menjadi 41,17. Tren IKA 

Provinsi DKI Jakarta dalam tujuh tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 

II-36. Sedangkan pada perhitungan IKA per wilayah kota/kabupaten 

administrasi Jakarta Pusat memiliki nilai IKA yang paling baik yaitu sebesar 

44,67 dan wilayah Jakarta Barat memiliki nilai IKA paling buruk yaitu 

sebesar 35,52. Data hasil perhitungan IKA per wilayah dibandingkan 

dengan targetnya dapat dilihat pada Gambar II-34. 

about:blank
about:blank
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Gambar II- 36 Peta Lokasi Pemantauan dan Kategori IKA 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

 

Gambar II-37 Indeks Kualitas Air (IKA) DKI Jakarta 2016-2022 
Sumber: IKLH Provinsi DKI Jakarta, 2022 
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Gambar II-38 Perbandingan Nilai IKA Antar Kab/Kota 
Administrasi DKI Jakarta 

Sumber: IKLH Provinsi DKI Jakarta, 2022 

7) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) 

Seperti halnya Indeks  Kualitas Air Laut (IKA), Dinas Lingkungan Hidup 

Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (KLHK) juga melakukan penghitungan Indeks Kualitas Air Laut 

(IKAL). Dari hasil penghitungan tersebut nilai IKAL Provinsi DKI Jakarta 

termasuk dalam kategori “Baik”. Trend capaian dan target nilai IKAL 4 tahun 

terakhir dapat dilihat pada Gambar II-39.  

 

 

Gambar II-39 Tren Capaian Nilai IKAL DKI Jakarta 
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022 
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Dari gambar tersebut dapat dilihat adanya kecenderungan 

peningkatan positif nilai IKAL pada setiap tahunnya. Artinya kualitas air laut 

DKI Jakarta telah memenuhi standar dalam mendukung biota laut. 

Meskipun demikian, peningkatan IKAL tetap diperlukan untuk 

meningkatkan kualitas laut DKI Jakarta khususnya pada wilayah Muara 

Jakarta. Perbaikan kualitas air laut juga akan memberikan manfaat lain, 

seperti membaiknya ekosistem laut sehingga dapat mempengaruhi 

kelimpahan sumber daya pangan dari hasil laut. Pada saat yang sama, akan 

meningkatkan fungsi ekologis di wilayah Kepulauan Seribu yang akan 

menaikkan daya tarik kepariwisataan. 

Selanjutnya dilakukan pemetaan hasil analisis data tersebut untuk 

melihat sebaran spasial kualitas air laut. Hasil pemetaan kualitas air laut 

tersebut dapat dilihat pada Gambar II-40. 

 

 

Gambar II-40 Peta Kualitas Air Laut 
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

Berdasarkan hasil nilai Indeks Pencemaran yang dipetakan pada 
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wilayah DKI Jakarta, didapatkan sebagian besar kualitas air laut DKI Jakarta 

berada pada status mutu baik. Indeks pencemaran semakin meningkat 

pada area muara atau pantai utara Jakarta. Meskipun pada area ini di 

dominasi oleh cemar ringan, namun kegiatan pelepasan limbah cair atau 

agen pencemar lain secara masif dan kontinu hingga dapat menurunkan 

kualitas pada air laut menunjukkan telah dilakukan pencemaran pada skala 

yang besar. Dengan demikian didapatkan, faktor antropogenik atau 

kegiatan penduduk khususnya mendekati area perkotaan, dapat 

memberikan pengaruh besar terhadap kualitas air laut di DKI Jakarta. 

 

II.2.4 Impact 

Jakarta adalah kota megapolitan. Berdasarkan klasifikasi kota 

Megapolitan adalah kota yang jumlah penduduknya di atas 5 juta orang. 

Sedangkan metropolitan yaitu kota yang jumlah penduduknya antara 1-5 

juta orang. Sebagai wilayah yang terus berkembang, pembangunan terus 

dilakukan secara fisik sehingga mengubah garis pantai, perubahan sosial 

ekonomi, biologi dan pencemaran kimiawi yang dapat berdampak pada 

kesehatan. 

Berdasarkan luas area yang belum terlayani air PAM, yakni sebanyak 

35% area DKI Jakarta, menggunakan sumber air lain termasuk air tanah 

untuk pemenuhan sumber air bersih. Praktik pengambilan (abstraksi) air 

tanah yang berlebihan di tengah aksesibilitas air bersih yang hanya 62,96% 

akibatnya terjadi penurunan muka air tanah sekitar 5 cm setiap tahunnya 

(Kementerian ESDM, 2019). Apabila pengambilan air tanah berlebihan, 

maka rongga-rongga kosong di dalam tanah akan diisi oleh air laut, atau 

intrusi air laut. Di beberapa tempat di DKI Jakarta khususnya di daerah 

utara, air tanah telah tercampur oleh air laut sehingga rasanya payau. Laju 

penurunan muka tanah (land subsidence) di Jakarta khususnya pada 

wilayah pantai utara Jakarta, tingkat melaju dengan cepat. Penurunan muka 

tanah tertinggi berada di sebagian besar wilayah utara Cekungan Air Tanah 
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(CAT) Jakarta. Hal ini karena terjadi karena ekstraksi air tanah untuk 

pemanfaatan kebutuhan sumber air bersih. Selain itu, pada wilayah utara 

terjadi konsentrasi kegiatan perdagangan ekspor-impor dan banjir ketika 

musim hujan. 

Sebagian besar kawasan Pantai Utara Jakarta berada di bawah 

permukaan laut dan merupakan muara dari ± 13 sungai, sehingga rawan 

banjir. Tidak hanya itu, kawasan hilir sungai cenderung memiliki tingkat 

pencemaran tinggi. Geomorfologi kawasan pantai yang juga lunak/ tidak 

solid juga membuat daya dukung tanah rendah dan proses intrusi air laut 

tinggi. Di satu sisi, hidrologi laut dan pengaruh angin musim barat telah 

menimbulkan abrasi pantai dan pencemaran hutan bakau. Sehingga 

keseluruhan ini menyebabkan sebagian besar kawasan pemukiman tidak 

layak huni dan banyak terdapat pemukiman kumuh dengan kepadatan 

tinggi (Suprijanto, 1996). 

 

 

Gambar II-41 Peta Ketinggian Wilayah di Provinsi DKI Jakarta 

Sumber: IKLH DKI Jakarta 2022 

Bangunan yang berada di sepanjang Pantai Utara Jakarta memberikan 

dampak lingkungan fisik, diantaranya adalah perubahan garis pantai karena 

abrasi dan perubahan pola arus. Dampak lingkungan kimiawi juga dapat 
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terjadi karena instrusi air laut, serta meningkatnya volume limbah padat 

dan cair karena kegiatan domestik dan industri. Selain itu, dampak 

lingkungan biologis mengakibatkan menurunnya keanekaragaman biota 

sungai, muara, dan laut (Suprijanto, 1996). 

Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta pada tahun 2022, persentase rumah tangga yang memiliki akses 

terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan mencapai 

sekitar 97,93 persen, sedangkan cakupan pelayanan air bersih hanya 

mencapai sekitar 65,41 persen. Kategori air minum layak ini tidak termasuk 

air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air 

sumur dan mata air tidak terlindung (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022).  

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung 

meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, 

penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur 

bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan 

kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Berdasarkan 

data dari PD. PAM Jaya, saat ini kebutuhan air di DKI Jakarta mencapai 

24.000 liter per detik, sedangkan kapasitas produksi PAM Jaya hanya 

sebesar 20.225 liter per detik. Supply-Demmand yang tidak berimbang 

menyebabkan defisit kebutuhan air bersih sekitar 4000 liter per detik. Jika 

tidak ada penambahan kapasitas produksi atau supply air curah, defisit ini 

akan semakin meningkat. 

Kota harus dapat memberikan pelayanan primer kepada semua 

golongan, baik itu masyarakat berpenghasilan tinggi maupun menengah 

dan rendah. Sarana dan prasarana yang ada, diharapkan dapat 

mempermudah aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Sebaliknya, 

sarana prasarana yang kurang memadai dapat mengganggu aktivitas 

perkotaan, menimbulkan ketidaknyamanan, dan berpotensi menimbulkan 

penyakit bagi masyarakat.  

Praktik buang air besar sembarangan (BABS) akan meningkatkan 

patogen dan bakteri fekal ke lingkungan khususnya pada sumber air 
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permukaan dan air tanah. Selain itu pencemaran air tersebut dapat 

menyebabkan terjangkitnya penyakit. Begitu pula masyarakat yang tidak 

mendapatkan akses sanitasi yang layak dapat berakibat pada Kesehatan. 

Jumlah kasus penyakit dan jenis penyakit di DKI Jakarta dapat dilihat pada 

Gambar II-70. Berdasarkan data tersebut, Kasus diare masih cukup banyak 

ditemukan di DKI Jakarta. Pada Gambar II-42 dapat dilihat kasus tertinggi 

penyakit diare ditemukan di Kota Jakarta Barat sebanyak 3.148 kasus atau 

25% dari total kasus diare di DKI Jakarta. 

Diare merupakan salah satu water borne disease, yakni bersumber 

dan berkembang melalui air. Sehingga tingginya kasus penyakit diare di DKI 

Jakarta dapat mengidikasikan kualitas air di DKI Jakarta masih belum 

memenuhi kualitas yang aman untuk digunakan dalam kebutuhan 

pemenuhan air higiene sanitasi. 

 

Gambar II-42 Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk 

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 
Sumber: : Kementerian Kesehatan, Profil Kesehatan Indonesia 

(Provinsi DKI Jakarta dalam Angka 2022) 
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Paru sejumlah 42.927 kasus. TB Paru bisa jadi disebabkan karena 

pencemaran udara di DKI Jakarta yang tinggi. Penyakit Pneumonia 1 di DKI 

Jakarta terdapat 23.959 kasus. Pneumonia 1 atau radang paru-paru 

disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, dan jamur. Sementara untuk orang 

dewasa, penyebab pneumonia paling sering terjadi karena bakteri. 

Pneumonia juga bisa disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2 atau yang 

dikenal dengan sebutan virus corona, penyebab COVID-19. 

II.2.5 Responses 

Jakarta merupakan kota yang dihuni lebih dari 10 juta penduduk pada 

malam hari dan ‘mengakomodir’ tambahan sekitar 3 juta orang 

penglaju/commuter  pada siang hari. Penglaju merupakan orang yang 

berasal dari daerah sekitar untuk bekerja dan beraktivitas di Kota Jakarta. 

Sebagai konsekuensi logis atas fakta tersebut, maka penyediaan 

infrastruktur diperkuat untuk memberikan kota yang layak, nyaman, dan 

berkelanjutan bagi semua orang. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai upaya sungguh-

sungguh dalam menanggapi isu permasalahan lingkungan khususnya 

kualitas air. Hal ini karena air merupakan kebutuhan dasar dari setiap 

makhluk hidup. Bentuk respon atau jawaban dari permasalahan terkait 

dengan penurunan kualitas air dilakukan melalui regulasi dan program yang 

direncanakan dalam target kurun waktu yang direncanakan. Hal ini sesuai 

dengan arah pembangunan di Jakarta yang berwawasan lingkungan 

mencapai peningkatan mutu dalam pengelolaan lingkungan hidup yang 

berkelanjutan. 

Usaha dalam manajemen sumber daya air juga disusun dalam 

program untuk dilaksanakan dalam jangka panjang dan menengah. Pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terkait dengan 

sumber daya air di DKI Jakarta, beberapa program direncanakan termasuk 

peningkatan infrastruktur air. 

Respon terkait dengan state atau keadaan dari kondisi kualitas dan 
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pemenuhan kebutuhan air bersih warga Jakarta dipasok oleh PAM Jaya 

yang bermitra dengan PT Palyja dan PT Aetra. Area pelayanan air bersih 

untuk warga Jakarta dibagi menjadi dua wilayah. Yakni wilayah barat yang 

dilayani oleh PT Palyja dan wilayah timur yang dilayani PT Aetra (PAM Jaya, 

2020). Pada tahun 2022 pelayanan air di wilayah DKI Jakarta baru melayani 

65,83% area dari target 78,71%. Meskipun demikian, jumlah pelanggan 

dan kubikasi yang disalurkan atau dijual oleh PAM di DKI Jakarta pada setiap 

tahunnya terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2% 

dengan pertumbuhan tren dapat dilihat pada Gambar II-43. Pertumbuhan 

jumlah pelanggan air bersih yang meningkat sejalan dengan meningkatkan 

kubikasi yang dijual oleh PAM.  

 

 

Gambar II-43 Tren Jumlah Pelanggan dan Kubikasi Air Terjual 
PAM DKI Jakarta 

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022 

Berdasarkan data PAM Jaya DKI Jakarta, kelompok non niaga 

merupakan jumlah pelanggan air bersih terbesar di DKI Jakarta. Volume air 

yang disalurkan oleh PAM pada golongan non niaga tersebut lebih dari 80% 

disalurkan kepada kelompok rumah tangga. Perbandingan jenis pelanggan 

PAM secara keseluruhan pada tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar II-44 
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Gambar II-44 Jenis Pelanggan PAM DKI Jakarta 
Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022 
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Gambar II-45 Sumber Air PAM DKI Jakarta 
Sumber: www.pamjaya.co.id 
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Untuk memenuhi kebutuhan permintaan air bersih di DKI Jakarta, 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa perencanaan. Rencana 

itu antara lain memperluas cakupan pelayanan melalui penambahan 

penyediaan air bersih baik dari pengembangan fasilitas pengolahan air 

bersih di wilayah Jakarta maupun pemenuhan pasokan air bersih dari luar 

Jakarta; penurunan tingkat kebocoran air dan memperbaiki kualitas layanan 

air bersih yang diprioritaskan pada wilayah-wilayah dengan kualitas air 

terburuk. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memenuhi kekurangan 

layanan air bersih di wilayah DKI Jakarta, Pemerintah menginisiasi 

pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur I untuk 

meningkatkan kapasitas layanan air bersih di Provinsi DKI Jakarta sebesar 

4000 liter/detik. Pembangunan Water Treatment Plan SPAM Jatiluhur I 

direncanakan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan 

Usaha (KPBU) yang akan melayani wilayah DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi 

dan Kabupaten Karawang.  

Pada saat yang sama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu 

menyiapkan rencana penyerapan air yang dialirkan dari hulu, dengan 

pengembangan jalur pipa transmisi mulai dari titik off-take (titik perbatasan 

Bekasi-Jakarta) hingga reservoir utama yang direncanakan di wilayah 

pelayanan DKI Jakarta. Penyaluran air curah ke setiap titik pengambilan 

dilakukan secara gravitasi dari Menara Air Sentra Timur yang terletak di 

Pondok Kopi. Pembangunan pipa transmisi dan distribusi SPAM Jatiluhur I 

di dalam Provinsi DKI Jakarta direncanakan dilaksanakan oleh Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta. 

Selain menambah pasokan dari Jatiluhur, Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta melalui PAM Jaya juga akan mengupayakan peningkatan pelayanan 

air bersih di wilayah DKI Jakarta, diantaranya melalui dimulainya inisiasi 

kerjasama pengembangan SPAM harian untuk meningkatkan kapasitas 

layanan air bersih di Provinsi DKI Jakarta sebesar 3200 liter/detik bersama 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; pengembangan IPA 

Buaran 3 untuk peningkatan layanan air bersih sebesar 3000 liter per detik, 
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serta opsi lain yang memungkinkan. Pada sisi lain untuk memenuhi 

kebutuhan air daerah krisis air dan di Kepulauan Seribu direncanakan 

dilakukan penyediaan sarana dan prasarana pengolahan air bersih. Untuk 

kawasan krisis air bersih dan rumah susun dilaksanakan melalui 

pembangunan kios air, pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan 

pengelolaan Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO). Serta pembangunan 

IPA Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) dan BWRO untuk wilayah 

Kabupaten Kepulauan Seribu. Selain itu, juga dapat dilaksanakan melalui 

Pembangunan IPA Komunal dengan memanfaatkan kembali waduk, situ, 

embung (nature based solution) sebagai sumber air baku. Sebelum 

dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk air bersih, 

waduk/situ/embung sebelumnya dipulihkan terlebih dahulu kualitas airnya 

dengan menggunakan aerator. Pembangunan IPA Komunal ini dapat 

dimanfaatkan pada wilayah Jakarta bagian Selatan, dimana pada wilayah 

ini belum terjangkau oleh jaringan perpipaan PAM Jaya serta terdapat 

waduk/situ yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku (Rencana 

Strategis Dinas Sumber Daya Air, 2022). 

Terkait kualitas air permukaan khususnya sungai dengan tingkat 

pencemaran dari rendah sampai berat, Pemerintah membenahi secara 

alamiah dengan memperhatikan ekosistem dan lingkungan melalui 

naturalisasi sungai/kali. Naturalisasi bertujuan untuk mengelola arus sungai 

agar air dapat meresap ke tanah di sepanjang perjalanannya ke hilir. 

Naturalisasi sungai juga dimaksudkan untuk mempertahankan ekosistem 

sungai dan lingkungan di sekitarnya. Proses naturalisasi sungai yang 

dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain pembersihan 

pada kelok sungai, penanaman pohon, penanaman rumput, dan juga 

tanaman air.  

Kondisi penurunan kualitas air di wilayah daerah aliran sungai Jakarta 

diantaranya karena terdapat sejumlah kantung-kantung area kumuh yang 

menempati ruang DAS sungai. Pemerintah DKI Jakarta melakukan 

pembenahan terhadap kawasan kumuh agar menjadi kawasan yang layak 
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dan sehat. Pembenahan tersebut memiliki tiga rangkaian utama kegiatan 

(RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, 2018), diantaranya: 

1) Community Action Plan (CAP) 

merupakan suatu program yang turut serta mendorong terciptanya 

koordinasi dan kolaborasi dari berbagai pihak di lingkungan Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta serta para stakeholders, yang  selanjutnya menjadi 

acuan keberlanjutan Program Penataan Kawasan. 

2) Collaborative Implementation Program (CIP) 

Merupakan langkah lanjutan untuk merealisasikan konsep CAP yang 

telah disusun. Proses CIP dilakukan melalui pembangunan fisik dan 

pemberdayaan masyarakat yang partisipatif, antara lain dengan land 

consolidation. 

3) Program Monitoring dan Evaluasi 

Merupakan upaya untuk menjaga keberlanjutan program penataan 

kawasan, yang hasil rekomendasinya diharapkan dapat menjaga 

keberlanjutan program tersebut 

Salah satu strategi jangka panjang dalam memperbaiki kualitas air di 

wilayah Provinsi DKI Jakarta adalah dengan menggunakan air tanah secara 

berkelanjutan. Hal ini perlu menjadi fokus selanjutnya karena penggunaan 

air tanah dapat berkontribusi pada terjadinya land subsidence atau 

penurunan permukaan tanah. Pemakaian air tanah di lingkungan DKI 

Jakarta cukup tinggi selain karena keterbatasan layanan air PAM, juga 

terkait dengan keadaan ekonomi pengguna. 

Penggunaan air tanah mencapai 70% jauh diatas batas aman yaitu 

30%. Sehingga untuk mencegah kerusakan, akan dilakukan enforcement 

dengan memastikan cukupnya kapasitas resapan air hujan pada bangunan-

bangunan. Selain itu, mengelola kegiatan infrastruktur besar dimana 

merupakan area penurunan permukaan tanah ekstrem. Pemerintah juga 

akan mengoptimalisasi sumur-sumur resapan kolektif dan giant biopori dan 

alternative-alternatif lain untuk memaksimalkan penyerapan air di ruang 

publik guna meminimalkan penurunan tanah di sejumlah kawasan (RPJMD 
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Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, 2022). Untuk itu, dalam merespon 

impact tersebut, Pemerintah DKI Jakarta telah membuat regulasi sebagai 

responses terkait pengelolaan untuk menjaga kualitas lingkungan yang 

berkelanjutan melalui Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 Tentang 

Zona Air Tanah. Zona air tanah ditetapkan berdasarkan pertimbangan 

kemampuan kondisi akuifer atau peta zonasi konservasi air tanah dan 

dukungan jaringan air bersih. Sehingga melalui peraturan ini, sebagian 

pemilik bangunan di Jakarta mulai tahun 2023 dilarang untuk menggunakan 

sumber air tanah. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas air tanah, salah satunya perlu 

dilakukan penambahan RTH. Pemerintah DKI Jakarta telah membuat 

regulasi sebagai responses pengelolaan kualitas lingkungan melalui 

Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau. 

Penyelenggaraan RTH meliputi kegiatan: peningkatan kuantitas, kualitas, 

dan luasan RTH; penyediaan RTH; penataan RTH; pengembangan RTH; 

pemeliharaan RTH; dan pemanfaatan RTH.  

Kebijakan strategis yang dilakukan untuk meningkatkan RTH meliputi: 

keterpaduan penyusunan Basis Data RTH sebagai baseline pembangunan 

RTH; penetapan, implementasi, dan formula perhitungan Indeks Hijau 

Jakarta; penyediaan dan pemanfaatan fungsi RTH berbasis bencana; 

peningkatan keterpaduan jejaring hijau dan biru; penguatan partisipasi 

masyarakat dalam proses penyediaan dan pemanfaatan RTH; dan pelibatan 

sektor privat dalam penyediaan dan pemanfaatan fungsi RTH di lahan 

miliknya. 
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II.4 Kualitas Udara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya sangat 

tergantung pada kualitas udara. Udara di Atmosfer terdiri atas berbagai 

jenis gas dengan sebagian besar tersusun atas Nitrogen (N2) sekitar 78,08% 

dan Oksigen (O2) sekitar 20,95%, sedangkan sisanya merupakan gas-gas 

Gambar II- 46 DPSIR Kualitas Udara 
Sumber: Pengolahan Data, 2023 
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lain dengan volume yang relatif kecil karena berfungsi sebagai 

penyeimbang diantara gas lainnya yang utamanya dihasilkan dari makhluk 

hidup. 

Perkembangan teknologi dan industri mengubah pola aktivitas 

manusia yang seiring waktu semakin tinggi intensitasnya. Pertumbuhan 

industri, manufaktur, bisnis hingga mobilitas manusia memiliki potensi 

peningkatan emisi yang kemudian dapat memengaruhi kualitas udara. 

Beberapa jenis pencemar tersebut dapat berupa Beberapa zat pencemar 

yang mempengaruhi kualitas udara adalah partikulat, CO, CO2, NO2, SO2, 

CH4, senyawa VOC dll. 

Sebagai pusat negara dan pusat ekonomi, kondisi dan kualitas udara 

di Provinsi DKI Jakarta penting untuk dikendalikan. Sehubungan dengan hal 

tersebut, akan dilakukan pembahasan terkait berbagai isu-isu kualitas udara 

melalui Analisis Driving Force, Pressure, States, Impacts & Responses 

(DPSIR) yang memengaruhi kualitas udara perkotaan di Provinsi DKI 

Jakarta. 

 

II.3.1 Driving Force 

Pertumbuhan penduduk serta gaya hidup dan aktvitas dari berbagai 

sektor seperti transportasi, pembangkitan listrik, industri dan sektor 

domestik lainnya seperti memasak dan pembakaran sampah dapat 

mempengaruhi kualitas udara. Pada Gambar II-47 dapat dilihat sumber 

utama pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta. 
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Gambar II-47 Sumber Utama Pencemaran Provinsi DKI Jakarta 

Sumber: Studi yang dilakukan Vital Strategies, ITB dan Pemprov DKI 
Jakarta (2020) 

 

Sepanjang tahun 2019 hingga 2020, Vital Strategies bekerja sama 

dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta melakukan penelitian untuk mencari sumber polusi menggunakan 

pendekatan berbasis reseptor dan mengumpulkan sampel untuk 

menghitung kontribusi PM2.5 dalam dua musim, yaitu musim hujan dan 

kemarau. Pengumpulan sampel ini dilakukan di tiga lokasi, yaitu di Gelora 

Bung Karno (GBK), Kebon Jeruk (KJ) dan Lubang Buaya (LB). 

Kajian ini adalah pertama kalinya dilakukan penelitian untuk mencari 

kontributor sumber emisi PM2.5 di dalam tingkat ambien di Jakarta. Dalam 

penelitian ini, sample PM2.5 dikumpulkan dan dianalisis komposisi kimianya 

untuk mencari sumber pencemar PM2.5. Dua metode statistik (model 

reseptor) digunakan untuk memperkirakan kontribusi sumber terhadap 

konsentrasi PM2.5 ambien, dan hasilnya dibandingkan untuk meningkatkan 

kepercayaan pada temuan. Beberapa temuan dari kajian ini adalah: 

a. Bahwa dari tiga lokasi pengumpulan sampel, ditemukan bahwa 

kontributor polutan PM2.5 di Jakarta adalah dari sektor transportasi. 

Temuan yang menonjol dari kajian ini adalah adanya jejak pembakaran 

batu bara yang terdapat pada polutan PM2.5 di Jakarta sebesar 14% 
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untuk pengumpulan sampel di Lubang Buaya terutama di musim 

penghujan.  

b. aktivitas konstruksi juga ditemukan di musim hujan di Kebon Jeruk 

sebesar 13%.  

c. Pembakaran terbuka juga menjadi salah satu sumber yang utama yang 

ditemukan di musim hujan di pengumpulan sampel Kebon Jeruk dan 

Lubang Buaya sebesar 11,9% di musim kemarau di Lubang Buaya. 

Pembakaran terbuka biasanya berasal dari pembakaran sampah di 

ruang terbuka dan pembakaran dari aktivitas agrikultur. 

 

Dari kajian tersebut disebutkan bahwa bahwa kontributor polutan 

PM2.5 di Jakarta adalah dari sektor transportasi. Indikator aktivitas 

transportasi diantaranya dapat dilihat dari data penambahan ruas/panjang 

jalan dan jumlah kendaraan. Data perubahan/penambahan ruas jalan di 

DKI Jakarta, ditampilkan pada Gambar II-48. Dari data tersebut dapat 

dilihat ada sedikit penambahan jalan bebas hambatan namun tidak ada 

penambahan ruas jalan nasional maupun jalan Provinsi (data selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran Tabel 40 dan 40a). Jumlah kendaraan yang 

terdaftar di Bapenda Provinsi DKI Jakarta didominasi jenis sepeda motor 

(8.450.656 unit), mobil bus (1.571.233 unit) dan mobil penumpang 

(543.083 unit). Dari jumlah tersebut sebagian besar menggunakan bahan 

bakar bensin, diikuti solar dan gas. Dari ketiga jenis bahan bakar ini, bahan 

bakar gas menghasilkan enisi pencemar udara paling kecil. Selain ketiga 

jenis bahan bakar tersebut sudah ada juga kendaraan di Jakarta yang 

menggunakan penggerak listrik. Data lengkap tentang jumlah kendaraan 

dan bahan bakar yang digunakannya dapat dilihat pada Lampiran Tabel 39 

dan 39a. Perbandingan jumlah kendaraan di Jakarta 3 tahun terakhir dapat 

dilihat pada Gambar II-49. 

Dari sektor konstruksi, jumlah perusahaan bidang konstruksi tahun 

2020 sebesar 9.714, tahun 2021 sebesar 14.505 dan tahun 2022 mengalami 

penurunan 14.410 (BPS DKI Jakarta 2022). Peningkatan jumlah perusahaan 
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bidang konstruksi merupakan indikasi semakin meningkatnya aktivitas 

konstruksi di Provinsi DKI Jakarta. Sektor konstruksi adalah sektor temporer 

yang memiliki potensi besar atas emisi partikulat seperti TSP, PM10 dan 

PM2.5.  

 

Gambar II-48 Perubahan Penambahan Ruas Jalan 
Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen 

Bina Marga (Data jalan bebas hambatan, 2023; Dinas Bina Marga Provinsi 
DKI Jakarta (Data jalan Nasional dan provinsi), 2023 

 

 

Gambar II-49 Jumlah Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta 2020-
2022 

Sumber : Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2023 
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Tata guna lahan juga turut berkontribusi terhadap kualitas udara, 

khususnya terkait penyediaan ruang terbuka hijau. Adanya tanaman- di 

ruang terbuka hijau dapat membantu menyerap polutan udara, sehingga 

dapat meningkatkan kualitas udara.  Peta penggunaan lahan di Provinsi DKI 

Jakarta dapat dilihat pada Gambar II-50.   

 

 

Gambar II-50 Peta Pengunaan Lahan di Provinsi DKI Jakarta 

Sumber: Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan, 
2022 
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II.3.2 Pressure 

Pemulihan ekonomi pasca Covid-19 tentunya meningkatkan aktivitas 

masyarakat baik itu bidang industri, manufaktur, bisnis hingga konstruksi. 

Aktivitas pemenuhan keinginan masyarakat menimbulkan dampak adanya 

pencemaran. Pemenuhan kebutuhan masyarakat menimbulkan mobilitas 

tinggi. Mobilitas membutuhkan transportasi, dan transportasi 

membutuhkan bahan bakar. Karena itu, aktivitas masyarakat menjadi salah 

satu sumber emisi udara terbesar di DKI Jakarta. Berdasarkan BPH Migas 

(2022), penggunaan bahan bakar paling banyak berasal dari sektor 

transportasi (44%) kemudian diikuti oleh Industri Energi (31%) dan Industri 

Manufaktur (10%). Tidak hanya penggunaan bahan bakar sektor 

transportasi, penggunaan bahan bakar untuk aktivitas industri dan rumah 

tangga juga berpotensi memengaruhi kualitas udara. Penggunaan bahan 

bakar di Jakarta dapat dilihat pada Gambar II-51 dan Gambar II-52 (Data 

lebih rinci ditampilkan dalam Lampiran Tabel 38). 

 

 

Gambar II-51 Penggunaan Bahan Bakar Industri dan Rumah 
Tangga 

Sumber: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, 2022 

 

Penggunaan bahan bakar untuk sektor industri di DKI Jakarta sangat 

tinggi, penggunaan tertinggi untuk solar. Salah satu dari sekian fraksi 
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minyak bumi yang sering dipakai dalam keseharian manusia adalah solar 

atau yang biasa disebut dengan diesel. Pada dasarnya bahan bakar diesel 

adalah bahan bakar yang hanya bisa dipakai oleh mesin diesel. Harga nya 

yang cenderung lebih murah serta karakteristik bahan bakar yang berbeda 

dengan bensin, menjadikan diesel sebagai bahan bahan bakar andalan 

berbagai ragam mesin. Mulai dari mesin kendaraan sampai bahkan mesin-

mesin industri.  

Mesin diesel adalah jenis mesin mobil yang menggunakan solar 

sebagai bahan bakarnya, sedangkan mesin bensin menggunakan gasoline 

(bensin). Contoh penerapan bahan bakar solar dapat digunakan 

untuk kendaraan umum, kereta api, pesawat, traktor, hingga kendaraan 

militer. Penyebab mesin diesel lebih irit daripada bensin adalah pada bahan 

bakarnya. Solar memiliki kandungan kalori lebih besar dibandingkan dengan 

bensin. Oleh karena itu, solar mampu menghasilkan tenaga yang lebih 

besar, meskipun jumlahnya sama dengan mesin bensin. 

 

Gambar II-52 Persentase Penggunaan Bahan Bakar di Provinsi DKI Jakarta 

Berdasarkan Sektor 
Sumber : Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (Data diolah), 2022 
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Jakarta sekitar 77%. Kemudian sektor industri menjadi pengguna bahan 

bakar kedua sekitar 5%. Kemudian yang ketiga adalah TNI/Polri pengguna 

bahan bakar tertinggi ketiga sekitar 3%. Tingginya konsumsi bahan bakar 

untuk sektor transportasi menyebabkan kualitas udara di DKI Jakarta 

menurun, tingginya pencemaran udara dan meningkatnya angka 

pemanasan global di DKI Jakarta. Hal tersebut terjadi karena sector, 

transportasi menjadi faktor penyebab pencemaran udara di DKI Jakarta. 

Tidak hanya dalam sektor transportasi, peningkatan aktivitas 

masyarakat yang didalamnya termasuk aktivitas industri, manufaktur, bisnis 

hingga pengembangan infrastruktur (fasilitas dan sarana) menjadi 

penyebab meningkatnya kegiatan konstruksi yang dapat berimbas kepada 

berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Provinsi DKI Jakarta, dimana 

luas RTH pada tahun 2020 sekitar 9,20% dari total luas Provinsi DKI Jakarta 

(Mahmudah, 2021). RTH memiliki fungsi ekologis yang penting untuk 

perkotaan sebagai peredam debit air limpasan (dapat menigkatkan 

kuantitas air tanah) hingga mengurangi polusi udara melalui proses 

fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan autotrofik di RTH. RTH akan 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta. 

 

II.3.3 State 

Berbagai jenis emisi yang berasal dari kegiatan masyarakat 

merupakan pressure yang kemudian membentuk kondisi (states) dan 

kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta. Kondisi udara tersebut dapat dinilai 

dari kualitas udara ambien yang dihasilkan di setiap wilayah Provinsi DKI 

Jakarta sepanjang tahun 2022 melalui hasil pemantauan dari setiap 

parameter pencemar.  

Pemantauan kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta dilakukan secara 

otomatis melalui 5 buah SPKU (Stasiun Pemantau Kualitas Udara) milik 

Pemprov Jakarta, dan mlik KLHK di GBK. Data yang dihasilkan sensor itu 

akan divalidasi dengan salah satu alat pengukur kualitas udara yang sudah 
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terpasang lebih dulu. Hasil pemantauan kualitas udara ambient dapat dilihat 

di Tabel 37. 

Berdasarkan data dari Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Provinsi 

DKI Jakarta Tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta 2022. 

Analisis tren kualitas udara 4 tahun terakhir menyebutkan: 

1. Konsentrasi rata-rata PM10 antar bulan selama 4 tahun terakhir 

menunjukkan peningkatan hingga bulan Juli lalu menurun hingga 

Desember. Tren harian cenderung meningkat di DKI1 Bundaran HI dan 

DKI2 Kelapa Gading 2019-2022. Peningkatan tajam pada DKI2 Kelapa 

Gading 2021. 

2. Konsentrasi rata-rata PM2.5 selama 4 tahun terakhir menunjukkan tren 

harian cenderung meningkat di DKI1 Bundaran HI, DKI2 Kelapa Gading, 

dan DKI3 Jagakarsa (kecuali tahun 2022). Sementara di DKI4 Lubang 

Buaya dan DKI5 Kebon Jeruk tren relatif menurun. Rata-rata bulanan 

PM2.5 pada musim kemarau (Juni-Juli) tahun 2022 lebih rendah 

daripada tahun 2020 dan 2021. 

3. Konsentrasi rata-rata O3 antar bulan Januari ¡V Oktober selama 4 tahun 

terakhir menunjukkan tren peningkatan. Di DKI2 Kelapa Gading terjadi 

peningkatan signifikan, melebihi lokasi lainnya, tetapi menurun pada 

bulan September -Desember. 

4. Konsentrasi CO dan NO2 di DKI2 Kelapa Gading cenderung lebih tinggi 

dibandingkan 3 tahun sebelumnya. 

Berdasarkan hasil Analisis Status Mutu Udara Ambien 2022, diperoleh 

sebagai berikut: 

Status mutu udara di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2022 

menunjukkan kondisi tercemar. Kondisi tersebut dapat dilihat dari nilai 

indeks status mutu udara (ISM) yang menunjukkan nilai  0.1. Hasil analisis 

menunjukkan pada tahun 2022 di wilayah DKI Jakarta tercemar oleh PM2.5 

dan PM10 
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Gambar II-53 Hasil Pemantauan Pengukuran NO2 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

 

 

Gambar II- 54 Hasil Pemantauan Pengukuran SO2 

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

Parameter Nilai SO2 berdasarkan baku mutu udara ambien 45 μg/m³. 

Dari hasil pemantauan terhadap 5 titik udara ambien, terdapat 1 titik 

tercemar SO2, yaitu daerah lubang buaya dan 1 titik hampir mendekati baku 

mutu udara ambien yaitu titik kelapa gading. Berdasarkan fungsi 

wilayahnya, didapatkan wilayah dengan fungsi perkantoran dan 

transportasi di Jakarta Timur menyumbang sejumlah SO2. Efek dari 
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sumbangan polutan SO2 pada lingkungan ini dapat berasal dari penggunaan 

mesin dengan bahan bakar diesel, gas, atau lainnya dengan mengandung 

komponen sulfur.  

 

 

Gambar II-55 Hasil Pemantauan Pengukuran O3 

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

Parameter Nilai O3 berdasarkan baku mutu udara ambien 35 μg/m³. 

Dari hasil pemantauan terhadap 5 titik udara ambien, semua titik tercemar 

O3.  Paling tinggi tercemar O3 adalah kelapa gading dan Kebon Jeruk. 

Ozon (O3) merupakan molekul triatomik, yang tersusun oleh tiga molekul 

oksigen dan bersifat lebih tidak stabil bila dibandingkan dengan oksigen. 

Ozon adalah hasil reaksi antara oksigen dengan sinar ultraviolet dari 

matahari. Ozon adalah gas beracun sehingga bila berada dekat permukaan 

tanah akan berbahaya bila terhisap dan dapat merusak paru-paru. 

Sebaliknya, lapisan ozon di atmosfer melindungi kehidupan di Bumi karena 

ia melindunginya dari radiasi sinar ultraviolet yang dapat menyebabkan 

kanker. 

Aktivitas manusia tidak hanya memengaruhi kondisi dan kualitas 

udara. Salah satu kondisi yang menjadi perhatian adalah temperatur udara 

di suatu wilayah. Kegiatan industri, manufaktur, transportasi dan bahkan 

domestik manusia yang kemudian menghasilkan limbah khususnya emisi 
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udara (GRK) memiliki andil memengaruhi temperatur udara. Pengaruh emisi 

GRK terhadap temperatur udara dapat terlihat dalam jangka waktu panjang. 

Faktor-faktor seperti durasi penyinaran matahari, ketinggian tempat, 

tutupan awan, kondisi geografis hingga pergerakan angin dan arus laut 

lebih berpengaruh secara langsung terhadap perubahan temperatur udara 

dalam jangka waktu pendek (bulanan-tahunan). 

 

 

Gambar II-56 Suhu Udara Rata-rata Bulanan di Provinsi DKI Jakarta 

Sumber: Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Dinas Lingkungan Hidup 
Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

Berdasarkan pemantauan Laboratorium Lingkungan Hidup DKI 

Jakarta, rata-rata suhu tahun 2022 sekitar 26,64-29,370C. Suhu terendah 

26,640C pada bulan Juni dan suhu tertinggi 29,370C pada bulan Agustus. 

Daerah yang memiliki suhu terendah yaitu Jagakarsa dan daerah yang 

memiliki suhu tertinggi yaitu Kelapa Gading. (Data lebih rinci ditampilkan 

dalam Lampiran Tabel 36).  
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(a) 

 

(b) 

Gambar II-57 Sebaran Titik Pemantauan Kualitas Udara DKI 
Jakarta 2022 untuk Penghitungan IKU (a) Area Daratan, (b) Area 

Kepulauan   
Sumber: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2022 

 

Untuk penghitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebagai bagian dari 

Penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup DKI Jakarta 2022, 

dilakukan pengukuran kualitas udara ambien dengan passive sampler  di 24 

titik sampling yang mewakili 4 (empat) peruntukan fungsi wilayah di 6 

wilayah kota/kabupaten administrasi di Provinsi DKI Jakarta. Peruntukan 

fungsi wilayah tersebut adalah wilayah industri, pemukiman, transportasi, 

dan perkantoran. Sebaran lokasi pemantauan ini dapat dilihat pada Gambar 
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II-57. Pengukuran ini dilakukan pada 2 periode, yaitu bulan  April dan Juli 

2022 dengan periode pengamatan masing-masing 14 hari. Pada 

penghitungan IKU ini digunakan dua parameter kunci, yakni nitrogen 

dioksida (NO2) dan sulfur dioksida (SO2) sesuai Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Repubulik Indonesia Nomor 27 Tahun 

2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Dari hasil perhitungan IKU 

diperoleh nilai IKU Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 68,03 dengan kategori 

sedang.  

 

II.3.4 Impact 

Gas-gas yang berada di udara pada suhu dan tekanan tertentu 

memiliki sifat untuk dapat berinteraksi dengan air, oksigen dan unsur kimia 

lainnya yang kemudian membentuk unsur baru. Gas SO2 di udara dapat 

mengalami oksidasi (proses fotolitik dan katalitik) sehingga kemudian 

membentuk SO3 jika konsentrasi uap air sangat rendah, namun jika uap air 

di udara jumlahnya sesuai maka uap air tersebut akan bergabung 

membentuk tetesan Asam Sulfat (H2SO4). Tetesan tersebut bersifat asam 

karena memiliki nilai pH di bawah nilai pH hujan ideal (di bawah 5,6). Pola 

proses pembentukan Asam Nitrat (HNO3) sama dengan Asam Sulfat. Asam 

Nitrat bersifat asam berasal dari NOx yang teroksidasi lalu membentuk NO3 

dan kemudian berinteraksi dengan uap air membentuk HNO3. Asam Sulfat 

dan Asam Nitrat dapat menurunkan pH dari air hujan sekaligus berdampak 

terhadap kerusakan lingkungan, kematian organisme (contoh: kematian 

plankton penyebab putusnya rantai makanan), kerusakan properti hingga 

masalah kesehatan (contoh: iritasi kulit). 
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Gambar II-58 Kualitas Air Hujan Provinsi DKI Jakarta Tahun 

2022 
Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, 2022 

 

Gambar II-58 menunjukkan kualitas air hujan di Provinsi DKI Jakarta 

sepanjang tahun 2022. Dalam gambar tersebut dapat diketahui bahwa di 

setiap bulannya, presipitasi berupa hujan asam dengan nilai pH bervariasi 

di antara 4,7 – 5,17 (tetap di bawah nilai pH 5,6). Apabila dihitung secara 

rata-rata tahunan, nilai pH air hujan pada tahun 2022 (4,91) lebih rendah 

dibandingkan pada tahun 2021 (4,98) dan 2020 (5,18) yang 

mengindikasikan bahwa penurunan kualitas udara (khususnya kenaikan 

konsentrasi SO2 dan NOx) berkorelasi turunnya nilai pH. 

Sementara konsentrasi SO4 dan NO3 pada air hujan memiliki range 

nilai yang lebih tinggi pada tahun 2022 (1,44-4.028 mg/L dan 0,737-2,831 

mg/L) dibandingkan tahun 2021 (1,76-10,70 mg/L dan 1,06-6,32 mg/L) dan 

2020 (0,73-9,26 mg/L dan 0,44-6,82 mg/L) dikarenakan secara rerata 

tahunan, konsentrasi SO2 dan NOx di udara Provinsi DKI Jakarta pada tahun 
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2022 (39,88 µg/Nm3 dan 27,19 µg/Nm3 lebih tinggi dibandingkan tahun 

2021 (38,47 µg/Nm3 dan 32,19 µg/Nm3) dan tahun 2020 (32,93 µg/Nm3 

dan 22,71 µg/Nm3). 

Kualitas udara yang menurun berdampak terhadap masalah kesehatan 

terhadap masyarakat. Pencemar seperti PM10 dan PM2,5 yang memiliki 

diameter sangat kecil dapat terhirup ke dalam sistem pernapasan dan 

menyebabkan berbagai gangguan pernapasan seperti bronchitis kronis  dan 

akut (Infeksi Saluran Pernapasan Akut/ISPA), hingga gangguan jantung. 

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (2022) mencatat terdapat 192.067 

penderita (pasien penyakit jawat jalan) ISPA.  

 

II.3.5 Responses 

Proses penanggulangan terhadap kondisi kualitas udara di Provinsi 

DKI Jakarta memerlukan berbagai upaya yang harus diimplementasikan 

tidak hanya oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta namun juga 

seluruh lapisan masyarakat dan para stakeholder di dalamnya. Upaya 

penanggulangan tersebut dapat disesuaikan dengan setiap tahapan di 

dalam DPSIR. 

Responses terhadap driving force kualitas udara, jenis upaya 

penanggulangan yang dinilai tepat adalah penerapan berbagai kebijakan 

yang bersifat preventif dan/atau bersifat sebagai persyaratan dalam 

melakukan/membangun sesuatu sebagai berikut: 

1. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.6 Tahun 2012 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Di 

dalamnya tercantum berbagai perwujudan kebijakan yang dituangkan 

dalam berbagai misi sebagai berikut: 

a. Misi 1: Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana 

Wilayah  Peningkatan sistem transportasi terpadu berbasis angkutan 

umum massal dalam rangka peningkatan konektivitas sehingga 

mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan penerapan Kawasan 

pembatasan lalu lintas, dengan harapan dapat mengurangi emisi dari 
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transportasi. 

1) Peningkatan ketahanan energi yang ramah lingkungan dan efisien 

melalui pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang 

memanfaatkan energi baru terbarukan. 

2) Peningkatan penyediaan perumahan layak dengan salah satunya 

pengembangan hunian vertikal untuk menghemat penggunaan 

lahan kosong yang dapat dimanfaatkan sebagai RTH. 

b. Misi 2: Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas. 

1) Penguatan struktur perekonomian kota yang diikuti peningkatan 

pertumbuhan ekonomi kota dalam upaya perbaikan ekonomi dan 

pertumbuhan lapangan pekerjaan. 

c. Misi 4: Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan 

Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam 

1) Pemanfaatan ruang wilayah perkotaan yang berkualitas, 

khususnya untuk peningkatan RTH sebagai upaya penyerapan 

karbon dalam mengurangi polusi udara. 

2) Peningkatan kualitas lingkungan perkotaan melalui pengendalian 

sumber-sumber pencemaran, khususnya pencemaran udara 

melalui kebijakan turunan lainnya berupa pembatasan emisi, uji 

emisi dan lainnya. 

2. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 202 tentang 

Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. 

Merupakan kebijakan dalam merencanakan tata ruang wilayah 

hingga tingkat kecamatan serata terpecinci sehingga berbagai 

pembangunan yang akan dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta harus 

sesuai dengan Zonasi yang telah ditetapkan dalam peraturan 

dimaksud. 

3. Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC)   

Indonesia berkomitmen mengurangi emisi Gas Rumah Kaca di 

Indonesia untuk menjaga kenaikan suhu global dengan menaikkan 

target Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) menjadi 
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31,89% (business as usual/ tanpa bantuan internasional) atau setara 

dengan 912 juta ton CO2, atau 43,20% (dengan bantuan 

internasional) pada tahun 2030. Sebelumnya, Indonesia menargetkan 

pengurangan emisi karbon 29% (business as usual/ tanpa bantuan 

internasional) atau setara dengan 835 juta ton CO2 atau 41% (dengan 

bantuan internasional) pada tahun 2030. Upaya yang dilakukan 

salahsatunya yaitu mengurangi produksi energi listrik dengan bahan 

bakar Batu Bara dan sejenisnya dan kemudian meningkatkan 

pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk dapat 

menghasilkan 14.901 GWh energi listrik pada tahun 2030. Sehingga, 

seluruh wilayah Indonesia termasuk Provinsi DKI Jakarta dituntut 

untuk melakukan pengembangan pemanfaatan dan pembangkitan 

energi yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya dengan 

dikeluarkannya peraturan gubernur Nomor 90 tahun 2021 Tentang 

Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan 

Iklim. 

4. Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Di dalamnya mengatur perlunya penerbitan izin lingkungan 

terhadap kegiatan yang berpotensi memberikan dampak buruk 

terhadap lingkungan berupa kewajiban AMDAL atau UKL/UPL atau 

SPPL sebagai bentuk kepastian, pengawasan dan kontrol terhadap 

kegiatan dimaksud. 

5. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.118 Tahun 2020 tentang Izin 

Pemanfaatan Ruang. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan pengetatan 

terhadap pemberian izin pemanfaatan ruang baik berupa Izin Prinsip 

Pemanfaatan Ruang (IPPR), Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) dan/atau izin pendukung lainnya. Untuk memperoleh perizinan 

tersebut, salah satu hal yang penting adalah pemanfaatan ruang dapat 

sesuai RDTR-PZ serta pihak yang melakukan pemanfaatan ruang 
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dapat mempertanggung jawabkan bahwa kegiatannya tidak akan 

mencemari udara DKI Jakarta. 

 

Sebagai responses terhadap pressures kualitas udara, penerapan 

kebijakan yang bersifat pelaksanaan dan/atau pembatasan suatu aktivitas 

(contoh: Emisi) dapat menjadi upaya yang efektif. Penerapan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk 

Transportasi Jabodetabek. 

Di dalamnya mengatur rencana pengembangan transportasi 

yang terintegrasi dengan memaksimalkan mobilitas masyarakat 

menggunakan transportasi massal. Pengembangan tersebut adalah 

dengan berbagai pembangunan dan pengembangan moda 

transportasi massal baru (cth. MRT, LRT dan Bus Rapid Transit/BRT) 

hingga perbaikan dan pengembangan terhadap moda transportasi 

massal eksisting seperti KRL dan/atau Transjakarta. Dengan semakin 

mudah dan murahnya akses transportasi menggunakan moda 

transportasi umum, masyarakat Provinsi DKI Jakarta secara sukarela 

akan beralih dari penggunaan kendaraan pribadi. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan jumlah pengguna 

kendaraan umum harian di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 

sebanyak 350 ribu sedangkan pada akhir tahun 2021 naik mencapai 

hingga 1 juta pengguna setiap hari. Target pemprov DKI Jakarta 

mencapai 4 juta orang. Luas wilayah terjangkau transportasi publik 

juga mengalami peningkatan, tahun 2019 hanya 42% tahun 2022 

meningkat menjadi 82%. 

 



 

 DIKPLHD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023 II-102 

 

Gambar II-59 Moda Transportasi Umum DKI Jakarta: KRL (kiri) 
dan MRT (kanan) 

Sumber : dolanyok.com & techinasia.com, 2021 

2. Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) 

Sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2016 tentang 

Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), dilakukan 

pembatasan terhadap kendaraan bermotor (kecuali Transjakarta) 

pada wilayah-wilayah tertentu yang umumnya dilaksanakan setiap 

hari Minggu (pukul 06.00-10.00 WIB). Pembatasan tersebut memiliki 

potensi dalam mengurangi konsentrasi pencemar yang berkaitan 

dengan kendaraan seperti CO, NO2, dan hidrokarbon. Pengurangan 

konsentrasi pencemar tersebut khususnya pada wilayah yang 

diberlakukan HBKB dikarenakan sepanjang jalur HBKB hanya dapat 

dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertemakan lingkungan hidup, 

olahraga dan seni budaya. Tujuannya yaitu untuk menurunkan potensi 

pemanasan global di DKI Jakarta  

 

3. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi 

Gas Buang Kendaraan Bermotor dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta 

No.31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan 

Bermotor. 

Dalam kebijakan tersebut mewajibkan seluruh kendaraan di Provinsi 

DKI Jakarta untuk melaksanakan uji emisi seminimalnya 1 (satu) kali 

dalam 1 (satu) tahun dimana kelulusan uji emisi ditandai dengan emisi 

yang tidak melebihi Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan seperti 
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yang tercantum di dalam Pergub DKI Jakarta No.31 Tahun 2008. 

Kendaraan yang tidak lulus uji emisi dapat dikenai pembayaran parkir 

tertinggi hingga tidak boleh dipergunakan. Sehingga pengawasan 

terhadap uji emisi tersebut dapat membantu mengurangi potensi 

pencemaran udara berlebih di DKI Jakarta.  

 

4. Jakarta Solar City 

Salah satu bentuk peningkatan EBT adalah melalui 

pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) khususnya 

PLTS Atap bagi wilayah urban seperti DKI Jakarta. Pada setiap sektor, 

baik Rumah Tangga, Bisnis, Industri hingga Pemerintahan diupayakan 

dapat memiliki panel surya untuk mengurangi ketergantungan 

kebutuhan energi dari sumber PLTU. Berdasarkan studi Greenpeace 

Indonesia & TREC, 2020, penggunaan panel surya pada setiap sektor 

dapat memenuhi 86% kapasitas daya listrik total di DKI Jakarta serta 

pengurangan emisi GRK yang mencapai 6,33 juta ton CO2eq. 

Gambar II-60 Pemanfaatan Panel Surya di Gedung Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta. 
Sumber: economy.okezone.com, 2021 

 

5. Larangan Operasional Industri dan Sejenisnya 

Untuk menjaga kondisi emisi yang dihasilkan khususnya dari sektor 

Industri, terdapat berbagai kebijakan yang membatasi emisi gas 
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buang dari operasional industri melalui Baku Mutu Emisi. Melalui 

kewenangan Pemerintah, dapat dilakukan pembekuan operasional 

industri apabila industri tidak memenuhi baku mutu yang 

dipersyaratkan. 

6. Jakarta Green Building 

Melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.38 Tahun 2012 tentang 

Bangunan Gedung Hijau, pelaksanaan terhadap green building 

menitikberatkan terhadap efisiensi penggunaan energi serta 

pengendalian pencemaran. Dalam penerapannya banyak 

mengaplikasikan sistem teknologi utamanya untuk meningkatkan 

efisiensi konsumsi energi listrik. Selain itu, penanaman tumbuhan 

merambat yang didesain secara vertikal untuk meningkatkan 

penyerapan karbon. 

 

State merupakan kondisi yang terjadi dengan adanya pressure pada 

kualitas udara. Sehingga responses yang dinilai efektif adalah melalui upaya 

pemantauan dan pengawasan terhadap kondisi kualitas udara di Provinsi 

DKI Jakarta. Upaya tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Digitalisasi monitoring kualitas udara. 

Untuk memantau berbagai perubahan kualitas udara di Provinsi DKI 

Jakarta, dilakukan sistem monitoring terdigitalisasi yang terhubung 

dengan aplikasi JakISPU (terintegrasi dengan sensor udara DLH 

Provinsi DKI Jakarta). 

Digitalisasi tersebut merupakan salah satu bentuk pengembangan 

JSC, agar masyarakat dapat mengetahui kualitas udara secara real 

time. Selain itu, pengembangan JakISPU merupakan upaya 

pemerintah untuk meningkatkan kesadaran secara kolektif 

masyarakat DKI Jakarta untuk dapat 

2. Pengawasan pelaksanaan izin lingkungan 

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang berpotensi berdampak 

terhadap lingkungan diperlukan Izin Lingkungan sesuai PP No.22 
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Tahun  2021. Pengawasan terkait Laporan Izin Lingkungan yang 

dilakukan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali tersebut perlu dicermati 

oleh Pihak Berwenang agar dapat memantau dampak kegiatan 

terhadap lingkungan, khususnya terhadap kondisi kualitas udara. 

Permen LHK 13 tahun 2021 tentang SISPEK (Sistem Informasi 

Pemantauan Industri secara Terus Menerus) merupakan aturan 

pelaksanaan ketentuan Pasal 203 ayat (6) PP Nomor 22 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 

melakukan pemantauan secara otomatis dan terus-menerus perlu 

mengintegrasikan pemantauan emisinya ke dalam sistem informasi 

pemantauan emisi industri secara terus menerus. Permen LHK 13 

tahun 2021 tentang SISPEK (Sistem Informasi Pemantauan Industri 

secara Terus Menerus) bertujuan untuk mendapatkan data dan 

informasi emisi secara benar, akurat, dan terus-menerus perlu 

dilakukan pemantauan emisi secara terintegrasi. Sistem Pemantauan 

Emisi Secara Terus Menerus (Continuous Emission Monitoring System) 

yang selanjutnya disingkat CEMS adalah suatu alat yang bertujuan 

untuk mengukur kadar suatu parameter Emisi dan laju alir yang 

dilakukan secara terus menerus. Sistem Informasi Pemantauan Emisi 

Industri secara terus menerus atau SISPEK adalah sistem yang 

menerima dan mengelola data hasil pemantauan emisi sumber tidak 

bergerak atau emisi cerobong dengan pengukuran secara terus 

menerus atau CEMS. Industri yang harus memasang CEMS atau 

sistem pemantau emisi, antara lain, peleburan baja yang 

menggunakan tanur, pengolahan sampah dengan kapasitas 

pengolahan lebih dari 1.000 ton per hari, industri pulp dan kertas, 

hingga semen. 

 

Impact menandakan bahwa dampak yang dari kondisi (state) kualitas 

udara di Provinsi DKI Jakarta telah berdampak tidak hanya terhadap 
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lingkungan, namun juga kesejahteraan manusia. Sehingga responses yang 

dinilai tepat adalah melalui bentuk perbaikan, rehabilitasi ataupun restorasi 

sebagai berikut: 

1. Restorasi Ekosistem 

Dalam pelaksanaannya, upaya restorasi ekosistem dilakukan dengan 

tujuan pemulihan lingkungan dan ekonomi untuk mencapai keselarasan 

kehidupan antara manusia dengan alam. Untuk meningkatkan daya 

serap karbon secara alamiah, Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas 

Pertamanan dan Hutan Kota telah melakukan penanaman 10.088 

pohon yang tersebar di seluruh wilayah administratif (khususnya di 

Jalur Hijau) sepanjang tahun 2021. 

 

Gambar II-61 Penanaman Pohon Mangrove Bekerjasama 

dengan Pihak Swasta 
Sumber: ratalnews.com, 2021 

 

Tidak hanya penanaman di wilayah urban, perawatan wilayah 

Mangrove serta upaya peningkatan penanaman bibit-bibit mangrove 

menjadi upaya yang efisien dalam membantu penyerapan karbon 

dimana menurut Suzi Marsitawati, Kepala Pertamanan dan Kehutanan 

DKI Jakarta, program rehabilitasi Mangrove dapat mengurangi emisi 

karbon sebesar 107,3-455,2 juta TonCO2eq/ha-nya. Sehingga 

kemudian pada tahun 2021 melakukan Kerjasama dengan pihak swasta 

untuk melakukan pembibitan mangrove yang mencapai 2.500 bibit 

mangrove. 
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2. Perbaikan Fasilitas Kesehatan dan Peningkatan layanan jaminan 

kesehatan masyarakat. 

Salah satu dampak dari menurunnya kualitas udara adalah 

permasalahan kesehatan terhadap organ respirasi (cth. ISPA). Untuk 

memfasilitasi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, perlu adanya 

peningkatan jaminan kesehatan untuk mempermudah pengobatan 

penyakit khususnya yang berkaitan dengan pernapasan. 

Kondisi COVID-19 juga kemudian memperburuk masalah kesehatan di 

Provinsi DKI Jakarta, sehingga penerapan protokol kesehatan wajib 

terus dilaksanakan. 

 

II.5 Risiko Bencana 

Luas wilayah provinsi DKI Jakarta sebesar 662,33 km2 dan 40% dari 

luas tersebut merupakan daratan rendah. Ditambah lagi terdapat 

pertemuan 13 sungai yang mengalir di Teluk Jakarta Utara, maka DKI 

Jakarta menyimpan potensi bencana yang kompleks. Belum lagi curah 

hujan yang tinggi, kepadatan penduduk yang sangat tinggi namun dengan 

keterbatasan lahan pemukiman, sehingga DKI Jakarta mempunyai potensi 

bencana banjir, kebakaran, angin kencang, longsor dan pohon tumbang.  

Selain faktor alamiah, terdapat faktor campur tangan manusia yang 

menimbulkan peningkatan risiko bencana terjadi di Provinsi DKI Jakarta. 

Contohnya, faktor alam yang dapat memicu bencana adalah pergeseran 

lempeng bumi dan curah hujan tinggi, sedangkan aktivitas manusia yang 

dapat memicu bencana adalah membuang sampah sembarangan, 

eksploitasi penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan aturan, serta 

konsumsi air tanah yang berlebih. 

Untuk menganalisis hubungan kausalitas antara aspek lingkungan dan 

aspek manusia dalam kaitannya dengan konteks risiko bencana, digunakan 

pendekatan kerangka kerja D-P-S-I-R, seperti dapat dilihat pada Gambar 

II-62 berikut. 
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Gambar II-62 Konsep Analisis DPSIR Risiko Bencana 

Sumber: Pengolahan Data, 2023 

Risiko bencana yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi oleh 

ancaman bencana dan kapasitas dalam menghadapi ancaman bencana 

yang ada. Populasi manusia dalam jumlah banyak dan berbagai kegiatan 

yang dilakukannya tidak seimbang dengan daya dukung lingkungan yang 

semakin menurun, sehingga memberikan kerentanan kepada warga dalam 

Jasa Ekosistem dan Kesejahteraan Manusia 

 Penurunan daya guna sungai, Luas terdampak 
banjir, Kerusakan lingkungan  

 Jumlah korban jiwa, Jumlah korban wabah 
COVID-19, penanganan bencana banjir, 
kebakaran, tanah longsor, dan penyebaran wabah 

penyakit. 
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menghadapi bencana. Kejadian-kejadian bencana yang terjadi memberikan 

dampak kepada manusia dan lingkungan baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Berdasarkan karakteristik wilayah dan sejarah bencana 

yang terjadi, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI 

Jakarta telah dipetakan kawasan dengan tingkat kerawanan bencana alam 

(Gambar II-63). 

 

 

Gambar II-63 Peta Kawasan Rawan Bencana 

Sumber: RTRW Provinsi DKI Jakarta 

 

II.4.1 Driving forces 

Provinsi DKI Jakarta memiliki ancaman bencana yang disebabkan 

antara lain: 

a. Penurunan muka air tanah akibat penggunaan air tanah yang berlebihan 

b. Penyempitan badan sungai akibat hunian bantaran sungai atau sampah 
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maupun endapan yang menumpuk di pinggir sungai 

c. Alih fungsi lahan untuk menunjang kebutuhan ekonomi dan hunian 

 Ketiga ancaman tersebut memiliki risiko yang besar karena 

meningkatnya jumlah dan kepadatan penduduk. Jumlah pertumbuhan 

penduduk Provinsi DKI Jakarta yang semakin meningkat setiap tahunnya 

dapat disebabkan oleh faktor ekonomi dan didukung dengan fakta bahwa 

DKI Jakarta sebagai ibu kota negara yang memegang kunci perekonomian 

negara, yang memicu kegiatan urbanisasi penduduk dari daerah ke Provinsi 

DKI Jakarta. Hal ini meningkatkan kebutuhan ruang untuk pemukiman dan 

aktivitas lainnya, seperti lahan untuk kegiatan industri, penggunaan air 

bersih, sanitasi, drainase, kebutuhan sarana pengelolaan sampah, dan 

lainnya. Selain itu, kurang optimalnya sistem penanganan sampah dan 

masih maraknya perilaku buang sampah sembarangan telah memperkecil 

kapasitas sistem drainase untuk melalukan limpasan air hujan. 

Selain faktor pendorong yang bersifat antropogenik (aktivitas 

manusia), faktor alam juga membuat ancaman bencana di Provinsi DKI 

Jakarta. Salah satunya adalah fenomena perubahan iklim yang memicu 

peningkatan probabilitas terjadinya curah hujan ekstrem dalam jangka 

waktu tertentu. 

 

II.4.2 Pressures 

Kebutuhan lahan dan pembangunan permukiman mempengaruhi alih 

fungsi lahan di Provinsi DKI Jakarta, lahan yang pada awalnya bervegetasi 

sebagai daerah resapan air telah berubah menjadi bangunan dan kawasan 

pemukiman. 

Pengembangan dan pembangunan pesat di DKI Jakarta, telah menarik 

penduduk dari luar DKI Jakarta untuk datang (migran). Para migran datang 

sebagai upaya untuk mendapatkan kesempatan kerja/usaha, terlebih ketika 

lapangan pekerjaan di daerah asal sangat terbatas. Salah satu alasan orang 

melakukan migrasi dari daerah asal ke DKI Jakarta karena melihat Upah 

Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang lebih besar dari daerah asal 
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(Novianti, 2012). BPS mencatat UMP DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar 

Rp 4.641.854. 

 

(a)

 

(b) 

Gambar II-64 Peta Penggunaan Lahan DKI Jakarta: (a) Tahun 
2009; (b) Tahun 2022 
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Sumber: Jakartasatu.jakarta.go.id 

 

Arus migrasi ke kota yang cukup besar pada umumnya dipandang 

negatif bagi kepentingan kota yang memerlukan peningkatan kualitas dan 

kuantitas fasilitas sosial, lingkungan, keindahan, dan ketertiban (Bandiyono, 

2004:3). Setiap penduduk yang tinggal di DKI Jakarta akan mencari tempat 

untuk menetap dan memenuhi kebutuhan hidup, baik dengan cara legal 

maupun ilegal. Pelaku migrasi ke kota (utamanya kelompok pendatang 

dengan kualitas SDM kurang memadai) menimbulkan berbagai masalah, 

antara lain berkembangnya kawasan permukiman kumuh, degradasi 

lingkungan, kerawanan sosial dan tindak kriminal, dan permasalahan 

pengangguran serta kemiskinan. 

Berbagai fenomen diatas, ditambah lagi dengan luas lahan di DKI 

Jakarta yang tidak meningkat memberikan tekanan yang tinggi terhadap 

lingkungan. Kebutuhan akan tempat tinggal, akses terhadap air bersih, dan 

tersedianya fasilitas kesehatan dan pendidikan sebagai kebutuhan dasar 

manusia menjadikan konversi lahan tidak terelakkan. 

Curah hujan tinggi pada Januari dan Februari tahun 2022 mencapai 

380,75 mm dan 267,9 mm berdasarkan pengukuran di Stasiun Meteorologi 

Kemayoran. Berdasarkan data time series curah hujan di DKI Jakarta, curah 

hujan tertinggi di bulan Desember, Januari dan Februari. Hal tersebut 

menjadikan 3 bulan tersebut menjadi bulan yang rawan banjir. Karena itu, 

himbauan terhadap aktivitas masyarakat perlu dilakukan selama 3 bulan 

setiap tahunnya. Berikut Tabel mengenai kondisi curah hujan di DKI Jakarta 

2019-2022. 

 

Tabel II-7 Curah Hujan DKI Jakarta 2019-2022 

Bulan 2019 2020 2021 2022 

Januari 383,9 618 332,8 380,75 

Pebruari 270,1 1043,2 604,4 267,9 

Maret 7,3 220,7 244,1 138,8 

April 194,6 182,8 213,9 206,1 
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Bulan 2019 2020 2021 2022 

Mei 47,8 50,4 203,6 128,1 

Juni 23,1 21,2 79,1 68,45 

Juli 0 12,1 35,8 115,55 

Agustus 0 101 79,7 42,05 

September 1 151,9 113,4 93,7 

Oktober 1 208,3 182,1 228,4 

Nopember 50,1 87,3 134,1 123,55 

Desember 263,8 134,7 171,6 129,3 

Rata-rata 103,56 235,97 199,55 160,22 

Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika, 2022 

 

Fasilitas drainase DKI Jakarta hanya 33 persen berfungsi dan 

terhubung dengan baik. Selain itu, sistem drainase Jakarta memiliki daya 

tampung maksimal 100 mm/hari. Dengan demikian, bersamaan dengan 

curah hujan yang tinggi dan air kiriman dari hulu, menimbulkan kapasitas 

sungai dan drainase eksisting tidak mampu menampung arus masuk yang 

lebih besar dari kapasitas yang semestinya. Selain itu, kondisi geografis DKI 

Jakarta merupakan wilayah dengan dataran rendah dimana 40% 

wilayahnya lebih rendah dari permukaan laut menjadikan intensitas banjir 

di DKI Jakarta semakin tinggi.  

Keberadaan hunian yang tidak sesuai dengan zonasinya seperti 

permukiman  di zona hijau, pemukiman kumuh di bantaran sungai, masih 

menjadi masalah yang belum terpecahkan. Permukiman yang tidak sesuai 

zonasinya terjadi karena kemudahan terhadap akses pelayanan dasar 

seperti transportasi, air minum, mandi cuci kakus dan pembuangan limbah 

hingga motif ekonomi dan keterbatasan lahan. Seyogyanya wilayah tepi 

sungai merupakan kawasan yang perlu mendapat perlindungan dari 

berbagai hal perusak ekosistemnya. Selain mengganggu keseimbangan dan 

mencemari lingkungan, permukiman kumuh di bantaran sungai juga 

mengancam faktor keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan 

penghuninya. Rentan, banjir, kebakaran, tanah longsor, penumpukan 

sampah, kerawanan sosial serta wabah penyakit. 
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II.4.3 States 

DKI Jakarta sebagai kota megapolitan sekaligus pusat perdagangan 

dan jasa di Indonesia yang mengalami kemajuan yang sangat pesat 

terutama dalam bidang infrastruktur. Pembangunan yang terus meningkat 

dan tidak berkelanjutan, menimbulkan konsekuensi negatif, salah satunya 

adalah terjadinya penurunan muka tanah (land subsidence). Dalam analisis 

dengan metode Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) yang 

berdasarkan data satelit Radar Sentinel 1A untuk melihat laju penurunan 

tanah di Jakarta menunjukkan laju maksimum penurunan tanah mencapai 

6 cm per tahun. Penurunan tertinggi berada di area Penjaringan, 

Cengkareng, Kembangan, Pademangan, Kemayoran, Petamburan, dan Pulo 

Gadung. 

Selain disebabkan oleh tekanan lingkungan dari pembangunan 

wilayah, penurunan muka tanah juga dapat terjadi karena beberapa hal, 

yaitu ekstraksi air tanah untuk pemanfaatannya dalam memenuhi 

kebutuhan sumber air bersih, kejadian genangan banjir, penurunan tanah 

tektonik, konsolidasi alami tanah aluvium, dan kerusakan akibat adanya 

banjir sehingga meningkatkan potensi laju amblesan. 

Penurunan muka tanah tertinggi berada di sebagain besar wilayah 

utara Cekungan Air Tanah (CAT) Jakarta. Hal ini dikarenakan pada wilayah 

utara terjadi konsentrasi kegiatan ekonomi dan diperparah dengan 

kerusakan infrastruktur karena banjir. 
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Gambar II-65 Peta Penurunan Muka Tanah Provinsi DKI Jakarta 

Sumber: RTRW Provinsi DKI Jakarta Tahun 2030, 2022 

Penurunan muka tanah memperbesar kemungkinan kejadian banjir. 

Berdasarkan catatan sejarah banjir di DKI Jakarta, kejadian banjir besar 

yang sebelumnya berulang 50 tahun atau R50, menjadi R10, kemudian 

menjadi R5 dan sekarang berpotensi menjadi R1. Menurut dokumen 

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) DKI Jakarta, banjir adalah 

peristiwa terendamnya daratan yang biasanya kering. Kejadian banjir dapat 

disebabkan oleh naiknya muka air laut (rob) maupun meningkatnya volume 

air di daratan akibat ketidakmampuan penyerapan air ke dalam tanah (in-

land). Bisa juga merupakan kombinasi dari kedua faktor tersebut. Sebaran 

lokasi kawasan rawan banjir dapat dilihat pada Gambar II-66 dengan detail 

lokasi pada Lampiran Tabel 44. 
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Gambar II-66 Peta Kawasan Rawan Banjir 

Sumber: BPBD Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

 

Gambar II-67 Data Kondisi Banjir DKI Jakarta menurut Wilayah 

Administrasi Tahun 2022 
Sumber: BPBD Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

Sepanjang tahun 2022, terdata lokasi banjir pada 32 kecamatan, 110 

kelurahan, dan 281 RW. Jumlah pengungsi mencapai 3692 jiwa atau 1211 

KK dengan ketinggian air bervariasi antara 40 s/d 100 cm. Menurut kejadian 
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banjir berdasarkan wilayah administrasi, kota dengan jumlah lokasi banjir 

tertinggi adalah Jakarta Selatan yang tersebar di 10 kecamatan, 49 

kelurahan, dan 144 RW. Data terkait kejadian banjir menurut wilayah 

administrasi dengan detail jumlah Kecamatan, Kelurahan, dan RW 

terdampak dapat dilihat pada Gambar II-68 dan Lampiran Tabel 44a. 

Jumlah pengungsi selama banjir bervariasi di setiap wilayah. Menurut 

data BPBD, di Jakarta Barat area terdampak banjir 246 RT, dan jumlah 

pengungsi mencapai 2.508 jiwa, sedangkan di Jakarta Selatan area 

terdampak banjir lebih besar yaitu 428 RT sedangkan jumlah pengungsi 

hanya 15 orang. Hal tersebut dapat dikarenakan karena di daerah Jakarta 

Barat belum banyak terdapat tempat evakuasi korban banjir. Berikut 

Gambar mengenai jumlah pengungsi banjir dan area terdampak banjir. 

 

 

 

Gambar II-68 Jumlah Areal Terdampak Bencana Banjir Tahun 

2022 
Sumber: BPBD Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

Di samping bencana banjir, kondisi cuaca ekstrem juga turut 

memberikan andil dalam kejadian bencana lainnya di DKI Jakarta, yaitu 

angin kencang dan pohon tumbang. Sepanjang tahun 2022, terjadi kejadian 
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angin kencang di 19 RT. Fenomena angin kencang menjadi salah satu 

pemicu bencana pohon tumbang. Berdasarkan data Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah DKI Jakarta, terdapat kasus pohon tumbang di 384 RT DKI 

Jakarta selama tahun 2022. Terjadi kasus kebakaran di 650 RT di DKI 

Jakarta, dapat dilihat pada Lampiran Tabel 44a. 

 

 

Gambar II-69 Jumlah Areal Terdampak, Jumlah Pengungsi dan 

Jumlah Korban Meninggal di DKI Jakarta 
Sumber: BPBD Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

Bencana yang terjadi dengan frekuensi relatif besar di DKI Jakarta 

selain banjir ialah kebakaran. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah DKI Jakarta, pada tahun 2022 telah terjadi sebanyak 921 

kejadian bencana sepanjang 2022 yang terdiri dari 642 kebakaran, 110 

banjir, 146 pohon tumbang, 10 angin kencang, dan 10 tanah longsor. Selain 

itu terjadi juga 2 gempa bumi (yang getarannya terasa sampai ke Jakarta) 

serta 37 bencana lainnya seperti bangunan roboh. 

Kebakaran pada gedung dan permukiman menjadi jenis bencana 

tertinggi yang terjadi di sepanjang 2022. Kebakaran terbanyak terjadi pada 

Agustus sebanyak 71 kejadian karena masih berada dalam musim kemarau. 

Berdasarkan hasil perhitungan perkiraan, jumlah kerugian pasca kebakaran 
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di sektor pemukiman selama tahun 2022 ditaksir mencapai angka Rp130,6 

miliar. Hal ini dapat dilihat pada Gambar II-70 dan Lampiran Tabel 44. 

Melihat trennya, kasus kebakaran di Jakarta meningkat dalam tiga 

tahun terakhir. Sepanjang tahun 2022, jumlah bencana kebakaran di DKI 

Jakarta berada pada angka 1.691, naik sebesar 10,16% dibanding tahun 

2021.  Dari wilayahnya, kasus kebakaran di ibu kota paling banyak terjadi 

di Jakarta Selatan, yakni 492 kejadian. Posisi selanjutnya ditempati Jakarta 

Barat dan Jakarta Timur dengan kasus kebakaran masing-masing sebanyak 

382 kejadian dan 349 kejadian. Kebakaran yang terjadi di Jakarta Utara 

dilaporkan sebanyak 226 kejadian, di Jakarta Pusat sebanyak 222 kejadian, 

dan kejadian kebakaran paling sedikit terjadi di Kepulauan Seribu sebanyak 

20 kejadian. Jumlah kebakaran DKI Jakarta bersifat fluktuatif tiap bulannya 

dengan jumlah kebakaran terbanyak yaitu 183 di bulan Oktober, sedangkan 

jumlah kebakaran paling sedikit terjadi pada Februari dengan 109 kasus. 

Kemudian jika dijabarkan lebih detil, bencana kebakaran yang terjadi di DKI 

Jakarta dapat dibagi berdasarkan beberapa kategori objek yang terbakar 

yaitu perumahan, bangunan umum atau industri, kendaraan bermotor, 

instalasi luar gedung, tumbuhan, lapak, sampah, dan lainnya.  

 

 

Gambar II-70 Jumlah Kejadian Kebakaran di DKI Jakarta 
Sepanjang Tahun 2022 

Sumber: BPBD Provinsi DKI Jakarta, 2022 
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Kebakaran paling banyak terjadi pada perumahan dengan jumlah 

sebanyak 519 atau sebesar 30,69%. Disusul oleh kebakaran pada instalasi 

luar gedung dengan 514 peristiwa atau sebesar 30,40%. Lalu, kebakaran 

yang terjadi pada kendaraan bermotor memiliki proporsi sebesar 6,09% 

(103 kasus) dan kebakaran yang terjadi pada tumbuhan sebanyak 2,31% 

(39 kasus). 

 

 

Gambar II-71 Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran Menurut 
Penyebabnya di DKI Jakarta Tahun 2022 

Sumber: BPBD Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

Secara umum, penyebab utama terjadinya sebuah bencana kebakaran 

khususnya di Jakarta adalah karena faktor kelalaian manusia. Contoh, 

pemasangan instalasi listrik yang tidak sesuai prosedur atau penggunaan 

listrik yang tidak aman sehingga menyebabkan terjadi arus pendek listrik 

dan menimbulkan kebakaran. Kebakaran yang disebabkan oleh listrik ini 

menjadi faktor utama kebakaran yang terjadi di DKI Jakarta. Kelalaian 

lainnya yang menyebabkan kebakaran adalah kesalahan dalam 

menggunakan peralatan memasak seperti gas. Masih banyak masyarakat 

yang belum paham cara menggunakan gas yang aman. Persentase 

kebakaran yang terjadi karena gas mencapai angka 11,41% (193 kasus). 



 

 DIKPLHD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023 II-121 

 

Kemudian kelalaian dalam membakar sampah, tidak mematikan puntung 

rokok, dan lilin juga menjadi penyebab kebakaran masing-masing dengan 

89, 36 dan empat kasus sepanjang tahun 2022. 

 

 

Gambar II-72 Jumlah Korban Terdampak Bencana Kebakaran di 

DKI Jakarta Tahun 2022 
Sumber: BPBD Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

Kebakaran yang terjadi sepanjang tahun 2022 berdampak kepada 

sebanyak 2.648 keluarga di DKI Jakarta. Wilayah dengan keluarga korban 

kebakaran terbanyak berada di wilayah Jakarta Barat dengan 826 keluarga. 

Kemudian jika dilihat berdasarkan jumlah korban perorangan, terdapat total 

sebanyak 8.440 korban jiwa akibat kebakaran. Sejalan dengan jumlah 

korban keluarga terbanyak, jumlah korban jiwa terbanyak juga berasal dari 

wilayah Jakarta Barat dengan 2.639 korban. Selain korban jiwa dari 

masyarakat sipil, pada tahun 2022 terdapat satu korban jiwa yang berasal 

dari petugas pemadam kebakaran. 
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Gambar II-73 Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di DKI 
Jakarta Tahun 2022 

Sumber: BPBD Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

Untuk melakukan penanggulan bencana kebakaran, pemerintah DKI 

Jakarta melalui Peraturan Gubernur nomor 72 tahun 2021 telah mengatur 

cara-cara yang bersifat preventif terhadap kebakaran. Masyarakat 

diharapkan dapat memahami aturan ini dan menerapkannya pada 

kehidupan sehari-hari agar mengurangi risiko terjadinya kebakaran. Namun 

apabila terjadi kebakaran, pemerintah juga telah menyiapkan tindakan 

dengan menggunakan alat-alat berat yang berfungsi untuk memadamkan 

api.  

DKI Jakarta memiliki pos kebakaran yang cukup banyak dengan 154 

pos pada tahun 2022. Jumlah ini bertambah sebanyak 32 pos dibanding 

tahun 2021. Pos pemadam kebakaran terbanyak berada di wilayah Jakarta 

Pusat dan Jakarta Utara dengan 37 pos pemadam kebakaran. Lalu, terdapat 

mobil pompa sebanyak 238 unit, bertambah sebanyak 11 unit dari tahun 

sebelumnya. Mobil rescue juga mengalami penambahan dari yang tahun 

2021 berjumlah 44 unit, bertambah sebanyak tiga unit menjadi 47 pada 

tahun 2022. Kemudian mobil tangga dan mobil ambulans berjumlah 
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sebanyak 14 dan tujuh unit. Kedua jenis mobil ini sama-sama mengalami 

pengurangan jumlah dibanding tahun sebelumnya sebanyak satu unit. 

Tanah longsor ialah istilah umum yang biasa digunakan untuk 

menyebut fenomena pergerakan tanah. Tanah longsor merupakan 

peristiwa perpindahan bahan pembentuk lereng (berupa tanah, batuan, 

bahan timbunan atau campuran diantaranya) yang bergerak ke bawah atau 

keluar lereng. Tanah longsor bisa terjadi karena berbagai macam pemicu, 

seperti curah hujan, gempa bumi, erosi, hingga aktivitas manusia. 

Walaupun topografi DKI Jakarta cenderung datar, namun ada beberapa 

wilayah dengan tingkat kemiringan lereng yang cukup tinggi, yaitu di 

wilayah Kota Jakarta Selatan dan Kota Jakarta Timur. 

 

Gambar II-74 Peta Kemiringan Lereng DKI Jakarta 
Sumber: Diolah dari data DEMNAS BIG, 2023 

 

Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI 

Jakarta, bencana tanah longsor di DKI Jakarta pada tahun 2022 tercatat 

sebanyak 20 kasus. Sebaran kejadian tanah longsor antara lain di Jakarta 

Timur sebanyak tiga kasus, sedangkan tujuh belas kasus lainnya terjadi 
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Jakarta Selatan. Lokasi detail dari kejadian bencana tanah longsor dapat 

dilihat pada Lampiran Tabel 44a. 

 

Gambar II-75 Kejadian Tanah Longsor di Wilayah DKI Jakarta 
Sumber: BPBD Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

Pada tahun 2022 pandemi yakni COVID-19 masih terjadi, sejak 

ditetapkan oleh Presiden sebagai bencana nasional melalui Keputusan 

Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Pneumonia Coronavirus Disease 

2019 atau COVID-19 adalah penyakit peradangan paru yang disebabkan 

oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). 

Penyakit ini secara resmi diumumkan oleh World Health Organization 

(WHO) pada 31 Desember 2019 dan dinyatakan sebagai pandemi per 11 

Maret 2020 (WHO, 2020). 
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Sumber: corona.jakarta.go.id, 2022 

 

Awal terdeteksi kasus COVID-19 di DKI Jakarta pada Bulan Maret 

tahun 2020 dengan satu jenis varian. Memasuki tahun 2021, diketahui 

beberapa varian baru dari COVID-19. Kemunculan beragam varian Covid-

19 disebabkan adanya mutasi, sebagai respons virus terhadap perubahan 

lingkungan. Proses mutasi inilah yang menimbulkan varian baru dan 

kemunculannya dipantau para ahli dan Organisasi Kesehatan Dunia. Dilansir 

dari situs Kementerian Kesehatan, pada Mei 2021 terdapat tiga varian 

COVID-19, yakni Alpha, Beta, dan Delta. Ditambah pada Desember lalu 

kehadiran varian baru Omicron yang masuk ke DKI Jakarta, sehingga total 

ada empat varian. Namun, dari keempat varian tersebut, yang berisiko 

terberat adalah Delta dan yang bergejala ringan Omicron. Dari sisi tingkat 

penularannya, Omicron tergolong varian yang paling cepat, sekitar 500% 

dibanding Delta (Gambar II-76). 

Keberadaan varian-varian baru ini memberi kontribusi dalam 

meningkatkan jumlah kasus positif terjangkit virus SARS-CoV-2. 

Berdasarkan data dari corona.jakarta.go.id, jumlah pasien dengan status 

konfirmasi akumulatif positif sampai dengan 31 Desember 2022 adalah 

Gambar II- 76 Informasi Varian COVID-19 
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1.536.131 kasus (Gambar II-77). Persentase meninggal per Kasus 1,04% 

sedangkan persentase sembuh per kasus sebesar 98,88%. Sedangkan 

jumlah pasien positif Covid 19 per 1 juta penduduk sebesar 143.984 orang. 

Jumlah yang meninggal per 1 juta penduduk sebesar 1.490 orang. Jumlah 

yang sembuh per 1 juta penduduk sebesar 142.377 orang. 

 

Gambar II-77 Jumlah Pasien COVID-19  Tren Nasional dan 
Jakarta tahun 2020-2022 

Sumber: BPBD Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

II.4.4 Impacts 

Bencana yang terjadi di DKI Jakarta dapat terlihat dampaknya di 

berbagai hal. Seperti pada kejadian penurunan tanah di Jakarta Utara yang 

kemudian dapat menyebabkan isu-isu turunan, seperti penurunan muka air 

tanah yang menyebabkan persediaan air tanah terbatas. Keadaan ini 

kemudian dapat menyebabkan intrusi air laut khususnya pada wilayah utara 

Jakarta dan berakhir dengan kelangkaan sumber air tanah. Disamping itu, 

penurunan muka tanah akan meningkatkan kemungkinan terjadinya banjir 

rob di pesisir serta kejadian tanah longsor akibat perkuatan tanah yang 

melemah. 

Kejadian bencana banjir yang terjadi berdampak pada timbulnya 
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korban jiwa. Sepanjang tahun 2022, kejadian banjir telah menyebabkan 

satu orang meninggal dunia dan memaksa 3.773 jiwa untuk mengungsi 

menyelamatkan diri. Kejadian banjir tersebut tercatat menggenangi 889 RT 

yang berada pada 110 Kelurahan (BPBD Provinsi DKI Jakarta, 2023). 

Berdasarkan tren jumlah korban akibat bencana banjir, 2022 mengalami 

penurunan jumlah korban. Namun, hal tersebut bukan merupakan prestasi, 

masih terdapat korban yang merasakan dampak dari bencana banjir. Detail 

dari dampak akibat kejadian bencana banjir dapat dilihat pada Gambar II-

78 dan tabel 44.   

 

 

Gambar II-78 Tren Jumlah Korban Terdampak Banjir DKI Jakarta 
Tahun 2019-2022 

Sumber: BPBD Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

Selain bencana banjir yang berdampak pada penduduk, bencana 

kebakaran juga memiliki dampak yang besar. Kebakaran pada tahun 2022 

di DKI Jakarta meningkat jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang 

menyebabkan banyak kehilangan, baik korban jiwa maupun kerugian 

materil. Sebanyak 645 kejadian kebakaran terjadi di DKI Jakarta mencakup 

650 area terdampak. Warga yang terdampak bencana kebakaran mencapai 
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8.506 orang korban pengungsi dan 29 orang korban jiwa. Adapun total 

kerugian secara finansial diperkirakan mencapai Rp 301.751.500.000. detail 

data dapat dilihat pada Tabel-44a.  

 

 

Gambar II-79 Tren Jumlah Kerugian dan Jumlah Kejadian 

Kebakaran DKI Jakarta Tahun 2019-2022 
Sumber: BPBD Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

Berdasarkan data yang dihimpun dari corona.jakarta.go.id, hingga 

31 Desember 2022 diketahui konfirmasi jumlah pasien meninggal dunia 

karena COVID-19 di DKI Jakarta mencapai 15.909 jiwa atau 9,9% dari total 

korban meninggal akibat COVID-19 di Indonesia. Peningkatan angka 

kematian tertinggi di tahun 2022 terjadi pada periode akhir Januari hingga 

awal Maret, hal tersebut berbanding lurus dengan angka positif harian. Data 

tersebut dapat dilihat pada Gambar II-80. 
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Gambar II-80 Grafik Kejadian Positif Harian, Korban Meninggal 
dan Total Pasien dari Kejadian COVID-19 Tahun 2022 

Sumber: corona.jakarta.go.id, 2022 

 

II.4.5 Responses 

DKI Jakarta dalam menangani berbagai kejadian bencana mengacu 

pada dokumen Rencana Strategis Penanggulangan Bencana dan 

dimutakhirkan setiap lima tahun yang disusun oleh Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta. Rencana Penanggulangan 

Bencana yang selanjutnya disebut Renstra merupakan Susunan kebijakan 

strategis BPBD tahun 2019-2022 terutama untuk mengetahui kelemahan 

dan kekuatan organisasi agar rumusan program dan kegiatan yang dibuat 

dapat mencapai tujuan BPBD secara efektif dan efisien. Penyusunan 

Renstra Provinsi mengacu pada Undang-Undang No 25 Tahun 2004 

Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang 

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Mengamanatkan 

Kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana 

Strategis (Renstra), peraturan presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

RPJMN tahun 2015-2019 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 

tentang RPJMD Tahun 2018-2022. Berdasarkan pedoman tersebut  maka 
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BPBD Provinsi DKI Jakarta Menyusun Rencana Strategis Tahun 2019-2022, 

sebagai dokumen perencanaan lima tahunan BPBD Provinsi DKI Jakarta.  

Dua hal yang menjadi prioritas utama Pemprov DKI Jakarta dalam 

mengantisipasi dampak dari bencana yaitu memastikan tidak ada korban 

jiwa dengan mitigasi yang baik melalui Siaga, Tanggap dan Galang, 

kemudian pemulihan (recovery) dengan percepatan pemulihan 

pascabencana untuk Kembali kepada kondisi normal. 

Perencanaan penanggulangan DKI Jakarta termasuk dalam priorotas 

rencana Kota Jakarta sebagai resilient city pada pilar ‘Jakarta Siap’. Dalam 

kerangkanya, DKI Jakarta dipersiapkan untuk siap sebagai kota yang 

mampu melakukan mitigasi dan beradaptasi dalam menghadapi guncangan 

dan tekanan, termasuk risiko bencana dan dampak perubahan iklim. 

Terdapat 12 arahan dan 32 strategi dalam upaya mewujudkan Jakarta Siap 

terkait dengan usulan kegiatan dalam penanggulangan bencana seperti 

banjir, kebakaran, dan eksploitasi air tanah. 

Respon untuk bencana kebakaran merujuk pada Rencana Induk 

Proteksi Kebakaran (RIPSK). Rencana tersebut memuat sistem 

perlindungan segala aktivitas, gedung, dan bangunan yang ada di Jakarta 

dari kebakaran termasuk terkait standar-standar yang harus dibuat dalam 

rangka penanganan kebakaran. RISPK disusun berdasarkan Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) No 

25/2008 Tentang Penyusunan RISPK. 

Respons cepat yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah 

bersinergi dan  berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan 

untuk penanganan genangan air di  sejumlah wilayah di Jakarta. Melalui 

BPBD Provinsi DKI Jakarta respon yang dilakukan dalam kejadian bencana 

banjir pada tahun 2022 yaitu dengan melakukan dan menyiapkan berbagai 

antisipasi untuk menghadapi dampak bencana yang ditimbulkan dari musim 

hujan. BPBD DKI melakukan pendataan terhadap potensi sumber daya 

penanggulangan bencana yang ada di Jakarta melalui situs 

bpbd.jakarta.go.id/tangguhbencana.  
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Di samping itu, dilansir dari website bpbd.jakarta.go.id, Pemprov 

DKI Jakarta melalui BPBD DKI Jakarta juga melakukan berbagai upaya 

antisipasi musim hujan 2022/2023 dan penanggulangan bencana, antara 

lain:  

1.  Menyebarluaskan informasi cuaca terkini dan kondisi Tinggi Muka Air 

(TMA) kepada masyarakat melalui kanal media sosial dan website. 

2. Memberikan informasi peringatan dini terkait kenaikan TMA melalui 

Disaster Early Warning System (DEWS) dan SMS Blast, serta peringatan 

dini cuaca melalui website, media sosial, WhatsApp Group dan Channel 

Telegram. 

3. Mendistribusikan sarana dan prasarana pendukung penanganan banjir 

kepada setiap kelurahan yang berada di kawasan rawan banjir, seperti 

perahu, ring buoys, jaket pelampung, dll. 

4. Menyiagakan 267 personel Petugas Penanggulangan Bencana/TRC 

pada setiap kelurahan di Jakarta sebagai upaya percepatan koordinasi 

dan penanganan bencana. 

5. Memastikan kesiapan posko penanganan bencana dan lokasi-lokasi 

pengungsian (berikut kelengkapan pendukung) yang ada di tingkat 

Kota/Kab Administrasi, kecamatan dan kelurahan untuk siaga dan dapat 

diaktifkan apabila terjadi bencana. 

6. Melakukan reviu terhadap rencana kontijensi penanggulangan banjir di 

Provinsi DKI Jakarta. 

7. Melakukan koordinasi dengan BNPB, BMKG, para Wali Kota/Bupati, dan 

seluruh pemangku kepentingan terkait untuk menjalin kolaborasi dalam 

penanggulangan bencana. 

Upaya pengendalain air tanah juga dilakukan dengan pengeluaran 

sejumlah peraturan seperti larangan penggunaan air tanah dibeberapa zona 

sesuai dengan peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 93 Tahun 2021 

tentang Zona Bebas Air Tanah. Selain itu pemprov DKI Jakarta melalui PAM 

Jaya melakukan upaya pencegahan penurunan muka tanah dengan terus 
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meningkatkan cakupan layanan akses air minum. Berdasarkan data dari 

website pamjaya.co.id diketahui data pada maret 2022 cakupan layanan 

sudah mencapai 65% dengan jumlah pelanggan sebanyak 909.600 dan 

kapasitas produksi sebanyak 20.757 liter perdetik. Melalui beberapa 

program strategisnya PAM JAYA berkomitmen untuk terus meningkatkan 

cakupan layanannya dan mewujudkan 100% akses air perpipaan. 

Upaya-upaya lain yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta 

diantaranya: 

1) Pompa air. 

Terdapat 487 unit pompa air yang tersebar du 178 lokasi di sekitar DKI 

Jakarta. 

2) Gerebek lumpur 

Merupakan kegiatan pengerukan/pengurasan terhadap 

saluran/kali/sungai dan waduk  

3) JakPantau 

Merupakan salah satu fitur milik Pemprov DKI Jakarta untuk kemudahan 

dalam mengakses informasi banjir. 

4) program pengendalian banjir 942-DV 

pembangunan 9 sistem polder, 4 waduk, 2 revitalisasi sungai, dan 

drainase vertical. Berikut rincian pembangunan 942-Project: 

Pembangunan Polder: 

1) Polder Kelapa Gading (Betik & Artha Gading); 

2) Polder Pulomas; 

3) Sub-Polder Marunda (JGC-Metland); 

4) Polder Muara Angke; 

5) Polder Teluk Gong; 

6) Polder Mangga Dua; 

7) Polder Green Garden; 

8) Polder Kamal; 

9) Sub-Polder Pompa Tipala-Adhyaksa. 
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Pembangunan waduk: 

1) Waduk Pondok Ranggon; 

2) Embung Wirajasa atau Pilar Jati; 

3) Waduk Brigif; 

4) Waduk Lebak Bulus. 

Pembangunan sungai/kali: 

1) Peningkatan kapasitas sungai/kali besar dan sodetan kanal 

Museum Bahari; 

2) Peningkatan kapasitas kali/sungai Ciliwung Hilir Kawasan 

Pasar Baru. 

5) Layanan Dukungan  

Salah satunya program baru dari BPBD tahun 2022 yaitu “Abang 

Monas”. Abang Monas merupakan singkatan dari Ayo Menyumbang 

Mainan dan Boneka untuk Penyintas. Sebuah upaya kolaborasi antar 

warga untuk para penyintas korban bencana. 
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II.6 Perkotaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebagai pusat pemerintah dan pusat ekonomi yang selalu bertumbuh 

setiap tahunnya, Provinsi DKI Jakarta tiada hentinya melakukan 

pengembangan wilayah beserta berbagai fasilitas di dalamnya. 

Gambar II- 81 Model DPSIR Perkotaan 
Sumber: Pengolahan Data, 2023 
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Perkembangan industri melalui peningkatan produksi, pembangunan 

berbagai infrastruktur (fasilitas dan sarana) hingga dijalankannya Kembali 

berbagai konstruksi seiring dengan telah dilonggarkannya PPKM menjadi 

penggerak roda perekonomian di Provinsi DKI Jakarta. 

Atas dasar hal tersebut, Provinsi DKI Jakarta seakan menjadi oase 

sehingga menjadi magnet bagi masyarakat untuk datang, tinggal dan 

membangun kehidupan di dalamnya. Dengan adanya urbanisasi, populasi 

penduduk di Provinsi DKI Jakarta terus mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Pertumbuhan penduduk tersebut tentunya membawa 

permasalah perkotaan berupa peningkatan timbulan sampah, pencemaran 

lingkungan dan permasalahan lainnya apabila tidak dikelola dengan baik. 

Sehingga diperlukan analisis DPSIR perkotaan untuk meninjau 

berbagai isu-isu perkotaan khususnya di Provinsi DKI Jakarta. 

 

II.5.1 Driving Force 

Perkembangan bisnis dan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta pada 

tahun 2022 tidak lepas dari adanya pelonggaran kebijakan pasca Covid oleh 

Pemerintah. Kebijakan tersebut membuat mobilitas masyarakat khususnya 

di Provinsi DKI Jakarta semakin tinggi, sehingga roda perekonomian 

berjalan dengan baik. 

Pergerakan roda perekonomian di Provinsi DKI Jakarta mengalami 

perbaikan dengan nilai PDRB pada tahun 2022 yang bertumbuh sebesar 

4,85, sedangkan tahun 2021 sebesar 3,56%. Pertumbuhan nilai PDRB 

tersebut merupakan indikator berkembangnya ekonomi dikarenakan pada 

tahun 2020 nilai PDRB terkontraksi hingga -2,39%. 

Aktivitas ekonomi lainnya juga dapat diidentifikasikan melalui 

kegiatan ekspor Provinsi DKI Jakarta yang mengalami perbaikan dari 

sebelumnya mengalami kontraksi (hingga -5,50%) pada tahun 2020 

menjadi bertumbuh (11,26%) pada tahun 2021 seperti pada Gambar II-82. 

Sedangkan untuk kegiatan impor untuk permintaan bahan baku, barang 
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konsumsi dan barang modal mengalami pertumbuhan positif sebesar 

12,45% pada tahun 2021 (Bank Indonesia, 2022). Hal tersebut menjadi 

indikasi kegiatan industri, manufaktur hingga bisnis yang mengalami 

perbaikan dan peningkatan aktivitas. 

 

 

Gambar II-82 Nilai Ekspor dan Impor Melalui Provinsi DKI 

Jakarta 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

Pertumbuhan pembangunan juga dirasakan oleh Provinsi DKI Jakarta 

sepanjang tahun 2022 seperti pada Gambar II-83. Berdasarkan data dari 

BPS Provinsi DKI Jakarta (2022), tercatat sebanyak 28.766 unit rumah 

susun sederhana telah dibangun sedangkan pada tahun 2020 tidak ada 

pembangunan unit. Lokasi pembangunan meningkat 35,71% dibandingkan 

tahun 2020. 
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Gambar II-83 Pembangunan Rumah Susun Sederhana di Wilayah 

DKI Jakarta 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

II.5.2 Pressure 

Peningkatan ekonomi yang berimbas terhadap kenaikan tingkat 

konsumsi rumah tangga (RT) di Provinsi DKI Jakarta dapat menjadi 

penyebab semakin tingginya timbulan sampah. Menurut dokumen 

Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,  

timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 

di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 8.527.07 

ton/hari atau mengalami kenaikan 0,94% dibandingkan tahun 2021 

(8.447.77 ton/hari). Perkiraan timbulan sampah tahun 2018 – 2022 sesuai 

dokumen tersebut dapat dilihat pada Gambar II-85.  
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Gambar II-84 Timbulan Sampah DKI Jakarta 2089-2022 

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022 
 

Untuk wilayah Kota/ Kab di DKI Jakarta, timbulan sampah terbesar 

terdapat di wilayah Jakarta Timur sebesar 2.313 Ton/hari, diikuti Jakarta 

Barat 2.023 Ton/hari, dan Jakarta Selatan 1.954 Ton/hari. Data perkiraan 

sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di 

masing-masing wilayah Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta 

dapat dilihat pada Gambar II-86 dan Gambar II-87. Data lebih lengkap 

dapat dilihat pada Lampiran Tabel 47. 

 

 

Gambar II-85 Perkiraan Timbulan Sampah Per Wilayah di DKI 

Jakarta Tahun 2022 
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022 
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Dari Gambar II-86 dan Gambar II-87 dapat diketahui bahwa 

timbulan sampah tertinggi diantara wilayah administratif  berasal dari 

wilayah Jakarta Timur  (2.313,02 ton/hari) karena merupakan wilayah 

dengan populasi penduduk paling tinggi. Adapun sumber mayoritas sampah 

di Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari rumah tangga (36,76%) (SIPSN, 

2022).  

 

Gambar II- 86 Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari 

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

Selain itu, peningkatan ekonomi pada tahun 2022 turut ikut serta 

dalam peningkatan aktivitas belanja RT di Provinsi DKI Jakarta (5,25%). 

Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan JSC oleh Pemerintah Daerah 

Provinsi DKI Jakarta juga dilakukan dalam aspek smart economy dansmart 

living dimana semakin digalakannya digitalisasi bisnis mikro, kecil dan 

menengah (Digitizing Micro, Small and Medium Enterprises / MSMEs) 

dimana semakin banyaknya bisnis yang operasional hingga kegiatan jual 

belinya dilaksanakan melalui daring (online) dengan program JAKmikro 
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(Satispi & Mufidayati, 2017). 

 

 

Gambar II-87 Nilai Transaksi E-Commerce Indonesia Tahun 

2018-2022 
Sumber: Bank Indonesia, 2022 

 

Perkembangan industri e-commerce mendorong perubahan pola 

konsumsi masyarakat khususnya dalam berbelanja. Berdasarkan Bank 

Indonesia (2022), terdapat peningkatan transaksi belanja e-commerce 

Indonesia sebesar 15,38% (sebagian besar berasal dari Provinsi DKI 

Jakarta) pada tahun 2022, mengindikasikan pola konsumsi yang semakin 

memilih berbelanja secara daring. Sehingga terdapat potensi peningkatan 

jumlah timbulan sampah serta perubahan komposisi sampah seiring dengan 

meningkatnya sampah plastik dari pembungkus paket belanjaan e-

commerce. 

Selain timbulan sampah, kegiatan domestik/ rumah tangga juga 

menghasilkan air limbah. Tidak idealnya fasilitas pengelolaan limbah, dalam 

hal ini tempat buang air besar, dapat menjadi sumber pencemaran 

perkotaan lainnya. Melalui BPS Provinsi DKI Jakarta (2022), beberapa RT 

masih memanfaatkan sungai sebagai tempat buang air besar khususnya di 

Kepulauan Seribu (4,8%) dan Jakarta Utara (0,78%). Gambar II-89 

menampilkan jumlah rumah tangga dan jenis tempat buang air besar di 

Provinsi DKI Jakarta (Data lebih rinci ditampilkan dalam Lampiran Tabel 31). 
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Gambar II-88 Jumlah Rumah Tangga dan Jenis Tempat Buang Air 

Besar 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

Ancaman pencemaran tidak hanya datang dari kegiatan rumah 

tangga/ domestik tetapi juga berasal dari kegiatan usaha. Jumlah limbah 

padat dan cair serta limbah B3 berdasarkan sumber pencemaran 

ditampilkan pada Lampiran Tabel 35. Timbulan limbah ini memerlukan 

penanganan yang baik agar tidak mencemari lingkungan. 

Penerapan JSC 4.0 Framework salah satunya dititikberatkan 

terhadap smart mobility  melalui berbagai integrasi antar moda transportasi. 

Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line merupakan salah satu moda 

transportasi yang menghubungkan antar kawasan metropolitan Jakarta 

Bogor Depok Tangerang dan Bekasi serta hingga saat ini masih menjadi 

andalan masyarakat dalam melaksanakan perjalanan (KAI Commuter 

Indonesia, 2020). Meskipun sumber energi untuk KRL berasal dari energi 

listrik, mengacu kepada Kementerian ESDM (2021), Bauran Energi Listrik 

untuk pembangkitan tenaga listrik Jawa, Madura dan Bali pada tahun 2021 

masih didominasi oleh penggunaan Batu Bara (74,38%). Sehingga 

operasional untuk melayani 7 jalur dengan 80 stasiun di wilayah 

Jabodetabek berpotensi menghasilkan emisi udara, khususnya emisi GRK. 
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Berdasarkan Ayuningtyas, et.al., (2020), total emisi yang dapat dihasilkan 

dari operasional KRL adalah 16.118 tonCO2eq/tahun (44,16 CO2eq/hari) 

atau 4,79 × 10-5 tonCO2eq/penumpang. 

 

 

Gambar II-89 Jumlah Penumpang Kereta di Jabodetabek Tahun 

2020, 2021 dan 2022 
Sumber: PT KAI dan PT KAI Commuter Jabodetabek, 2022 

 

Melalui Gambar II-84, dapat dilihat bahwa jumlah penumpang Kereta 

Rangkaian Listrik (KRL) di wilayah Jabodetabek pada tahun 2021 

menunjukkan penurunan 18% dari tahun sebelumnya karena adanya 

kebijakan PPKM sedangkan tahun 2022 mengalami kenaikan 72% karena 

mulai diberlakukan pelonggaran PPKM.  

Melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 113 Tahun 2011 

tentang Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Sistem MRT, 

dilaksanakan pengembangan moda transportasi masal berupa Mass Rapid 

Transit (MRT) untuk transportasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta. 

Direncanakan pembangunan dilaksanakan dalam 2 (dua) fase dengan total 

panjang jalur kereta mencapai 27,8 km. Hingga saat ini, fase 1 (satu) telah 

rampung dan dioperasikan serta fase 2 (dua) sudah 36,32% rampung. 

Operasional dari Fase 1 (satu) yang rute Lebak Bulus – Bundaran HI serta 

konstruksi dari Fase 2 (dua) tersebut dapat menghasilkan limbah baik 
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berupa padatan, cair ataupun emisi udara. Kemudian melalui Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 119 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 

Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi, 

dilakukan pengembangan Light Rail Transit (LRT) untuk meningkatkan 

integrasi transportasi secara massal. Sehingga  kemudian  pengembangan  

terhadap  smart  mobility  yang utamanya berpusat di Provinsi DKI Jakarta 

perlu memerhatikan potensi pencemaran yang dapat dihasilkan. 

 

II.5.3 State 

Pertumbuhan penduduk di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 

diperkirakan mencapai 0,66% dengan jumlah populasi mencapai 11,328 

juta jiwa dan kepadatan penduduk mencapai 17.131 jiwa/km2. Data tingkat 

pendidikan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar II-117 

(Data lebih rinci ditampilkan dalam Lampiran Tabel 32). Berdasarkan data 

tersebut dapat dilihat bahwa persentase penduduk laki-laki lebih tinggi 

dibandingkan penduduk wanita pada hampir setiap tingkat pendidikan 

meskipun selisihnya tidak terlalu besar. Hal tersebut menunjukkan 

pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan baik untuk laki-laki 

maupun wanita. Adapun tingkat pendidikan SLTA menempati persentase 

tertinggi. 
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Gambar II-90 Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan 

Menurut Tingkat Pendidikan 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah tentunya perlu 

memerhatikan kondisi masyarakat yang berada di dalamnya. Salah satu 

indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan tersebut 

adalah dengan menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Perhitungan IPM mempertimbangkan aspek angka harapan hidup saat lahir 

(AHH) yang merupakan indikator kesehatan masyarakat, Harapan Lama 

Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai indikator 

pengetahuan serta pengeluaran per kapita per tahun (PPP). Indeks 

Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 81,65. 

Dengan nilai tersebut DKI Jakarta masih menempati peringkat IPM tertinggi 

dari semua provinsi di Indonesia (Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2023). 

Pada Gambar II-91 dapat dilihat perkembangan IPM di Provinsi DKI Jakarta 

3 tahun terakhir. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa nilai IPM Provinsi 

DKI Jakarta cenderung menunjukkan kenaikan. 
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Gambar II- 91 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia 

Tahun 2020-2022 

Sumber:  Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2023 

 

Berdasarkan USEPA (2020) dalam Ali, et.al. (2021), pengelolaan 

sampah yang efektif adalah dengan memprioritaskan pengurangan sampah 

di sumber (dan reuse), melakukan daur ulang, waste to energy dan 

kemudian treatment-disposal. Hal tersebut sejalan dengan perubahan 

paradigma pengelolaan sampah yang diangkat melalui Undang-Undang 

No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah 

Provinsi DKI Jakarta No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, yaitu dengan 

meningkatkan pengurangan sampah di sumber melalui 3R, kemudian 

dilakukan pengolahan sampah sehingga diharapkan dapat meminimalkan  

jumlah sampah yang ditimbun di tempat pemrosesan akhir (TPA). Hal ini 

berbeda dengan paradigm lama yang masih mengutamakan pengangkutan 

sampah ke TPA. 

Berdasarkan perubahan paradigma tersebut, Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan capaian 

pengelolaan sampah dengan mengoptimalkan usaha pengurangan sampah. 

Capaian pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 

mencapai 99,783% yang meliputi pengurangan sampah 26,108% dan 
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penanganan sampah 73,675%.  Adapun data capaian pengurangan dan 

penanganan sampah per wilayah pada tahun 2022 dapat dilihat pada 

Gambar II-92.  

 

Gambar II-92 Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah 
Per Wilayah 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

Sebagian besar sampah yang terangkut di Provinsi DKI Jakarta akan 

dibawa menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang 

yang berada di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. TPST ini memiliki luas 

lahan 112,17 Ha dengan kapasitas penampungan sampah 22,042 juta m3. 

Adapun volume sampah eksisting yang ditampung di TPST Bantargebang 

mencapai sekitar 23,804 juta m3 atau telah melampaui kapasitas 

penampungan TPST tersebut. Data lebih rinci tentang Jenis Tempat 

Pemrosesam Akhir (TPA) Sampah dapat dilihat pada Tabel II-9 dan 

Lampiran Tabel 46. Adapun jumlah rata-rata sampah yang masuk ke TPST 

Bantargebang pada tahun 2022 mencapai 7.543,42 ton/hari. Jumlah ini 

sudah menunjukkan penurunan dibandingkan data tahun 2018 -2020. Data 

jumlah rata-rata sampah terangkut ke TPST Bantargebang tahun 2018-

2022 dapat dilihat pada Gambar II-93. Pengangkutan sampah ke TPST 
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Bantargebang ini dilakukan oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup 6 Wilayah 

Kota/Kabupaten, Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air, dan Perusahan Jasa 

Pengangkutan Sampah berizin yang melayani pengangkutan sampah dari 

kawasan mandiri.  

 
Tabel II-8 Jenis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah 

Bantargebang 

Provinsi Lokasi Jenis TPA 
Luas TPA 

(Ha) 

Kapasitas 

(m3) 

Volume 

Eksisting 
(m3) 

Provinsi 
DKI 

Jakarta 

Jalan Raya 
Narogong Km. 14 

Pangkalan V, Bekasi, 

Jawa Barat 

Open 
Dumping 

dan 

Controlled 
Landfill 

112,17 

 

22.042.114 
 

23.804.304 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022 

Selain dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah 

tangga, sampah kegiatan usaha, beban yang harus ditangani di Provinsi 

DKI Jakarta adalah pengelolaan air limbah, limbah B3 (padat dan cair) yang 

dihasilkan dari sumber bergerak dan sumber tidak bergerak. Data jumlah 

limbah padat dan cair berdasarkan sumber pencemarnya tersebut dapat 

dilihat pada Lampiran Tabel 35.  

 

 

Gambar II- 93 Jumlah Sampah Terangkut ke TPST Bantargebang 
Tahun 2018-2022 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022 
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Selain masalah pengelolaan sampah, kemacetan lalu lintas juga 

menjadi masalah yang masih menjadi sorotan. Penambahan jumlah 

kendaraan yang beroperasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta baik yang 

terdaftar di Provinsi DKI Jakarta yang tidak  

II.5.4 Impact 

Kondisi Provinsi DKI Jakarta baik secara langsung maupun tidak 

langsung dapat berpengaruh kepada kesehatan masyarakat. Berdasarkan 

data dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (2022), jenis penyakit utama 

tahun 2022 berbeda dengan tahun 2021. Jenis Penyakit utama yang diderita 

penduduk pada tahun 2022 utamanya adalah diare (165.966) dan TB Paru 

(42.927) sedangkan tahun 2021 utamanya adalah Dispepsia (269.590) dan 

Nasofaringitis akut 209.767. Menurunnya pandemik Covid 19 memengaruhi 

jenis penyakit yang muncul di masyarakat. Gambar II-94 menunjukan Jenis 

Penyakit Utama yang dideritas penduduk Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 

(Data lebih rinci ditampilkan dalam Lampiran Tabel 33).  

 

Gambar II-94 Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk 
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2022 
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Seiring dengan terjadinya perbaikan kondisi kesehatan, peningkatan 

nilai UHH di Provinsi DKI Jakarta dari yang sebelumnya pada tahun 2020 

sebesar 72,91 tahun menjadi sebesar 73,01 tahun pada tahun 2021 dan 

meningkat menjadi 73,32. Secara garis besar, status kesehatan di Provinsi 

DKI Jakarta mengalami perbaikan dengan peningkatan layanan kesehatan 

hingga kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup yang baik.  

 

 

Gambar II-95 Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama 

Sekolah Masyarakat Provinsi DKI Jakarta 2020-2022 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

Dari segi Pendidikan dan indeks pengetahuan, terjadi peningkatan nilai 

HRS dan RLS dari yang sebelumnya pada tahun 2020 sebesar 12,98 tahun 

dan 11,13 tahun menjadi sebesar 13,07 tahun dan 11,17 tahun seperti yang 

ditampilkan dalam Gambar II-95. Meskipun angka siswa putus sekolah pada 

tahun 2021 naik signifikan, namun tren HLS dan RLS selalu meningkat 

setiap tahunnya. Hal tersebut mengindikasikan keinginan masyarakat 

Provinsi DKI Jakarta dalam mengenyam pendidikan semakin besar. 

Dari aspek standar kelayakan hidup yang dapat diketahui melalui 

indikator PPP, dapat dikatakan terjadi perbaikan standar dimana nilai PPP 

pada tahun 2021 (Rp 2,34 juta) meningkat dibandingkan pada tahun 2020 

(Rp 2,26 juta). Kondisi perekonomian yang semakin baik dan pandemic 
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COVID-19 yang semakin terkendali ditengah pemberlakuan PPKM 

menjadikan geliat/roda ekonomi khususnya bagi masyarakat Provinsi DKI 

Jakarta semakin berputar. 

 

Gambar II-96 Nilai IPM Provinsi DKI Jakarta dan Nasional 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

Sehingga kemudian dengan peningkatan nilai dalam 3 (tiga) aspek 

IPM tersebut, maka IPM Provinsi DKI Jakarta dapat diprediksi mengalami 

kenaikan pada tahun 2022 seperti yang ditampilkan dalam Gambar II-96. 

Melalui BPS Provinsi DKI Jakarta (2022), dalam 5 tahun terakhir nilai IPM 

Provinsi DKI Jakarta selalu mengalami kenaikan dengan nilai IPM pada 

tahun 2022 mencapai 81,65. Nilai tersebut selain meningkat 0,66 poin dari 

tahun 2021, juga menjadikan Provinsi DKI Jakarta sebagai pemilik IPM 

tertinggi di Indonesia dengan status “Sangat Tinggi”. 

Meskipun secara nilai IPM terjadi peningkatan, namun persentase 

penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta tidak juga berkurang. Pada tahun 

2022 persentase penduduk miskin mencapai 4,69% atau turun 0,03% 

dibandingkan tahun sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, jumlah 

rumah tangga yang termasuk kategori miskin pun semakin tinggi. Melansir 

data dari BPS Provinsi DKI Jakarta (2022), jumlah orang miskin pada bulan 
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September 2022 (494,93 ribu) dibandingkan Maret 2022 (502,04 ribu orang 

atau 4,69 persen), jumlah penduduk miskin berkurang 7.110 orang atau 

turun 0,08 persen poin. Jika dibandingkan dengan September 2021 dengan 

jumlah penduduk miskin sebesar 498,29 ribu orang (4,67 persen), 

persentase penduduk miskin turun 0,06 persen poin. Sementara di tingkat 

Nasional, angka kemiskinan sebesar 9,57 persen atau naik sebesar 0,03 

persen poin bila dibandingkan Maret 2022. 

Kondisi perekonomian yang masih dalam masa pemulihan pandemi, 

tidak terserapnya pencari kerja secara maksimal dan pelonggaran PPKM 

menjadi faktor penurunan rumah tangga miskin pada tahun 2022. Gambar 

II-97 menampilkan Jumlah Rumah Tangga Miskin di Provinsi DKI Jakarta 

pada tahun 2022 (Data lebih rinci ditampilkan dalam Lampiran Tabel 34). 

 

Gambar II-97 Jumlah Rumah Tangga Miskin 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang diikuti dengan 

penurunan kemampuan belanja masyarakat Provinsi DKI Jakarta berimbas 

terhadap kepemilikan hunian. Sebagai wilayah dengan kepadatan paling 

tinggi sekaligus menjadi pusat perekonomian dan pemerintahan di 

Indonesia, DKI Jakarta menduduki peringkat pertama dalam aspek Harga 
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Tanah paling tinggi di Indonesia. Tingginya harga tanah menyebabkan 

harga hunian menjadi sangat tinggi dan seringkali tidak dapat terjangkau 

oleh masyarakat Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data dari BPS Provinsi 

DKI Jakata, hanya sekitar 40% warganya memiliki hunian sedangkan yang 

lainnya mengontrak, rumah dinas atau bebas sewa yang berasal dari subsidi 

pemerintah seperti yang ditampilkan pada Gambar II-98. 

 

Gambar II-98 Persentase Kepemilikan Hunian di Provinsi DKI 

Jakarta Tahun 2022 
Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

Sehubungan dengan hal tersebut, banyak hunian-hunian illegal yang 

dibangun dan ditinggali oleh masyarakat yang bahkan menempati bantaran 

sungai serta RTH. Hal tersebut dapat membebani lingkungan yang 

semestinya dapat menjadi ruang penyerapan karbon, wilayah penyimpanan 

air tanah hingga berpotensi terhadap pencemaran lingkungan khususnya 

terhadap aliran sungai karena umumnya hunian illegal tersebut tidak 

dilengkapi dengan fasilitas pengelolaan limbah yang memadai. 
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II.5.5 Responses 

Serupa dengan kondisi permasalahan lainnya, response yang 

digunakan untuk kondisi Perkotaan dapat disesuaikan dengan kondisi 

DPSIR yang dialami untuk Perkotaan. 

Untuk mengendalikan driving force perkotaan, responses yang dinilai 

tepat adalah penerapan berbagai kebijakan iyang bersifat preventif 

dan/atau bersifat sebagai persyaratan dalam melakukan/membangun 

sesuatu sebagai berikut: 

1. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.6 Tahun 2012 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Di 

dalamnya tercantum berbagai perwujudan kebijakan yang dituangkan 

dalam berbagai misi sebagai berikut: 

a. Misi 1: Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana 

Wilayah 

1) Peningkatan sistem transportasi terpadu berbasis angkutan umum 

massal dalam rangka peningkatan konektivitas sehingga 

mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan penerapan 

Kawasan pembatasan lalu lintas, dengan harapan dapat 

mengurangi emisi dari transportasi. 

2) Peningkatan ketahanan energi yang ramah lingkungan dan efisien 

melalui pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang 

memanfaatkan energi baru terbarukan. 

3) Peningkatan penyediaan perumahan layak dengan salah satunya 

pengembangan hunian vertikal untuk menghemat penggunaan 

lahan kosong yang dapat dimanfaatkan sebagai RTH. 

4) Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu dengan 

mengedepankan upaya Reduce, Reuse, Recycle (3R) di sumber 

serta sistem pengolahan sampah terpadu yang mengoptimalkan 

pengolahan sampah organik. 

b. Misi 2: Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas. 
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1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia Provinsi DKI Jakarta 

melalui berbagai kemudahan terhadap akses pendidikan dan 

pelatihan sehingga memiliki daya saing yang tinggi. 

2) Penguatan struktur perekonomian kota yang diikuti peningkatan 

pertumbuhan ekonomi kota dalam upaya perbaikan ekonomi dan 

pertumbuhan lapangan pekerjaan. 

c. Misi 3: Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya 

1) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan 

akses terhadap pelayanan kesehatan, perbaikan sistem kesehatan 

hingga pemeraataan dan pendayagunaan tenaga kesehatan untuk 

meningkatkan ketahanan masyarakat khususnya terhadap 

penyakit. 

2) Peningkatan kualitas pendidikan melalui akses pendidikan yang 

merata dan berbagai bentuk subsidi lainnya serta integrasi 

pendidikan dengan teknologi. 

d. Misi 4: Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan 

Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam 

1) Pemanfaatan ruang wilayah perkotaan yang berkualitas, khususnya 

untuk peningkatan RTH sebagai upaya penyerapan karbon dalam 

mengurangi polusi udara. 

2) Peningkatan kualitas lingkungan perkotaan melalui pengendalian 

sumber-sumber pencemaran, khususnya pengendalian terhadap 

sampah melalui kebijakan turunan lainnya berupa pembatasan 

penggunaan kantong belanja plastik, kampanye pengurangan 

sampah dari sumber dan lainnya. 

2. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.1 Tahun 2014 tentang 

Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. 

Merupakan kebijakan dalam merencanakan tata ruang wilayah hingga 

tingkat kecamatan serata terperinci sehingga berbagai pembangunan 

yang akan dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta harus sesuai dengan 

Zonasi yang telah ditetapkan dalam peraturan dimaksud. 
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3. Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Di dalamnya mengatur perlunya penerbitan izin lingkungan terhadap 

kegiatan yang berpotensi memberikan dampak buruk terhadap 

lingkungan berupa kewajiban AMDAL atau UKL/UPL atau SPPL sebagai 

bentuk kepastian, pengawasan dan kontrol terhadap kegiatan dimaksud. 

4. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.118 Tahun 2020 tentang Izin 

Pemanfaatan Ruang. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan pengetatan terhadap 

pemberian izin pemanfaatan ruang baik berupa Izin Prinsip Pemanfaatan 

Ruang (IPPR), Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan/atau izin 

pendukung lainnya. Untuk memperoleh perizinan tersebut, salah satu hal 

yang penting adalah pemanfaatan ruang dapat sesuai RDTR-PZ serta 

pihak yang melakukan pemanfaatan ruang dapat 

mempertanggungjawabkan bahwa kegiatannya tidak akan mencemari 

udara DKI Jakarta. 

5. Pengembangan Framework Jakarta Smart City 

Sehubungan dengan amanat Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.306 

Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pengelola Jakarta Smart City, Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan 

transisi untuk menjadi Kota Pintar (Smart City) pada tahun 2025 melalui 

program Jakarta Smart City (JSC). Program ini kemudian mengadopsi 

enam kategori berupa: (a)Smart Living; (b)Smart mobility; (c)Smart 

governance; (d)Smart environment; (e)Smart economy dan (f)Smart 

people. 

JSC dikembangkan dengan memanfaatkan sistem Informasi dan 

Teknologi (IT) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan 

perkotaan. Sehingga kemudian secara perlahan akan mengubah gaya hidup 

masyarakat Provinsi DKI Jakarta agar bertransformasi menjadi smart 

people. Tujuan besar dari pengembangan tersebut adalah integrasi 
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informasi dan data yang berkaitan dengan kehidupan perkotaan sehingga 

meningkatkan transparansi kepada masyarakat Provinsi DKI Jakarta. 

Sedangkan responses untuk impact dalam berbagai isu dalam 

perkotaan, khususnya permasalahan persampahan dan emisi dapat melalui 

upaya sebagai berikut : 

1. Salah satu usaha pengurangan sampah dilakukan melalui bank sampah. 

Pada tahun 2022 tercatat 2949 unit Bank Sampah di seluruh wilayah 

Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah pengurangan sampah sekitar 

8.738.063,34 kg/bulan atau 291,269 ton/hari.  (Data lengkap dapat 

dilihat pada Lampiran Tabel 48). Kapasitas pengurangan sampah dari 

bank sampah ini naik cukup signifikan dari 26,16 ton/hari pada tahun 

2021. Gambar II-99 menampilkan Jumlah Bank Sampah di Provinsi DKI 

Jakarta dan jumlah pengurangan sampah melalui bank sampah pada 

tahun 2022 per wilayah di Provinsi DKI Jakarta.  

 

 

Gambar II- 99 Jumlah Bank Sampah dan Jumlah Pengurangan 

Sampah (kg/bulan) per Wilayah di DKI Jakarta 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022 
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2. Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pengelolaan Sampah (ITF, BSF) 

Dengan kondisi sampah yang semakin tinggi jumlahnya yang tidak 

diiringi dengan peningkatan pelayanan pengangkutan dan kapasitas 

TPA, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Masterplan 

Pengelolaan Sampah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2023 tengah 

mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan 

Intermediate Treatment Facility (ITF). 

Pengembangan ITF merupakan Amanat dalam Permen PU No.3 Tahun 

2013 yang berfungsi sebagai peralihan sementara antara TPS dengan 

TPA/TPST sehingga dapat mengurangi jumlah sampah yang masuk ke 

TPA/TPST. Di dalamnya terdapat berbagai teknologi pengolahan 

sampah dengan prinsip pengolahan mekanik-biologis, termal-kimia 

serta 3R. Dengan mengusung Waste to Energy (WtE), sampah tersebut 

diharapkan tidak hanya dihilangkan namun juga memiliki manfaat 

khususnya dalam menghasilkan energi listrik. 

 

Gambar II-100 Perencanaan Pembangunan PLTSa Sunter 
Sumber: Alinea.id, 2023 

 

 Hingga saat ini Provinsi DKI Jakarta tengah mengembangkan 4 

(empat) PLTSa yang berlokasi di Sunter, Marunda, Cakung-Cilincing dan 

Duri Kosambi dengan kapasitas pengolahan di setiap lokasi mencapai 

2.000-2.200 ton sampah setiap harinya. 
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3. Jakarta Recycle Center (JRC) 

Merupakan sistem pengelolaan sampah yang berfokus pada pemilahan 

sampah dari sumbernya. Kegiatan JRC adalah inovasi kerja sama antara 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Osaki, Jepang 

yang mengikutsertakan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan 

persampahan. Berdasarkan UPSTDLH (2021) terdapat 3 (tiga) tahap 

pengembangan JRC dengan Tahap Pertama menargetkan keikutsertaan 

8.000 jiwa, tahap kedua 100.000 jiwa dan Tahap Ketiga 250.000 jiwa. 

Hingga saat ini, program telah diimplementasikan ke 4 (empat) area 

permukiman dengan total keikutsertaan 1.300 rumah di wilayah Bukit 

Mas dan Ozone, Bintaro, Taman Alfa Indah dan Bumi Pesanggarahan 

Mas yang keseluruhannya berada di Jakarta Selatan. 

 

Gambar II-101 Pelaksanaan JRC Provinsi DKI Jakarta 
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2021 

 

4. Integrasi Transportasi Publik dan Pengendalian Lalu Lintas 

Untuk membatasi dan/atau mengurangi penggunaan moda transportasi 

pribadi, Pemerintah DKI Jakarta melaksanakan berbagai kebijakan-

kebijakan yang kemudian dilakukan baik secara internal maupun 

eksternal sebagai berikut : 

a. Kebijakan Ganjil-Genap, untuk membatasi kendaraan bermotor yang 

dapat melintas di suatu ruas jalan berdasarkan angka terakhir plat 

nomor kendaraan sesuai dengan Pergub DKI Jakarta No.76 Tahun 

2020. Melalui peraturan ini, mobil dengan plat nomor genap hanya 
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dapat melintas pada ruas jalan tertentu pada saat tanggal genap dan 

begitupun sebaliknya untuk plat ganjil. Berdasarkan Kumala & 

Harintaka (2021), kebijakan ganjil genap berhasil menurunkan 

konsentrasi PM10 dan CO pada 66,55% dan 91,16 wilayah Provinsi 

DKI Jakarta. 

Selain itu hingga saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah 

menyusun peraturan mengenai Electronic Road Pricing (ERP) yang 

merupakan pemungutan retribusi secara elektronik untuk kendaraan 

tertentu pada sejumlah ruas di jam tertentu. Hal ini bertujuan agar 

masyarakat dapat mempertimbangkan penggunaan transportasi 

publik. 

b. Low Emission Zone 

Merupakan kebijakan pada suatu wilayah (cth. Kota Tua) untuk 

membatasi lalu lintas kendaraan bermotor dengan 

mengimplementasikan traffic engineering, hanya pejalan kaki, 

pesepeda dan transportasi public serta kendaraan berlabel special 

low emission saja yang dapat melewati wilayah tersebut. Hal ini 

dibuktikan dengan peningkatan kualitas udara (ISPU) di wilayah Kota 

Tua yang semula termasuk kategori medium menjadi kategori baik 

(Good). (Rendah Emisi Jakarta, 2021). 
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Gambar II-102 Lokasi Low Emission Zone di Wilayah Kota Tua 

Sumber : smartcity.jakarta.co.id, 2021 

 

 

c. Integrasi Fasilitas Transportasi Publik dan Kawasan Transit Oriented 

Development (TOD) 

Pengembangan TOD dalam mendukung pengembangan sistem 

angkutan umum massal hingga mendorong efisiensi struktur dan 

pengembangan kota yang berkelanjutan. Salah satunya adalah 

mengembangan  integrasi  titik  transit,  area  komersil,  area 

perkantoran serta area permukiman yang seluruhnya dapat 

dijangkau menggunakan sistem transportasi publik seperti 

Transjakarta, MRT dan LRT. 

 

Responses yang dinilai efektif terhadap State adalah melalui upaya 

pemantauan dan pengawasan terhadap kondisi Perkotaan di Provinsi DKI 

Jakarta. Upaya tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pengawasan pelaksanaan izin lingkungan 

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang berpotensi berdampak terhadap 

lingkungan diperlukan Izin Lingkungan sesuai PP No.22 Tahun 2021. 
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Pengawasan terkait Laporan Izin Lingkungan yang dilakukan berkala 

setiap 6 (enam) bulan sekali tersebut perlu dicermati oleh Pihak 

Berwenang agar dapat memantau dampak kegiatan terhadap 

lingkungan, khususnya dalam melakukan pengendalian terhadap 

timbulan sampah di Provinsi DKI Jakarta. 

2. Si Pepeng Paling Rukun 

Sistem Pendampingan Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga (Si 

Pepeng Paling Rukun) merupakan implementasi Peraturan Gubernur No. 

77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga, 

dilakukan upaya pengelolaan sampah yang berfokus dalam lingkup 

Rukun Warga yang merupakan lingkup terkecil sumber timbulan sampah 

domestik (sumber timbulan sampah dominan di Provinsi DKI Jakarta) 

melalui upaya pengurangan sampah berupa: a. pembatasan timbulan 

sampah, b. Perdauran ulang sampah dan c. Pemanfaatan kembali serta 

penanganan sampah berupa: a. Pengawasan pemilahan sampah, b. 

pengelolaan sampah dan c. Pengumpulan residu sampah. 

 

Gambar II-103 Logo Si Pepeng Paling Rukun 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2021 

 

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh suatu Bidang Pengelolaan 

Sampah lingkup RW yang tersusun atas Ketua Bidang, Seksi Operasional 

dan Seksi Sosialisasi dan Pengawasan serta melakukan koordinasi dengan 

Dinas Lingkungan Hidup setempat dalam rangka peningkatan partisipasi 

dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. 

Impact menandakan bahwa dampak yang dari kondisi (state) 

kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta telah berdampak tidak hanya terhadap 
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lingkungan, namun juga kesejahteraan manusia. Sehingga responses yang 

dinilai tepat adalah melalui bentuk perbaikan, rehabilitasi ataupun restorasi 

sebagai berikut: 

1. Pemberdayaan Masyarakat dan Bantuan Ekonomi 

Dalam proses konteks memperjuangkan pemerataan ekonomi, 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan program yang 

berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti kementerian dan lembaga lain 

seperti program padat karya yang menyerap tenaga kerja dan bantuan 

sosial bagi warga yang membutuhkan. Untuk sektor sosial, Pemprov DKI 

Jakarta telah menyediakan beberapa program bantuan seperti Kartu 

Pekerja Jakarta (KPJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu 

Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Bantuan Sosial dan Kartu Anak Jakarta. 

2. Landfill Mining 

Merupakan penambangan lahan urug zona tidak aktif TPA/TPST 

dengan karakteristik sampah yang sudah terdekomposisi agar bisa 

digunakan kembali sehingga memperpanjang masa pelayanan TPST 

dengan harapan dapat difungsikan untuk tujuan lingkungan lainnya. Proses 

yang dilakukan adalah penambangan, pengolahan dan pemanfaatan hasil 

penambangan yang salah satunya menjadi Refused Derived Fuel (RDF) 

sebagai alternatif bahan bakar karena nilai kalornya yang tinggi. 

Kegiatan ini sedang dilaksanakan pada TPA/TPST Bantargebang 

dengan target penambangan sampah 2.000 ton/hari di Zona IC, IV dan III 

sehingga diperkirakan akan memperpanjang umur pelayanan landfill di 

Zona IC dan IV hingga 1-2 tahun. 
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Gambar II-104 Penambangan Sampah (kiri) dan Proses 

Pengolahan Sampah dari Kegiatan Landfill Mining 
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2021 

 

3. Kegiatan Fisik oleh Instansi 

Untuk mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas perkotaan, 

beberapa kegiatan fisik dilaksanakan. Melalui Dinas Pertamanan dan 

Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta telah dilakukan kegiatan berupa 

Penataan Badan Air, Pemeliharaan Sirkulasi Air Kolam Ikan, Pembuatan 

Kompos (Area TMR, Kebun Bibit Srengseng dan Kebagusan), 

Pembersihan Saluran Air (Area TMR) dan pembersihan danau di area 

TMR (Danau L, Danau Filter, Danau Rakit, Danau Kramat dan Danau 

Nila). Secara lebih rinci ditampilkan dalam Lampiran Tabel 49. 

 

II.7 Tata Kelola 

Tata kelola lingkungan hidup atau Environmental governance 

merupakan suatu interaksi multi-level yang dilakukan dalam ranah 

kebijakan lingkungan. Tujuannya untuk mencapai pembangunan 

berkelanjutan. Permasalahan lingkungan seperti eksploitasi sumber daya 

yang tidak terkendali, selain mengakibatkan kelangkaan sumber daya, juga 

dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan. Meskipun demikian, 

permasalahan lingkungan memberikan suatu cara dalam memicu ide 

konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan (Muhammad, 2017). 
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Maka dari itu, pengelolaan lingkungan hidup khususnya pada wilayah DKI 

Jakarta melibatkan kerjasama sejumlah suku dinas di lingkup Provinsi DKI 

Jakarta dalam memberikan sejumlah kebijakan-regulasi untuk memberikan 

upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hubungan 

kausalitas antar aspek tata kelola dalam pengelolaan lingkungan dianalisis 

menggunakan pendekatan framework D-P-S-I-R seperti yang dapat dilihat 

pada Gambar II-105. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar II- 105 Konsep Analisis DPSIR Tata Kelola 

Sumber: Pengolahan Data, 2023 

Jasa Ekosistem dab Kesejahteraan Manusia 
 Perubahan kualitas lingkungan/ekosistem, Peningkatan 

binatang dilindungi 
 Pengaduan masyarakat yang diselesaikan, Kepercayaan 

masyarakat kepada Pemda & Lembaga LH  

Im
p
a
ct

 

State Lingkungan dan State Manusia 
 Jumlah dokumen lingkungan dikeluarkan, Jumlah perusahaan 

memiliki izin LB3, Nilai kualitas ekosistem (IKLH) 
 Inklusifitas, akuntabilitas, dan ketanggapan Lembaga LH, 

Jumlah personil Lembaga LH, Kualitas manusia Lembaga LH 
(status Pendidikan) 

S
ta

te
s 

Tekanan Lingkungan dan Kebiasaan Manusia 
 Ketaatan industri dalam pengelolaan lingkungan, 

Peningkatan air limbah industry dan pengelolaan limbah 
B3 industri, Pengembangan area pesisir dan garis pantai 

 Perilaku konsumtif, Gugatan kepada pemerintahan 

daerah, Pengaduan masyarakat 

P
re

ss
u
re

s 

 Produk hukum 

pengelolaan 
lingkungan hidup 

 Regulasi persetujuan 
teknis  

 Regulasi persetujuan 
teknis limbah B3 

 Anggaran 
pengelolaan 

pengendalian 
lingkungan hidup 

 Standar perekrutan 
tenaga teknis 

lembaga LH 
 Evaluasi dan 

peningkatan 
kapasitas 
pengelolaan LH 

 Program yang 
diinisiasi masyarakat 

 Kolaborasi multipihak 
dalam pengelolaan 

LH  

Sektor Ekonomi dan Sektor Sosial 
 Pertumbuhan kegiatan industry, Pertumbuhan hunian 

penduduk, Manufaktur dan perdagangan 
 Masyarakat perkotaan, Pusat bisnis dan pemerintahan, 

Urbanisasi 

D
ri
vi

n
g
 F

o
rc

e
s 

Responses 



 

 DIKPLHD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023 II-165 

 

II.6.1 Driving Force 

Tata kelola merupakan rangkaian proses yang menghubungkan dan 

menyelaraskan kebijakan, aturan, budaya, dan organisasi dalam mengelola 

sesuatu untuk mencapai tujuan. Tata kelola yang baik memerlukan 

kolaborasi berbagai pihak. tidak hanya instansi pemerintah namun juga dari 

masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan akademisi. Agar 

dinamika perkembangan perkotaan dapat berjalan dengan baik, maka 

diperlukan adanya tata kelola yang baik pula. 

Provinsi DKI Jakarta merupakan kota heterogenitas yang tinggi di 

berbagai aspek. Salah satunya yaitu aspek demografi atau kependudukan. 

DKI jakarta sebagai kota pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan, 

perkembangan Jakarta menstimulasi tingginya pertumbuhan penduduk di 

wilayah DKI Jakarta. Pada akhirnya hal ini terkait dengan jumlah penduduk 

DKI Jakarta yang terus meningkat. Menurut data Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil jumlah jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 

tercatat 11.330.838 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun 

0,66% dan kepadatan penduduk 17.136 jiwa/km2.  

Tingginya angka jumlah penduduk juga memicu meningkatnya 

kebutuhan-kebutuhan untuk melengkapi kehidupan manusia. Selain itu, hal 

tersebut juga memicu segala kegiatan perekonomian di berbagai sektor. Hal 

tersebut juga memicu terjadi industrialisasi yang pesat di DKI Jakarta yang 

memberikan kontribusi yang tinggi pada nilai Produk Domestik Bruto 

(PDRB). Berdasarkan kontribusi jenis lapangan usaha pada nilai Produk 

Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku per tahun 2022, sektor 

usaha ekonomi DKI Jakarta didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan 

Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (17%), Industri Pengolahan 

(12%), Konstruksi (11%), dan jasa-jasa (11%). Sedangkan dalam hal 

pemanfaatan hasil hutan, tidak ada kegiatan usaha di DKI Jakarta yang 

memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu seperti 

yang dapat dilihat pada lampiran Tabel 18 dan Tabel 19. Grafik kontribusi 

masing-masing sektor dapat dilihat pada Gambar II-106. 
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Gambar II-106 Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha 

DKI Jakarta Tahun 2022 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

DKI Jakarta memiliki nilai Produk Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar 

Harga Berlaku (ADHB) per tahun 2022 sebesar Rp 3.186.469.913. 

Dibandingkan pada nilai PDRB ADHB tahun sebelumnya (2021) mengalami 

peningkatan sebesar 8,53 %. Sedangkan pada nilai Produk Domestik Bruto 

(PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2022 sebesar Rp. 

1.953.455.853 dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami 

kenaikan 4,97%. Tren Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK Provinsi DKI 

Jakarta per tahun dapat dilihat pada Gambar II-107 dengan detail lebih 

lanjut Lampiran Tabel 56 dan Tabel 57. 
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Gambar II-107 Rekapitulasi PDRB ADHB dan ADHK Tahun 2017-
2022 DKI Jakarta 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

 

Gambar II-108 Perbandingan Anggaran Pengelolaan Lingkungan 
Hidup DKI Jakarta tahun 2021-2022 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

Adanya industrialisasi yang pesat di DKI Jakarta memicu 

dikeluarkannya berbagai dokumen izin lingkungan. Sepanjang tahun 2022, 
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terdapat total 1925 dokumen izin lingkungan yang diterbitkan melalui Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. 

Dokumen izin lingkungan yang diterbitkan diantaranya adalah dokumen 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL), 

Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Dokumen Evaluasi 

Lingkungan Hidup (DELH), dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(DPLH). Data jumlah masing-masing dokumen izin lingkungan dapat dilihat 

pada Gambar II-109 dan lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 41. 

 

 

Gambar II-109 Jumlah Dokumen Izin Lingkungan di DKI Jakarta 

Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) DKI Jakarta, 2022 

 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini adalah Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta memiliki peranan penting dalam 

upaya pencegahan dampak lingkungan dari kegiatan pembangunan 
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tersebut. Melalui komisi penilai Amdal Provinsi DKI Jakarta, Dinas 

lingkungan hidup melakukan penilaian terhadap analisis mengenai 

dampak lingkungan. Jumlah pemrakarsa kegiatan yang dinyatakan tidak 

taat pada tahun 2022 terdapat total 939 (61%) dan yang dinyatakan taat 

sebanyak 599 (39%) pemrakarsa kegiatan. Pemrakarsa kegiatan yang 

dinyatakan tidak taat tersebut tersebar pada 3 kategori, yakni pasif 

konstruksi (58 pemrakarsa), pasif operasi (618 pemrakarsa), dan aktif 

dinas (263 pemrakarsa). Perbandingan pemrakarsa kegiatan taat/tidak 

taat dapat dilihat pada Gambar II-110 dengan rincian pemrakarsa kegiatan 

dapat dilihat pada Lampiran Tabel 43, 43a, 43b. Selain dokumen izin 

lingkungan yang baru dikeluarkan tahun 2022, terdapat juga pengawasan 

terhadap industri yang sudah ada di DKI Jakarta. pengawas ini yang 

menjadi pemicu atau pendorong untuk peningkatan tata kelola di DKI 

Jakarta. Banyaknya jumlah pemrakarsa yang tidak taat bisa jadi 

dikarenakan pasca Covid, perusahaan lebih memprioritaskan untuk 

bertahan (resilience), mempertahankan SDM yang ada dan bangkit 

kembali. 

 

Gambar II-110 Hasil Pengawasan Izin Lingkungan di DKI Jakarta 
Sumber: : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022 
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II.6.2 Pressure 

Tata kelola yang baik akan dirasakan oleh seluruh warga DKI Jakarta 

begitu pula apabila terdapat kekurangan yang dirasakan masyarakat. 

Adanya pemicu berupa Kegiatan industri yang tidak taat berkaitan dengan 

kelalaian dalam melakukan pelaporan hasil monitoring pelaksanaan 

kegiatan secara berkala dan/atau tidak memenuhi persyaratan pengelolaan 

lingkungan yang telah ditetapkan. Beberapa diantaranya dapat memberikan 

kerusakan lingkungan yang berbeda secara signifikan dari rona lingkungan 

awal. Maka, akan timbulnya pressure dari masyarakat kepada pihak terkait 

yang berpotensi dan/atau merusak lingkungan. Pada tahun 2022, terdapat 

sejumlah pengaduan yang dilaporkan terkait dengan pengelolaan 

lingkungan hidup. Pengaduan sebanyak 1597 diterima melalui 12 kanal 

Aduan dengan aduan terbanyak dari kanal aplikasi JAKI (Jakarta Kini) (Tabel 

II-12). Topik-topik yang diajukan beragam dengan detail lebih lanjut dapat 

dilihat pada Tabel II-11 dan Lampiran Tabel 50.  

 

Tabel II-9 Pengaduan Masyarakat Terkait Isu Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

No Topik 

1 Gangguan ketentraman dan ketertiban 

2 Hubungan Kepegawaian 

3 Pencemaran Lingkungan 

4 Sampah 

5 Jaringan Air Bersih 

6 Kendaraan Truk/Motor sampah parkir sembarangan 

7 Perizinan Bidang Lingkungan Hidup 

8 Fasilitas Umum 

9 Saluran Air, Kali/Sungai 

10  Sanitasi dan Keamanan Pangan 

11 Tata Ruang dan Bangunan 

12 Gangguan dan Sisa Proyek 

about:blank
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No Topik 

13 Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Kelurahan 

14 Pelayanan Administrasi 

15 Pelayanan Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 

16 Penanganan Banjir 

17 Perizinan Bidang Lingkungan Hidup 

18 Rumah Susun/Hunian Vertikal 

19 Sumur Resapan 

20 Taman 

21 Pohon 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Prov DKI Jakarta, 202 

Tabel II-10 Jumlah aduan per kanal di DKI Jakarta Tahun 2022 

Kanal Aduan Jumlah Aduan 

Aduan Biro Pemerintahan 13 

Aduan Kelurahan 1 

Aduan Walikota 4 

Aspirasi Publik Media Masa 5 

Aspirasi Publik Media Massa 5 

Email 100 

Facebook 18 

JAKI 1.284 

Pendopo Balaikota 3 

SMS Center 4 

SP4N Lapor 11 

Twitter 147 

Twitter Gubernur 1 

Twitter Wakil Gubernur 1 

Total 1.597 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Prov DKI Jakarta, 2022 

II.6.3 State 

Tata Kelola lingkungan hidup di DKI Jakarta dilakukan oleh 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan hidup Provinsi 

DKI Jakarta dengan didukung oleh sejumlah multisektor suku dinas yang 

tersebar di setiap Kab/Kota Administrasi DKI Jakarta.  Dalam menjalankan 
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tugasnya, instansi Suku Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta didukung oleh 

personil-personil dengan latar belakang pendidikan yang mendukung. 

Sumber Daya Manusia yang baik akan menghasilkan kebijakan dan proses 

pengelolaan lingkungan hidup yang baik.  Tingkat pendidikan personil 

Lembaga Pengelolaan Lingkungan Hidup di DKI Jakarta terdiri dari tingkat 

SLTA sampai dengan level Master (S2) (Gambar II-111 dan Tabel 52).  

 

 

Gambar II-111 Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup 

Menurut Tingkat Pendidikan 
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

Staf fungsional bidang lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup, dalam 

menunjang kinerjanya beberapa diantaranya sudah dibekali dengan 

pendidikan  dan  pelatihan  (Diklat)  dalam  rangka  mengembangkan 

kompetensi pegawai. peningkatan pengetahuan dan keterampilan 

diperlukan dalam rangka mengantisipasi masalah lingkungan yang semakin 

kompleks. Masalah lingkungan yang terus mengalami perkembangan 

misalnya pemanasan global dan perubahan iklim, material limbah B3 

(limbah berbahaya dan beracun), energi terbarukan dan sebagainya. Data 

mengenai jumlah personil lembaga pengelola lingkungan hidup menurut 

tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar II-111 dan Lampiran Tabel 
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52. Sedangkan jumlah staf fungsional bidang lingkungan dan staf yang telah 

mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) dapat dilihat pada Gambar II-

112 dan Lampiran Tabel 53. 

 

 

Gambar II-112 Staf Fungsional Bidang Lingkungan Hidup Yang 

Telah Mengikuti Diklat 
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

Industri yang telah berjalan dapat memberikan sejumlah 

permasalahan lingkungan, salah satunya adalah dampak yang diberikan 

dari limbah B3 yang tidak dikelola dengan baik. Bahan berbahaya dan 

beracun atau B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena 

sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, 

dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan 

hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah B3 sendiri merupakan sisa 

suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 (PP RI No. 22 tahun 

2021). 

Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup 

reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, 
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pengolahan, dan penimbunan limbah B3 yang bertujuan untuk mencegah 

dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 

yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas 

lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali. Pada 

tahun 2022, terdapat 176 pemrakarsa kegiatan yang mendapat izin 

mengelola limbah B3. Rincian jenis izin yang dikeluarkan tersebut 

diantaranya adalah izin penyimpanan sementara 176 pemrakarsa. 

Terjadinya penurunan izin penyimpanan sementara bukan karena tidak 

taatnya pemrakarsa tetapi perusahaan yang berinvestasi di DKI Jakarta 

pasca covid juga menunjukkan tren menurun. karena izin penyimpanan 

sementara berlaku 5 tahun. Tren jumlah pemrakarsa kegiatan atau 

perusahaan yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 dapat dilihat pada 

Gambar II-113 dengan detail lebih lanjut pada Lampiran Tabel 42. 

 

 

Gambar II-113 Perusahaan yang Memiliki Izin Pengelolaan 

Limbah B3 
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022 
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II.6.4 Impact 

Tata kelola yang tidak baik dapat menurunkan kualitas lingkungan. 

Kualitas lingkungan DKI Jakarta dan provinsi-provinsi di Indonesia dapat 

dinyatakan dalam satuan nasional dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

(IKLH). IKLH merupakan indikator penentuan kualitas lingkungan hidup di 

Indonesia yang dihitung dengan mengadopsi perpaduan konsep IKL dan 

EPI. Terdapat empat indikator dalam penilaian dengan bobot penilaian IKLH 

untuk penilaian IKLH Provinsi diantaranya adalah 34% Indeks Kualitas Air 

(IKA), 42,8% Indeks Kualitas Udara (IKU), 13,3% Indeks Kualitas Tutupan 

Lahan (IKTL), dan 9,9% Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) (DLH Provinsi DKI 

Jakarta, 2022). Tren IKLH DKI Jakarta, semakin lama semakin membaik 

dan sudah diatas target IKLH DKI Jakarta pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022 yaitu pada 

tahun 2022 target IKLH DKI adalah 52,46. 

 

Gambar II-114 Tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 
DKI Jakarta 2016-2022 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) disusun sebagai alat ukur 

untuk menggambarkan target dan ukuran pencapaian sehingga dapat 
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merefleksikan sejauh mana hubungan pembangunan suatu wilayah 

terhadap lingkungan. Sehingga dalam hal ini, IKLH dapat digunakan sebagai 

alat ukur dan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat 

merepresentasikan tata kelola lingkungan hidup DKI Jakarta. Nilai IKLH 

ditargetkan meningkat secara berturut-turut setiap tahunnya. Pada tahun 

2022, nilai IKLH DKI Jakarta adalah 54,65 dengan klasifikasi IKLH ‘sedang’. 

Dengan nilai tersebut, IKLH pada DKI Jakarta telah meningkat 0,4% di 

bandingkan sebelumnya (Tahun 2021) sebesar 54,43. Tren nilai IKLH DKI 

Jakarta setiap tahunnya dapat dilihat pada Gambar II-114. 

Tata kelola lingkungan DKI Jakarta secara garis besar dapat ditinjau 

dari nilai IKLH. Pada komponen udara, tingginya polutan SO2 pada sejumlah 

titik sampling di DKI Jakarta mengindikasikan banyaknya kegiatan 

pembakaran bahan bakar yang dapat berasal dari kegiatan rumah tangga, 

tempat kuliner, dan industri. Sedangkan parameter NO2 dapat menunjukkan 

mobilitas penduduk DKI Jakarta yang cukup tinggi. Kualitas udara yang baik 

menjadi indikator suatu ekosistem masih dalam kondisi yang layak sebagai 

tempat tinggal. Maka dari itu dalam sistem perhitungan IKLH, IKU memiliki 

peran pembobotan yang paling besar. 

Pada komponen air, terdapat beberapa titik yang memiliki nilai kualitas 

yang melebihi baku mutu. Pada parameter TSS, nilai kualitas TSS yang 

tinggi dapat mengindikasikan akumulasi sedimen/lumpur yang dapat 

berasal dari faktor aktivitas manusia. Hal ini menunjukkan kegiatan yang 

intensif masih cukup tinggi dilaksanakan di sekitar sungai. Disisi lain, pada 

parameter mikrobiologi, tingginya jumlah fecal coliform dapat 

mengindikasikan badan air telah terkontaminasi tinja bahkan sejak titik hulu 

dan semakin tinggi bermuara di titik hilir. Sedangkan pada indikator air laut, 

kualitas yang baik dapat mendukung kepentingan biota laut. Pada unsur 

yang kerap ditemukan, yakni material sejenis lumpur, fitoplankton, 

zooplankton, tumbuhan dan hewan laut yang dapat terancam sebagai 

akibat kegiatan manusia domestik dan industri di sekitar pesisir. 

Pada komponen kualitas lahan, perhitungan dilakukan pada 
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perbandingan luas penggunaan/tutupan lahan vegetasi hutan terhadap 

penggunaan lahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2022. Berdasarkan hasil 

kondisi tutupan lahan DKI Jakarta tahun 2022, didapatkan luas tutupan 

hutan adalah 647,42 (Ha) dari total luas wilayah administrasi DKI Jakarta 

adalah 66.060,3 Ha. 

Pengelolaan lingkungan yang buruk dapat memberikan kerusakan 

lingkungan dapat dikatakan sebagai bencana yang merugikan masyarakat, 

tidak hanya dalam lingkungan ekonomi namun juga pada kehidupan 

manusia. Tata kelola lingkungan yang berkelanjutan dapat tercapai melalui 

koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Tata kelola yang baik juga 

akan memberikan kondisi terciptanya kehidupan yang seimbang tanpa 

merusak keberlanjutan sistem alam dan lingkungan. 

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 

Fauna and Flora (CITES) adalah perjanjian konservasi global yang mengatur 

perdagangan internasional terhadap spesies tanaman dan hewan yang 

dilindungi untuk memastikan kelangsungan hidup mereka di alam liar 

adalah cukup sehingga memberikan kebermanfaatannya bagi kehidupan 

masyarakat lokal dan lingkungan global. Saat ini, CITES merupakan 

perjanjian yang mengikat secara hukum antara 182 pihak yang terdiri atas 

181 negara dan Uni Eropa yang menetapkan aturan internasional untuk 

perdagangan hewan dan tumbuhan liar (United Nations, 2016) 

Pada tanggal 15 Desember tahun 1978, Pemerintah Indonesia 

mengesahkan Keppres Nomor 43 Tahun 1978 Tentang Pengesahan 

Convention on International Trade on Endangered Species on Wild Flora 

and Fauna (CITES). Sehingga secara resmi Pemerintah Indonesia telah 

resmi meratifikasi CITES yang sebelumnya ditandatangani pada tanggal 3 

Maret 1973 di Washington. CITES telah menetapkan lebih dari 33.000 

spesies terancam untuk dilindungi dengan berbagai tingkatan. Seluruh 

spesies terancam punas tersebut terdapat pada 3 appendiks yang diatur 

sesuai dengan tingkat kepunahannya. Pada wilayah Provinsi DKI Jakarta, 

pemerintah telah melakukan pendataan perdagangan satwa dan 
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tumbuhan yang merujuk pada daftar dilindungi oleh appendiks CITES. 

Hasilnya pada tahun 2022, dari total 329 spesies yang diperdagangkan, 

38% diantaranya termasuk dalam appendiks CITES. Sejumlah 

perbandingan jumlah satwa dan tumbuhan yang dilindungi pada tahun 

2022 dapat dilihat pada Gambar II-115 dengan rincian masing-masing 

satwa dan tumbuhan yang diperdagangkan dapat dilihat pada Lampiran 

Tabel 20. 

 

Gambar II-115 Perdagangan Satwa dan Tumbuhan Yang 
Termasuk Appendix CITES 

Sumber: Balai Konservasi Sumber Daya Alam, 2020 

 

II.6.5 Responses 

Tata kelola lingkungan melibatkan kolaborasi stakeholder dalam 

menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Perencanaan dan 

pembangunan fisik adalah strategi perencanaan lingkungan dan tata ruang, 

rancang kota, sarana kota, prasarana kota, perencanaan teknis reklamasi, 

transportasi, pengelolaan lingkungan hidup, dan strategi pemugaran urban 

heritage. Arah dari pembangunan di Jakarta adalah pengembangan sistem 

yang lebih berwawasan lingkungan. Karena memperhatikan suatu 

kepentingan dengan kepentingan lain, hubungan suatu faktor lingkungan 



 

 DIKPLHD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023 II-179 

 

dengan faktor lingkungan lainnya, serta ketergantungan suatu masalah 

dengan masalah lainnya yang mungkin timbul di kemudian hari (Suprijanto, 

1996). Upaya pengurangan laju kerusakan dan pemulihan lingkungan terus 

dilakukan dan evaluasi oleh badan pengelolaan lingkungan hidup khususnya 

dalam lingkup Provinsi DKI Jakarta. 

Respon atau responses adalah jawaban, balasan, atau tanggapan 

(reaksi) dari untuk usaha perbaikan terhadap aksi yang terjadi. Respon 

dalam  menanggapi  driving  forces  merupakan  usaha  reaksi  untuk 

mengendalikan stimulus penggerak yang dapat dilakukan melalui kebijakan 

atau keputusan ekonomi yang secara langsung mempengaruhi driving 

forces (EPA, 2015) dari tata kelola di Jakarta. Untuk mencapai tujuan dari 

peningkatan mutu dalam pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta telah melakukan usaha-usaha dalam melakukan 

integrasi antar program dalam jangka pendek maupun menengah sesuai 

dengan target kurun waktu yang direncanakan. 

Respon dalam mengganti driving force pada konteks tata kelola 

lingkungan Provinsi DKI Jakarta dipertimbangkan dalam penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD 

merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang 

memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan 

keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat 

daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka 

waktu 5 tahun. Pada tahun 2022, acuan dari RPJMD yang digunakan adalah 

periode kurun waktu 2017-2022. Penyusunan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 

Tahun 2017-2022 berpedoman pada ketentuan peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017. 

Salah satu yang menjadi fokus RPJMD DKI Jakarta Tahun 2017-2022 

tentang kaitannya terhadap tata kelola adalah perwujudan dari kegiatan 

strategi daerah dalam mewujudkan Kota Lestari yang dilakukan melalui 

pendekatan pendataan kawasan permukiman dan penyediaan Ruang 

Terbuka Hijau (RTH). Dalam usaha untuk menjaga luasan area vegetasi, 



 

 DIKPLHD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023 II-180 

 

sejumlah taman kota dan cagar alam diusahakan untuk dipertahankan 

bahkan ditingkatkan. Dalam proses pengawasan terhadap pemanfaatan 

jasa lingkungan dan wisata alam, terdapat TWA Angke Kapuk yang memiliki 

luas 99,82 Ha yang berada di bawah pengawasan Balai Konservasi Sumber 

Daya Alam Provinsi DKI Jakarta dengan rincian yang dapat dilihat pada 

Lampiran Tabel 21. 

Pada tahun 2022, dari total dilakukan pengawasan terhadap izin 

lingkungan yang tengah berjalan terhadap 315 perusahaan, 263 (83,44%) 

diantaranya termasuk dalam golongan tidak taat. Maka pemerintah 

mengeluarkan sejumlah produk hukum yang diantaranya berupa Peraturan 

Gubernur, Peraturan Daerah, dan Keputusan Gubernur. Dalam 

perbandingan jumlah, jumlah produk hukum yang diterbitkan pada tahun 

2022 tidak ada sedangkan 2021 memiliki 16 jumlah produk hukum. Detail 

perbandingan jumlah produk hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup 

dan kehutanan dapat dilihat pada Gambar II-116 dengan detail topik dari 

pada jenis produk hukum dapat lihat pada Lampiran Tabel 58. 

 

Gambar II-116 Perbandingan Jumlah Produk Hukum Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 
Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 



 

 DIKPLHD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023 II-181 

 

Respon dalam lingkup tata kelola untuk menanggapi pressure 

merupakan tanggapan yang dilakukan untuk mengendalikan tekanan 

melalui peraturan atau teknologi yang membatasi aktivitas manusia atau 

keputusan yang dirancang untuk mengubah perilaku manusia. Respon pada 

pressure juga dapat dirancang untuk memodifikasi perilaku individu 

manusia yang berkontribusi pada risiko kesehatan (EPA, 2015). 

Dalam menanggapi pressure dari tata kelola, langkah-langkah respon 

yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta pada 

industri yang tidak taat adalah dengan melakukan investigasi dan verifikasi 

terhadap pelaksanaan industri tidak taat terkait. Hasil verifikasi lapangan 

terhadap kegiatan usaha tersebut kemudian digunakan untuk memberikan 

sanksi dimulai dari sanksi pemberian peringatan untuk melakukan 

perbaikan hingga pelarangan izin operasi. 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

mengatur mengenai persetujuan lingkungan; perlindungan dan 

pengelolaan mutu air; perlindungan dan pengelolaan mutu udara; 

perlindungan dan pengelolaan mutu laut; pengendalian kerusakan 

lingkungan hidup; pengelolaan limbah B3 dan pengelolaan limbah non B3; 

data penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup; sistem informasi 

lingkungan hidup; pembinaan dan pengawasan; dan pengenaan sanksi 

administratif (PP RI No. 22, 2021). 

Pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup yang dilakukan 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merujuk pada pemberlakukan PP RI No 22 

Tahun 2021 dilakukan untuk menjamin ketentuan yang telah ditetapkan 

dalam tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan 

sesuai dengan perencanaan dan akan mendapatkan konsekuensi apabila 

terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan 

terhadap kewajiban pada Persetujuan Lingkungan dalam Perizinan 

Berusaha atau Persetujuan Pemerintah yang diterbitkan. Penegakan hukum 

juga dilakukan dengan prinsip ultimum remedium dan melalui tahapan 
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penerapan Sanksi Administratif. 

Dalam menanggapi sejumlah pengaduan permasalahan pengelolaan 

lingkungan hidup, pemerintah daerah DKI Jakarta memberikan kemudahan 

aksesibilitas masyarakat DKI Jakarta melalui program Citizen Relations 

Managementi (CRM) guna menyukseskan Jakarta Smart City. Proses 

pengaduan CRM ini dapat dapat diakses pada 14 kanal milik DKI Jakarta, 

diantaranya adalah: JAKI (Jakarta Kini), Qlue, twitter @DKIJakarta, 

Facebook Pemprov DKI Jakarta, surat elektronik dki@jakarta.go.id, balai 

warga jakarta.go.id, media sosial Gubernur DKI Jakarta, SMS lapor 1708, 

SMS 08111272206, kantor kelurahan, kantor kecamatan, kantor walikota, 

pendopo balai kota, kantor inspektur. Pada tahun 2022 terdapat sejumlah 

pengaduan pengelolaan lingkungan dengan berbagai topik yang diadukan 

oleh sejumlah pihak masyarakat dengan status pengaduan adalah selesai 

ditindaklanjuti seluruhnya. Data terkait dengan akses yang digunakan 

masyarakat untuk melakukan pengaduan, diengkapi dengan detail topik 

yang diadukan dapat dilihat pada Tabel II-13 dan Lampiran Tabel 50. 

Respon juga dapat berdampak langsung kepada state atau keadaan 

lingkungan, kondisi manusia, atau kesehatan manusia (EPA, 2015). Dalam 

menanggapi state pada tata kelola DKI Jakarta, usaha yang telah dilakukan 

diantaranya adalah dengan melakukan penganggaran (APBD) yang 

digunakan untuk merespon isu lingkungan hidup. Diketahui pendapatan asli 

DKI Jakarta pada tahun 2022 adalah Rp 67.287,72 M dengan detail sumber 

anggaran dapat dilihat pada Gambar II-118 dan Lampiran Tabel 60. 

Berdasarkan pendapatan DKI Jakarta pada tahun 2022 tersebut, telah 

dilakukan penganggaran untuk membantu pengelolaan lingkungan hidup 

sebesar Rp 5.543.373.079.332 Meskipun demikian, jumlah anggaran yang 

direalisasikan adalah Rp 4.650.129.800.950.  Detail dari penetapan sektor 

dalam pengangguran APBD bidang lingkungan hidup dapat dilihat pada 

Gambar II-117 dengan detail yang dapat digunakan pada Lampiran Tabel 

59. 

mailto:dki@jakarta.go.id
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Gambar II-117 Peruntukan Anggaran Pengelolaan Lingkungan 
Hidup DKI Jakarta 

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI 
Jakarta, 2022 

 

 

Gambar II-118 Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

Tanggapan juga dapat dirancang untuk mengukur atau mengimbangi 

dampak sosial dan ekonomi dari kondisi manusia pada kesejahteraan 

manusia (EPA, 2015). Dalam menjalankan proses pengelolaan lingkungan, 
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keterlibatan berbagai pihak termasuk masyarakat merupakan penting guna 

mendukung tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Setidaknya, 

terdapat 29 LSM yang hadir pada pengelolaan lingkungan pada tahun 2022 

dengan detail aksi yang dilakukan dapat dilihat pada lampiran Tabel 51. 

Tabel II-11 Jumlah LSM Lingkungan Hidup DKI Jakarta 

No. Nama LSM Lokasi 

1 Divers Clean Action  Depok  

2 Rumah Sosial Kutub  Jakarta Selatan  

3 Wahana Visi Indonesia  Jakarta Pusat  

4 Eco Enzyme Nusantara  Jakarta Timur  

5 WWF Indonesia  Jakarta Selatan  

6 Yayasan Tunasmuda Care (T.CARE)  Jakarta Timur  

7 Yayasan Rumah Zakat  Bandung  

8 Aksi Cepat Tanggap (ACT)  Jakarta Selatan  

9 Yayasan Rumah Sosial Kutub  Jakarta Selatan  

10 Yayasan Filantra  Jakarta Selatan  

11 ICLEI  Germany  

12 Vital Strategies  USA  

13 World Resource Institute Indonesia  Jakarta Selatan  

14 Lab Tanya  Tanggerang Selatan  

15 Yayasan Kehati  Jakarta Selatan  

16 Flora Fauna Internasional  Cambridge  

17 C40  New York  

18 CityNet  Bekasi  

19 Yayasan Rumah Pelangi  Tangerang  

20 Green Building Coincil Indonesia  Jakarta Selatan  

21 World Wide Fund for Nature Indonesia  Jakarta Selatan  

22 Institute for Transportation and Development 
Policy  

Jakarta Pusat  

24 United Cities and Local Governments Asia Pacific 
(UCLG ASPAC)  

Jakarta Pusat  

25 Dewan Transportasi Kota Jakarta  Jakarta Pusat  

26 International Council for Local Environmental 

Initiatives (ICLEI)  

Jakarta Selatan  

27 Clean Air Asia  
 

28 Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)  Jakarta Selatan  

29 Yayasan Mandala Katalika  Jakarta Selatan  

Sumber: Dinas Lingkungan Hiduo Prov DKI Jakarta, 2022 

Sebagai wilayah dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, upaya – 
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upaya yang diberikan untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan tidak 

hanya berasal dari Pemerintah Provinsi Daerah DKI Jakarta, namun 

beberapa diantaranya dapat berasal dari masyarakat. Terdapat 79 kegiatan 

atau program yang diinisiasi masyarakat untuk membantu dalam 

pengelolaan lingkungan hidup. Daftar kegiatan dan instansi terkait dapat 

dilihat pada Lampiran Tabel 55. 

Tata kelola dapat terjalin dengan baik dengan melibatkan berbagai 

stakeholder termasuk masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting 

dalam mendukung pengawasan lingkungan. Oleh karena itu Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta memberikan penghargaan kepada orang/ kelompok/ 

organisasi upaya-upaya yang dilakukan dalam peningkatan pengelolaan 

lingkungan. Pada tahun 2022, terdapat total 102 penghargaan yang 

diberikan atas jasa lingkungan yang diberikan terhadap peningkatan mutu 

lingkungan DKI Jakarta. Daftar penerima penghargaan dan instansi yang 

memberikan dapat dilihat pada Tabel II-15 dengan detail pada Lampiran 

Tabel 54.  
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Tabel II-12 Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup DKI 

Jakarta 

No Nama Penghargaan Jumlah Pemberi Penghargaan 

1 Adiwiyata 3 Pemerintah Pusat KLHK 

2 Adiwiyata Tk Mandiri 1 Pemerintah Pusat KLHK 

3 Adiwiyata Tk Provinsi 21 Pemerintah Daerah 
(Gubernur) 

4 Bank Sampah Terbaik 6 Pemerintah Daerah 
(Gubernur) 

5 Penggiat Maggot Terbaik 3 Pemerintah Daerah 
(Gubernur) 

6 Proklim 18 Pemerintah Daerah 

(Gubernur) 

7 Pengelolaan Sampah 

Lingkup RW 

14 Pemerintah Daerah 

(Gubernur) 

8 Kalpataru Nasional 1 Pemerintah Pusat (KLHK) 

9 Partisipan Uji Emisi 

Terbaik 

1 Pemerintah Daerah 

(Gubernur) 

10 Tempat Uji Emisi Terbaik 2 Pemerintah Daerah 

(Gubernur) 

11 Penghargaan Jakarta 

Ber-Kantong Belanja 
Ramah Lingkungan 

5 Pemerintah Daerah 

(Gubernur) 

12 Adipura 6 Pemerintah Pusat (KLHK) 

13 Proklim Nasional 16 Pemerintah Pusat (KLHK) 

14 Proklim Lestari 1 Pemerintah Pusat (KLHK) 

Jumlah 102  

Sumber: Dinas Lingkungan Hiduo Prov DKI Jakarta, 2022
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BAB III  

ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 

 

III.1 Proses Perumusan Isu Prioritas 

Menurut Sugiyono (2019) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif 

dan Kualitatif dan R&D. Hasil kerangka konseptual adalah indikator yang 

merupakan alat bantu untuk mendapatkan informasi dari sebuah sistem 

yang spesifik. Dalam manajemen lingkungan terdapat beberapa kerangka 

konseptual yang telah diakui, misalnya Pressure State Response/PSR 

(OECD, 1994), Driving Force-State-Response/DSR (UNCSD, 2001), Driving 

Force-Pressure-State-Impact-Response/DPSIR (EEA, 1999). DPSIR ini 

adalah sebuah kerangka untuk mengorganisir sebuah informasi dan data 

tentang kondisi lingkungan hidup. Kerangka konseptual DPSIR 

direkomendasikan karena kemampuannya menyederhanakan informasi dan 

telah banyak digunakan sebagai alat analisis dalam manajemen lingkungan 

(Kristensen, 2004). DPSIR sangat diterima kalangan pemangku kepentingan 

di bidang lingkungan. Hal tersebut dikarenakan DPSIR mempunyai tingkat 

fleksibilitas yang ditinggi ditinjau dari metodologi ilmiah. Sebagaimana telah 

disebutkan dalam Bab I bahwa muatan atau substansi Laporan Dokumen 

IKPLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 menggunakan kerangka kerja 

DPSIR (Drivers-Pressures-State-Impact-Responses).  

 

III.1.1. Penjaringan Isu Prioritas 

Hasil analisis isu lingkungan hidup melalui metode DPSIR pada 

pembahasan Bab II kemudian dikaji untuk melakukan penjaringan isu 

strategis lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dilakukan 

penjaringan ini adalah untuk memperoleh daftar panjang isu strategis dari 

berbagai aspek yang relevan dengan kondisi lingkungan hidup di Provinsi 

DKI Jakarta selama periode perencanaan.  

Daftar panjang isu strategis menjadi acuan awal untuk mengetahui 
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isu-isu terkini dalam pembangunan wilayah Provinsi DKI Jakarta yang dapat 

mempengaruhi kondisi lingkungan hidup secara langsung maupun tidak 

langsung. Serta, bersama dengan para pemangku kepentingan 

(stakeholder) Provinsi DKI Jakarta, dilakukan verifikasi daftar isu strategis 

yang kemudian dikelompokan sesuai dengan jenis isu yang berkorelasi 

melalui diskusi bersama. Berdasarkan hasil diskusi tersebut, dihasilkan 13 

isu lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta yang terdiri sebagai berikut: 

1. Minim daerah resapan air dan Ruang Terbuka Hijau 

2. Penurunan muka tanah 

3. Peningkatan kerusakan ekosistem laut (padang lamun & terumbu 

karang) 

4. Pencemaran air situ/waduk 

5. Penurunan kualitas air tanah 

6. Pencemaran udara 

7. Banjir 

8. Bencana kebakaran 

9. Bencana tanah longsor 

10. Belum optimalnya pengelolaan sampah 

11. Sistem transportasi massal yang belum ramah lingkungan 

12. Penyebaran wabah penyakit 

13. Pemukiman kumuh dan padat 

 

III.1.2. Penetapan Isu Prioritas 

Penentuan isu prioritas didapatkan berdasarkan data-data dan 

analisis kondisi lingkungan hidup daerah yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Proses penentuan isu prioritas tersebut dilaksanakan dengan metode Focus 

Group Discussion (FGD) melalui media Video Conference karena 

mempertimbangan kondisi pandemi COVID-19. Meskipun dilaksanakan 

secara daring, pelaksanaan proses penetapan isu prioritas dilaksanakan 

sesuai dengan arahan dalam Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian 
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Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE. 

4/SETJEN/DATIN/DTN.0/4/2023 tanggal 18 April 2023 perihal Penyampaian 

Pedoman DIKPLHD Tahun 2023. 

Proses FGD didasarkan proses partisipasi yang melibatkan berbagai 

pemangku kepentingan melalui jajak pendapat dengan instrumen kuesioner 

yang disebarkan kepada instansi pemerintahan, akademisi, Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM), media dan praktisi individual. Berdasarkan 

jajak pendapat tersebut didapatkan total responden sebanyak 77 responden 

dengan persebaran sebagai berikut: 

 

Tabel III-1 Responden dalam Penetapan Isu Prioritas 

No. Instansi Jumlah Responden 

1. Pemerintahan 49 

2. LSM 8 

3. Akademisi 3 

4. Swasta/Individual/Praktisi 12 

5. Media 5 

Total 77 

 

Pada tahap pertama, sebanyak 77 responden diminta memberikan 

pembobotan kriteria yang menjadi pertimbangan utama dalam penentuan 

isu prioritas lingkungan hidup, merujuk pada bagan AHP Penentuan Isu 

Prioritas Lingkungan Hidup (Gambar III.1). Responden mengisi kuesioner 

secara online dengan alamat https://bit.ly/KuesionerAHP_DLHDKI2023. 

Pembobotan kriteria penentuan isu prioritas lingkungan hidup 

menggunakan skala linear dari skala 1 (tidak perlu menjadi pertimbangan) 

hingga skala 5 (sangat perlu menjadi pertimbangan). Sebagai contoh: 

Kriteria "Mendapat perhatian publik" diberi nilai skala "5" berarti kriteria 

tersebut sangat perlu menjadi pertimbangan dalam penentuan isu prioritas 

lingkungan hidup. 

https://bit.ly/KuesionerAHP_DLHDKI2023
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Gambar III-1 AHP Penentuan Isu Prioritas Lingkungan Hidup 

Sumber: Hasil Pengolahan AHP, 2023 

 

Berikutnya tahap kedua, responden memberikan pembobotan 

masing-masing isu lingkungan hidup berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pembobotan masing-masing isu lingkungan hidup berdasarkan Kriteria 

"Mendapat Perhatian Publik" menggunakan skala 1 (perhatian publik 

sangat kecil) hingga skala 5 (perhatian publik sangat besar). Sebagai 

contoh: Isu lingkungan hidup "Banjir" diberi nilai skala "5" berarti isu 

tersebut mendapat perhatian publik yang sangat besar. 

b. Pembobotan masing-masing isu lingkungan hidup berdasarkan Kriteria 

"Jumlah Manusia Terdampak" menggunakan skala 1 (sangat kecil) 

hingga skala 5 (sangat besar). Sebagai contoh: Isu lingkungan hidup 

"Penyebaran Wabah Penyakit" diberi nilai skala "5" berarti isu tersebut 

berdampak sangat besar terhadap manusia (jumlah manusia yang 

terkena wabah sangat banyak). 
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c. Pembobotan masing-masing isu lingkungan hidup berdasarkan Kriteria 

"Berdampak Sosial Ekonomi" menggunakan skala 1 (tidak signifikan 

dampaknya) hingga skala 5 (sangat signifikan dampaknya). Sebagai 

contoh: Isu lingkungan hidup "Penyebaran Wabah Penyakit" diberi nilai 

skala "5" berarti isu tersebut memiliki dampak sosial ekonomi yang 

sangat signifikan. 

d. Pembobotan masing-masing isu lingkungan hidup berdasarkan Kriteria 

"Frekuensi Kejadian" menggunakan skala 1 (sangat jarang/sangat 

sedikit terjadi) hingga skala 5 (sangat sering/sangat banyak terjadi). 

Sebagai contoh: Isu lingkungan hidup "Bencana tanah longsor" diberi 

nilai skala "1" berarti isu tersebut sangat jarang terjadi. 

e. Pembobotan masing-masing isu lingkungan hidup berdasarkan Kriteria 

"Tingkat Kesulitan Pemulihan" menggunakan skala 1 (pemulihan 

sangat mudah) hingga skala 5 (pemulihan sangat sulit). Sebagai 

contoh: Isu lingkungan hidup "Penurunan muka tanah" diberi nilai skala 

"5" berarti isu tersebut pemulihannya sangat sulit. 

Setelah hasil penilaian skala tiap kriteria dan tiap isu lingkungan 

hidup menurut kriterianya diperoleh, selanjutnya dilakukan konversi skala 

linear menjadi skala perbandingan berpasangan (pairwise comparison) 

antar kriteria dan skala perbandingan berpasangan (pairwise comparison) 

antar isu lingkungan hidup menurut kriterianya. Ketentuan konversi skala 

adalah sebagai berikut: 

• Bila selisih diantara 2 item yang diperbandingkan minimal 0 atau 

positif maka skala perbandingan yang dihasilkan adalah hasil selisih 

tersebut ditambah 1. 

• Bila selisih diantara 2 item yang diperbandingkan kurang dari 0 atau 

negatif maka skala perbandingan yang dihasilkan adalah hasil selisih 

tersebut dikurangi 1. 
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Contoh: 

 

Gambar III- 2 Contoh Konversi Skala Linear ke Skala Pembandingan 

Berpasangan 

Hasil perbandingan berpasangan tersebut kemudian disusun 

menjadi suatu matriks perbandingan berpasangan sebagai basis data 

analisis dari metode AHP (Analytical Hierarchy Process) dan selanjutnya 

dilakukan perhitungan untuk memperoleh bobot lokal (Local Weight) tiap 

kriteria hingga didapatkan kriteria isu yang paling sesuai dengan kondisi 

di Provinsi DKI Jakarta dan bobot lokal (Local Weight) tiap isu Lingkungan 

hidup menurut kriterianya. Pada tahap akhir dan dilakukan sintesis untuk 

mendapatkan bobot isu lingkungan secara keseluruhan (Global Weight) 

dan pemeringkatan tiga (3) isu prioritas lingkungan hidup sesuai dengan 

besaran bobotnya. 

 

III.1.3. Perhitungan Bobot Kriteria Pertimbangan Utama 

Data untuk pengukuran kriteria yang menjadi pertimbangan 

utama dalam penentuan isu prioritas lingkungan hidup diperoleh melalui 

ISIAN KUESIONER ONLINE

1 2 3 4 5

Mendapat perhatian publik 3

Jumlah manusia terdampak 4

Berdampak sosial ekonomi 5

Frekuensi kejadian 1

Tingkat kesulitan pemulihan 2

KONVERSI SKALA LINEAR KE SKALA PERBANDINGAN BERPASANGAN

5 4 3 2 1 2 3 4 5
Selisih 

Perbandingan

Skala 

Perbandingan

Mendapat perhatian publik 2 Jumlah manusia terdampak -1 -2

Mendapat perhatian publik 3 Berdampak sosial ekonomi -2 -3

Mendapat perhatian publik 3 Frekuensi kejadian 2 3

Mendapat perhatian publik 2 Tingkat kesulitan pemulihan 1 2

Jumlah manusia terdampak 2 Berdampak sosial ekonomi -1 -2

Jumlah manusia terdampak 4 Frekuensi kejadian 3 4

Jumlah manusia terdampak 3 Tingkat kesulitan pemulihan 2 3

Berdampak sosial ekonomi 5 Frekuensi kejadian 4 5

Berdampak sosial ekonomi 4 Tingkat kesulitan pemulihan 3 4

Frekuensi kejadian 2 Tingkat kesulitan pemulihan -1 -2

Keterangan: tanda negatif (-)  menunjukkan penempatan angka skala di sisi kanan angka 1 pada skala perbandingan

Konversi Skala

Kriteria
Skala

Kriteria

Skala 

Kriteria
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kuesioner yang dibagikan kepada responden secara online yang berjumlah 

77 orang (Tabel III-1). 

Setelah penilaian dari 77 responden didapatkan, kemudian 

hasilnya dirata-rata menggunakan rata-rata Log G dan berikutnya di-

antilog-kan untuk memperoleh nilai skala perbandingan akhir karena AHP 

hanya memerlukan satu jawaban untuk matriks perbandingan. Hasilnya 

ditunjukkan pada Tabel III-2 berikut: 

 

Tabel III-2 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria 

  

Sumber: Hasil Pengolahan AHP 2023 

 

Dari hasil perhitungan perbandingan berpasangan antar kriteria 

yang menjadi pertimbangan utama dalam penentuan isu prioritas 

lingkungan hidup di atas diperoleh bobot Local Weight tiap kriteria yang 

ditunjukkan dalam Tabel III-3 berikut: 

 

 

 

K1 K2 K3 K4 K5

K1 1 0,78 0,86 2,00 0,93

K2 1,28 1 1,12 1,39 1,19

K3 1,16 0,90 1 1,25 1,08

K4 0,50 0,72 0,80 1 0,87

K5 1,07 0,84 0,92 1,15 1

Keterangan:

K1 = Mendapat perhatian publik

K2 = Jumlah manusia terdampak

K3 = Berdampak sosial ekonomi

K4 = Frekuensi kejadian

K5 = Tingkat kesulitan pemulihan

Kriteria 
Kriteria
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Tabel III-3 Pertimbangan Utama Kriteria 

   

Sumber: Hasil Pengolahan AHP, 2023 

 

Tabel III-3 di atas menunjukkan bahwa dalam penentuan isu 

prioritas lingkungan hidup, pertimbangan utama dan pertama yaitu kriteria 

“Jumlah Manusia Terdampak” dengan nilai bobot 0,2337. Selanjutnya 

pertimbangan kedua adalah kriteria “Berdampak Sosial Ekonomi” dengan 

nilai bobot 0,2104 dan pertimbangan ketiga adalah kriteria “Mendapat 

Perhatian Publik” dengan nilai bobot 0,2091.  

 

III.1.4. Perhitungan Bobot Prioritas Isu Lingkungan Hidup Tiap 

Kriteria 

Data untuk pengukuran bobot isu prioritas lingkungan hidup 

menurut kriteria penentuan isu prioritas Lingkungan hidup diperoleh melalui 

kuesioner yang dibagikan secara online kepada responden yang berjumlah 

77 orang (Tabel III-1). Setelah penilaian dari 77 responden didapatkan, 

kemudian hasilnya dirata-rata menggunakan rata-rata Log G dan berikutnya 

di-antilog-kan untuk memperoleh nilai skala perbandingan akhir karena AHP 

hanya memerlukan satu jawaban untuk matriks perbandingan. Hasilnya 

ditunjukkan pada tabel-tabel berikut ini: 

 

Kriteria
Local 

Weight
Rank

K1. Mendapat perhatian publik 0,2091 3

K2. Jumlah manusia terdampak 0,2337 1

K3. Berdampak sosial ekonomi 0,2104 2

K4. Frekuensi kejadian 0,1517 5

K5. Tingkat kesulitan pemulihan 0,1950 4

Inconsistency ( < 0,10 )

0,01037 Konsisten

Rank Kriteria Penentuan Isu  Prioritas Lingkungan Hidup Bobot

1 K2. Jumlah manusia terdampak 0,2337

2 K3. Berdampak sosial ekonomi 0,2104

3 K1. Mendapat perhatian publik 0,2091

4 K5. Tingkat kesulitan pemulihan 0,1950

5 K4. Frekuensi kejadian 0,1517
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a. Kriteria “Mendapat Perhatian Publik” 

 

Tabel III-4 Matriks Perbandingan Berpasangan Isu Lingkungan 

Hidup menurut Kriteria “Mendapat Perhatian Publik”  

 

Keterangan:  
Isu1 = Minim daerah resapan air dan Ruang Terbuka Hijau  

Isu2 = Penurunan muka tanah 

Isu3 = Peningkatan kerusakan ekosistem laut (padang lamun & terumbu karang) 

Isu4 = Pencemaran air situ/waduk 

Isu5 = Penurunan kualitas air tanah 

Isu6 = Pencemaran udara 

Isu7 = Banjir 

Isu8 = Bencana kebakaran 

Isu9 = Bencana tanah longsor 

Isu10 = Belum optimalnya pengelolaan sampah 

Isu11 = Sistem transportasi massal yang belum ramah lingkungan 

Isu12 = Penyebaran wabah penyakit 

Isu13 = Pemukiman kumuh dan padat 

 
Sumber: Hasil Pengolahan AHP, 2023 

 

Dari hasil perhitungan perbandingan berpasangan antar isu 

lingkungan hidup menurut kriteria “Mendapat Perhatian Publik” di atas 

diperoleh bobot Local Weight yang ditunjukkan dalam Tabel III-5 berikut: 

 

Isu1 Isu2 Isu3 Isu4 Isu5 Isu6 Isu7 Isu8 Isu9 Isu10 Isu11 Isu12 Isu13

Isu1 1 1,12 1,32 1,08 1,00 0,66 0,59 0,89 1,27 0,78 0,91 0,84 0,88

Isu2 0,90 1 1,17 0,99 0,90 0,59 0,53 0,81 1,13 0,69 0,82 0,76 0,79

Isu3 0,76 0,85 1 0,83 0,76 0,52 0,48 0,69 0,98 0,59 0,69 0,65 0,67

Isu4 0,93 1,01 1,21 1 0,91 0,59 0,54 0,82 1,18 0,69 0,84 0,76 0,80

Isu5 1,00 1,11 1,32 1,10 1 0,64 0,57 0,89 1,29 0,76 0,90 0,83 0,86

Isu6 1,52 1,71 1,94 1,69 1,57 1 0,89 1,40 1,84 1,17 1,44 1,27 1,34

Isu7 1,70 1,87 2,10 1,87 1,75 1,13 1 1,60 2,08 1,31 1,60 1,45 1,53

Isu8 1,13 1,24 1,44 1,22 1,12 0,71 0,63 1 1,42 0,84 1,02 0,91 0,97

Isu9 0,79 0,88 1,03 0,84 0,78 0,54 0,48 0,70 1 0,63 0,73 0,66 0,68

Isu10 1,29 1,44 1,69 1,44 1,32 0,86 0,76 1,19 1,60 1 1,20 1,09 1,16

Isu11 1,10 1,22 1,45 1,19 1,11 0,69 0,62 0,98 1,38 0,83 1 0,92 0,95

Isu12 1,20 1,32 1,54 1,32 1,21 0,79 0,69 1,10 1,52 0,92 1,09 1 1,06

Isu13 1,14 1,26 1,48 1,25 1,16 0,74 0,66 1,03 1,46 0,87 1,05 0,94 1

Isu
Isu
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Tabel III-5 Bobot Prioritas Isu Lingkungan Hidup menurut 

Kriteria “Mendapat Perhatian Publik” 

  

Tiga (3) Isu Prioritas Lingkungan Hidup ~ Mendapat Perhatian Publik 

Rank Isu Lingkungan Hidup Bobot 

1 Isu7. Banjir 0,1183 

2 Isu6. Pencemaran udara 0,1057 

3 Isu10. Belum optimalnya pengelolaan sampah 0,0903 

Sumber: Hasil Pengolahan AHP 2023 

 

Tabel III-5 di atas menunjukkan bahwa pada kriteria “Mendapat 

Perhatian Publik”, isu prioritas pertama lingkungan hidup yaitu isu “Banjir” 

dengan nilai bobot 0,1183. Selanjutnya prioritas kedua adalah isu 

“Pencemaran Udara” dengan nilai bobot 0,1057 dan prioritas ketiga adalah 

isu “Belum optimalnya pengelolaan sampah” dengan nilai bobot 0,0903.  

  

Isu Lingkungan Hidup 
Local 

Weight
Rank

Isu1. Minim daerah resapan air dan Ruang Terbuka Hijau 0,0693 8

Isu2. Penurunan muka tanah 0,0623 11

Isu3. Peningkatan kerusakan ekosistem laut (padang lamun & terumbu karang) 0,0533 13

Isu4. Pencemaran air situ/waduk 0,0633 10

Isu5. Penurunan kualitas air tanah 0,0688 9

Isu6. Pencemaran udara 0,1057 2

Isu7. Banjir 0,1183 1

Isu8. Bencana kebakaran 0,0766 6

Isu9. Bencana tanah longsor 0,0549 12

Isu10. Belum optimalnya pengelolaan sampah 0,0903 3

Isu11. Sistem transportasi massal yang belum ramah lingkungan 0,0755 7

Isu12. Penyebaran wabah penyakit 0,0829 4

Isu13. Pemukiman kumuh dan padat 0,0789 5

0,00008 Konsisten

Inconsistency ( < 0,10 )



 

 DIKPLHD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023 IV-11 

 

b. Kriteria “Jumlah Manusia Terdampak” 

Tabel III-6 Matriks Perbandingan Berpasangan Isu Lingkungan 

Hidup menurut Kriteria “Jumlah Manusia Terdampak” 

 

Keterangan:  
Isu1 = Minim daerah resapan air dan Ruang Terbuka Hijau  

Isu2 = Penurunan muka tanah 

Isu3 = Peningkatan kerusakan ekosistem laut (padang lamun & terumbu karang) 

Isu4 = Pencemaran air situ/waduk 

Isu5 = Penurunan kualitas air tanah 

Isu6 = Pencemaran udara 

Isu7 = Banjir 

Isu8 = Bencana kebakaran 

Isu9 = Bencana tanah longsor 

Isu10 = Belum optimalnya pengelolaan sampah 

Isu11 = Sistem transportasi massal yang belum ramah lingkungan 

Isu12 = Penyebaran wabah penyakit 

Isu13 = Pemukiman kumuh dan padat 

   

Sumber: Hasil Pengolahan AHP 2023 

 

Dari hasil perhitungan perbandingan berpasangan antar isu 

lingkungan hidup menurut kriteria “Jumlah Manusia Terdampak” di atas 

diperoleh bobot yang ditunjukkan dalam Tabel III-7 berikut: 

Isu1 Isu2 Isu3 Isu4 Isu5 Isu6 Isu7 Isu8 Isu9 Isu10 Isu11 Isu12 Isu13

Isu1 1 1,09 1,29 1,01 0,89 0,73 0,82 1,16 1,51 0,94 1,15 0,96 1,10

Isu2 0,91 1 1,20 0,94 0,83 0,67 0,76 1,09 1,43 0,86 1,04 0,85 1,02

Isu3 0,77 0,83 1 0,80 0,71 0,59 0,65 0,91 1,20 0,73 0,89 0,73 0,85

Isu4 0,99 1,07 1,25 1 0,88 0,72 0,80 1,13 1,51 0,93 1,13 0,92 1,08

Isu5 1,12 1,20 1,41 1,13 1 0,81 0,90 1,28 1,66 1,05 1,28 1,04 1,22

Isu6 1,37 1,49 1,71 1,39 1,24 1 1,11 1,58 1,98 1,29 1,58 1,27 1,51

Isu7 1,22 1,32 1,54 1,26 1,11 0,90 1 1,44 1,82 1,14 1,41 1,14 1,35

Isu8 0,86 0,92 1,10 0,88 0,78 0,63 0,69 1 1,32 0,81 0,99 0,81 0,96

Isu9 0,66 0,70 0,83 0,66 0,60 0,51 0,55 0,76 1 0,63 0,75 0,62 0,72

Isu10 1,06 1,16 1,37 1,08 0,96 0,78 0,88 1,24 1,59 1 1,24 0,98 1,20

Isu11 0,87 0,96 1,13 0,89 0,78 0,63 0,71 1,01 1,34 0,80 1 0,81 0,97

Isu12 1,05 1,17 1,38 1,09 0,96 0,79 0,88 1,23 1,61 1,02 1,23 1 1,18

Isu13 0,91 0,98 1,18 0,92 0,82 0,66 0,74 1,05 1,39 0,83 1,03 0,84 1

Isu
Isu
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Tabel III-7 Bobot Prioritas Isu Lingkungan Hidup menurut 

Kriteria “Jumlah Manusia Terdampak” 

  
Tiga (3) Isu Prioritas Lingkungan Hidup ~ Jumlah Manusia Terdampak 

Rank Isu Lingkungan Hidup Bobot 

1 Isu6. Pencemaran udara 0,1061 

2 Isu7. Banjir 0,0953 

3 Isu5. Penurunan kualitas air tanah 0,0865 

Sumber: Hasil Pengolahan AHP 2023 

 

Tabel III-7 di atas menunjukkan bahwa pada kriteria “Jumlah 

Manusia Terdampak”, isu prioritas pertama lingkungan hidup yaitu isu 

“Pencemaran Udara” dengan nilai bobot 0,1061. Selanjutnya prioritas kedua 

adalah isu “Banjir” dengan nilai bobot 0,0953 dan prioritas ketiga adalah isu 

“Penurunan Kualitas Air Tanah” dengan nilai bobot 0,0865.  

 

 

 

 

 

 

Isu Lingkungan Hidup 
Local 

Weight
Rank

Isu1. Minim daerah resapan air dan Ruang Terbuka Hijau 0,0782 6

Isu2. Penurunan muka tanah 0,0721 8

Isu3. Peningkatan kerusakan ekosistem laut (padang lamun & terumbu karang) 0,0610 12

Isu4. Pencemaran air situ/waduk 0,0767 7

Isu5. Penurunan kualitas air tanah 0,0865 3

Isu6. Pencemaran udara 0,1061 1

Isu7. Banjir 0,0953 2

Isu8. Bencana kebakaran 0,0672 11

Isu9. Bencana tanah longsor 0,0516 13

Isu10. Belum optimalnya pengelolaan sampah 0,0832 5

Isu11. Sistem transportasi massal yang belum ramah lingkungan 0,0681 10

Isu12. Penyebaran wabah penyakit 0,0835 4

Isu13. Pemukiman kumuh dan padat 0,0706 9

0,00004 Konsisten

Inconsistency ( < 0,10 )
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c. Kriteria “Berdampak Sosial Ekonomi” 

Tabel III-8 Matriks Perbandingan Berpasangan Isu Lingkungan 

Hidup menurut Kriteria “Berdampak Sosial Ekonomi” 

 

Keterangan:  
Isu1 = Minim daerah resapan air dan Ruang Terbuka Hijau  

Isu2 = Penurunan muka tanah 

Isu3 = Peningkatan kerusakan ekosistem laut (padang lamun & terumbu karang) 

Isu4 = Pencemaran air situ/waduk 

Isu5 = Penurunan kualitas air tanah 

Isu6 = Pencemaran udara 

Isu7 = Banjir 

Isu8 = Bencana kebakaran 

Isu9 = Bencana tanah longsor 

Isu10 = Belum optimalnya pengelolaan sampah 

Isu11 = Sistem transportasi massal yang belum ramah lingkungan 

Isu12 = Penyebaran wabah penyakit 

Isu13 = Pemukiman kumuh dan padat 

   

Sumber: Hasil Pengolahan AHP 2023 

 

Dari hasil perhitungan perbandingan berpasangan antar isu 

lingkungan hidup menurut kriteria “Berdampak Sosial Ekonomi” di atas 

diperoleh bobot yang ditunjukkan dalam Tabel III-9 berikut: 

 

Isu1 Isu2 Isu3 Isu4 Isu5 Isu6 Isu7 Isu8 Isu9 Isu10 Isu11 Isu12 Isu13

Isu1 1 0,96 1,12 0,97 0,86 0,74 0,63 0,76 1,09 0,80 0,88 0,74 0,80

Isu2 1,04 1 1,17 1,00 0,89 0,76 0,64 0,79 1,13 0,82 0,90 0,77 0,83

Isu3 0,89 0,85 1 0,85 0,77 0,67 0,56 0,69 0,98 0,71 0,78 0,67 0,71

Isu4 1,04 1,00 1,17 1 0,87 0,75 0,63 0,78 1,13 0,83 0,89 0,76 0,83

Isu5 1,16 1,12 1,31 1,15 1 0,84 0,72 0,88 1,27 0,93 1,02 0,85 0,94

Isu6 1,36 1,31 1,49 1,33 1,19 1 0,84 1,03 1,45 1,09 1,20 1,01 1,09

Isu7 1,59 1,56 1,77 1,58 1,39 1,19 1 1,23 1,75 1,29 1,39 1,22 1,33

Isu8 1,32 1,27 1,46 1,29 1,14 0,97 0,81 1 1,43 1,03 1,15 0,99 1,08

Isu9 0,91 0,89 1,02 0,89 0,79 0,69 0,57 0,70 1 0,74 0,81 0,68 0,74

Isu10 1,25 1,22 1,40 1,21 1,08 0,92 0,78 0,97 1,35 1 1,08 0,93 1,00

Isu11 1,14 1,11 1,28 1,12 0,98 0,84 0,72 0,87 1,24 0,92 1 0,86 0,92

Isu12 1,34 1,29 1,50 1,31 1,17 0,99 0,82 1,02 1,46 1,07 1,16 1 1,08

Isu13 1,26 1,21 1,41 1,21 1,06 0,91 0,75 0,92 1,35 1,00 1,09 0,93 1

Isu
Isu
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Tabel III-9 Bobot Prioritas Isu Lingkungan Hidup menurut 

Kriteria “Berdampak Sosial Ekonomi” 

 
Tiga (3) Isu Prioritas Lingkungan Hidup ~ Berdampak Sosial Ekonomi 

Rank Isu Lingkungan Hidup Bobot 

1 Isu7. Banjir 0,1054 

2 Isu6. Pencemaran udara 0,0887 

3 Isu12. Penyebaran wabah penyakit 0,0876 

Sumber: Hasil Pengolahan AHP 2023 
 

Tabel III-9 di atas menunjukkan bahwa pada kriteria “Berdampak 

Sosial Ekonomi”, isu prioritas pertama lingkungan hidup yaitu isu “Banjir” 

dengan nilai bobot 0,1054. Selanjutnya prioritas kedua adalah isu 

“Pencemaran Udara” dengan nilai bobot 0,0887 dan prioritas ketiga adalah 

isu “Penyebaran wabah penyakit” dengan nilai bobot 0,0876.  

 

 

 

 

 

 

Isu Lingkungan Hidup 
Local 

Weight
Rank

Isu1. Minim daerah resapan air dan Ruang Terbuka Hijau 0,0654 11

Isu2. Penurunan muka tanah 0,0677 9

Isu3. Peningkatan kerusakan ekosistem laut (padang lamun & terumbu karang) 0,0584 13

Isu4. Pencemaran air situ/waduk 0,0672 10

Isu5. Penurunan kualitas air tanah 0,0758 7

Isu6. Pencemaran udara 0,0887 2

Isu7. Banjir 0,1054 1

Isu8. Bencana kebakaran 0,0859 4

Isu9. Bencana tanah longsor 0,0601 12

Isu10. Belum optimalnya pengelolaan sampah 0,0818 5

Isu11. Sistem transportasi massal yang belum ramah lingkungan 0,0749 8

Isu12. Penyebaran wabah penyakit 0,0876 3

Isu13. Pemukiman kumuh dan padat 0,0811 6

0,00002 Konsisten

Inconsistency ( < 0,10 )
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d. Kriteria “Frekuensi Kejadian” 

Tabel III-10 Matriks Perbandingan Berpasangan Isu Lingkungan 

Hidup menurut Kriteria “Frekuensi Kejadian” 

 
Keterangan:  

Isu1 = Minim daerah resapan air dan Ruang Terbuka Hijau  

Isu2 = Penurunan muka tanah 

Isu3 = Peningkatan kerusakan ekosistem laut (padang lamun & terumbu karang) 

Isu4 = Pencemaran air situ/waduk 

Isu5 = Penurunan kualitas air tanah 

Isu6 = Pencemaran udara 

Isu7 = Banjir 

Isu8 = Bencana kebakaran 

Isu9 = Bencana tanah longsor 

Isu10 = Belum optimalnya pengelolaan sampah 

Isu11 = Sistem transportasi massal yang belum ramah lingkungan 

Isu12 = Penyebaran wabah penyakit 

Isu13 = Pemukiman kumuh dan padat 

   

Sumber: Hasil Pengolahan AHP 2023 

 

Dari hasil perhitungan perbandingan berpasangan antar isu 

lingkungan hidup menurut kriteria “Frekuensi Kejadian” di atas diperoleh 

bobot yang ditunjukkan dalam Tabel III-11 berikut: 

 

 

Isu1 Isu2 Isu3 Isu4 Isu5 Isu6 Isu7 Isu8 Isu9 Isu10 Isu11 Isu12 Isu13

Isu1 1 1,04 1,22 1,01 0,86 0,58 0,73 0,92 1,65 0,75 0,95 0,88 0,91

Isu2 0,96 1 1,18 0,98 0,84 0,57 0,72 0,91 1,57 0,74 0,92 0,86 0,88

Isu3 0,82 0,85 1 0,83 0,72 0,49 0,62 0,77 1,36 0,63 0,80 0,72 0,74

Isu4 0,99 1,02 1,21 1 0,85 0,57 0,72 0,91 1,60 0,74 0,93 0,85 0,88

Isu5 1,16 1,19 1,39 1,18 1 0,64 0,82 1,05 1,86 0,85 1,08 0,98 1,02

Isu6 1,73 1,76 2,03 1,75 1,56 1 1,28 1,59 2,52 1,33 1,68 1,53 1,57

Isu7 1,36 1,38 1,62 1,39 1,23 0,78 1 1,27 2,16 1,04 1,30 1,22 1,26

Isu8 1,09 1,10 1,30 1,10 0,95 0,63 0,79 1 1,75 0,83 1,03 0,94 0,99

Isu9 0,61 0,64 0,74 0,63 0,54 0,40 0,46 0,57 1 0,48 0,57 0,53 0,55

Isu10 1,34 1,36 1,58 1,36 1,17 0,75 0,96 1,21 2,07 1 1,28 1,17 1,21

Isu11 1,05 1,09 1,25 1,08 0,92 0,60 0,77 0,98 1,76 0,78 1 0,92 0,96

Isu12 1,14 1,17 1,38 1,18 1,02 0,66 0,82 1,06 1,90 0,86 1,09 1 1,04

Isu13 1,10 1,14 1,35 1,14 0,98 0,64 0,80 1,01 1,82 0,83 1,04 0,96 1

Isu
Isu
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Tabel III-11 Bobot Prioritas Isu Lingkungan Hidup menurut 

Kriteria “Frekuensi Kejadian” 

 
Tiga (3) Isu Prioritas Lingkungan Hidup ~ Frekuensi Kejadian 

Rank Isu Lingkungan Hidup Bobot 

1 Isu6. Pencemaran udara 0,1200 

2 Isu7. Banjir 0,0953 

3 Isu10. Belum optimalnya pengelolaan sampah 0,0922 

 

Sumber: Hasil Pengolahan AHP 2023 

 

Tabel III-11 di atas menunjukkan bahwa pada kriteria “Frekuensi 

Kejadian”, isu prioritas pertama lingkungan hidup yaitu isu “Pencemaran 

Udara” dengan nilai bobot 0,1200. Selanjutnya prioritas kedua adalah isu 

“Banjir” dengan nilai bobot 0,0953 dan prioritas ketiga adalah isu “Belum 

optimalnya pengelolaan sampah” dengan nilai bobot 0,0922.  

 

 

 

 

 

Isu Lingkungan Hidup 
Local 

Weight
Rank

Isu1. Minim daerah resapan air dan Ruang Terbuka Hijau 0,0698 9

Isu2. Penurunan muka tanah 0,0679 11

Isu3. Peningkatan kerusakan ekosistem laut (padang lamun & terumbu karang) 0,0579 12

Isu4. Pencemaran air situ/waduk 0,0685 10

Isu5. Penurunan kualitas air tanah 0,0794 5

Isu6. Pencemaran udara 0,1200 1

Isu7. Banjir 0,0953 2

Isu8. Bencana kebakaran 0,0754 7

Isu9. Bencana tanah longsor 0,0432 13

Isu10. Belum optimalnya pengelolaan sampah 0,0922 3

Isu11. Sistem transportasi massal yang belum ramah lingkungan 0,0734 8

Isu12. Penyebaran wabah penyakit 0,0799 4

Isu13. Pemukiman kumuh dan padat 0,0771 6

0,00010 Konsisten

Inconsistency ( < 0,10 )
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e. Kriteria “Tingkat Kesulitan Pemulihan” 

Tabel III-12 Matriks Perbandingan Berpasangan Isu Lingkungan 

Hidup menurut Kriteria “Tingkat Kesulitan Pemulihan” 

 

Keterangan:  
Isu1 = Minim daerah resapan air dan Ruang Terbuka Hijau  

Isu2 = Penurunan muka tanah 

Isu3 = Peningkatan kerusakan ekosistem laut (padang lamun & terumbu karang) 

Isu4 = Pencemaran air situ/waduk 

Isu5 = Penurunan kualitas air tanah 

Isu6 = Pencemaran udara 

Isu7 = Banjir 

Isu8 = Bencana kebakaran 

Isu9 = Bencana tanah longsor 

Isu10 = Belum optimalnya pengelolaan sampah 

Isu11 = Sistem transportasi massal yang belum ramah lingkungan 

Isu12 = Penyebaran wabah penyakit 

Isu13 = Pemukiman kumuh dan padat 

   

Sumber: Hasil Pengolahan AHP 2023 

 

Dari hasil perhitungan perbandingan berpasangan antar isu 

lingkungan hidup menurut kriteria “Tingkat Kesulitan Pemulihan” di atas 

diperoleh bobot yang ditunjukkan dalam Tabel III-13 berikut: 

 

Isu1 Isu2 Isu3 Isu4 Isu5 Isu6 Isu7 Isu8 Isu9 Isu10 Isu11 Isu12 Isu13

Isu1 1 0,69 0,85 0,96 0,81 0,70 0,73 1,06 1,21 0,97 1,12 0,95 0,93

Isu2 1,44 1 1,24 1,41 1,19 1,01 1,07 1,50 1,72 1,38 1,65 1,41 1,37

Isu3 1,18 0,80 1 1,15 0,97 0,82 0,87 1,27 1,45 1,13 1,34 1,15 1,11

Isu4 1,04 0,71 0,87 1 0,83 0,72 0,76 1,11 1,28 1,00 1,19 0,99 0,97

Isu5 1,24 0,84 1,03 1,20 1 0,86 0,89 1,33 1,47 1,18 1,40 1,20 1,16

Isu6 1,42 0,99 1,21 1,38 1,16 1 1,04 1,48 1,72 1,37 1,65 1,38 1,37

Isu7 1,37 0,94 1,15 1,32 1,12 0,96 1 1,48 1,69 1,32 1,58 1,34 1,31

Isu8 0,94 0,67 0,79 0,90 0,75 0,68 0,67 1 1,15 0,89 1,05 0,90 0,88

Isu9 0,82 0,58 0,69 0,78 0,68 0,58 0,59 0,87 1 0,78 0,91 0,77 0,76

Isu10 1,04 0,72 0,89 1,00 0,85 0,73 0,76 1,13 1,28 1 1,19 1,00 0,98

Isu11 0,89 0,61 0,75 0,84 0,71 0,61 0,63 0,95 1,10 0,84 1 0,84 0,82

Isu12 1,05 0,71 0,87 1,01 0,83 0,73 0,75 1,11 1,29 1,00 1,20 1 0,98

Isu13 1,08 0,73 0,90 1,03 0,86 0,73 0,76 1,14 1,31 1,02 1,22 1,02 1

Isu
Isu
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Tabel III-13 Bobot Prioritas Isu Lingkungan Hidup menurut 

Kriteria “Tingkat Kesulitan Pemulihan”  

  
Tiga (3) Isu Prioritas Lingkungan Hidup ~ Tingkat Kesulitan Pemulihan 

Rank Isu Lingkungan Hidup Bobot 

1 Isu2. Penurunan muka tanah 0,1000 

2 Isu6. Pencemaran udara 0,0987 

3 Isu7. Banjir 0,0950 

Sumber: Hasil Pengolahan AHP 2023 
 

Tabel III-13 di atas menunjukkan bahwa pada kriteria “Tingkat 

Kesulitan Pemulihan”, isu prioritas pertama lingkungan hidup yaitu isu 

“Penurunan Muka Tanah” dengan nilai bobot 0,1000. Selanjutnya prioritas 

kedua adalah isu “Pencemaran Udara” dengan nilai bobot 0,0987 dan 

prioritas ketiga adalah isu “Banjir” dengan nilai bobot 0,0950.  

 

 

 

 

Isu Lingkungan Hidup 
Local 

Weight
Rank

Isu1. Minim daerah resapan air dan Ruang Terbuka Hijau 0,0688 10

Isu2. Penurunan muka tanah 0,1000 1

Isu3. Peningkatan kerusakan ekosistem laut (padang lamun & terumbu karang) 0,0818 5

Isu4. Pencemaran air situ/waduk 0,0716 9

Isu5. Penurunan kualitas air tanah 0,0850 4

Isu6. Pencemaran udara 0,0987 2

Isu7. Banjir 0,0950 3

Isu8. Bencana kebakaran 0,0647 11

Isu9. Bencana tanah longsor 0,0565 13

Isu10. Belum optimalnya pengelolaan sampah 0,0720 7

Isu11. Sistem transportasi massal yang belum ramah lingkungan 0,0607 12

Isu12. Penyebaran wabah penyakit 0,0718 8

Isu13. Pemukiman kumuh dan padat 0,0734 6

0,00003 Konsisten

Inconsistency ( < 0,10 )
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III.1.5. Perhitungan Composite Bobot Prioritas Isu Lingkungan 

Hidup  

Setelah nilai bobot kriteria dan isu lingkungan hidup per kriteria 

didapatkan kemudian dilakukan sintesis untuk mendapatkan nilai bobot isu 

lingkungan secara keseluruhan dari kriteria yang ada. Sebelumnya bobot 

lokal (Local Weight) harus dicari nilai bobot globalnya (Global Weight) 

terlebih dahulu. Untuk mendapatkan Global Weight tiap isu lingkungan hidup 

dengan cara mengalikan Local Weight isu lingkungan hidup di tiap kriteria 

dengan Local Weight kriteria yang sesuai level di atasnya (parent criterion). 

Setelah Global Weight didapatkan, bobot masing-masing isu lingkungan 

hidup secara keseluruhan dapat dihitung dengan menjumlahkan semua 

Gobal Weight pada masing-masing kriteria, hasilnya ditunjukkan pada Tabel 

III-14 di bawah ini : 

 

Tabel III-14  Composite Bobot Isu Prioritas Lingkungan Hidup   

  

 

Sumber: Hasil Pengolahan AHP 2023 

 

K1 K2 K3 K4 K5

Isu1 0,0145 0,0183 0,0138 0,0106 0,0134 0,0705 10

Isu2 0,0130 0,0169 0,0142 0,0103 0,0195 0,0739 7

Isu3 0,0112 0,0143 0,0123 0,0088 0,0159 0,0624 12

Isu4 0,0132 0,0179 0,0141 0,0104 0,0140 0,0697 11

Isu5 0,0144 0,0202 0,0160 0,0120 0,0166 0,0792 5

Isu6 0,0221 0,0248 0,0187 0,0182 0,0192 0,1030 1

Isu7 0,0247 0,0223 0,0222 0,0145 0,0185 0,1022 2

Isu8 0,0160 0,0157 0,0181 0,0114 0,0126 0,0739 8

Isu9 0,0115 0,0121 0,0126 0,0066 0,0110 0,0538 13

Isu10 0,0189 0,0194 0,0172 0,0140 0,0140 0,0836 3

Isu11 0,0158 0,0159 0,0158 0,0111 0,0118 0,0704 9

Isu12 0,0173 0,0195 0,0184 0,0121 0,0140 0,0814 4

Isu13 0,0165 0,0165 0,0171 0,0117 0,0143 0,0761 6

RankIsu LH
Global Weight

Composite

Rank Isu Lingkungan Hidup Bobot

1 Isu6. Pencemaran udara 0,1030

2 Isu7. Banjir 0,1022

3 Isu10. Belum optimalnya pengelolaan sampah 0,0836

Tiga (3) Isu Prioritas Lingkungan Hidup DKI Jakarta 
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Tabel III-14 di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan, isu 

“Pencemaran Udara” dengan nilai bobot 0,1030 menjadi prioritas pertama 

isu lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022. Prioritas 

kedua adalah isu “Banjir” dengan nilai bobot 0,1022, sedangkan prioritas 

ketiga adalah isu “Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah” dengan nilai 

bobot 0,0836. Tiga (3) isu prioritas lingkungan hidup yang telah dihasilkan 

tersebut dapat dilihat nilai bobotnya pada masing-masing kriteria pada Tabel 

III-15 berikut ini: 

 

Tabel III-15  Tiga (3) Isu Prioritas Lingkungan Hidup Per Kriteria 

 

Sumber: Hasil Pengolahan AHP 2023 

 

Tabel III-15 di atas menunjukkan tiga (3) isu prioritas lingkungan 

hidup yang dihasilkan, prioritas pertama isu “Pencemaran Udara” mendapat 

nilai bobot tertinggi pada tiga (3) kriteria yaitu kriteria “Manusia Terdampak” 

dengan nilai bobot 0,1061, kriteria “Frekuensi Kejadian” dengan bobot 

0,1200, dan kriteria “Tingkat Kesulitan Pemulihan” dengan nilai bobot 

0,0987. Sedangkan prioritas kedua isu “Banjir” mendapat nilai bobot 

tertinggi pada dua (2) kriteria yaitu kriteria “Mendapat Perhatian Publik” 

dengan nilai bobot 0,1183 dan kriteria “Berdampak Sosial Ekonomi” dengan 

nilai bobot 0,1054. 

 

 

 

Mendapat 

Perhatian 

Publik

Jumlah 

Manusia 

Terdampak

Berdampak 

Sosial 

Ekonomi

Frekuensi 

Kejadian

Tingkat 

Kesulitan 

Pemulihan

1 Isu6. Pencemaran udara 0,1057 0,1061 0,0887 0,1200 0,0987

2 Isu7. Banjir 0,1183 0,0953 0,1054 0,0953 0,0950

3 Isu10. Belum optimalnya 

pengelolaan sampah

0,0903 0,0832 0,0818 0,0922 0,0720

Kriteria

Isu Prioritas       

Lingkungan Hidup
Rank
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III.2 Analisis Isu Prioritas Lingkungan  

Berdasarkan hasil perumusan isu prioritas telah didapatkan tiga isu prioritas 

lingkungan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2022, yaitu pencemaran udara, 

banjir, dan belum optimalnya pengelolaan sampah. Berikut akan 

disampaikan uraian dari masing-masing isu prioritas tersebut. 

 

III.2.1 Isu Prioritas 1: Pencemaran Udara 

Berdasarkan hasil pengolahan data survey dengan AHP, 

Pencemaran Udara menjadi isu prioritas pertama karena memiliki nilai bobot 

paling tinggi jika dibandingkan 13 isu lingkungan hidup lainnya, yaitu 

sebesar 10,3%. Berdasarkan perhitungan pembobotan kriteria isu (K), nilai 

bobot kriteria “Frekuensi Kejadian” (KI 4) memiliki nilai paling besar yaitu 

12,00%, disusul kriteria isu “Jumlah Manusia Terdampak” (KI 2) dengan 

bobot 10,6%, “Mendapat Perhatian Publik (KI 1) sebesar 10,58%, “Tingkat 

Kesulitan Pemulihan” (KI 5) sebesar 9,87%, dan “Berdampak Sosial 

Ekonomi” (KI 3) sebesar 8,94%.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau 

komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehingga 

melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan. Udara 

merupakan zat paling penting dalam keberlangsungan hidup bagi makhluk 

hidup khususnya manusia sebagai fungsi respirasi. Karena itu udara perlu 

dijaga kualitasnya karena memiliki pengaruh terhadap masyarakat secara 

keseluruhan. Pencemaran udara sangat berpengaruh terhadap kesehatan 

yang cenderung bersifat kronik (secara perlahan). Media pencemaran 

melalui paparan-paparan dalam konsentrasi minim namun secara terus 

menerus.  

Menurut hasil kajian Inventarisasi Pencemar Udara DKI Jakarta 

tahun 2020, terdapat 5 sumber pencemar udara utama yang terlibat antara 

lain sektor Industri Energi, Sektor Industri Manufaktur, sektor Transportasi 
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termasuk transportasi darat, laut dan penerbangan, sektor komersial dan 

sektor domestic. Beban pencemar udara yang dihitung dalam kajian ini 

adalah Sulfur Dioksida (SO2), Nitrogen Oksida (NOx), Karbon Monoksida 

(CO), PM10, PM2.5, Black Carbon (BC), dan Non-Methane Volatile Organic 

Compounds (NMVOCs). Selain itu, studi ini juga mencakup beban pencemar 

partikulat dari kegiatan non-pembakaran seperti  aktivitas batching plant dan 

aktivitas pembangunan pada sektor konstruksi. Sektor kontruksi adalah 

sektor temporer yang memiliki potensi besar atas emisi partikulat seperti 

TSP (Total Suspended Solid), PM10 dan PM2,5. 

Berdasarkan kajian tersebut, diketahui bahwa  sektor Transportasi, 

sektor Industri Manufaktur dan Sektor Industri Energi adalah kontributor 

terbesar dari beban emisi pencemar udara di DKI Jakarta. Sumber emisi 

terbesar untuk masing-masing parameter adalah sebagai berikut: 

- Emisi Sulfur Dioksida (SO2) terbesar berasal dari sektor industri 

manufaktur (61,9%), yaitu dengan adanya penggunaan batubara, 

diikuti dengan sektor industry energi dengan emisi 25,17%. 

- Emisi Nitrogen Oksida (NOx) terbesar berasal dari sektor transportasi 

(72,4%). Emisi ini disebabkan penggunaan bahan bakar minyak yang 

berbanding lurus dengan jumlah kendaraan. 

- Emisi Karbon Monoksida (CO) terbesar berasal dari sektor transportasi, 

yaitu sebesar 96.4% dengan aktivitas transportasi darat terutama 

sepeda motor sebagai kontributor terbesar. 

- Emisi partikulat PM10, PM2.5, Black Carbon (BC) terbesar berasal dari 

sektor transportasi dengan nilai sebesar 57,99% untuk PM10, 67,03% 

untuk PM2.5 dan 84,04% untuk BC. 

- Emisi NMVOCs terbesar berasal dari sektor transportasi dengan 

kontribusi 98% dengan kontributor terbesar dari penggunaan sepeda 

motor dan mobil penumpang berbahan bakar bensin. 
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Hasil pemantauan kualitas udara ambien yang dilakukan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta melalui 5 (lima) unit Stasiun 

Pemantau Kualitas Udara (SPKU) pada tahun 2022 dapat dilihat pada 

Lampiran I Tabel 37. Dari data pemantauan kualitas udara yang dilakukan 

secara otomatis dan kontinu tersebut dihitung nilai ISPU (Indeks Standar 

Pencemaran Udara). Kategori hari berdasarkan nilai rata-rata ISPU di 5 SPKU 

pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel III-16 sedangkan jumlah hari 

berdasarkan parameter pencemar kritis dapat dilihat pada Tabel III-17. Dari 

data tersebut dapat dilihat bahwa cukup banyak jumlah hari dengan kategori 

tidak sehat yaitu sebanyak 137 hari (37,5%) dan sebagian besar parameter 

pencemar kritis berasal dari parameter PM2.5 yaitu sebanyak 334 hari 

(91,5%). 

 

Tabel III- 16 Jumlah Kategori Hari Berdasarkan Nilai ISPU 

Kategori Jumlah hari 

BAIK 3 

SEDANG 225 

TIDAK SEHAT 137 

SANGAT TIDAK SEHAT 0 

BERBAHAYA 0 

JUMLAH 365 
  Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022 

 

Tabel III- 17 Jumlah Hari Berdasarkan Parameter Pencemar Kritis 

Parameter Pencemar Kritis Jumlah Hari 

PM10 0 

PM25 334 

SO2 6 

CO 0 

O3 25 

NO2 0 

JUMLAH 365 
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022 
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III.2.2 Isu Prioritas 2: Banjir 

Isu prioritas lingkungan hidup di DKI Jakarta selanjutnya pada tahun 

2022 ialah bencana banjir. Bencana banjir menjadi isu lingkungan hidup 

dengan bobot sebesar 10,22%. Isu bencana banjir ini termasuk fenomena 

rob dan genangan. Berdasarkan hasil FGD bencana banjir mendapatkan skor 

tertinggi dari kriteria “Mendapat Perhatian Publik” (K1) sebesar 11,83%, 

diikuti kriteria “Berdampak Sosial Ekonomi” (K3) sebesar 10,54%, “Jumlah 

Manusia Terdampak” (K2) dan “Frekuensi Kejadian” (K4) dengan nilai 

masing-masing 9,53%, dan “Tingkat Kesulitan Pemulihan” (K5) dengan nilai 

9,50%.  

Secara alami DKI Jakarta merupakan sebuah cekungan, dimana 

wilayah selatan berbukit-bukit sedangkan kawasan utara (sekitar Ancol dan 

Teluk Jakarta) mengalami pengangkatan karena proses tektonik. Sehingga 

air yang mengalir dari 13 sungai yang bermuara di Teluk Jakarta kurang bisa 

mengalir lancar ke laut dan kerap terjebak di cekungan/“mangkuk” besar 

Jakarta. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab rawan banjir di Jakarta. 

Wilayah Jakarta bagian utara tercatat memiliki elevasi terendah sebesar -13 

mdpl. Tingkat penurunan muka tanah di Jakarta bagian utara juga cukup 

tinggi. Dengan kombinasi tersebut, jika air laut sedang pasang, banjir rob 

tidak dapat dielakan. Kondisi curah hujan yang tinggi baik di wilayah DKI 

Jakarta maupun di wilayah hulu sungai juga menjadi salah satu pemicu 

terjadinya banjir. Curah hujan tertinggi tahun 2022 yang pernah terjadi di 

DKI Jakarta, yaitu sebesar 384,5 mm/hari pada stasiun pengukuran Stasiun 

Meteorologi Maritim Tanjung Priok (Jakarta Utara), yang terjadi pada Januari 

2022. sedangkan curah hujan terendah pada bulan Juni 2022 yaitu sebesar 

41,1 mm/hari. 

Selain mendapat perhatian publik isu banjir ini juga mengakibatkan 

adanya kerugian materi dan imateri. Berdasarkan data dari BPBD, sepanjang 

tahun 2022 tercatat 109 kejadian bencana banjir dengan jumlah korban 

meninggal 1 orang dan 3773 orang mengungsi. Berdasarkan data 5 tahun 

terakhir, jumlah RW terdampak banjir cenderung mengalami penurunan 
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kecuali tahun 2020 RW terdampak banjir mengalami peningkatan signifikan 

sebesar 1051 RW. Data tren jumlah RW terdampak banjir tahun 2018 – 2022 

dapat dilihat pada Gambar III-3.    

 

 

Gambar III- 3 Jumlah RW Terdampak Banjir Tahun 2018 - 2022 

 

III.2.3 Isu Prioritas 3: Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah 

 

Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah menjadi isu prioritas ke-3 

Dengan bobot sebesar 8,38%. Berdasarkan hasil FGD Belum Optimalnya 

Pengelolaan Sampah mendapatkan skor tertinggi dari kriteria “Frekuensi 

Kejadian” (K4) sebesar 9,22%, diikuti kriteria “Mendapat Perhatian Publik” 

(K1) sebesar 9,03%, “Jumlah Manusia Terdampak”(K2) sebesar 8,32%, 

“Berdampak Sosial Ekonomi” (K3) sebesar 8,18% dan “Tingkat Kesulitan 

Pemulihan” (K5) sebesar 7,20%. 

Pada tahun 2022, dengan jumlah penduduk mencapai 11.330.838 

jiwa, timbulan sampah di Provinsi DKI Jakarta diperkirakan mencapai 

8.527,07 Ton/hari. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 

dengan perkiraan timbulan sampah sebesar 8.448 ton/hari. Meskipun 

tingkat penanganan sampah di Provinsi DKI Jakarta sudah tinggi, mencapai 

99,78% pada tahun 2022 namun sebagian besar timbulan sampah masih 

diangkut ke TPST Bantargebang dengan jumlah rata-rata 7.543,42 Ton/hari 
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(88,46%). TPST Bantargebang adalah satu-satunya TPA milik Provinsi DKI 

Jakarta yang lokasinya berada di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta. Jarak 

tempuh yang cukup jauh dari wilayah kota ke TPST tersebut mengakibatkan 

tingginya biaya pengangkutan sampah dan resiko ceceran air lindi di jalur 

yang dilalui truk sampah. Lokasi TPA yang berada di luar wilayah tersebut 

juga rawan menimbulkan konflik dengan masyarakat dan pemerintah 

daerah setempat. Selain itu kondisi landfill di TPST Bantargebang yang 

sudah melebihi kapasitas juga menjadi permasalahan yang harus segera 

dicarikan jalan keluarnya. Tren Jumlah sampah terangkut di Provinsi DKI 

Jakarta tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada Gambar III-4.  

 

 

Gambar III- 4 Jumlah Sampah Terangkut Tahun 2018-2022 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta 

 

Dari  gambar tersebut dapat dilihat bahwa  jumlah sampah 

terangkut ke TPST Bantargebang menunjukkan kecenderungan penurunan.  

Penerapan pengelolaan sampah di sumber adalah salah satu usaha yang 

dilakukan di Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi sampah yang harus 

diangkut ke TPST  Bantargebang. Selain itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

juga terus mengusahakan terwujudnya tempat pengolahan sampah di dalam 

kota dan meningkatkan pengelolaan TPST Bantargebang dengan adanya 

fasilitas pengolahan sampah di TPST Bantargebang.
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BAB IV 

INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 

 

Isu prioritas lingkungan hidup adalah pokok bahasan utama yang 

menjadi prioritas dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah. 

Isu prioritas merupakan kebijakan dasar yang diperlukan, dan harus 

dihadapi menuju perbaikan kondisi terbaik yang diinginkan. Apabila isu 

prioritas tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. 

Bahkan akan menghilangkan peluang perbaikan baik jangka menengah 

maupun jangka panjang. Penetapan isu prioritas lingkungan hidup 

difokuskan pada permasalahan terkait lingkungan hidup yang telah, sedang 

dan/atau akan terjadi di daerah. Proses antisipasinya dilakukan secara 

partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan di daerah. Proses 

perumusan isu prioritas lingkungan hidup Provinsi Jakarta tahun 2022 

diawali dengan review isu lingkungan hidup dari dokumen perencanaan lain, 

FGD dengan berbagai dinas dan stakeholder lain serta pemaparan sekilas 

terkait dengan isu prioritas lingkungan hidup tahun sebelumnya yaitu tahun 

2021. Hasil review tersebut menjadi masukan terhadap proses perumusan 

isu prioritas lingkungan hidup tahun 2022. Dari adanya isu prioritas 

lingkungan hidup tahun 2022 berikut inovasi pemerintah provinsi DKI 

Jakarta dalam menanggapi isu tersebut.  

 

IV.1 Inovasi dalam Pengendalian Pencemaran Udara 

Pencemaran udara merupakan isu prioritas pertama di DKI Jakarta 

berdasarkan hasil FGD dengan para stakeholders di DKI Jakarta. Dalam 

menanggapi isu prioritas tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah 

melakukan berbagai inovasi pengendalian pencemaran udara seperti pada 

Tabel IV-1. 
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Tabel IV-1 Inovasi dalam Pengendalian Pencemaran Udara 

No. Nama Inovasi 
Organisasi Pemerintah 

Daerah 

a.  PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA 

1 Sistem uji emisi langit biru Jakarta 

Raya (Si Elang Biru Jaya) 

Dinas Lingkungan Hidup 

Provinsi DKI Jakarta 

2 Bus Listrik Transjakarta Dinas Perhubungan Provinsi 

DKI Jakarta 

3 Kebijakan integrasi tarif layanan 

transportasi publik 

Dinas Perhubungan Provinsi 

DKI Jakarta 

 

IV.1.1 Sistem Uji Emisi Langit Biru Jakarta Raya (Si Elang Biru Jaya) 

Berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang 

Pengendalian Kualitas Udara Dinas Lingkungan Hidup, pemprov DKI Jakarta 

memperketat ketentuan uji emisi bagi seluruh kendaraan pribadi mulai 

tahun 2019. Sistem Uji Emisi Langit Biru Jakarta Raya (Si Elang Biru Jaya) 

adalah sebuah sistem terintegrasi dan melibatkan kolaborasi berbagai 

stakeholders dalam pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor untuk 

mewujudkan langit biru Jakarta. Sebagai langkah awal penerapannya, 

Pemerintah Provinsi Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 66 

tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. Dalam 

aturan tersebut, sasaran uji emisi adalah mobil penumpang perseorangan 

yang beroperasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Uji emisi mobil 

penumpang perseorangan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 

(satu) tahun bagi mobil penumpang perseorangan yang berusia lebih dari 

3 (tiga) tahun. Pelasksanaan uji emisi gas buang dapat dilakukan di Tempat 

Uji Emisi yang dapat berupa: Bengkel Uji emisi; Kios Uji Emisi; atau 

Kendaraan Layanan Uji Emisi.  

Salah satu pengembangan Si Elang Biru Jaya pada tahun 2022 adalah 

penerapan disinsentif parkir bekerja sama dengan UP Parkir Dinas 

Perhubungan. Masyarakat yang belum melakukan uji emisi kendaraan atau 

belum lulus uji emisi kendaraan akan mendapatkan sanksi disinsentif parkir 
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atau tarif parkir tertinggi. Pada tahun 2022 sudah diterapkan disinsentif 

parkir di 5 lokasi parkir, yaitu IRTI Monas, Samsat Jakarta Barat, Blok M 

Square, Mayestik, Park and Ride Terminal Kalideres, serta Ruko Intercon 

Taman Kebon Jeruk.  

Selain itu juga dilakukan integrasi data dengan Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk layanan 

perizinan bengkel sebagai tempat uji emisi. Pada saat pendaftaran akun 

bengkel sebagai tempat uji emisi pada sistem uji emisi 

(https://ujiemisi.jakarta.go.id) harus menginput nomor pendaftaran dari 

DPMPTSP. Jika nomor yang dimasukkan benar berarti bengkel tersebut 

sudah terdaftar pada perijinan bengkel dari DPMPTSP dan secara otomatis 

akan muncul data lengkap bengkel tersebut.  Pengembangan lain yang 

dilakukan adalah pembangunan aplikasi uji emisi untuk kendaraan bermotor 

roda 2 yang sudah terintegrasi dengan data kendaraan dari Dinas 

Pendapatan Daerah. 

Faktor penentu keberhasilan dari inovasi ini ialah dukungan dan 

kerjasama dengan pihak eksternal yang terlibat dalam kegiatan ini dan 

ketersediaan anggaran pengembangan sistem dan pelaksanaan kegiatan uji 

emisi. Gambaran rencana pengembangan Si Elang Biru Jaya dapat dilihat 

pada Gambar IV-1. 
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Gambar IV-1 Rencana Pengembangan Sistem Uji Emisi Si Elang 
Biru Jaya 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, 2022 

 

 

Gambar IV-2 Sistem Informasi Uji Emisi dapat diakses melalui 

aplikasi Android dan Web (https://ujiemisi.jakarta.go.id/) 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, 2022 

https://ujiemisi.jakarta.go.id/
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Gambar IV-3 Layanan JakEmisi pada JAKI 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, 2022 

 

 

Gambar IV-4 Jajaran Pemprov DKI sedang melakukan uji emisi 

terhadap sebuah mobil 

Sumber: Tribun News, 2022 
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IV.1.2 Bus Listrik Transjakarta 

Transjakarta adalah sebuah sistem transportasi Bus Rapid Transit 

(BRT) pertama di Asia Tenggara dan Selatan yang beroperasi sejak tahun 

2004 di Jakarta, Indonesia. TransJakarta dirancang sebagai moda 

transportasi massal pendukung aktivitas ibukota yang sangat padat. 

Dengan jalur lintasan terpanjang di dunia sebesar 251.2 km, dan memiliki 

260 halte yang tersebar dalam 13 koridor. Hingga Desember 2022, 

TransJakarta beroperasi di 216 rute, dengan reaktivasi sebanyak 39 rute, 

serta pembukaan rute baru mencapai 16. Transjakarta yang awalnya 

beroperasi mulai Pkl. 05.00 – Pkl. 22.00 WIB, kini beroperasi 24 jam. 

Salah satu penerapan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI 

Jakarta untuk meningkatkan kualitas udara, dilakukan melalui penggunaan 

armada berbasis listrik PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Aksi ini 

adalah salah satu bagian rencana aksi penggantian bahan bakar yang lebih 

ramah lingkungan pada aksi mitigasi perubahan iklim yang tercantum di 

dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim. 

Bus Listrik memiliki keunggulan dimana emisi yang dihasilkan lebih rendah 

50,30% jika dibandingkan dengan bus konvensional (Jakarta Smart City, 

2022).  

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1053 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Percepatan Program Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik 

Berbasis Baterai dalam Layanan Angkutan Transjakarta, percepatan 

penggunaan bus listrik dimulai tahun 2022 terhadap 10.047 kendaraan 

Transjakarta. Dalam Keputusan Gubernur tersebut ditetapkan target 

pelaksanaan pekerjaan sebesar 50% pada tahun 2027 dan 100% pada 

tahun 2030 dari.  Adapun target pengadaan bus listrik tersebut pada tahun 

2022 adalah pelaksanaan kontrak dengan penyedia sebanyak 100 unit dan 

beroperasi sebanyak 30 unit, sedangkan realisasinya tercapai kontrak 

dengan penyedia sebanyak 100 unit dan beroperasi sebanyak 52 unit.  
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Selain mendatangkan armada bus listrik baru, Transjakarta juga 

mengupayakan konversi, atau mengganti mesin bus Transjakarta 

konvensional dengan mesin bertenaga listrik. Pada Kamis, 18 Agustus 2022, 

Transjakarta menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of 

Understanding (MoU) dengan Equipmake Holdings Plc, spesialis elektrifikasi 

kendaraan komersial yang berbasis di Inggris dan PT VKTR Teknologi 

Mobilitas. Pada tanggal 30 Desember 2022 PT Transportasi Jakarta 

(Transjakarta) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT 

Bianglala Metropolitan (BMP), untuk pengadaan 22 unit bus listrik. 

Penandatanganan PKS tersebut melengkapi target TransJakarta dalam 

pelaksanaan kontrak pengadaan 100 bus listrik pada 2022. Kontrak lainnya 

telah dilaksanakan dengan Mayasari Bakti dan PPD 

.  

 

Gambar IV-5 Penandatanganan perjanjian kerja sama 

Transjakarta dengan PT. Bianglala Metropolitan 

Sumber: Instagram.com/@pt_transjakarta, 2022 

Adapun rute yang dilalui bus listrik tahun 2022 adalah Senen-

Bundaran Senayan (1P), Senen-Tanah Abang (1R), Tanah Abang-Blok M 

(1N), dan Blok M-Ragunan (6N). Pada tahap awal, bus listrik Transjakarta 
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ini hanya melintas di rute non-BRT (Bus Rapid Transit) atau nonkoridor. 

Jam operasionalnya mulai pada pukul 06.00-21.00 WIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kompas, 2022 

Gambar IV- 7 Peresmian Bus Listrik Transjakarta 

Sumber: Otomotif, 2022  

Gambar IV- 6 Bus Listrik Transjakarta 
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IV.1.3 Kebijakan Integrasi Tarif Layanan Transportasi Publik 

Beberapa inovasi telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

untuk menarik minat masyarakat berpindah dari penggunaan kendaraan 

pribadi menjadi penggunaan transportasi publik yang bertujuan 

mengurangi pencemaran udara dari emisi sumber bergerak sektor 

transportasi. Inovasi tersebut dilakukan dengan meningkatkan kuantitas 

dan kualitas layanan transportasi publik. Peningkatan jumlah kendaraan, 

dan jenis transportasi publik terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta. Dari segi kualitas peningkatan yang sudah dilakukan antara lain 

penambahan rute, peremajaan kendaraan, integrasi jalur, halte dan stasiun, 

serta metode pembayaran. Dua moda transportasi publik Pemprov DKI 

Jakarta, MRT Jakarta dan Transjakarta, kian hari menunjukkan peningkatan 

kolaborasi. Pengguna jasa dapat berganti moda transportasi dengan mudah 

di sepanjang jalur MRT Jakarta. Di setiap stasiun juga telah disiapkan area 

khusus untuk menaikkan dan menurunkan penumpang bus. Beberapa halte 

bus Transjakarta  juga telah direvitalisasi sehingga dapat menghubungkan 

Transjakarta dengan moda transportasi umum lainnya seperti KRL, MRT, 

LRT, dan kereta. 

Salah satu inovasi yang dilakukan di tahun 2022 adalah dengan 

penerapan integrasi tarif layanan transportasi publik berdasarkan 

Keputusan Gubernur Nomor 733 Tahun 2022 tentang Besaran Paket Tarif 

Layanan Angkutan Umum Massal.  Pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui 

anak usaha BUMD, PT JakLingko Indonesia telah menerapkan skema tarif 

terintegrasi yang memudahkan para penumpang melakukan perjalanan dari 

satu tempat ke tempat lain di Jakarta. Dengan tarif terintegrasi ini, para 

penumpang bisa naik beberapa moda transportasi umum dalam satu 

perjalanan dengan ongkos lebih murah. Layanan tarif integrasi ini berlaku 

untuk moda transportasi dalam naungan JakLingko, yakni Moda Raya 

Terpadu Jakarta (MRTJ), Lintas Raya Terpadu Jakarta (LRTJ), Transjakarta 

(BRT dan Non-BRT), serta Mikrotrans. Keputusan Gubernur tersebut 
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mengatur tarif plafon atau biaya maksimal sebesar Rp10.000. Tiket tarif 

integrasi baru bisa digunakan melalui aplikasi JakLingko. Lampiran 

Keputusan tertanggal 8 Agustus 2022 tersebut mengatur paket tarif layanan 

angkutan umum massal berlaku jika menggunakan minimal 2 moda 

transportasi. Sedangkan, paket tarif layanan adalah tarif kombinasi yang 

dihitung berdasar jarak dan waktu dengan rincian sebagai berikut: 

Biaya awal : Rp 2.500,- 

Tarif : Rp 250,-per km 

Plafon tarif : Rp10 ribu 

 

 

Gambar IV-8 Peta Integrasi Transportasi Umum Jakarta 

Sumber:  transjakarta.co.id, 2022 
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IV.2 Inovasi dalam Pengendalian Banjir 

Bencana banjir merupakan isu prioritas di DKI Jakarta berdasarkan hasil 

FGD dengan para stakeholders di DKI Jakarta. Dalam menanggapi isu 

prioritas tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai 

upaya inovasi yaitu seperti pada Table IV-2 berikut. 

Tabel IV-2 Inovasi dalam Pengendalian Banjir DKI Jakarta 

No. Nama Inovasi 
Organisasi Pemerintah 

Daerah 

B PENGENDALIAN BANJIR 

1 

942 Project (Proyek Pembangunan 

9 Polder, 4 Waduk, dan 2 

Penataan Sungai) 

Dinas Sumber Daya Air 

Provinsi DKI Jakarta 

2 

Sistem Monitoring dan Early 

Warning System Pre-Intermediate 

Banjir Rob dan Penurunan Tanah 

Pesisir Jakarta 

Dinas Sumber Daya Air 

Provinsi DKI Jakarta 

 

IV.2.1 Project 942 (Proyek Pembangunan 9 Polder, 4 Waduk, dan 2 

Penataan Sungai) 

Projek 942 merupakan inovasi pemerintahan provinsi DKI Jakarta 

melalui Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Proyek ini merupakan 

projek pembangunan 9 Polder, 4 Waduk, dan 2 Penataan Sungai. Latar 

belakang dari pembangunan polder yaitu permasalahan banjir di daerah hilir 

khususnya banjir pada tahun 2020. Banjir tersebut membuat kawasan 

didalam daerah tangkapan hujan sistem polder mengalami dampak yang 

cukup parah. Kemudian ditambah dengan penurunan muka tanah yang 

terus menerus maka diperlukan pembangunan dan peningkatan sistem 

polder pada daerah tersebut.  

Pembangunan waduk dilatarbelakangi oleh penggunaan air tanah 

sebagai sumber air baku mengakibatkan berkurangnya resapan air dan 

sumber air tanah. Berkurangnya resapan air juga menyebabkan terjadinya 
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banjir dan genangan. Salah satu cara dalam hal penanggulangan banjir 

adalah membangun waduk yang akan berguna menampung air sementara 

pada saat terjadi banjir, selain itu dapat juga difungsikan untuk penyimpan 

air, penahan air, dan penyeimbang hidrologi, Keberadaan waduk juga dapat 

meningkatkan ruang terbuka hijau dan biru untuk ruang interaksi publik.  

Pembangunan penataan Sungai dilatarbelakangi oleh Kepadatan 

penduduk, perubahan tata guna lahan, sampah, sedimentasi, berkurangnya 

kapasitas sungai dan saluran maka diperlukan penataan sungai Kembali. 

Proyek pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang dinamai 

project 942 ini merupakan proyek padat karya. Hal ini lantaran 

pengerjaannya turut menggabungkan konsep pengendalian banjir, 

konservasi air, perbaikan ekologi, dan estetika kota. Project 942 tak hanya 

dirancang sebagai pengendali banjir semata, tetapi juga sebagai upaya 

untuk konservasi air melalui konsep biru (blue) dan hijau (green) dengan 

mengembalikan fungsi-fungsi ekologi dan kualitas ruang publik. 

Pembangunan polder dilakukan untuk menangani banjir di daerah 

yang tidak dapat mengalirkan air secara gravitasi. Pembangunan waduk 

atau embung dilakukan untuk mereduksi debit puncak banjir pada sistem 

aliran kali. Sementara, revitalisasi kali dilakukan untuk meningkatkan 

kapasitas sekaligus menata bantaran kali. Ruang lingkup pekerjaan 

pembangunan polder pada masing-masing lokasi bervariasi. Ada yang 

berupa pembangunan pompa baru dan kelengkapannya, penambahan atau 

peningkatan kapasitas pompa, pembangunan storage, pembangunan pintu 

air, hingga penguatan tanggul. 
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Gambar IV-9 Pembangunan Polder Kelapa Gading 

Sumber: Dinas Sumber daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2022 

Project 942 memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. Polder 

- Mengatasi banjir dalam satu kawasan yang airnya tidak dapat 

mengalir secara gravitasi. 

- Pembangunan infrastruktur meliputi bangunan rumah pompa 

beserta kelengkapannya 

b. Waduk 

- Mereduksi debit banjir pada sistem aliran sungai. 

- Penggunaan konsep green and blue 

- Pembentukan ruang publik dengan menjaga kearifan lokal 

c. Sungai 

- Peningkatan kapasitas kali/sungai 

- Pengendalian banjir kawasan sekitar sungai 

- Penataan bantaran kali/sungai 
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Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang dirasakan 

dalam pembangunan inovasi 942 Project. Hambatan tersebut ialah 

pembebasan lahan yang membutuhkan waktu yang lama, faktor cuaca yang 

sulit diprediksi, dan keterbatasan akses dan mobilitas alat pada saat 

pembangunan. Faktor penentu keberhasilan dari 942 Project ini yaitu 

Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang pelaksanaannya diatur dalam 

Keputusan Gubernur  

Lokasi pembangunan 942 Project tersebar di beberapa titik di seluruh 

DKI Jakarta. lokasinya yaitu sebagai berikut: 

a. Sembilan Polder  

Pembangunan polder di Kelapa Gading dan Pulomas diharapkan bisa 

menangani banjir di kawasan tersebut. Kemudian, sub-polder Marunda, 

sub-polder pompa Tipala-Adhyaksa untuk menangani banjir di kawasan 

Marunda-Jakarta Garden City (JGC). Berikut Sembilan Polder tersebut 

Polder Kelapa Gading (Betik & Artha Gading) dan Polder Pulomas, Sub 

Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala -Pompa Adhyaksa, Polder 

Muara Angke, Polder Teluk Gong, Polder Mangga Dua, Polder Green 

Garden, dan Polder Kamal.  
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Gambar IV-10 Pembangunan Polder Pulomas dan Polder Green 

Garden  

Sumber: Dinas Sumber daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2022 

  

Gambar IV-11 Pembangunan Sub Polder Marunda (JGC-Metland) 

dan Polder Mangga Dua 

Sumber: Dinas Sumber daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2022 
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b. Empat Waduk 

Pembangunan Waduk Brigif dan Lebak Bulus untuk mengatasi banjir 

di bantaran Kali Krukut, seperti daerah Ciganjur, Cilandak, Kemang, dan 

Petogogan. Untuk Waduk Pondok Ranggon dan Embung Wirajasa 

diharapkan bisa mengatasi banjir di sekitar aliran Kali Sunter. Berikut 4 

waduk tersebut Waduk Brigif, Waduk Lebak Bulus, Waduk Pondok Ranggon, 

dan Embung Wirajasa 

 

Gambar IV-12 Pembangunan Waduk Lebak Bulus dan 

Pembangunan Waduk Brigif 

Sumber: Dinas Sumber daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

Gambar IV-13 Pembangunan Waduk Pondok Ranggon 

Sumber: Dinas Sumber daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2022 
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Pengendalian banjir dengan menggunakan Solusi Berbasis Alam 

(Nature Based Solution) melalui pembangunan Ruang Limpah Sungai (RLS). 

RLS merupakan bagian dari proyek 942, yaitu pembangunan sembilan 

polder, empat waduk, dan revitalisasi dua sungai. Pembangunan Ruang 

Limpah Sungai (RLS) yang sudah terbentuk terdapat di Brigif, Lebak Bulus, 

dan Pondok Ranggon sebagai upaya pengendalian banjir. Gubernur DKI 

Jakarta meresmikan 3 ruang limpah sungai di Jakarta guna mengendalikan 

air.  

RLS Brigif memiliki luas total 10 hektar, yakni 3,3 hektar di bagian atas 

dan 6,7 hektar di bagian bawah. Lalu lintas akan terganggu karena masih 

banyak pekerjaan proyek. RLS Brigif mampu menampung sekitar 308.000 

meter kubik volume air dari aliran Kali Krukut sehingga diharapkan bisa 

mengendalikan banjir di sejumlah wilayah di Jakarta Selatan, seperti di 

kawasan Ciganjur, Cilandak, Kemang, Petogogan, Kebayoran, dan 

Palmerah. 

Selain RLS Brigif, RLS Lebak Bulus yang berlokasi di Jalan Lebak Bulus 

V, Cilandak, Jakarta Selatan, juga masih proses pengerjaan. Berbeda 

dengan RLS Brigif yang tidak dibuka untuk umum, RLS Lebak Bulus menjadi 

area terbuka karena menjadi aktifitas warga memancing dan anak bermain. 

Saat ini ada empat RLS yang tengah dibangun, yakni Brigif dan Lebak Bulus 

di Jakarta Selatan, serta Pondok Ranggon dan Wirajasa di Jakarta Timur. 

RLS dibangun setelah pembebasan lahan sejumlah permukiman dan kedai 

tuntas. 

RLS Pondok Ranggon memiliki volume tampungan RLS: ±890.000 m3, 

dapat mereduksi debit banjir dari Kali Sunter. Mengurangi dampak 

genangan terutama di wilayah Kelurahan Pondok Bambu, Kelurahan 

Cipinang Muara, Kelurahan Cipinang Melayu, Kelurahan Lubang Buaya dan 

Kelurahan Setu. 
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Sedangkan RLS Lebak Bulus memiliki volume tampungan sebesar 

±44.000 m3, dapat mereduksi debit banjir Kali Grogol dan mengurangi 

dampak genangan di daerah hilir Kali Grogol, seperti Palmerah dan 

Kebayoran. RLS Brigif memiliki volume tampungan ±256.000 m3, dapat 

mereduksi debit banjir Kali Krukut, dan mengurangi dampak genangan di 

daerah hilir Kali Krukut seperti Petogongan, Kemang, Cilandak, dan 

Ciganjur. 

Gubernur DKI Jakarta menyatakan RLS selain berfungsi dalam 

pengendalian banjir juga memiliki fungsi sebagai Ruang Terbuka Biru (RTB) 

yang harapannya akan mengembalikan ekosistem sempadan sungai seperti 

sedia kala. Selain itu RLS menjadi ruang ketiga, yakni tempat interaksi dan 

berkegiatan antarwarga. RLS mampu mengurangi tinggi permukaan air, 

sungai tidak akan melimpah pada bagian kiri dan kanan. RLS berpotensi 

mengurangi sekitar 30 % terjadinya genangan atau banjir di kawasan 

sepanjang aliran sungai. 

RLS berfungsi sebagai kolam retensi ketika sungai mengalami 

kelebihan daya tampung saat curah hujan tinggi. Jika sungai tidak 

mengalirkan air secara maksimal, maka RLS berfungsi sebagai kolam 

limpasan. Selain itu, RLS akan menjadi ruang terbuka yang kedepannya 

akan menjadi ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau dan biru 

sekaligus ruang publik.  

Di dalam lokasi RLS Brigif terdapat pintu masuk yang terhubung ke 

permukiman warga. Pintu tersebut dulunya dibatasi larangan memasuki 

wilayah RLS Brigif. Namun, saat ini larangan tersebut tidak ada. Selain itu, 

RLS bisa menjadi destinasi wisata, ruang rekreasi, sekaligus pengembangan 

UMKM. Penataannya harus sinkron antara jalan masuk, tempat parkir, 

pengelolaan, dan kebersihan. Dibutuhkan kerja sama dari dinas sumber 

daya air, dinas pariwisata, dinas pekerjaan umum, dan dinas kehutanan 

untuk pengelolaan ruang limpah sampah agar bermanfaat bagi masyarakat 

secara luas.  
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c. Penataan Dua Sungai  

Aktifitas revitalisasi Sungai Kali Besar dan Sodetan Kanal Museum 

Bahari berfungsi untuk peningkatan kapasitas Kali Krukut Bawah, penataan 

Kota Tua, dan operasional Pompa Pasar Ikan. Adapun revitalisasi di segmen 

Kali Ciliwung Hilir Kawasan Pasar Baru ditujukan untuk penataan kapasitas 

dan penataan sungai Ciliwung Pasar Baru.  

  

Gambar IV-14 Pembangunan/Peningkatan Kapasitas Sungai/Kali 

Ciliwung Hilir Kawasan Pasar Baru dan Pembangunan Sodetan 

Museum Bahari 

Sumber: Dinas Sumber daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

IV.2.2 Sistem Monitoring dan Early Warning System Pre-Intermediate Banjir 

Rob dan Penurunan Tanah Pesisir Jakarta 

Sistem Monitoring dan Early Warning System Pre-Intermediate Banjir 

Rob dan Penurunan Tanah Pesisir Jakarta merupakan penyediaan 

kebutuhan data-data dasar sistem monitoring dan early warning. Penyiapan 

sistem secara online dengan mulai dibangunnya sensor-sensor hingga 

harapannya nanti akan terbangun sistem fully online. Dasar hokum inovasi 

ini adalah Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2021 Tentang 

Zona Bebas Air Tanah. 



 

 DIKPLHD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023 IV-20 

 

 

Gambar IV-15 Perangkat sensor GNSS 

Sumber: Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

Berdasarkan hasil pengamatan dan pemodelan terindikasi penurunan 

tanah dimulai semenjak 1975. Salah satu dampak negatif penurunan tanah 

di pesisir Jakarta adalah terjadinya banjir rob atau banjir pasang air laut 

sehingga perlu melakukan rangkaian looping manajemen risiko bencana. 

Looping Manajemen Resiko Bencana dimulai dari monitoring risiko, 

pemetaan risiko, diagnosa faktor penyebab, upaya preventif, mitigasi, 

adaptasi, early warning, hingga tanggap darurat, recovery dan rehabilitasi. 

Monitoring risiko merupakan langkah awal yang sangat menentukan bagi 

rangkaian looping manajemen risiko bencana selanjutnya. Sementara itu 

Early Warning merupakan bentuk advance dari sistem monitoring, yang 

menjadikan monitoring dan early warning merupakan bagian komponen 

krusial dari looping manajemen risiko bencana.  
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Gambar IV-16 Aplikasi Sistem Monitoring dan Early Warning 

Sumber: Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2022 

Inovasi yang sedang berjalan ini mengalami beberapa hambatan 

yaitu: 

a. Belum tersedianya pemetaan topografi secara detail di wilayah-wilayah 

yang terdampak banjir rob sebagai acuan model potensi bahaya atau 

resiko banjir rob yang lebih akurat lagi, sebagai salah satu efek dari 

penurunan tanah;  

b. Perlunya dibangun penambahan sensor-sensor monitoring penurunan 

tanah, sensor pasut, dan sensor-sensor lainnya untuk mengoptimalkan 

manfaat sistem monitoring dan early warning;  

c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap issue penurunan 

tanah akibat ekstraksi air tanah yang masif. 

 

IV.3 Inovasi dalam Pengelolaan Sampah 

Belum optimalnya pengelolaan sampah menjadi isu prioritas di DKI 

Jakarta. Tiap tahunnya Pemprov DKI Jakarta melakukan berbagai upaya 

untuk menangani sampah, begitu pula tahun 2022. Dalam menanggapi isu 

prioritas tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai 

inovasi pengelolaan sampah seperti pada Table IV-3 berikut. 
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Tabel IV-3 Inovasi DKI Jakarta dalam Pengelolaan Sampah 

No. Nama Inovasi Organisasi Pemerintah Daerah 

C Pengelolaan Sampah 

1 

Pengolahan Sampah dengan 

Refuse Derived Fuel (RDF) 

Plant 

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 

DKI Jakarta 

2 

Kolaborasi Sosial Berskala 

Besar bidang Persampahan 

(KSBB Persampahan) 

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 

DKI Jakarta 

3 

Bank Sampah Organik yang 

Terhubung dengan Akses 

Keuangan 

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 

DKI Jakarta 

 

IV.3.1 Pengolahan Sampah dengan Refuse Derived Fuel (RDF) Plant  

Fasilitas Landfill Mining dan Refuse Derived Fuel (RDF) Plant 

merupakan fasilitas pengolahan sampah yang dibangun di area Tempat 

Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Pengolahan 

sampah RDF plant TPST Bantargebang yang telah dibangun ini berkapasitas 

3.000 ton sampah per hari dengan kapasitas terpakai 2.000 ton per hari, 

terdiri dari 1.000 ton/hari untuk mengolah sampah lama dari landfill dan 

1.000 ton/hari untuk mengolah sampah baru yang masuk dari wilayah 

Provinsi DKI Jakarta. TPST Bantargebang merupakan pionir dalam landfill 

mining atau pengolahan sampah lama menjadi materi bernilai guna di 

Indonesia. Hasil pengolahan sampah pada fasilitas tersebut yaitu berupa 

RDF yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif ramah 

lingkungan pada industri semen. Fasilitas ini merupakan fasilitas 

pengolahan sampah menjadi energi baru terbarukan terbesar di Indonesia 

saat ini.  

Metode pengolahan sampah yang digunakan pada fasilitas ini 

menggunakan metode mechanical drying, berbeda dengan fasilitas sejenis 

di RDF Plant Cilacap (kapasitas 120 ton/hari) yang menggunakan metode 

biodrying. RDF yang dihasilkan dari fasilitas di TPST Bantargebang memiliki 
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nilai kalor yang mencapai lebih dari 5.000 kkal/kg, lebih tinggi dibandingkan 

RDF dari Plant di Cilacap dengan nilai kalor berkisar 3.000 kkal/kg. Produk 

RDF dari fasilitas ini selanjutnya akan dijual secara komersial kepada 

industri semen melalui BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) Unit 

Pengelola Sampah Terpadu. Pendapatan dari penjualan RDF akan 

digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional fasilitas sehingga dapat 

mengurangi beban pembiayaan APBD. 

 

IV.3.2 Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Klaster Persampahan 

Pada tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI membentuk 

Forum Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Lingkungan Hidup yang 

ditandai dengan penandatanganan Keputusan Kepala Dinas LH DKI Jakarta 

tentang pembentukan forum KSBB Lingkungan Hidup. Forum KSBB 

Lingkungan Hidup merupakan wadah koordinasi yang bersifat rutin, berkala 

dan strategis antara jajarannya dengan mitra kolaborator. Tujuannya, untuk 

meningkatkan peran serta lintas sektor dalam setiap aksi dan upaya 

mengatasi permasalahan lingkungan hidup. Forum ini merupakan 

pengembangan dari forum KSBB Persampahan. KSBB Lingkungan Hidup 

terdiri dari 3 klaster, yaitu Klaster Persampahan, Klaster Perubahan Iklim 

serta Klaster Udara dan Air. 

KSBB Persampahan merupakan platform donasi berbasis daring yang 

disediakan Pemprov DKI Jakarta untuk memfasilitasi ide, inisiatif serta 

inovasi guna mewujudkan Jakarta yang bersih. KSBB Persampahan 

merupakan platform berbasis website yang dapat diakses pada 

plusjakarta.com/ ksbb atau ksbbpersampahan.com. Tujuan utama platform 

ini adalah sebagai wadah bagi stakeholders untuk saling berkomunikasi, 

berbagi cerita, dan menebar semangat dalam mengurangi sampah di DKI 

Jakarta. Program KSBB Persampahan ini dilaunching pada 2 Maret 2021 

oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta 
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Gambar IV-17 Kadis LH DKI Jakarta Asep Kuswanto bersama Tim 

Forum KSBB 

Sumber: Java Pos New, 2022 

Platform KSBB Persampahan mempertemukan pemberi bantuan 

(Kolaborator) dengan penerima bantuan yaitu masyarakat baik kepada 

pengurus bank sampah maupun RW. Pada website KSBB ditampilkan titik 

lokasi sebaran bank sampah dan RW yang ada di DKI Jakarta beserta 

profilnya. Selain itu juga disajikan opsi kategori bantuan yang bisa diberikan 

kepada masyarakat. Kategori bantuan yang ditampilkan merupakan hasil 

dari wawancara dengan masyarakat. Sampai dengan tahun 2022 tercatat 

23 Kolaborator, 264 penerima bantuan dengan jumlah nilai bantuan 

mencapai Rp3.074.450.100 

Pada tahun 2022 berhasil merangkul 12 kolaborator dengan detail 

sebagai berikut: 

a. KSBB persampahan 

Berdasarkan data KSBB Persampahan 2022 dari Dinas Lingkungan 

Hidup, jumlah Kolaborator KSBB adalah sebanyak 10 Kolaborator. Dengan 
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total bantuan sebanyak 79 Bantuan. Serta, total nilai bantuan sebanyak Rp 

503.915.404. Rincian kolaborator adalah sebagai berikut: 

1) Divers Clean Action (DCA) 

Kolaborator yang pertama yaitu DCA, dengan bantuan yang diberikan 

yaitu Bantuan Kampanye dan Konten Edukasi 

  

Gambar IV-18 Pemberian Bantuan dari Divers Clean Action (DCA) 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022 

2) Komunitas Eco Enzyme Nusantara 

Kolaborator selanjutnya yaitu Komunitas Eco Enzyme Nusantara, 

dengan bantuan yang diberikan yaitu berupa Kampanye dan Konten 

Edukasi (Sosialisasi Eco-Enzym). 

  

Gambar IV-19 Pemberian Bantuan dari Komunitas Eco Enzyme 

Nusantara 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022 
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3) Wahana Visi Indonesia (WVI) 

Kolaborator selanjutnya yaitu Wahana Visi Indonesia (WVI), dengan 

bantuan yang diberikan yaitu berupa Bantuan Kampanye dan Konten 

Edukasi, Karung Plastik, dan Lainnya.  

  

Gambar IV-20 Pemberian Bantuan dari Wahana Visi Indonesia 

(WVI) 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022 

4) WWF Indonesia 

Kolaborator selanjutnya yaitu WWF Indonesia, dengan bantuan yang 

diberikan yaitu berupa Bantuan Kampanye dan Konten Edukasi. 

  

Gambar IV-21 Pemberian Bantuan dari WWF Indonesia 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022 

5) Yayasan Komatsu Indonesia Peduli 

Kolaborator selanjutnya yaitu Yayasan Komatsu Indonesia Peduli, 

dengan bantuan yang diberikan yaitu Timbangan Digital dan Gantung 

(100-150 kg), Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah, Sarung Tangan, 
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Gerobak Sampah (dari Besi), Masker, Tong Sampah Biru 80 Liter, Tong 

Komposter Kecil 60 Liter, Penyediaan Seragam Petugas Kebersihan, 

Mesin Pencacah, Maggot Portable Box, Pembangunan Rumah Maggot, 

dan Pelatihan Budidaya Maggot. 

 

Gambar IV-22 Pemberian Bantuan dari Yayasan Komatsu 

Indonesia Peduli 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022 

2) Almagot Kolaborasi Indonesia 

Kolaborator selanjutnya yaitu Almagot Kolaborasi Indonesia, dengan 

bantuan yang diberikan yaitu Maggot Portable Box.  

 

 

Gambar IV-23 Pemberian Bantuan dari Almagot Kolaborasi 

Indonesia 

 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022 



 

 DIKPLHD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023 IV-28 

 

3) PT. Sarana Multi Infrastruktur 

Kolaborator selanjutnya yaitu PT. Sarana Multi Infrastruktur, dengan 

bantuan yang diberikan yaitu Bantuan Kampanye dan Konten 

Edukasi. Serta, Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah 

  

Gambar IV-24 Pemberian Bantuan dari PT. Sarana Multi 

Infrastruktur 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

4)   Melukis Slide 

Kolaborator selanjutnya yaitu Melukis Side, dengan bantuan yang 

diberikan yaitu memberikan pelatihan cara membuat desain poster/ 

infografis yang bagus dengan menggunakan power point kepada 

pengurus bank sampah di DKI Jakarta. 

  

Gambar IV-25 Pelaksanaan Pelatihan dari Melukis Side secara 

Daring 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022 
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5) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) 

Kolaborator selanjutnya yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas 

Indonesia (BEM UI), dengan bantuan yang diberikan yaitu Paket 

Bantuan Pelatihan Pengelolaan Sampah RW. 

 

Gambar IV-26 Pemberian Bantuan dari Badan Eksekutif 

Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) 

 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022 

6)   PT Sayap Mas Utama (Wings Grup) 

Kolaborator selanjutnya PT Sayap Mas Utama (Wings Grup), dengan 

bantuan yang diberikan yaitu Pembangunan TPS dan Pembangunan Pos 

Bank Sampah. 
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Gambar IV-27 Pemberian Bantuan dari PT Sayap Mas Utama 

(Wings Grup) 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022 

b. MoU / PKS 

Terdapat 2 kolaborator yang telah menandatangani MoU / PKS yaitu: 

1) Forum Kolaborasi Komunitas Peduli Sampah (Fokkalis) 

 

Gambar IV-28 Kolaborasi dengan Forum Kolaborasi Komunitas 

Peduli Sampah (Fokkalis) 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

2) PT. Citra Solusi Adicita Indonesia (KAKTUS.id) 
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Gambar IV-29 Kolaborasi dengan Citra Solusi Adicita Indonesia 

(KAKTUS.id) 

 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

IV.3.3 Bank Sampah Organik yang Terhubung dengan Akses Keuangan 

Kota Jakarta memiliki jumlah penduduk cukup besar, sehingga 

berimbas kepada jumlah sampah yang juga cukup tinggi. Komposisi sampah 

terbesar adalah sampah sisa makanan yang bersumber dari perumahan. 

Berdasarkan hal tersebut diperlukan kegiatan strategis yang dapat 

mengurangi sampah makanan dari perumahan secara signifikan. Salah satu 

metode pengurangan sampah makanan adalah metode biokonversi Black 

Soldier Flies (BSF)/Maggot. Pada proses ini, sampah makanan dapat 

berkurang dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang cepat. 

Keuntungan lain dari metode ini adalah adanya nilai ekonomi yang 

menyertai, karena larva maggot dewasa dapat dijual sebagai pakan ternak 

yang baik. 

Kestabilan pemenuhan pakan maggot dari sampah organik 

bergantung pada pemilahan sampah dari sumbernya, sehingga terpilahnya 

sampah organik dari rumah tangga menjadi penting untuk keberlangsungan 

metode ini. Untuk mendorong tumbuhnya tingkat partisipasi masyarakat 

dalam memilah sampah perlu hal yang menarik. Salah satu yang berpotensi 

sebagai pendorong adalah menabung sampah makanan di Bank Sampah 
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Organik yang terhubung dengan akses keuangan, sehingga ada nilai 

ekonomi yang didapat masyarakat dan pada akhirnya akan membentuk 

ekonomi sirkular.  

Tujuan dibentuknya Bank Sampah Organik yang terhubung dengan 

akses keuangan ini adalah untuk menarik masyarakat lebih giat melakukan 

pemilahan sampah sekaligus memberi peluang peningkatan ekonomi 

kepada masyarakat. Sehingga dengan program Bank Sampah Organik ini 

lingkungan menjadi bersih dan sehat, sampah organik yang terkirim ke 

TPST Bantargebang berkurang, masyarakat mendapat keuntungan 

ekonomi, sehingga dapat tercipta ekonomi sirkular. 

Saat ini, Bank Sampah Organik yang terhubung dengan akses 

keuangan sudah terimplementasi di Kawasan Edukasi Padepokan Restu 

Bumi Ciracas. Akses keuangan dari bank sampah ini bekerja sama dengan 

Bank DBS.  

 

Gambar IV-33 Kegiatan Bank Sampah Organik Padepokan Restu 

Bumi 

 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022 
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IV.4 Inovasi Lainnya 

Selain inovasi yang sudah ditulis sebelumnya, terdapat beberapa 

inovasi dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai inovasi yaitu seperti pada Table 

IV-4 berikut. 

Tabel IV- 4 Beberapa Inovasi Lainnya 

No. Nama Inovasi Organisasi Pemerintah Daerah 

1 

Pembangunan Sistem 

Pengelolaan Air Limbah 

Domestik (SPALD) 

Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI 

Jakarta 

2 
Revitalisasi Tangki Septik 

Rumah Tangga 
Paljaya 

3 

Penyedotan Lumpur Tinja 

menggunakan Truk 

Penyedotan dengan 

Jangkauan lebih dari 200 

Meter 

Paljaya 

4 
Pengangkutan Limbah B3 

Medis 
Paljaya 

5 

Limited 2R (LIMBAH MEDIS 

TREATMENT DEGRADATION 

REDUCE RECYCLE) 

Dinas Kesehatan Provinsi DKI 

Jakarta 

6 

Analisa Efektivitas Pengolahan 

Limbah Cair RSUD Cengkareng 

dengan parameter BOD, COD, 

PH, TSS, Amoniak 

menggunakan media arang 

aktif 

Dinas Kesehatan Provinsi DKI 

Jakarta 

7 STP dengan Recycle Water 

Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman Provinsi DKI 

Jakarta 

8 Green Building 

Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman Provinsi DKI 

Jakarta 
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No. Nama Inovasi Organisasi Pemerintah Daerah 

9 

Peraturan Gubernur Nomor 93 

Tahun 2021 Tentang Zona 

Bebas Air Tanah 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  

10 
SIMBA (Sistem Informasi 

Manajemen Kebencanaan) 

Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Provinsi DKI Jakarta 

11 

Ruang KIE (Komunikasi, 

Informasi, dan Edukasi) 

Kebencanaan 

Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Provinsi DKI Jakarta 

12 

ABANG MONAS (Ayo Bantu 

Ngumpulin Mainan dan 

Boneka Untuk Penyintas) 

Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Provinsi DKI Jakarta 

13 
Dashboard Peringatan Dini 

Cuaca Jakarta dan Bodetabek 

Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Provinsi DKI Jakarta 

14 

Optimalisasi Peran Surveilans 

Melalui “IKATAN CINTE 19 

(Peningkatan Capaian Testing 

COVID-19)” 

Dinas Kesehatan (PKC Tamansari) 

15 Informasi Rencana Kota 
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan 

Pertanahan 

16 Smart RDTR 
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan 

Pertanahan 

 

IV.4.1 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 

DKI Jakarta telah berkembang sebagai pusat pemerintahan, bisnis, 

dan industri. Namun perkembangan tersebut tidak disertai dengan 

perbaikan sistem pembuangan untuk menangani limbah yang dihasilkan, 

maka kondisi air dan sanitasi di Jakarta semakin memburuk. Saat ini, 

cakupan wilayah (coverage ratio) di DKI Jakarta hanya meliputi 4% dari 

keseluruhan wilayah dengan tingkat pencemaran BOD sebesar 84 mg/l. 

Dengan kondisi tersebut, DKI Jakarta berada di posisi kedua terendah 

dalam hal sanitasi di antara ibu kota di Asia Tenggara. 

Salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan 

pengelolaan air limbah di DKI Jakarta dengan melaksanakan kegiatan 

Pembangunan Jakarta Sewerage System (JSS) 15 Zona yang berperan 
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sebagai Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di 

DKI Jakarta.  

Pemerintah bekerjasama dengan Japan International Cooperation 

Agency (JICA) mempersiapkan pembangunan Sistem Pengelolaan Air 

Limbah Domestik (SPALD) atau yang sering disebut dengan Jakarta 

Sewerage Development Project (JSDP). SPALD digunakan untuk mengatasi 

masalah sanitasi dan air limbah di DKI Jakarta. Salah satunya pencemaran 

air sungai akibat sampah dan masih adanya praktik buang air besar 

sembarangan (BABS). Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah 

Domestik Terpadu Skala Permukiman yang terdiri dari 2 sistem yaitu sistem 

sewerage (Off-Site system), yang merupakan sistem pengolahan air limbah 

untuk daerah padat penduduk yang dapat melayani lebih dari 50 PE. Selain 

itu, sistem interceptor yang merupakan sistem pengolahan air limbah untuk 

konservasi kualitas air pada badan air yang tercemar air limbah rumah 

tangga. 

Berdasarkan data dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 

terdapat 8 pembangunan SPALD di DKI Jakarta pada tahun 2022. 

Kedelapan SPALD tersebut ialah: 

1) Pembangunan SPALD pada lahan sekitar Waduk Kampung Rambutan 

2) Pembangunan SPALD pada lahan parkir Gelanggang Remaja Matraman 

3) Pembangunan SPALD pada Waduk Aneka Elok 

4) Pembangunan SPALD Waduk Pondok Ranggon 

5) Pembangunan SPALD Waduk Brigif 

6) Pembangunan SPALD Situ Mangga Bolong 

7) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Pulau 

Kelapa Zona 3 

8) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Pulau 

Kelapa Zona 4 

Berdasarkan hasil review master plan Proyek Untuk Pengembangan 

Kapasitas Sektor Air Limbah melalui Peninjauan Master Plan Pengelolaan Air 

Limbah di DKI Jakarta telah ditetapkan 15 zona wilayah pembangunan 
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dimana prioritas pembangunan pertama yang akan dibangun Kementerian 

PUPR adalah Zona 1 dan Zona 6 yang meliputi wilayah Jakarta Pusat, 

Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. 

Tahap Perencanaan pembangunan SPALD-T skala perkotaan melalui 

pembangunan JSS 5 zona prioritas dari total 15 zona (zona 0 sebagai 

eksisting). Dimana 5 Zona prioritas dan lokasi IPAL antara lain: 

● Zona 1 : Kawasan Waduk Pluit 

● Zona 2 : Kawasan Waduk Muara Angke 

● Zona 5 : Kawasan Waduk Sunter Utara 

● Zona 6 : Kawasan IPLT Duri Kosambi 

● Zona 8 :  Kawasan Waduk Marunda (dalam perencanaan) 

 Proyek JSS bermanfaat untuk mendukung efektivitas Pengembangan 

Terpadu Pesisir Kota Jakarta (PTPIN)/ National Capital Integrated Coastal 

Development (NCICD) yang juga sudah mulai dibangun. NCICD 

memerlukan percepatan pembangunan proyek pengolahan air limbah 

sehingga proyek ini mendapatkan prioritas khusus dari pemerintah pusat 

dengan diterbitkannya surat No: S-130/D.VI.M.EKON/09/2013 mengenai 

Percepatan Pengembangan Pengolahan Sistem Air Limbah Terpusat di DKI 

Jakarta. Target NCICD mencapai 75% cakupan wilayah pelayanan air 

limbah pada tahun 2022. Berikut daftar rencana calon Lokasi IPAL 14 zona, 

luasan area IPAL, dan kapasitas pengolahannya: 

1. Waduk Pluit, berkapasitas 240.000 m3/hari dengan luas 3,9 ha 

2. Waduk Muara Angke, berkapasitas 21.000 m3/hari dengan luas 0,8 ha 

3. Hutan Kota Srengseng, berkapasitas 103.680 m3/hari dengan luas 4 ha 

4. IPLT Pulo Gebang, berkapasitas 300.000 m3/hari dengan luas 8,7 ha 

5. Waduk Sunter Utara, berkapasitas 129.600 m3/hari dengan luas 4,6 ha 

6. IPLT Duri Kosambi, berkapasitas 282.000 m3/hari dengan luas dengan 

luas 6 ha 

7. Rencana Waduk Kamal Pegadungan, berkapasitas 69.120 m3/hari 
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dengan luas 3,9 ha 

8. Rencana Waduk Marunda, berkapasitas 160.000 m3/hari dengan luas 6 

ha 

9. Rencana Waduk Rawa Rorotan, berkapasitas 85.996 m3/hari dengan 

luas 2,9 ha 

10. IPLT Pulo Gebang, berkapasitas 300.000 m3/hari dengan luas 8,7 ha 

11. Rencana Waduk Ulujami, berkapasitas 252.572 m3/hari dengan luas 5,9 

ha 

12. Kebun Binatang Ragunan, berkapasitas 88.862 m3/hari dengan luas 3,1 

ha 

13. Rencana Waduk Kampung Dukuh, berkapasitas 168.596 m3/hari 

dengan luas 5,7 ha 

14. Rencana Waduk RW 05, Ceger, berkapasitas 98.763 m3/hari dengan 

luas 3,6 ha. 

Pembangunan Zona 1 dan Zona 6 akan meningkatkan cakupan 

wilayah pelayanan air limbah di DKI Jakarta sebesar 20%. Zona 1 akan 

melayani wilayah pusat dan utara dan Zona 6 akan melayani wilayah barat. 

Total biaya proyek di Zona 1 adalah ± 8,1 Triliun sedangkan pengembangan 

Zona 6 akan membutuhkan biaya sebesar ± 5 Triliun. 

Diharapkan dengan dimulainya penyiapan proyek untuk Zona 1 dapat 

menjadi spillover effect kepada pembangunan zona lainnya. Pada akhirnya, 

pembangunan seluruh proyek JSS dapat melebihi target jangkauan layanan 

limbah di DKI Jakarta. Konstruksi Zona 1 ditargetkan untuk dimulai pada 

tahun 2023 dan akan diselesaikan tahun 2027. Pekerjaan di Zona 1 meliputi 

konstruksi stasiun pompa, IPALD, dan pelatihan operasional pemeliharaan 

selama 2 tahun setelah konstruksi IPALD selesai. Kemudian juga 

pembangunan jaringan perpipaan meliputi trunk sewer, pipa lateral, 

fasilitasi interseptor, dan Sambungan Rumah untuk pilot area.  

IPAL dan stasiun pompa Zona 1 akan dibangun di Kawasan Waduk 

Pluit diatas lahan seluas 3,9 hektar dengan kapasitas 240.000 m3/hari dan 
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dapat melayani 989.389 jiwa atau 220.000 Sambungan Rumah (SR) yang 

tersebar di 8 kecamatan di Jakarta, yaitu Menteng, Tanah Abang, Gambir, 

Sawah Besar, Taman Sari, Tambora, Pademangan, dan Penjaringan seluas 

4.901 hektar. IPALD Zona 1 dirancang menggunakan proses A2O (anoxic, 

anaerobic dan oxic) yang dikombinasikan dengan system MBR (Membrane 

Bio Reactor). 

Zona 1 merupakan pembangunan sistem pengolahan limbah terpusat 

yang terdiri dari: 1) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); 2) Sistem 

perpipaan; 3) Sambungan rumah, dengan cakupan wilayah seluas 4.901 

Ha. IPAL Zona 1 akan dibangun di Pluit dengan kapasitas rata-rata 198.000 

m3 per hari. Pada saat ini, percepatan proyek difokuskan pada Zona 1. IPAL 

zona satu targetnya melayani wilayah seluas 4.901 hektar. Pembangunan 

ini meliputi kecamatan Tambora, Taman Sari, Gambir, dan Menteng. Selain 

itu, pembangunan juga menjangkau kecamatan Tanah Abang, Sawah 

Besar, Penjaringan, dan Pademangan. Pemprov DKI menargetkan 

pembangunan IPAL tersebut mulai 2023 hingga 2027 dengan estimasi nilai 

pekerjaan mencapai Rp8,36 triliun. Adapun sumber pembiayaannya berasal 

dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau pinjaman Badan 

Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) dan APBD DKI Jakarta. Adapun 

sistem dalam IPAL merupakan pengaliran dan pengumpulan air limbah 

dengan sistem perpipaan dan interceptor. 

IPAL zona satu di Pluit dan zona enam di Duri Kosambi itu merupakan 

bagian dari pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 

Terpusat (SPALD-T) skala perkotaan dan terintegrasi dalam proyek Jakarta 

Sewerage System (JSS). Sedangkan zona nol di Waduk Setiabudi saat ini 

baru beroperasi 4.320 m3 per hari dan IPAL Krukut sebesar 8.640 m3 per 

hari.  

Zona empat dan sepuluh di kawasan IPLT Pulo Gebang berkapasitas 

300 ribu m3 per hari dan zona lima di kawasan Waduk Sunter Utara dengan 

kapasitas 129.600 m3 per hari. Zona Enam di Duri Kosambi dengan 
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kapasitas 282 ribu m3 per hari, zona tujuh di Kamal Pegadungan dengan 

kapasitas 69.120 m3 per hari, dan zona delapan rencananya di Waduk 

Marunda dengan kapasitas 160 ribu m3 per hari. 

Untuk Zona 6 (Fase 1) akan dibangun IPALD di kawasan Duri Kosambi 

seluas 7,13 hektar dengan kapasitas IPAL 47.500 m3/hari. JSDP Zona 6 

(Fase 1) ini ditargetkan akan melayani 4 Kota Administrasi yaitu Jakarta 

Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan yang terdiri dari 12 

kecamatan dengan jumlah penduduk terlayani sebanyak 180.800 jiwa atau 

36.000 SR. Untuk pembangunan Zona 6, saat ini sedang berjalan paket 

perencanaan dan supervisi sebesar Rp 381 miliar. Konstruksi Zona 6 

ditargetkan untuk dimulai pada tahun 2024 dan akan diselesaikan tahun 

2026. Untuk zona tiga, zona tujuh, zona empat, zona sepuluh, zona 

sembilan, zona 11-14 masuk target pembangunan jangka panjang dan 

belum terdapat kajian perencanaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV-30 Penandatanganan Paket 1 Construction of WWTP 

JSDP Zone 1 

Sumber: Kompas, 2022 
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Sumber: Industry.co.id, 2022 

 

IV.4.2 Revitalisasi Tangki Septik Rumah Tangga 

Program Revitalisasi Tangki Septik Rumah Tangga merupakan 

implementasi dari Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2021 Tentang 

Revitalisasi Tangki Septik Rumah Tangga. Pengertian Revitalisasi Tangki 

Septik adalah kegiatan untuk menyediakan tangki septik rumah tangga 

yang berkualitas, berfungsi dengan baik, dan memenuhi baku mutu yang 

dilakukan dalam bentuk pembangunan ataupun perbaikan.  

Dalam laporan per Oktober 2021 yang dirilis oleh Perusahaan Umum 

Daerah Paljaya, disebutkan jumlah warga yang buang air besar 

sembarangan (BABS) sebanyak 935 ribu orang. Dengan jumlah populasi di 

Jakarta sekitar 11 juta penduduk, berarti sebanyak 9-10 persen tidak berada 

dalam kondisi sanitasi dan higienitas yang layak. Berdasarkan data dari 

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021, sekitar 7% (tujuh 

persen) warga di Jakarta diidentifikasi masih Buang Air Besar Sembarangan.  

Berdasarkan data diatas kegiatan revitalisasi tangki septik rumah 

tangga menjadi penting dan menjadi perhatian pemerintah provinsi DKI 

Jakarta. Revitalisasi tangki septik rumah tangga ditujukan untuk 

mempercepat peningkatan layanan sistem setempat, meningkatkan 

Gambar IV- 31 Rancangan Pembangunan Sistem 

Pengolahan Air Limbah Domestik 
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cakupan layanan pengelolaan air limbah di DKI Jakarta, serta meningkatkan 

kesehatan masyarakat di DKI Jakarta melalui perbaikan prasarana sanitasi.  

Karena hal tersebut maka perlu adanya upaya peningkatan sarana dan 

prasarana pengelolaan air limbah. Salah satu yang bisa dilakukan adalah 

revitalisasi tangki septik rumah tangga. Standar tangki septik yang dibuat 

juga harus baik dan benar seperti, tangki septik harus dibuat kedap air, dan 

perlu memiliki lubang kontrol, ventilasi, pipa masuk-keluar, serta harus 

dikuras isinya untuk dibuang dengan truk tinja secara reguler atau rutin. 

Program ini bisa meningkatkan kenyamanan dan kesehatan masyarakat 

Jakarta karena air limbah yang dihasilkan akan diolah di dalam tangki septik 

standar sebelum dibuang ke badan air seperti saluran atau sungai.  

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan sanitasi 

untuk kebutuhan sehari-hari warganya dengan melanjutkan program 

Revitalisasi Tangki Septik (RTS). Tahun 2022 ditargetkan sebanyak 2.000 

titik RTS yang dibangun. Sebagian besar berfokus di wilayah Jakarta Barat 

dan Jakarta Utara. Program RTS telah berlangsung sejak tahun anggaran 

2020-2021. Pemprov DKI Jakarta telah menyalurkan sebanyak 1.693 titik 

RTS yang tersebar di Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. 

Program RTS dapat menanggulangi secara bertahap perilaku BABS. 

Tujuan program ini sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi hak atas 

sanitasi layak dan aman untuk masyarakat. Dinas SDA berkolaborasi dengan 

PD Paljaya dalam melaksanakan program RTS dengan menggunakan tangki 

septik Biopal. Ada dua metode yang dipakai PD Paljaya selaku pelaksana, 

yaitu perpipaan dan pengolahan setempat (onsite).  

Program Subsidi Revitalisasi Tangki Septik Rumah Tangga merupakan 

program kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan Perumda Paljaya 

tahun 2022. Program tersebut dalam rangka perbaikan sanitasi masyarakat 

untuk kesehatan warga Jakarta. Penerima subsidi pembangunan tangki 

septik diprioritaskan pada lokasi yang membutuhkan penanganan segera 
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sebagai upaya pemenuhan hak atas sanitasi layak untuk masyarakat 

dengan kriteria sebagai berikut; 

a. Belum memiliki tangki septik atau perilaku Buang Air Besar 

Sembarangan (BABS) 

b. Rumah yang memiliki tangki septik tapi tidak kedap atau bocor 

c. Rumah di kawasan kumuh ringan dan kumuh sedang 

d. Rumah yang wilayahnya terkena rob 

e. Rumah di daerah dengan muka air tanah tinggi 

f. Rumah di wilayah dengan tingkat pencemaran bakteri Coli yang tinggi 

g. Rumah di daerah rentan penyakit diare 

 Penerima subsidi juga diprioritaskan pada lokasi yang membutuhkan 

penanganan segera seperti, belum memiliki tangki septik atau masih BABS, 

memiliki tangki septik namun tidak kedap, bermukim di daerah yang terkena 

rob, bermukim di daerah dengan muka air tanah tinggi, bermukim di daerah 

dengan air tanah yang tercemar bakteri E. coli dengan Total Coliform diatas 

3.000 per 100 ml air atau bermukim di daerah rentan penyakit diare.  

 

IV.4.3 Pengangkutan Limbah (penyedotan lumpur tinja dan B3) 

Perumda Paljaya akan menyediakan layanan baru yaitu layanan 

pengangkutan limbah B3 Medis. Saat ini sebagian besar pengangkutan 

limbah B3 di DKI Jakarta dilaksanakan oleh penyedia jasa dari luar Jakarta. 

Keberadaan layanan pengangkutan limbah B3 medis Paljaya bermanfaat 

untuk mendakatkan layanan pengolahan limbah B3 bagi warga Jakarta 

sesuai dengan amanat Perda Provinsi DKI Jakarta No.5 Tahun 2021 

 

IV.4.4 Peningkatan pengelolaan limbah medis 

Limited 2R (Limbah Medis Treatment Degradation Reduce 

Recycle) 

Limited 2R (Limbah Medis Treatment Degradation Reduce Recycle) 

merupakan suatu kegiatan dalam optimalisasi pengelolaan limbah medis 
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padat dengan metode 2R sesuai PMLHK no 56 tahun 2015 tentang Tata 

Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun. Pada fasilitas Kesehatan ada kategori limbah medis padat (limbah 

bahan berbahaya dan beracun atau Limbah B3) yang harus dimusnahkan 

dengan sistem insenerasi ternyata dapat dikelola sendiri melalui proses 

pengosongan, pembersihan, desinfeksi, penghancuran dan pencacahan. 

Limbah yang masuk kategori tersebut adalah plabot infus, jerigen bekas 

cairan hemodialisis dan sisa kemasan B3.  

Inovasi ini diangkat dari permasalahan pengelolaan limbah medis 

padat yang belum optimal. Pengelolaan yang belum optimal salah satunya 

karena timbulan limbah medis meningkat seiring dengan berkembangnya 

layanan RS. Tidak hanya itu, pengelolaan limbah medis membutuhkan biaya 

pemusnahan yang cukup mahal, dan harus dimusnahkan secara insenerasi 

oleh pihak ketiga. Pemusnahan limbah B3 oleh pihak ketiga karena RSUD 

Cengkareng tidak memiliki insenerator. Insenerator adalah alat yang 

digunakan untuk membakar limbah dalam bentuk padat dan diioperasikan 

dengan memanfaatkan teknologi pembakaran pada suhu tertentu. 

Limited 2R dilaksanakan dengan melakukan pengelolaan limbah 

medis yang dapat dikelola sendiri melalui pengurangan bahan (reduce) dan 

daur ulang limbah (recycle). Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut 

QCDHM: Q (Semua limbah medis padat daur ulang dikelola oleh unit 

Kesehatan Lingkungan dengan pengelolaan khusus terlebih dahulu dimana 

jumlah yang dikelola sekitar 15.403 kg); C (Mengurangi biaya pengelolaan 

limbah medis padat, terdapat penghematan biaya Rp 146.052.685,-dan 

memperoleh pemanfaatan Rp 30.464.000,-); D (Pengangkutan limbah 

medis padat dapat didaur ulang bisa dilakukan karena ada pemilahan awal 

oleh penghasil limbah,100%); H (Risiko paparan limbah medis terhadap 

pengguna produk daur ulang bila tidak dilakukan perlakuan khusus terlebih 

dahulu, nilai risiko berkurang dari 15-medium menjadi 1-low risk); M 

(Kepedulian petugas dalam memilah limbah medis sesuai kategori-100%). 
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Analisa Efektivitas Pengolahan Limbah Cair RSUD Cengkareng 

dengan parameter BOD, COD, PH, TSS, Amoniak menggunakan 

media arang aktif 

Air limbah yang berasal dari rumah sakit merupakan salah satu 

sumber pencemaran air yang sangat potensial. Hal ini disebabkan karena 

air limbah rumah sakit mengandung senyawa organik yang cukup tinggi. 

Tidak hanya itu, kemungkinan mengandung senyawa senyawa kimia lain 

serta mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan dampak terhadap 

sumber penyakit terhadap masyarakat di sekitarnya.  

Pengolahan air limbah menggunakan penggantian media filter yang 

tadinya menggunakan pasir silika pada bak membran menjadi arang aktif, 

yaitu proses absorb senyawa organik pada air limbah. Oleh karena itu, 

pergantian dan volume media yang sesuai dibandingkan dengan volume air 

limbah, menyebabkan interaksi antar media yang terkena tekanan sehingga 

masing−masing media akan mengabsorb berada pada kondisi bergerak. 

Istilah dari modifikasi perlakuan lumpur aktif ini diberi nama Filtrasi arang 

aktif. 

Tujuan dari inovasi ini ialah untuk mengetahui pengaruh pergantian 

media filter arang aktif terhadap efisiensi penurunan senyawa amoniak di 

dalam air limbah sehingga bau/penghawaan yang ditimbulkan hilang. 

Hambatan yang dialami dalam inovasi ini adalah flogtuatifnya air limbah 

yang dihasilkan karena permasalahan yang terjadi berupa kualitas air 

limbah dan timbulnya hawa yang tidak sedap dari air limbah tersebut. 

Senyawa amoniak sangat melekat pada proses yang mempengaruhinya dan 

untuk pelaksanaan pemantauan secara detail terkait hasil tidak dapat 

dilakukan secara realtime terus-menerus. Faktor penentu keberhasilan yaitu 

dukungan infrastruktur dari segi SDM, dukungan pimpinan dan kemudahan 

bahan arang aktif untuk didapat dan diaplikasikan dalam sistem pengolahan 

air limbah. 



 

 DIKPLHD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023 IV-45 

 

IV.4.5 STP dengan Recycle Water 

Inovasi pada tahun 2022 yang telah diterapkan di Rusun Padat Karya 

Tower A2. Inovasi tersebut yaitu Pemanfaatan kembali air bekas atau 

limbah agar dapat di manfaatkan kembali. Daur ulang air limbah digunakan 

untuk flushing toilet dan siram taman.  

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemprov DKI 

Jakarta turut memaksimalkan nilai dari air. Dasar hukum yang digunakan 

yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup, PERMEN LHK No. 5 Tahun 2022 tentang Pengolahan Air 

Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pertambangan Dengan 

Menggunakan Metode Lahan Basah Buatan, PERGUB No.41 Tahun 2016 

tentang Rencana Induk Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengelolaan 

Air Limbah Domestik. 

 

IV.4.6 Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Zona Bebas Air 

Tanah 

Pemprov DKI Jakarta akan melarang penggunaan air tanah mulai 1 

Agustus 2023. Kedepan, gedung dengan tinggi lebih dari delapan lantai 

dengan memiliki luasan lebih dari 5.000 meter2 tidak diperbolehkan 

menggunakan air tanah. Selain itu, gedung diatas delapan lantai yang 

daerahnya sudah terdapat layanan air bersih tidak diizinkan lagi untuk 

memanfaatkan air tanah. Pemprov DKI tahun 2022 telah membangun 

instalasi pengolahan air (IPA) hutan kota dengan kapasitas 500 liter per 

detik. 
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Gubernur DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 

93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah pada 22 Oktober 2021. Pasal 

8 ayat 1 peraturan tersebut menyatakan setiap pemilik/pengelola bangunan 

dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang melakukan 

pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah mulai 1 Agustus 2023 kecuali 

untuk kegiatan dewatering.  

 

Dewatering adalah kegiatan pengontrolan air untuk kepentingan 

mengeringkan area penggalian yang akan dimanfaatkan sebagai bangunan 

bawah tanah atau untuk berbagai kepentingan. Pergub 93/2021 dikeluarkan 

karena mempertimbangkan keterbatasan kesediaan air tanah dan 

penurunan permukaan tanah di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. 

 

IV.4.7 Inovasi Kebencanaan 

Pemerintah DKI Jakarta dalam melakukan upaya mitigasi bencana 

termasuk bencana banjir membuat sebuah inovasi. Inovasi yang dilakukan 

berupa aplikasi dan program sebagai berikut: 

SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Kebencanaan) 

Gambar IV- 32 Contoh Dewatering 

Sumber: PompaReadyMix, 2022 
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Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta membangun sebuah aplikasi mandiri 

untuk pengolahan data kebencanaan, manajemen pegawai, aset, dan arsip 

sebagai salah satu upaya dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) bernama Sistem Informasi Manajemen Bencana (SIMBA). 

Aplikasi ini digunakan untuk internal BPBD DKI Jakarta mulai dari jajaran 

Tim Reaksi Cepat hingga Kepala Pelaksana. Kepala Pelaksana BPBD DKI 

Jakarta, Isnawa Adji mengatakan, aplikasi ini dikelola dan dikembangkan 

Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kebencanaan. Adapun untuk 

penginputan data semua jenis kebencanaan termasuk bencana banjir dan 

laporan telah sesuai dengan standar SOP.  

SIMBA memiliki sejumlah kelebihan seperti sistem open source. 

Sistem tersebut dapat menambah fitur atau dikembangkan sesuai 

kebutuhan, dapat mengelola kebutuhan data kepegawaian, aset serta 

kebencanaan dalam satu portal. Selain itu, pimpinan dapat melihat atau 

memantau data yang diperlukan, SKPD dapat mengakses data sesuai 

kebutuhan dengan pemanfaatan integrasi API. Aplikasi ini juga dapat 

diakses di luar kantor, karena kinerja sistem powerful dan respon data yang 

cepat.  

Ruang KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Kebencanaan 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen dan melakukan 

berbagai upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui 

pembangunan fisik maupun pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan 

kemampuan menghadapi ancaman bencana. Salah satu upaya tersebut 

dengan menghadirkan inovasi pelayanan publik berupa pembangunan 

Ruang KIE Kebencanaan Provinsi DKI Jakarta.  

Gubernur DKI Jakarta meresmikan Ruang Komunikasi, Informasi dan 

Edukasi Kebencanaan Provinsi DKI Jakarta yang berlokasi di Gedung Dinas 

Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Disgulkarmat) DKI Jakarta. 
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Ruang KIE Kebencanaan ini merupakan salah satu pusat literasi 

kebencanaan di Kota Jakarta yang menjadi bentuk nyata inovasi pelayanan 

publik mengenai pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap 

bencana. Hal ini tentunya merupakan urusan wajib Pemprov DKI Jakarta 

dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan 

masyarakat pada program penanggulangan bencana.  

Ruang KIE Kebencanaan ini merupakan pusat literasi kebencanaan 

pertama yang menggunakan teknologi virtual reality (VR). Harapannya KIE 

bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik demi mewujudkan budaya 

sadar bencana pada masyarakat Jakarta untuk menjadikan Jakarta Kota 

Tangguh Bencana. Kedepannya Ruang KIE disosialisasikan ke seluruh 

masyarakat Jakarta hingga masyarakat Jabodetabek. Melalui Dinas 

Pendidikan DKI Jakarta, keberadaan dan manfaat dari Ruang KIE 

Kebencanaan DKI Jakarta di sosialisasikan kepada satuan pendidikan 

maupun para peserta didik pada semua jenjang pendidik di wilayah DKI 

Jakarta.   

Ruang KIE Kebencanaan merupakan sebuah bentuk Ruang Literasi 

sebagai sarana peningkatan pemahaman serta edukasi kebencanaan dalam 

bentuk wahana yang interaktif bagi warga Kota Jakarta khususnya para 

peserta didik. Para Pelajar TK, SD, SMA, Perguruan Tinggi dan masyarakat 

umum Jakarta dapat mengunjungi Ruang KIE Kebencanan yang beroperasi 

pada hari Senin-Jumat pada pukul 08:00-16:00 WIB. 
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Dashboard Peringatan Dini Cuaca Jakarta dan Bodetabek 

(Integrasi API Web Service dengan BMKG) 

Dashboard Peringatan Dini Cuaca Jakarta dan Bodetabek merupakan 

sebuah dashboard diseminasi informasi peringatan dini cuaca hasil integrasi 

API Web Service BPBD Provinsi DKI Jakarta dengan Badan Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Hal ini merupakan upaya pemerintah 

provinsi DKI Jakarta untuk melakukan mitigasi bencana. Sehingga, 

masyarakat Jabodetabek dapat mengetahui informasi terkait cuaca.  

ABANG MONAS (Ayo Bantu Ngumpulin Mainan dan Boneka Untuk 

Penyintas) 

Jakarta sebagai sebuah kota metropolitan dengan potensi bencana 

seperti kebakaran dan banjir, memiliki tantangan tersendiri. Di antaranya 

Gambar IV- 33 Pemprov DKI Hadirkan Ruang Komunikasi, 

Informasi, dan Edukasi Kebencanaan dengan Konsep Interaktif 

Sumber: BPBD Jakarta, 2022 
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aspek-aspek kehidupan sebagai dampak terjadinya bencana seperti, aspek 

fisik, sosial dan psikologis. Bencana memiliki pengaruh besar secara 

psikologis kepada kelompok rentan. Salah satunya pada usia anak-anak, 

karena dapat menyebabkan rasa cemas dan takut setelah mengalami 

kejadian bencana. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta 

membuat suatu langkah inovatif melalui gerakan yang dinamakan Abang 

Monas (Ayo Bantu Ngumpulin Mainan dan Boneka untuk Penyintas). 

Gerakan ini sejalan dengan fungsi BPBD dalam pemulihan sosial 

pascabencana kepada para penyintas, khususnya bagi anak-anak. Gerakan 

ini merupakan sebuah upaya untuk mengorganisir inisiatif masyarakat 

dalam mengumpulkan mainan dan boneka yang masih layak digunakan 

untuk selanjutnya diberikan kepada anak-anak penyintas bencana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gagasan Abang Monas ini mengusung prinsip ‘reuse’ menggunakan 

mainan dan boneka layak pakai untuk dimanfaatkan kembali dan ‘reduce’ 

yang berarti sejalan dengan misi pemerintah mengurangi sampah. Gerakan 

Gambar IV- 34 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Provinsi DKI Jakarta membuat gerakan mengumpulkan mainan 

dan boneka untuk anak-anak. 

Sumber: KumparanNews, 2022 
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ini mulai disosialisasikan ke masyarakat melalui media sosial BPBD DKI 

Jakarta dan juga pada perayaan Hari Pramuka pada 10-11 September 2022. 

IV.4.8 Optimalisasi Peran Surveilans Melalui “IKATAN CINTE 19 

(Peningkatan Capaian Testing COVID-19)” 

Puskesmas Kecamatan Taman Sari merupakan fasilitas kesehatan 

tingkat pertama (FKTP) sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan 

dibawah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya 

melaksanakan surveilans terhadap penyakit menular yang berpotensial 

terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabah seperti COVID-19. COVID-

19 merupakan penyakit menular yang diakibatkan oleh Severe Acute 

Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2).  

Pemprov DKI Jakarta melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan 

COVID-19 Tingkat Provinsi telah melakukan berbagai upaya dalam 

percepatan penanganan COVID-19. Proses penguatan 3 T (Testing, Tracing 

dan Treatment) sebagai upaya memutus mata rantai penularan COVID-19 

diperlukan dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Salah satu 

upaya penguatan dengan 3T adalah dengan pemeriksaan testing COVID-

19.  

Berdasarkan pedoman penanganan dan pengendalian COVID-19, 

salah satu indikator kriteria epidemiologi keberhasilan penanganan dan 

pemeriksaan COVID-19 adalah 1/1000 penduduk. Berdasarkan data dari 

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 capaian pemeriksaan 

testing di wilayah Kecamatan belum mencapai target 1/1000 penduduk. 

Berdasarkan data dari Dinas kesehatan DKI Jakarta Tahun 2022, dari 44 

Puskesmas di DKI Jakarta, belum semua Puskesmas mencapai target 

testing mingguan sesuai standar WHO 1/1000 Penduduk.  

Jumlah penduduk di wilayah PKC Taman Sari adalah 129.429 orang. 

Target minimal indikator testing di wilayah Kecamatan Taman Sari adalah 

1/1000 dari 129.429 penduduk yaitu minimal 130 orang/minggu. 

Optimalisasi Peran Surveilans melalui “IKATAN CINTE 19 (PenIngKATAN 
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CapaIaN TEsting COVID-19)” sebagai inovasi dalam penanganan dan 

pengendalian COVID-19 bagi masyarakat di Wilayah Kecamatan Taman 

Sari. Adapun IKATAN CINTE 19 terdiri dari program sebagai berikut:  

a. PASANGAN SERASI (PelayAnan SwAb yang berkesinambuNGAN 

PuSkEsmas KeluRAhan di TamanSarI); Pelayanan swab di Puskesmas 

Kelurahan dibuka untuk mendekatkan akses layanan pemeriksaan swab 

bagi masyarakat dan memudahkan petugas memonitoring pasien 

suspek. Selain itu, kontak erat dengan pasien COVID-19 untuk 

dilakukan pemeriksaan swab PCR.  

b. KASIE CAYANG (KAmis Sesi MonitorIng Evaluasi CApaian TestiNG; 

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan 1 kali seminggu di hari Kamis. 

Tujuannya dilakukan monitoring dan evaluasi di hari Kamis untuk 

mencari solusi agar capaian testing mingguan jika belum tercapai maka 

masih dapat diusahakan dicapai di hari Jum’at.  

c. ASMARA (Adanya SOP PeMeriksaan SwAb di Puskesmas KeluRAhan); 

Sebelum dibukanya pelayanan pemeriksaan swab di Puskesmas 

Kelurahan maka perlu dibuatnya Standard Operating Procedure (SOP). 

SOP ini bertujuan untuk menjamin setiap petugas menjalankan 

pelayanan swab dengan tepat, cepat, efektif, efisien, dan terhindar dari 

kesalahan.  

d. SETIA (Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Surveilans); 

Penyelenggaraan Surveilans harus didukung salah satunya dengan 

sarana prasarana yang diperlukan termasuk pemanfaatan teknologi 

tepat guna. Permasalahan dalam penyelenggaraan surveilans COVID-

19 di Puskesmas Kecamatan Taman Sari yaitu belum adanya sarana 

prasarana yang memadai terkait sistem pencatatan dan pelaporan 

surveilans COVID-19. Seperti yang diketahui bahwa data pemantauan, 

pencatatan dan pelaporan COVID-19 sangat dibutuhkan update secara 

realtime tepat waktu dan akurat. Kemudian dilaporkan secara 

berjenjang hingga ke tingkat suku dinas kesehatan, dinas kesehatan 

dan dibutuhkan oleh lintas sektor. Dengan adanya Sistem Informasi 
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Pencatatan dan Pelaporan Surveilans memudahkan petugas dalam 

melakukan monitoring dan evaluasi data COVID-19, salah satunya 

monitoring data capaian testing COVID-19.  

e. LOYAL (LOgistik untuk laYAnan Swab Puskesmas KeLurahan; 

Penyelenggaraan Surveilans juga harus didukung oleh sarana prasarana 

lainya yaitu adanya logistic yang memadai. Logistik yang diperlukan 

dalam pelayanan swab di puskesmas kelurahan seperti: Coldbox, VTM, 

Ice pack, , kantong limbah medis dan lainnya.  

f. ROMANTIS (PembeRian kOmunikasi risiko kepada Masyarakat dan 

SosialisAsi PenTIngnya Swab); Salah satu yang menjadi akar penyebab 

masalah masyarakat tidak mau diperiksa adalah adanya stigma negatif 

di masyarakat. Dengan memberikan komunikasi risiko dan sosialisasi 

kepada masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan swab bagi suspek 

dan kontak erat COVID-19. 

g. MEMBARA (MEMbuat Bahan KomunikAsi InfoRmasi dan EdukAsi (KIE)); 

KIE COVID-19 yang dilakukan dengan pendekatan multimedia dengan 

pesan-pesan yang disampaikan sesuai dengan sasaran dan melibatkan 

secara intensif unsur-unsur potensial lainya dalam usaha untuk 

meningkatkan, memantapkan penerimaan masyarakat untuk mencegah 

COVID-19.  

Dengan adanya inovasi IKATAN CINTE 19 terbukti bahwa capaian 

testing mingguan COVID-19 di kecamatan taman sari rata-rata setiap 

minggunya mencapai target minimal standar WHO 1/1000 penduduk. 

 

IV.4.9 Informasi Rencana Kota 

Informasi Rencana Kota adalah sebuah sistem digitalisasi berbasis 

geospasial berbentuk aplikasi web guna untuk mempermudah masyarakat 

dalam mengakses dan mengetahui informasi rencana kota di wilayah DKI 

Jakarta. Keunggulan yang dimiliki pada pengembangan inovasi aplikasi IRK 

ini yaitu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan 

informasi rencana kota di wilayah DKI Jakarta karena dengan adanya 
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inovasi pada aplikasi IRK ini masyarakat dapat langsung mengakses aplikasi 

IRK secara online dan mandiri tanpa harus datang ke kantor dinas 

perangkat daerah terkait dengan langsung mengaksesnya melalui website 

Jakarta Satu ( https://jakartasatu.jakarta.go.id/irk/ ). 

 

IV.4.10 Smart RDTR 

Smart RDTR 2022 memiliki berbagai fitur yang mudah diakses dan 

digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai 

rencana tata ruang di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Serta, terdapat 3 

kategori menu yang dapat diakses oleh publik, yaitu halaman dokumen 

naskah, halaman peta dan halaman infografis. Pada halaman dokumen 

naskah menampilkan informasi terkait naskah dan lampiran Peraturan 

Gubernur DKI Jakarta No. 31 Tahun 2022. Halaman peta menampilkan peta 

interaktif atau peta smart RDTR 2022 wilayah perencanaan Provinsi DKI 

Jakarta. Serta, Halaman infografis merupakan halaman yang menyediakan 

informasi detail mengenai rencana tata ruang.Masyarakat dapat dengan 

mudah mengakses Smart RDTR 2022 melalui website Jakarta Satu. 
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BAB V  

PENUTUP 

 
DIKPLHD Provinsi DKI Jakarta 2023 memuat status lingkungan 

hidup sebagai sarana penyediaan data dan informasi aktual lingkungan 

hidup Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023. DIKPLHD DKI Jakarta ini juga 

membahas isu prioritas yang menjadi isu utama dalam memperbaiki 

kualitas lingkungan hidup dan inovasi-inovasi yang diluncurkan sepanjang 

tahun 2023. Laporan ini sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat menunjang pencapaian 

tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan semangat reformasi 

birokrasi.  

Kolaborasi semua pihak dibutuhkan untuk pembangunan kota DKI 

Jakarta yang lestari. Tujuannya agar perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup DKI Jakarta yang tertuang dalam penulisan dokumen ini 

merupakan hasil kolaborasi semua pihak. Kolaborasi dapat berbentuk 

penjaringan aspirasi, sudut pandang, pengetahuan yang dilakukan melalui 

diskusi dapat menjadi masukan bagi Pemprov DKI Jakarta. Kolaborasi 

yang dilakukan oleh berbagai Kementerian, Organisasi Perangkat Daerah 

di DKI Jakarta, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Praktisi, 

Swasta, Media dan masyarakat umum menetapkan isu prioritas 

lingkungan hidup DKI Jakarta tahun 2022. Isu prioritas tersebut menjadi 

dasar bagi Pemprov DKI Jakarta menghasilkan inovasi-inovasi tahun 2022 

dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
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V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis isu lingkungan hidup dan isu prioritas yang 

telah dilakukan menggunakan pendekatan DPSIR, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pencemaran Udara 

Pencemaran Udara menjadi isu prioritas pertama karena memiliki 

nilai bobot paling tinggi sebesar 10,3% jika dibandingkan 13 kelompok isu 

lingkungan hidup lainnya. Seiring dengan bertumbuhnya perkotaan, 

aktivitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi akan semakin 

meningkat. Beberapa aktivitas yang dapat menimbulkan polusi udara 

antara lain: pemakaian kendaraan pribadi, aktivitas industri, dan aktivitas 

konstruksi. Pencemaran udara di wilayah Jakarta dan sekitarnya 

disebabkan oleh kombinasi antara sumber emisi dari kontributor polusi 

udara dan faktor meteorologi.  

Dalam rangka penurunan tingkat pencemaran mendorong 

perubahan gaya hidup yang ramah lingkungan menjadi langkah penting 

yang harus dilakukan. Untuk mencapai hal itu, kegiatan yang dilakukan 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Sistem Uji Emisi Langit Biru 

Jakarta Raya (Si Elang Biru Jaya), Konversi transportasi masal berbasis 

listrik (Bus Listrik TransJakarta), dan Kebijakan integrasi tarif layanan 

transportasi publik. 

2. Bencana Banjir 

DKI Jakarta merupakan sebuah dataran rendah, dimana wilayah 

selatan berbukit-bukit sedangkan kawasan utara (sekitar Ancol dan Teluk 

Jakarta) mengalami pengangkatan karena proses tektonik. Kondisi 

tersebut menyebabkan air yang mengalir dari 13 sungai yang bermuara di 

Teluk Jakarta kurang bisa mengalir lancar ke laut dan kerap terjebak di 

cekungan atau “mangkuk” besar Jakarta. Akibatnya secara alamiah, tanpa 

memperhitungkan pengaruh aktivitas manusia, tanah di Jakarta perlahan 

memadat sehingga muka tanah mengalami penurunan. Kondisi curah 
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hujan yang tinggi baik di wilayah DKI Jakarta maupun di wilayah hulu 

sungai juga menjadi salah satu pemicu terjadinya banjir. Kondisi ini 

diperburuk dengan perubahan iklim global yang dapat meningkatkan risiko 

peluang hujan ekstrem dengan kapasitas sungai dan drainase tidak 

sepadan dengan limpasan yang terjadi.  

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai inovasi 

pengelolaan isu bencana banjir diantaranya yaitu, Project 942 (Proyek 

Pembangunan 9 Polder, 4 Waduk, dan 2 Penataan Sungai) mencakup 

Pengendalian banjir dengan menggunakan Solusi Berbasis Alam (Nature 

Based Solution) melalui pembangunan Ruang Limpah Sungai (RLS), dan 

Sistem Monitoring dan Early Warning System Pre-Intermediate Banjir Rob 

dan Penurunan Tanah Pesisir Jakarta.  

 
3. Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah  

 

Pengelolaan sampah tahun 2022 yang belum optimal dan belum 

berimbang dengan produksi sampah yang masif dapat menjadi pencetus 

bagi beberapa isu lingkungan lainnya dan berbagai dampak sosial ekonomi. 

Peningkatan ekonomi yang berimbas terhadap kenaikan tingkat konsumsi 

rumah tangga (RT) di Provinsi DKI Jakarta dapat menjadi penyebab 

semakin tingginya timbulan limbah padat yang ada. Berdasarkan data 

timbulan terjadi kenaikan sampah dari tahun 2019-2022 selama 4 tahun 

sebesar 6,74%. Kondisi pengangkutan sampah Provinsi DKI Jakarta tahun 

2022 dapat dikatakan cukup baik karena sebanyak 86% sampah dapat 

terangkut baik dari sumber ataupun menuju TPA Bantargebang, dan terjadi 

peningkatan 278 ton atau sekitar 3,69% jika dibandingkan tahun 2021. Di 

sisi lain pengelolaan sampah dari sumber melalui aktivitas 3R mengalami 

peningkatan yang signifikan. Ada juga Tempat Penampungan Sampah 

Sementara (TPS) 3R yang dapat mengolah 33,73 ton/hari sampah yang 

tersebar di seluruh Provinsi DKI Jakarta.  

Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta 
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membentuk Forum Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Lingkungan 

Hidup yang ditandai dengan penandatanganan SK Kepala Dinas LH DKI 

Jakarta tentang pembentukan forum KSBB. Selain itu juga dibangun 

Fasilitas Landfill Mining dan RDF Plant yang merupakan fasilitas pengolahan 

sampah yang didesain untuk mengolah 1.000 ton/hari sampah lama dari 

landfill dan 1.000 ton/hari sampah lama dari DKI Jakarta. Fasilitas ini 

merupakan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi baru terbarukan 

terbesar di Indonesia tahun 2022. Program inovasi lainnya terkait 

pengolahan sampah di DKI Jakarta yaitu Bank Sampah Organik yang 

Terhubung dengan Akses Keuangan.  

 

V.2 Rencana Tindak Lanjut 

Rencana tindak lanjut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat 

digunakan untuk menangani isu prioritas dalam peningkatan kualitas 

lingkungan hidup di wilayah DKI Jakarta diantaranya adalah : 

 

1) Pencemaran udara 

a. Menyusun Kebijakan tentang Strategi Pengendalian Pencemaran 

Udara, 

b. Meningkatkan jumlah dan kualitas transportasi massal ramah 

lingkungan dan mendorong masyarakat beralih dari penggunaan 

kendaraan pribadi berbahan bakar fosil, 

c. Meningkatkan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

pemerintah daerah penyangga, serta pelaku usaha dalam 

pengendalian pencemaran udara dan penyediaan transportasi 

massal yang terintegrasi, 

d. Pengawasan pelaksanaan kegiatan uji emisi dan pelaksanaan 

penaatan hukum,  

e. Mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan, baik untuk 

individu, instansi pemerintah dan kegiatan usaha. 
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2) Bencana banjir 

a. Meningkatkan kesiapsiagaan dan ketanggapan terhadap bencana; 

b. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan RTH untuk 

meningkatkan area resapan dan wilayah konservasi lingkungan, 

c. Pembangunan dan optimalisasi pemeliharaan jaringan drainase 

utama, sekunder, dan tersier, 

d. Peningkatan kapasitas, pemeliharaan badan air, dan penataan 

permukiman daerah sempadan badan air, 

e. Pembangunan dan optimalisasi pemeliharaan infrastruktur 

pengendali banjir dan rob, 

f. Mengembangkan dashboard kebencanaan yang terintegrasi dengan 

data dari BMKG, dan daerah penyangga. 

 

3) Pengelolaan sampah belum optimal 

a. Mendorong pengurangan sampah di sumber, sesuai dengan 

pengelolaan sampah lingkup rukun warga maupun pengelolaan 

sampah di kawasan dan perusahaan, 

b. Mengoptimalkan pengolahan sampah di dalam kota dengan 

menggunakan teknologi ramah lingkungan sehingga dapat 

mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang; 

c. Mengoptimalkan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di 

TPST Bantargebang, dan 

d. Mendorong keterlibatan berbagai pihak untuk berperan serta 

dalam pengelolaan sampah melalui kanal Kolaborasi Sosial 

Berskala Besar (KSBB).  
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